
I. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 I Tahun 1999 rentang 

Kchutanan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tuhun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana ielah diu bah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
meajadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 44121; 

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 202 Pcraturan 

Pcmcrintilh Nomor 23 Tahun 2021 teruang Penyelenggaraan 

Kehutanan pcrlu menetapkan Peraturan Memeri Lingkungan 

Hidup dan Kchutanan temang Tata Hulan dan Penyusunan 

Rencana Pcngelolaan Hulan, sens Pemanfaatru, Hulan di 
nuian t.indung dan Hutan Produksi; 
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Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
I. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalarn persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 
dipisahkan. 

Pasal I 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

KEHUTANAN TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN 
RENCANA PENGEWLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN 
HUTAN 01 HUTAN LINOUNG DAN HUTAN PROOUKSI. 

HIDUP DAN l,lNGKUNGAN PERATURAN MENTER! 
MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyclenggaraan Kchutanan (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 66351; 

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Llngkungan Hidup dan Kehutanan 

[Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 
Nomor209); 

6. Peraturan Menteri Ungkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.18/MENLHK-11/2015 ten tang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kchutanan (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 713); 

Menetapkan 
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mcmanfaatkan Kawasan Hutan, mcmanfaatk.an jasa 
lingkungan, memanfaatkan Hasil Hulan Kayu dan bukan 
kayu, memungul Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu 
serta mcngolah dan memasarkan hasil Hu tan secara 
optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat 
dengan tetap menjaga ketestariannya. 

7. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh 
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat 
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi 
utamanya. 

8. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiaian untuk 
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak 
merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 

9. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan unruk 
memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa 
kayu dengan tidak meru sak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokoknya, 

10. Pernanfaatan Hasil Hulan Bukan Kayu adalah kegiatan 
untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan 
berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

untuk 6. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan 

2. Kawasan Hulan adalah wilayah tertemu yang dltetapkan 
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai Hutan tetap. 

3. Hulan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyal 
rungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 
kchidupan untuk mcngatur tata air, mcncegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air taut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 

4. Hutan Produksi adalah Kawasan Hulan yang 
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. 

5. Tata Hutan adalah kcgiatan mcnata ruang Hutan dalarn 
rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan 
yang intensir, efisien, dan efektif untuk mernperoleh 
manfaatyang lebih optimal dan berkelanjutan. 
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11. Pemungutan Hasil Hulan Kayu dan/atau Bukan Kayu 

adalah kegiatan untuk mengambil hasil llutan baik 

berupa kayu dan/atau bukan kayu. 

12. Penggunaan Kawasan Hulan adalah penggunaan atas 

sebagian Kawasan llutan untuk kepentingan 

pembangunan di Iuar kchutanan tanpa mcngubah 

status dan Iungsi pokok Kawasan Hutan. 

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat 

KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi 
pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efislen, 

cfcktif, dan lcstari. 

14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya 
disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayah 
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Hutan 

Undung. 

15. Kesaruan Pengclolaan Hutan Produksi yang selanjutnya 

disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayah 
seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan 

Hutan Produksi. 
16. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang selanjutnya 

disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan Hutan 

untuk seluruh wilayah kerja unit KPHL atau unit KPHP 

dalam jangka waktu 10 [seputuh] tahun. 

17. Rcncana Pcngclolaan Hutan Jangka Pcndck yang 

setaniuinya disingkat RPHJPd adalah rencana 

pengelolaan Hutan untuk kegiatan unit KPHL atau unit 

KPHP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 

18. Peta Oasar adalah peta Rupa Bumi Indonesia 

termutkahir yang ditetapkan oleh kepala badan yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

informasi geospasial. 

19. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan adalah pera indikatif 

Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk 

menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pcmanfaatan Hutan 

Produksi. 
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keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial 
ekonomi masyarakat setempat, 

27. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan yang 
selanjutnya disingkat RKTPM adalah rencana kerja 
dengan jangka waktu 12 (dua belas) bu Ian yang disusun 
berdasarkan RKUPH. 

aspck usaha, kclestarian Hutan, kclestarian 

selanjutnya disingkat PBPH adalah Pcrizinan Berusaha 
yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan 
Hu tan. 

22. Sistem Perizinan 6erusaha Terintegrasi Secara 
Elcktronik (Online Single Submission! yang sclanj u tnya 
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi 
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS 
untuk pcnyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis 
risiko. 

23. Nomor lnduk Berusaha yang sclanjutnya disingkat NIB 
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identltas bagi 
Pelaku Usaha dalam pclaksanaan kegiatan usahanya. 

24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lernbaga OSS adalah lembaga 
pcmerintah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koordinasi penanarnan modal. 

25. Scrtiflkat Standar adalah pcmyataan dan/atau bukti 
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 

26. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang 
selanjutnya disingkat RJ..'UPH adalah rencana kerja 
untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu IO 
(sepuluh) tahunan, antara lain mernuat aspek 

20. Hak Pengelolaan adalah penetapan pemerintah atas 
pengelolaan llutan yang diberikan kepada Perum 

Perhutani sebagai badan usaha 1nilik negara bidang 
kehutanan. 

21. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang 
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dan/atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi 
atau barangjadi. 

34. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan 
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi barang 
setengah jadi atau barang jadi. 

35. Kapasnas Izin Produksi adalah jumlah atau kemampuan 
produksi Pengolahan Hasil Hutan paling banyak setiap 
tahun yang diizinkan oleh Pernberi lzin atau pejabat yang 
berwenang. 

Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan 
kayu bulat, kayu bahan baku scrpih, 

33. Pengolahan 
pcngolahan 

28. Multiusaha Kehutanan adalah penerapan beberapa 
kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan 
Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hut.an Kayu dan 
Bukan Kayu, dru1/atau usaha Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan untuk rnengoptimalkan Kawasan Hutan 

pada Hutan Llndung dan llutan Produksi. 
29. Sistern Silvikultur adalah sistem budidaya Hulan atau 

sistcm tcknik bcrcocok tanaman Hutan mulal dari 
memilih benih atau bibit, penyemaJan, penanaman, 
pemelihara tanaman, serta perlindungan hama dan 
penyakit. 

30. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang 
selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha 
yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil 
Hu tan. 

31. Persetujuan Opcrasional Kegiatan Pengolahan Hasil 
Hutan yang selanjutnya disingkat POKPHH adalah 
pcrsctujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang 
berwenang untuk memulai kegiatan usaha Pengolahan 
Hasil Hutan yang terimegrasi dalam PBPH, Hak 
Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan 
sosial, atau yang terintegrasi dalam I (satu] lokasi 
dengan Periz:inan Berusaha Kegiatan lndustri Lanjutan. 

32. Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil 
Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang 
jadi. 
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36. Mesin Utama Produksi adalah mesin-mesin produksl 

pada jenis Pengolahan llasil llutan tertenru yang 

bcrpcngaruh langsung terhadap kapasitas produksi. 

37. Perluasan PBPHH adalah peningkatan Kapasitas tzln 

Produksi, penambahan jenis Pengolahan llasil Hutan, 

dan/atau pcnambahan ragam produk yang 

mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku. 

38. Perubahan Komposisi Ragarn Produk adalah 

penambahan dan/atau pengurangan Kapasitas Izin 

Produksi dari ragam produk yang telah ditetapkan dalam 

PBPHH, atau pcnambahan ragarn produk baru 

sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi dan 

total kebutuhan bahan baku. 

39. Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi adalah 

penggantian, penambahan mesin, dan/atau 

pcngurangan mesin pada jenis pengolahan dan ragarn 
produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH dengan 
rujuan untuk efisiensi, peremajaan, diversiflkasl bahan 
baku, serta untuk pengolahan limbah/sisa produksi, 
tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas 
produksi. 

40. Rencana Kegiaian Operasional Pengolahan Hasil Hutan 
yang selanjutnya disingkat RKOPHH adalah rencana 
kegiatan opcrasional pcmcgang PBPHH untuk jangka 
waktu I (saru] tahun, 

4 I. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan adalah kegiatan yang 
menjamin produk hasil Hutan berasal dari surnber yang 
legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan 
tetap memperhatikan aspek kelestarian. 

42. Sistem Veriftkasi Legalitas dan Kelestarian yang 
selanjutnya disingkat $VLK adalah sistem untuk 
memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil 
Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian 
pengelolaan Hulan. 

43. Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada hasil 
Hutan, produk hasil Hutan, kemasan, atau dokumen 
angkutan yang menyatakan bahwa hasil Hulan dan 
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produk hasil Hutan telah memenuhi standar ketestarian, 
standar legalitas, atau ketentuan deklarasi. 

44. Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen yang 
setanjutnya disingkat LPVT adalah perusahaan berbadan 
hukum Indonesia terakreduast dan dltetapkan oleh 
Menteri untuk menerbitkan dokumcn pcnjaminan 
legalitas produk hasil Hutan dan melaksanakan 
penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan/atau 
verifikasi legalitas kayu. 

45. Lembaga Penerbit Dokumen v-Legat atau Lisensi FLEGT 
yang sclanjutnya discbut Lcmbaga Pcncrbit adalah LPVI 
yang memenuhi syarat dan telah duetapkan sebagai 
Penerbit Dokumen V-Legal atau Lisensi J>uc;QT. 

46. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkai 
KAN adalah lembaga yang mengakreditasi LPVI. 

47. Auditee adalah pemegang Perizinan Berusaha, pernegang 
Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan 
perhutanan soslal, pemegang persetujuan pemanfaatan 
kayu kegiatan non kehutanan, iempat pcnarnpungan 
basil Hutan, pemilik/pengolah kayu Hulan Hak/HHBK, 
atau eksportir yang dinilai oleh LPVI. 

48. Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang setanjutnya 
disingkat $-PHL adalah surat keterangan yang diberikan 
kcpada pcmcgang PBPH atau pcmcgang Hak Pcngclolaan 
yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari 
(Sl.istainable Forest Management/SFM). 

49. Sertiflkat LegaJitas Hasil Hutan yang selanjutnya disebut 
S-L.egalitas adalah surar yang diberikan kepada 
pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang 
pcrsetujuan pengclolaan pcrhutanan sosial, pcmegang 
perserujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, 
pemilik Hutan Hak, ternpat penampungan hasil Hutan, 
pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha industri, atau eksportir yang 
menerangkan telah memenuhi standar lcgalitas hasil 
hutan lforest product /egalilyj. 

2021, No.319 -8- 

www.peraturan.go.id



50. Penilikan atau suroeillo11oe adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh LJ>vl untuk mernasrikan Auditee masih 
mcncrapkan sistcm manajcmcn mutu, standar, dan 
pedoman SVLK. 

5 I. Pemantau lndependen adalah rnasyarakat madani baik 
perorangan atau tembaga yang berbadan hukum 
Indonesia. 

52. Sistern lnformasi Legalitas dan Kelestarian yang 
selanjutnya disingkat SILK adalah sistem informasi 

berbasis web yang digunakan sebagai sarana 
pcncatatan, pcncrbitan dokumcn pcnjaminan lcgalitas 
produk basil Hutan, pelayanan uji kelayakan, dan 
pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan $VLK. 

53. Dokumen Verified Legal yang selanjutnya disebui 
Dokumen V-Legal adalah dokumen bukti penjaminan 
legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor selain 
ke Uni Eropa dan Kerajaan lnggris Raya 

54. Dokumen Llsensi Forest Law Enforcement, Gooernmens; 
and 'l'rade yang selanjutnya disebut Lisensi FLEGT 
adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, 
produk kayu dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa dan 
Kerajaan lnggris Raya. 

55. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh 
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 
pemanfaatan sumber daya dan hak yang rliperoleh 
Negara berdasarkan keteniuan peraturan perundang­ 
undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat 
di luar pencrimaan perpajakan dan hibah dan dikclola 
dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja 
Negara. 

56. luran Perizinan Berusaha Pemanfaaian Hu tan yang 
selaniutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang 
dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan. 
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mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan 
informasi terkan GANISPH. 

65. Sistem lnformasi Penatausahaan Hasil Hulan yang 
selanjurnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi 
berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencataian 
dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan 
penatausahaan hasil Hutan. 

menganalisis, menyimpan, 
mengolah, 

menampilkan, 
mengumpulkan, mempersiapkan, 

57. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat 

PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai 

pengganti nilai intrinsik dari hasil Hulan dan/atau hasil 

usaha yang dipungut dari Hutan Negara. 

58. Dana Reboisasi yang selanjutnya dlsingkat DI~ adalah 

dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang 

tumbuh alami dari Hutan Negara. 

59. Sislcm lnformasi Pcncrimaan Negara Bukan Pajak yang 
selanjutnya disingkal SIPNBP adalah aplikasi berbasis 

web yang berfungsi untuk melakukan pencataian, 
penyimpanan, dan pemamauan data PNBP. 

60. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Sadan dari dalam 
negeri atau tuar negeri yang mempunyai kewajiban 
membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

61. Penatausahaan llasil Hutan yang selanjutnya disingkat 
PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas 
perencanaan produksi, pernanenan atau penebangan, 
pcngukuran, pengujian, penandaan, pcngangkutan/ 
peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hulan. 

62. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan 
untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat, 
sena untuk mengetahui mum (kualnas! basil Hutan, 

63. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya 
disebut 0/\NISPH adalah setiap orang yang memiliki 
kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hu tan. 

64. Sistern Jnformasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang 
selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian 
perangkat dan prosedur clektronik yang berfungsi 
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pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan 
bcrupajasa ling)<ungan. 

yang 
adalah 

basil 

Laporan Hasil Produksi Jasa Lingkungan 
selanjutnya disebut LHP-Jasa Lingkungan 
dokumen yang memuat data 

73. 

66. Sistem lnformasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang 

selanjutnya disingkat SIHIIBK adalah sistern informasl 

bcrbasis web yang berfungsi untuk rnelakukan 
pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan aiau 
pemungutan llasil Hutan Bukan Kayu. 

67. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut 
TPK Hutan adalah ternpat milik Pemegang 
PSPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk 
menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya 
berada dalam areal pertzinarr/persetujuan yang 
bersangkutan. 

68. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut 
TPK Antara adalah tempat milik Pemegang 
PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk 
menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya 
bcrada di luar areal perizinan/persclujuan yang 
bersangku tan. 

69. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang 
selanjutnya dislngkat TPT-KB adalah tempat untuk 
menampung Kayu Bulat, milik perusahaan yang 
bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan. 

70. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP 
adalah dokumen yang memuat data produksi hasil 
Hulan baik kayu maupun bukan kayu. 

71. Laporan Hasil Produksi Kayu yang selanjutnya disebut 
LHP-Kayu adalah dokumen yang memuat data produksi 
hasil Hutan berupa kayu. 

72. Laporan Hasil Produksi Bukan Kayu yang selanjutnya 
disebut LHP-Bukan Kayu adalah dokumen yang memuat 
data hasil pcmanenan/pcmungutan atau pengumpulan 
hasil hutan bukan kayu. 
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74. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang 

selanjutnya disingkal SKSHHK adalah dokumen 

angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan rnelalui 
SIPUHH. 

75. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang 

digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus 
dan/atau basil Hutan tertentu. 

76. Surat Angkutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat 

SAKR adalah dokumen angkuian kayu yang berfungsi 

sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai 

pcngangkutan kayu hasil budidaya yang bcrasal dari 
hutan hak. 

77. llasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang 

berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan 

berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hulan 

alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya 

tanaman (Hutan tanaman) pada Hulan Produksi, 

78. Hasil llutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat 

HHBK adalah hasil Hutan hayati sclain kayu baik nabati 
maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya 

yang berasal dari Hu Ian Negara. 

79. Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa 
Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Butat 
kccil. 

80. Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu 

Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku 

setengah jadi, dengan ragam produ k berupa kayu 
gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer 

termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, 
dan serpih kayu (wood chips) iermasuk ragam produk 
turunannya 

8 I. Limbah Pemanenan adalah sernua jenis kayu sisa 

pembagian batang berupa runggak, cabang, dan ranting 

yang tertinggat di Hutan. 

82. Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut audit dalam 

peramran ini adalah serangkaian kegiaian pemeriksaan 

secara menyeluruh dan obyektif untuk memastikan 
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ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajlban 
dan larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha 
Pcmanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang 
persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

83. Sanksi Administn3lif adalah perangkat sarana hukum 
administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ 
perimah dan/alau penarikan kembali keputusan tata 
usaha negara yang dikenakan kepada pemegang 
Perizinan Berusaha atau persetujuan pernerintah atas 
dasar kctidaktaatan lcrhadap kctcntuan pcraturan 
perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau 
ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan 
pemerinlah yang terkait dengan kehutanan. 

84. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 

85. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan. 

86. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya yang membidangi uru san kesekretariatan 
lingkungan hidup dan kebutanan. 

87. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pirnpinan Tinggi Madya 
yang mcmbidangi urusan pcngclolaan Hu tan lcstari. 

88. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkai daerah di 
tingkat provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung 
jawab di bidang kehutanan. 

89. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah 
provinsi yang membidangi urusan kehutanan. 

90. Unit Pelaksana Teknis yang setaniutnya disingkat UPT 
adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan 
benanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 

9 I. Koperasi adalall bad an hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan 
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal 
unruk menjalWlkan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 
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Ruang lingkup peraturan Menteri ini, meliputi: 
a. Tata Hutan dan Pcnyusunan Rcncana Pengelolaan 

Hutan; 
b. PBPH; 

c. Usaha Pernanfaatan Hutan; 

d. Pcngolahan Hasil Hutan; 

e. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan; 

f. PUHH; 

g. PNBP Pcmanfaatan Hutan; 

h. Pcmbinaan, Pcngcndalian scrta Pcngawasan 

Pcmanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan 

i. Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminlstratif Pemanfaatan 

Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. 

Pasal 2 

Bagian Kcdua 

Ruang Lingkup 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

92. Pcrscorangan adalah Warga Negara Repu blik Indonesia 

yang cakap bertindak menu rut hukurn. 

93. Pclaku Usaha adalah orang perseorangan, atau badan 

usaha yang bcrbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

melakukan usaha aiau kegiatan pada bidang tertentu, 
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h. kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat; 
i. potensi konflik; dan 
j. aksesibilitas. 

(2) lnvent.arisasi Hu tan sebagaimana dimaksud pada ayai ( I) 
dilakukan dengan cara: 
a. survei lapangan; danj'atau 
b. analisis data hasil penginderaan jarak jauh, 

informasi ilmiah, serta informasi sumber daya 

f. 
e. 
d. hidrologi, bentang alam, dan gejala-gejala aiam: 

gambaran keadaan flora dan fauna; 
jenis, potensi, dan sebaran Pernanfaatan Kawasan, 
jasa lingkungan, Hasil Hutan Kayu, dan HHBK; 

g. jenis, populasi, dan habitat flora dan fauna; 

c. 

a status, pcnggunaan, dan penutupan lahan; 
jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi; 
iklirn: • 

b. 

Pasal 4 

(I) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk 
mendapatkan data dan informasi mengenai: 

(I) Tata Hutan dilaksanakan pada setiap unit KPHL 
dan/atau unit KPHP oleh kepala KPH. 

(2) Pelaksanaan Tata Hulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) mcliputi: 
a. inventarisasi Hutan; 
b, perancangan Tata Hutan; 
c. penataan batas dalam unit pengelolaan Hulan; 
d. pemetaan Tata Hutan; dan 
c. partisipasi para pihak mclalui konsultasi pu blik. 

Pasal 3 

BAB II 
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEU)LAAN 

HUTAN 

Bagian Kesatu 
Tata llutan 

2021, No.319 
-15- 

www.peraturan.go.id



Pasal 5 
(!) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: 

a perancangan pembagian blok dalam wilayah KPHL 

atau KPHP; dan 

b. perancangan pembukaan wilayah Hutan untuk 

jalan Hutan, sarana, dan prasarana. 

dipertanggungjawabkan. 
(3) Hasil inventarisasi Hulan sebagalmana dimaksud pada 

ayat (2) berupa data dan informasi rneliputl: 

a. data pokok berupa potensi tegakan kayu dan 

HHBK, potensi surnber daya lumbuhan non kayu 

potensi Pemanfaatan Kawasan, porensi jasa 

lingkungan dan disajikan pada peta hasil kegiatan 
dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding 

lima puluh ribu]: dan 

b. data pcnunjang bcrupa infrastruktur yang 

mendukung pengeiolaan Hulan, kondisi sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat, informasi kondlsi 

daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai, 

informasi jenis tanah, kelerengan, cu rah hujan, dan 
kawasan hidrologis gambul. 

(4) Hasil pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 digunakan untuk: 

a. penyusunan rancangan Tata Hutan mcliputi 

pembagian blok dan petak; dan 

b. penyusunan rencana pengelolaan meliputi l~PHJP 

dan RPHJPd. 

(5) Pelaksanaan inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (!) dilakukan paling scdikit I (satu) kali 

dalam 5 (Jima) tahun. 

(6) Pelaksanaan inventarisast Hutan untuk penyusunan 

RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

setiap tahun. 

dapat yang pemangku dari Hu tan 
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perhutanan sosial; dan 

e. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (Rl<."TN), 

Rcncana Kehulanan Tingkal Provinsi (Rh'TP), Peta 

Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung, Peta Arahan 

Pemanfaatan Hutan Produksi, Peta lndikatif dan 

Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), dan Peta lndikatif 

Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). 

(4) Pembagian blok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a pada Hutan Lindung melipu Li: 

a. blok inti; 

b. blok pcmanfaatan; dan 

c. blok khusus, 
(5) Blok inti pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a dibatasi untuk kegiatan 
pemungutan HHBK dengan tidak merusak tegakan 
Hu tan. 

(6) Blok pemanfaatan pada Hulan Lindung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (41 huruf b meliputi: 

a. blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha 

berupa: 

I. Pemanfaatan Kawasan; 

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan 
3. pemungutan HHBK; 

dan/atau 

Penggunaan 
pengelolaan Kawasan llutan, dan perserujuan 

d. 

pengelolaan perhutanan sosial, 

(3) Pernbagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] 
huruf a memperhatikan: 

a. karak1eristik biofisik lapangan; 

b. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; 
c. potensi Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, 

Hasil Hulan Kayu dan HHBK; 

keberadaan PBPH, persetujuan 

persetuiuan pemegang dan/atau Pengelolaan, 

(2) Perancangan Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) harus terintegrasi dengan perancangan areal 

yang telah dibuat oleh pemcgang PBPH, Hak 
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Pasal 6 
(I) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf c 

dilakukan berdasarkan: 

a. rancangan Tata Hutan; dan 

b. jenis pengelolaan yang dapat dilakukan pada unit 

pengelolaan Hutan. 

(2) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

kegiaian: 
a. Pemanfaatan Hutan; 

(7) Blok khusus pada Hulan Lindung sebagalmana 

dimaksud pada ayat (41 huruf c merupakan blok untuk 
menampung kepentingan khusus di wilayah KPI I. 

(8) Pernbagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] 
huruf a pada Hutan Produksi meliputi: 

a. blok perlindungan; 

b. blok pemanfaatan; dan 

c. blok khusus. 

(9) Blok pcrtindungan pada Hulan Produksi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (81 huruf a dibatasi untuk kegiatan: 

a. pemungutan lillBK; dan 

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 

(10) Blok pemanfaatan pada Hutan Produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (81 huru f b dibagi menjadi: 

a. blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha; dan 

b. blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan 

sosial. 
(I II Blok khusus pada Hutan Produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (81 huruf c merupakan blok untuk 

menampung kepentingan khusus di wilayah KPH. 

(12) Kepentingan khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11) dilaksanakan scsuai dcngan kctcntuan 

peraturan perundang-undangan, 

b. blok pernanfaatan untuk pengelolaan perhutanan 

sosial. 
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Pasal 7 

(I) Pemetaan Tata Hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penyusunan 

rancangan Tata Hulan dalam bentuk peta Tata Hutan 

yang menggunakan Peta Dasar dan sumber data spasial 

b. Penggunaan Kawasan Hutan; 

c. rehabilitasi dan reklamasi llutan; dan 

d. pcngelolaan perhutanan sosial, 
(3) Penataan batas dalam unit pengelolaan Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

mernperhatikan: 
a produktivitas dan potensi Kawasan Hutan; 

b. keberadaan kawasan lindung yang meliput:i: 

I. kawasan gambur; 
2. kawasan resapan air; 

3. scrnpadan pantai; 
4. sempadan sungai; 

5. kawasan sekitar danau/waduk; 

6. kawasan sekitar mata air; 
7. kawasan cagar budaya; 

8. kawasan rawan bencana alam; 
9. kawasan pcrlindungan plasma nulfah; 

IO. kawasan pengungsian satwa; dan 

I I. kawasan panrai berhutan bakau. 

c. kondisi penggunaan/penutupan lahan sesual 
dengan kemampuan lahan; 

d. sungai, alur sungai, dan/atau jalan Hutan yang 

sudah ada atau yang direncanakan pernbukaan 

jalan Hulan; 

e. perubahan Sistem Silvikultur dari/arau jenis 

tanaman II utan; 

f. areal Penggunaan Kawasan Hutan; dan 

g. kegiatan rehabilitasi Hutan yang sudah terbangun 

dan/atau areal yang diarahkan untuk kegiatan 

rehabilitasi. 

2021, No.319 
-19- 

www.peraturan.go.id



Pasal 8 
(1) Rencana pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil 

inventarisasi dan rancangan Tata Hutan. 
(2) Rencana pengelolaan Hulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) meliputi: 

Umum 

Bagian Kedua 

Rencana Pengelolaan Hu tan 
Paragraf 1 

lainnya dengan skala peta paling kecil 1 :50.000 (satu 

berbanding lima puluh ribu). 

(2) Pcmetaan Tata Hulan sebagaimana dimak.sud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat informasi: 

a. batas wilayah KPH yang telah ditetapkan Menteri; 

b. pcmbagian batas blok; 
c. fungsi kawasan unit pengelolaan Hutan; dan 

d. rencana pernbentukan resor yang akan diba.ngun 
atau definitif. 

(3) Pcnyajian peta Tata Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) dcngan kctcntuan untuk: 

a. wilayah KPH kurang dari 50.000 Ha (lima puluh 
ribu hektare), skala peta paling kecil 1 :50.000 (satu 

berbanding lima puluh ribu]; 
b. wilayah KPH dari 50.000 Ha (lima puluh ribu 

hektare] sarnpai dcngan 100.000 Ha (scratus ribu 

bektare], skala peta paling kecil 1: 100.000 (saiu 
berbanding seratus ribu]; dan 

c. wilayah KPH lcbih dari 100.000 Ha [seratus ribu 

hektare), skala peta paling kecil 1:250.000 (satu 

berbanding dua ratus lima puluh ribu]. 
(4) Penyajian peta Tata Hulan sebagaimana dimak.sud pada 

ayat (3) disusun dan dijadikan lampiran RPHJP. 

(5) Peta Tata Hulan scbagaimana dimak.sud pada ayat (1) 

disabkao oleh Oirektur Jenderal atas nama Memeri. 
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(3) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I) mernperhatikan: 

Pasal 9 
(I) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun oleh kepala KPH 
unruk setiap unit pengelolaan Hutan dan dilaporkan 
kepada Kepala Dinas oleh KPH. 

(2) Penyusunan RPHJP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) melibatkan UPT yang terkait lingkup 
Kcmcnterian. 

Paragraf2 
Penyusunan dan Penilaian Rencana Pengelolaan Hulan 

Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hulan 

c. potensi sumber daya; 
d. kondisi yang dihadapi; 
c. analisis proyeksi; 
f. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan 

Hulan yang mcliputi Tata Hulan, pcrnanfaatan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan, rehabilitasi Hutan 
dan reklamasi, perlindungan dan pengamanan 

Hutan, serta konservasi alam: 
g. rencana kegiatan pengelolaan KPH!, dan/atau KPHP 

memuat pcrcncanaan organisasi yang didaJamnya 
memuat pengembangan sumber daya manusia, 
pengadaan sarana dan prasarana, dan pernbiayaan; 

h. pembinaan, pengawasan, dan pcngcndalian, serta 
pemantauan, evatuast, dan pelaporan; atau 

i. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

a RPHJP jangka waktu 10 (sepuluhl tahun; dan 

b. RPIIJPdjangka waktu I (satu) tahun. 
(3) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a 

paling sedikil rnernuat: 
a. deskripsi wilayah; 
b. visi dan misi; 
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Paragraf J 
Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 

Kesaruan Pengelolaan Hutan 

Pasal JO 
(I) Kcpala Dinas mengusulkan penilaian dan pengesahan 

usulan RPHJP yang dilengkapi dengan dokumen 

clektronik kepada Direktur Jenderal. 

(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] 

dalam jangka waktu paling lama JO (tiga puluh] hari 

kcrja sejak diterimanya dcngan lcngkap usulan RPHJP 

dan dokumen elektronik, melakukan verifikasi dan 
validasi data/informasi, serta dokumentasi pendukung 

usulan RPHJP. 

(J) Pelaksanaan verifikasi dan vatidast data/informasi serta 

dokumcntasi pcndukung usulan RPHJP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui pembahasan 

yang melibatkan eselon I terkait lingkup Kernenterian. 

(4) Penyusunan dan pcnilaian RPHJP KPHL atau RPHJP 

KPHP dilakukan melalui Sistem lnformasi Rencana 

Pengelolaan Hulan Jangka Panjang (Sl·RPHJP). 

(5) Pedoman pcnyusunan RPHJP sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

a. Rencana Kehutanan Tingkal Nasional (RKTN) dan 

Rencana Kehutanan Tingkat l>rovinsi (RKTP); 

b. Rcncana Pcmbangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMNJ dan Rencana Pembangunan Jru1gka 

Menengah Provinsi (RPJMP); 

c. program dan kcbijakan nasronal dan daerah yang 

terintegrasi dengsn rencana kerja pemegang 

PSPH/persetujuan; 

d. aspirasi, peran sena, dan nilai budaya rnasyarakat 
serta kondisi lingkungan setempat: dan 

c. mcmual scmua aspck pcngclolaan Hutan lcstari. 
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Pasal 13 
Usulan perubahan RPHJP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas berikut dokumen 

elektronik kepada Direktur Jenderal untuk dinilai, 

Pasal 12 

(I) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat 

dilakukan perubahan. 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

rneliputi: 
a perubahan arahan dan/atau luasan blok di dalam 

wilayah KPHL atau KPHP; 

b. pcrubahan yang diakibatkan adanya pernanfaatan 
dan Penggunaan Kawasan Hul811, serta pengelolaan 

pcrhutanan sosial; 
c. perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan 

di dalam wilayah KPHL dan KPHP; dan 

d. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Perubahan RPHJP KPH!, atau RPHJP KPHP dilakukan 

melalui $1-RPHJP. 

(4) Pedoman perubahan RPHJP sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Paragraf 4 

Peru bahan Rcncana Pcngclolaan H utan .Jangka Panjang 
Kesatuan Pengelolaan Hulan 

Pasal 11 

(1) Pennohonan pengesahan RPIIJP disampaikan oleh 

Kcpala Dinas dcngan dilengkapi dokumcn clcktronik 

kepada Direktur Jenderal. 

(2) Direktur Jenderal alas nama Menteri rnenetapkan 

RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk 
keputusan berdasarkan hasil pembahasan penilaian 

usu Ian RPHJP yang telah diperbaiki. 
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Pasal 15 

(I) RPHJPd sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2) 
huruf b disusun oleh kepala KPH paling larnbat I 
(satu) tahun setelah RPHJP ditetapkan. 

Paragraf 5 
Penyusunan, Penilaian, dan Penetapan Rencana Pengelolaan 

Hutan Jangka Pendek 

Pasal 14 
(I) Penilaian sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 13 

dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kcrja sejak diterimanya usulan pcrubahan. 

(2) Dalam ha! substansi perubahan RPHJP disctujui, 
Dircktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan 
perubahan RPHJP. 

(3) Dalam hal substansi perubahan RPHJP belum dapat 
disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan arahan 
perbaikan perubahan RPHJP kepada Kepala Dinas. 

(4) Kepala Dinas menyampaikan perbaikan perubahan 
RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (31 kepada 
kepala KPH. 

(5) KepaJa KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima 
bclas) hari kcrja scjak ditcrima arahan pcrbaikan 
perubahan RPHJP KPHL atau perubahan RPHJP KPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan 
perbaikan usulan perubahan RPHJP, dan 
menyampaikan kembali kepada Direktur melalui Kepala 
Dinas. 

(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah menerima 
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
menerbitkan keputusan pengesahan perubahan RPHJP 
KPHL atau RPHJP KPHP yang menjadi bagian tidak 
tcrpisahkan dari kcputusan pcngcsahan RPHJP KPHL 
atau RPHJP KPHP sebelumnya. 
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Pasal 16 
(I) RPHJPd yang telah disusun sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 15 ayat (I) disampaikan kepada Kepala 
Dinas paling lambat 2 (duaj bulan scbclurn tahun 
bcrjalan, untuk dilakukan pcnilaian rlan pcnetapan 
melalui Sl·RPHJPd. 

(2) RPHJPd yang telah disusun sebagaimana dimaksud 
pada ayar (I) dilakukan: 
a penuaian oleh pejabat pada Dinas Provinsi yang 

membidangi urusan perencanaan Hutan; dan 
b. penetapan oleh Kepala Dinas. 

(3) RPHJPd yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayar (2) berlalru mulai tanggal I Januari dan 
berakhir pada tanggaJ 31 Desember, dan menjadi dasar 
kegiaian dalam pengelolaan Hutan oleh KPH pada tahun 
berjalan. 

kegiatan: dan 
j. parnsipasi para pihak. 

pengendalian dan cvaluasi, pemamauan, i. 

c. perserujuan Penggunaan Kawasan Hut.an/ 
pengelolaan perhutanan sosial di wilayah KPH; 

d. tujuan pengelolaan Hutan lestari dalam KPH yang 
bcrsangkutan; 

e. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya; 
f. target yang akan dicapai; 
g. basis data dan informasi; 
h. status neraca sumber daya Hu tan; 

(2) RPHJPd disusun sesuai dengan RPHJP yang telah 

ditetapkan. 
(3) RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) paling 

sedikit mernuar: 

a. kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPI I; 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan olch pcmcgang 
PBPH; 
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terhadap jaw ab bertanggu ng kewenangannya 

Pasal 18 

(1) Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 

Pasal 17 

(I) Gubemur menetapkan pembentukan organisasi KPH dan 
wilayah pengelolaan KPH pada Hutan Lindung dan 
Hutan Produksi. 

(2) Wilayah pengelolaan KPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dapat tcrdiri dari I (satu) atau lebih unit 
pengelolaan Hulan dengan memperlimbangkan eflsiensi, 
efektifitas, dan rentang kendali pengelolaan. 

(3) Hutan di luar Kawasan Hulan dapat menjadi bagian 
wilayah pengelolaan KPH yang terdekat dengan 
mempertimbangkan kesamaan ekosistern, bat.as 
administrasi, dan jangkauan pelayanan pengelolaan 
Hu tan. 

(4) Pembentukan organisasi KPH dilakukan sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hulan 

Paragraf l 
Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hulan 

(4) RPHJPd KPH yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 bcserta dokumcn clcktronik 
disampaikan kepada kepala KPH, dan salinannya 
disampaikan kepada: 
a. Menteri; dan 
b. kepala UPf. 

(5) Dalam ha! Sl-RPHJPd sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) belum terscdia a tau tidak dapat diakscs, rusak 
atau rnendapat gangguan karena sebab kahar (force 
majeu,j maka proses dapat dilakukan secara manual. 

(6) Pedoman penyusunan RPHJPd sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 20 
(II KPH dipimpin olch seorang kepala KPH. 

(2) Kepala KPH harus memenuhi standar kompetensi bidang 

teknis kehutanan dan syarat administrasi sesuai dengan 

kctcntuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pcrsonil yang mengelola KPli harus memenuhi jumlah 

dan standar kompetensi bidang teknis kehutanan untuk 

dapat menunaikan tugas dan rungsinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pcmcnuhan pcrsonil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bcrasal dari Aparatur Sipil Negara dan non 

Aparatur Sipil Negara. 

(5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (II dan 

ayat (2) mengacu kepada peraturan mengenai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I), ayai (2), dan ayat (3) melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

Paragraf2 
Sumber Daya Manusia Pcngclola Kesatuan Pengelolaan Hulan 

Pasal 19 
Organisasi KPII bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan Hutan meliputi: 

a. perencanaan pengelolaan; 

b. pcngorganisasian; 
c. pelaksanaan pengelolaan; dan 

d. pengendalian dan pengawasan. 

pembangunan KPH dan pengembangan KPH serta sarana 

dan prasarana KPII. 

(21 Pcnctapan bentuk organisasi KPH sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang organisasl 

perangkal pusat dan daerah. 
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Pasal 22 
(I) Dana pembangunan dan pengemhangan KPH bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Bclanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang 

sah dan tidal< mengikaL. 
(2) Anggatan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) diarahkan untuk mendukung 

program pembangunan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

Bagian Keem pat 

Fasilitasi Dana Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

Pasal 2 l 
(I) Dalam hal melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah 

kerja KPH dibentuk resor KPH yang dipimpin oleh kepala 

resor. 
(2) Pernbentukan resor KPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1J memperhatikan rentang kendali pengelolaan 
Hutan dan/atau pelayanan teknis pengetoiaan Hutan 

oleh Pcmerintab Daerah, luas wilayah pengelolaan, 
sarana dan prasarana, serta ketersediaan surnber daya 

manusia di KPH. 

(3) Kepala resor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

mernpunyai tugas dan fungsi membantu kepala KPH 

dalam melaksanakan pengelolaan Hutan di wilayah 

kcrjanya 

Paragraf 3 
Resor Kesatuan Pcngelolaan I tutan 

(7) Pcmerintah Daerah harus memperhatikan antara lain 

syarat kompctcnsi kcrja yang ditcrbitkan olch Icmbaga 
scrtifikasi profesi di bidang kehutanan. 

(8) Dalam hal syarat kompetensi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan oleh lembaga 

sertifikasi protest maka ditetapkan oleh Menteri. 
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pengelolaan perhutanan sosial; 
c. pclaksanaan pcmbangunan pcngclolaan bcrbasis rcsor 

(resort based management): 

I. perencanaan pembangunan resor; 

2. pembangunan sarana dan prasarana; dan 

3. operasionalisasi resor. 

d. fasilitasi implementasi kebijakan di bidang Iingkungan 

hidup dan kehutanan terdiri atas: 

I. fasilitasi inventarisasi Hutan, pengukuhan Kawasan 
Hutan, penatagunaan Kawasan Hutan, dan 
penyusunan rencana kehutanan pada KPH, antara 

lain: 
a) inventarisasi Hulan tingkat KPH; 

b) identifikasi seluruh potcnsi Kawasan Hutan; 

c) penyusunan neraca sumber daya Hutan; 

d] penyusunan rancangan Tata Hutan; 

e) pengadaan peraiatan pengukuran dan/ atau 

pemetaan digitasi; dan/atau 

f) pengembangan sistern jaringan spasial KPH; 

2. fasilitasi rehabilitasi Hutan dan reklamasi pada KPH 

terdiri atas: 

a) identifikasi Jahan kritis; 

b) prakondisi masyarakat; 

serta pemegang persetujuan llutan, Kawasan 

Pasal 23 
Dana pembangunan dan pengcmbangan KPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) diperuntukan: 

a penyusunan rencana pengelolaan Hulan yang 

dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd; 

b. melaksanakan koordinasi perencanaan pengelotaan 
llutan dengan pemegang PBPl-t, pemegang persetujuan 
penggunaan dan pemegang persetuiuan petepasan 

(3) Penyaluran dan penggunaan dana pembangunan dan 

pengembangan KPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang keuangan. 
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Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan 
PBPH; 

c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUHH; 

n pernantauan dan evaluast pelaksanaan 

kcwajiban PNBP di wilayah KPH; 

g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kerjasama PBPII dengan masyarakat; 

h) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka 
benah kerjasama persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hu tan dengan PBPH di wilayah KPH; 

i) pemantauan dan evaluasi kegiatan Penggunaan 
Kawasan Hutan; 

ii fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan lapangan 

dalam rangka perhitungan penggantian biaya 

investasi; dan/atau 

k) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kcrja 
sama penggunaan jalan angkuian atau koridor; 

dan 

pelaksanaan evaluasi dru, d) pemantauan 

c) penguatan kelembagaan masyarakat; 

d) penyusunan rancangan teknis rehabilirasl 

hutan dan lahan; 

e) persemaian/pembibitan; 

n penanaman dan/atau pengayaan; 

g) perncliharaan ianaman; 
h) pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau 

iJ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan; 

3. fasilitasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan 

Kawasan Hutan pada KPH, tcrdiri atas: 

a) identifikasi Kawasan Hutan yang tidak dibebani 

PBPH dan persetujuan pengelolaan perhutanan 

sosial; 
b) identifikasi kebutuhan GANISPH dan/atau 

tenaga profcsional di bidang kehutanan; 
c) identifikasi dan penyelesaian konfiik tenurial 

dalam areal KPH; 
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prasarana perlindungan dan pengendalian 
kebakaran Hutan. 

c. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani 
Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung 
kcgiatan pcngelolaan perhutanan sosial, terdiri atas: 
1. idcotiflkasi, penyiapan, dan pemeraan potensi areal 

untuk pengelolaan perhutanan sosial; 
2. identiflkasi dan pemetaaan penguasaan lahan oleh 

masyarakat di daJam Kawasan hutan: 
3. ideotiflkasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat; 

4. identiflkasi dan pemetaan konflik tenuriaJ; 
5. identifikasi kelembagaao masyarakat: 
6. petaksanaan pemetaan partisipatif oleh masyarakat: 

7. identifikasi dan verifikasi cal on pemegang 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; 

8. pendampingan penyusunan rencana pengelolaan 
pcrhutanan sosiaJ; dan/atau 

9. bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan 
perhutanan sosiaJ. 

r. fasilitasi penataan Kawasan Hulan dalam raogka 
pengukuhan Kawasan Hutan dao penataan Kawasan 
Hulan daJam raogka Pemanfaatan Kawasan Hutan, 

terdiri atas: 
I. pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan Tanah Objek 

Reformasi Agraria (TORAI; 

Hutan: perlind u ngan pembinaan areal 

dan/atau 
c) pcngadaan dan/atau pcmbangunan sarana dan 

pemulihan ekosistem gambut; c) 

d) 

4. fasilitasi perlindungan dan pengamanan Hutan, 

pengendalian kebakaran Jlutan dan lahan, mitigasi 

ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada KPH 
terdiri atas: 
a) patroli pengamanan llutan; 
b) perlindungan dan pengendalian kebakaran 

Hulan dan lahan; 
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industri, promosi produk hasil nutan dan pasar, untuk 
mendukung pemulihan ekonomi nastonal, terdiri atas: 
I. pengadaan sarana dan prasarana promosi investasi 

secara online mau pun cetak; 
2. promosi potensi areal PBPH dan potensi areal 

persetujuan pcngclolaan perhutanan soslal; 
3. pembangunan indusiri kreatif berbasis komoditas 

produk lokal; 
4. pengadaan peralatan ekonomi produktif bagi 

masyarakat; dan/atau 
5. mendorong pemasaran produk hasil hutan dan jasa 

lingkungan melalui e-commerce. 
h. fasilitasi ketahanan pangan (food estate) dan energi yang 

dilaksanakan KPH terdiri atas: 
I. identiflkasi dan pemetaan Kawasan Hutan untuk 

ketahanan pangan dan energi; 
2. identifikasi kesesuaian lahan untuk ketahanan 

pangan dan energi; dan/atau 
3. identifikasi sosial, ckonomi dan budaya sorta 

pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ketahanan 
pangan dan energi, 

i, fasilitasi peningkatan kapasuas sumber daya manusia 
yang dilaksanakan KPH, melalui kegiatan: 
I. penyuluhan masyarakat; 
2. peningkatan kompetensi teknis bagi penyuluh, 

manggala agni, polisi kehutanan; 

pengembangan investasi, pertumbuhan g. fasilitasi 

2. pemantauan dan evaluasi petaksanaan pengelolaan 
perhutanan sosial; 

3. pemantauan dan evaluasi perubahan peruntukan 
Kawasan Hutan dan perubahan fungsi Kawasan 

Hu tan; 
4. identifikasi batas Kawasan Hutan; 
5. identifikasi batas areal PBPH; 
6. idcntifikasi dan pcmctaan adanya hak-hak 

masyarakat atau klaim di wilayah KPH; 
7. pelaksanaan dan pemetaan iata batas wilayah 

pengelolaan; dan/atau 
8. pemetiharaan tata batas, 
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Pasal 24 
(I) Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonvcrsi yang tidak dibebani 
PBPH dan Hak Pengelolaan seeara indikatif diarahkan 
untuk pemanfaatan. 

(2) lndikatif arahan pemanfaatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) disusun dalam bcntuk Peta Arahan 
Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha dengan 

memperhatikan: 

a peta fungsi Kawasan Hutan; 

b. peta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN); 

c. Peta lndikatif Penghentian Pernberian lzin Baru 

(PIPPIB); 

d, Peta lndikatif Alokasi Kawasan Hulan untuk 

Penyediaan $umber Tanah Objek Reforma Agraria; 

e. Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial 

(PIAPS); dan 

f. peta RPHJP KPHL atau KPHP yang tclah disahkan. 

(3) Peta Arahan Pemanfaaran Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan Menteri. 

(4) Peta Arahan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian PBPH 

pada Hutan Llndung dan Hulan Produksi serta menjadi 

acuan bagi gubernur pemberian rekomendasi PBPH. 

Bagian Kelima 
Arahan Pemanfaatan Hutan 

Paragraf I 
Umum 

3. peningkatan kapasitas usaha masyarakat: 
4. pengcmbangan kclcmbagaan kclompok usaha 

pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau 
5. pendampingan usaha produktif masyarakat. 

j. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian 
atas kegiatan pengelolaan Hutan yang dilaksanakan di 
wilayah KPH. 
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Pasal 26 
(1) Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1) diarahkan unruk kegiatan: 

a usaha Pemanfaatan Kawasan; 

b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan: 

c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 

d. usaha Pemanfaaran HHBK; 

e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau 

Paragraf 3 
Kriteria Arahan Pemanfaatan pada Hutan Produksi 

Pasal 25 

(1) Arahan pernanfaatan pada llutan Lindung sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (11 diberikan pada blok 

pemanfaatan. 

(2) Pemanfaatan pada Hulan Undung atau blok 

Pemanfaatan Kawasan Hulan Lindung sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 11 diberikan untuk kegiatan: 
a. usaha Pcmanfaat.an Kawasan; 
b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau 

c, pemungutan HIIBK. 

(3) Pemanfaatan pada Hulan Lindung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21 rnemperhatikan: 

a. kondisi tutupan lahan bcrhutan; 
b. masyarakat sekitar dan/atau di dalam Kawasan 

Hu tan; 

c. potensi jasa lingkungan; 

d. topografi; dan/atau 

e. aksesibilitas. 

(4) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c dapat dilakukan pada blok inti dengan tidak 

mcrusak tcgakan Hulan dan scsuai dcngan kctcntuan 
peraturan perundang-undangan, 

Paragraf 2 

Kriteria Arahan Pen1a.nraatan I tutan Lindung 
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transmisi, distribusi Iistrik dan gardu induk serta 
teknologi energi baru dan terbarukan; 

c. panas bumi; 

instalasi pembangkit, 

Pasal 28 
Penggantian biaya investasi sebagai akibat adanya 
persctujuan Penggunaan Kawasan H utan untuk kegiatan: 
a pertambangan meliputi pertambangan mineral, 

batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, 
termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, 
conveyor, dan smelter; 

b, ketenagalistrikan meliputi 

Bagian Keenam 
Pcnggantian Biaya lnvestasi 

Pasal 27 

Hutan Produksi yang dapat Dikonvcrsi yang tidak dibebani 
PBPH dan Hak Pengelolaan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (I) dapat diarahkan pemanfaatannya setelah 

mendapat rekomendasi dari gubcmur scsuai dcngan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Kawasan Hutan; 
c. topografi; 
d. potensi Hasil Hutan Kayu; 
c. potensi HHBK; 
r. potensl jasa lingkungan; 
g. akscsibilitas; dan/atau 
h. tidak bcrada pada Peta lndikatif Penghentian Pemberian 

lzin Baru (Pl PPI B). 

se bagain,a na 
r. Pemungutan HHBK. 

(2) Pernanfaatan pada Hutan Produksi 
dimaksud pada ayat ( II memperhatikan: 
a. kondisi tutupan lahan; 
b, masyarakat sekitar dan/alau masyarakat di dalam 
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Pasal 30 

Pasal 29 
(I) Besamya nilai pcnggantian biaya invcstasi ditctapkan 

Direktur Jenderal. 
(2) Penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana 

tereantum dalam Lampiran n yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

d. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, 

stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televlsi serta 
stasiun bumi pengamatan keantariksaan; 

e, sarana transportasl yang tidak dikategorikan sebagai 
sarana transportasi umum untuk keperluan 

pengangkutan hasil produksi sclain tarnbang antara lain 
pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya 
untuk keperluan pengangkutan hasil produksi 
perkebunan, pertanian, perikanan, atau lainnya; 

r. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saturan air minurn, 

saluran pcmbuangan air dan sanitasi, dan bangunan 
pengairan lainnya; 

g. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman 
masyarakai, sarana dan prasarana untuk umurn, dan 
sosial yang terbangu n; 

h. industri selain industri primer hasiJ Hutan; 
i. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain 

keselamatan lalu lintas taut, lalu lintas udara, lalu lintas 

darat, karantina dan sarana mcteorologi, klimatologi, dan 
geofisika; atau 

j. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, fasilitas 
pengolahan limbah, aiau kegiatan pemulihan lingkungan 

hidup, 
pada scbagian areal kcrja pcngclola/pcmcgang 
pengelolaan/PBPH dilaksanakan dengan prinsip kelestarian 
Hutan, keberlanjutan usaha, keadilan, kelayakan/kepatutan. 
transparansi, dan bertanggung gugat. 
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Pasal 31 

(II NP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat ( 11 
huruf a dihirung berdasarkan nilai jual seluruh hasil 
Hutan dari tebangan dan/atau pemanenan dengan 
volume masak tebang/panen pada sebagian Hutan yang 
diberikan perseruiuan Penggunaan Kawasan Hutan 
dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah pada 
saat dilakukan perhitungan. 

(I) Komponen penggantian biaya investasi bagi 

pengelola/pemegang pengelolaan/PBP!i rneliputi: 
a. Nilai Pasar (NP); 
b. Nilai Pasar yang Wajar (NPW); 
c, Nilai Sarana dan Prasarana (NSP); dan 
d. Nilai lnefisiensi (NI). 

(21 NP sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a 
diberlakukan terhadap hasil Hutan yang berada di daJam 
areal pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH yang Lidak 
dapat dimanfaatkan oleh pemegang PBPH dan I atau 
pcngclola Kawasan Hutan karcna adanya kcgiatan 
Penggunaan Kawasan Hulan oleh pemegang persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan dengan menggunakan 
harga patokan yang ditetapkan pemerintah. 

(JI NPW sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b 
diberlakukan atas seluruh hasil Hutan budidaya yang 
akan ditebang dan/alau dipanen pada akhir daur. 

(4) NSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dibcrlakukan tcrhadap sarana dan prasarana yang tclah 
dibangun oleh pemegang PBPH dan/ atau pengelola 
Kawasan Hutan yang tidak dapat dimanfaatkan olch 
pemegang PBPH dan/atau pengelola Kawasan Hulan 
karena adanya kegiaian Penggunaan Kawasan Hu tan. 

(5) NI sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf d 
diberlalrukan terhadap nilai IPBPH dan biaya operasional 
akibat keberadaan persetujuan Penggunaan Kawasan 
II utan. 
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Pasal 32 
(I) Pemegang persetuiuan Penggunaan Kawasan Hutan 

menyampaikan permohonan penetapan besarnya nilai 
penggantian biaya investasi kepada Direktur Jenderal 
dan pihak terkait, 

(2) Permohonan penghitungan penggantian biaya tnvestasi 
diajukan setclah tcrbitnya penctapan batas areal kcrja 
persetuiuan Penggunaan Kawasan Hutan. 

(3) Berdasarkan pennohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) Direktur Jcndcral membentuk tim untuk 
melakukan kajian terhadap penggantian biaya investasi. 

(2) NPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (11 
huruf b dihitung dari taksiran pendapatan penjualan 
hasil Hutan, dengan menggunakan satuan harga 
patokan yru1g ditetapkan pemerintah pada saat 
dilakukan perhitungan. 

(3) NSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I) 

huruf c dihitung berdasarkan nilai sarana dan prasaranu 
yang bcrlaku pada saat dilakukan pcrhitungan. 

(4) NI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (I] 
hurur d dihitung berdasarkan nilai inefisiensi yang 
ditetapkan pemerintah pada saat dilakukan perhitungan. 

(5) Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dibiayai oleh 
anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang 
bersifat tidal< komersial, tidak dikenakan penggantian 
biaya investasi. 

(6) Kegiatan Penggunaan Kawasan llutan yang dibiayai oleh 
anggaran pemerintah/badan usaha milik negara yang 
bersifat komersial, penggantian biaya investasi 
dikenakan terhadap komponen NPW dan NSP. 

(7) Dalam ha! pada areal kerja persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dan ayat (6) terdapat asct pemcgang PBPH atau pcngclola 
Kawasan Hutan maka pemanfaatan aset berupa 
tanaman basil budidaya dilaksanakan oleh pernegang 
PBPH atau pengelola Kawasan Hutan. 
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Pasal 34 

(1) Pemegang Persetujuan Pen,ggunaan Kawasan Hutan 

menyelesaikan pernbayaran penggantian biaya investasi 
kepada pengelola/pemegang pengelolaan/PBPH paling 

Pasal 33 

(I) Direktur Jenderal rnenetapkan besamya nilai 

penggantian biaya investasi setelah menerima hasil 

kajian dari tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (3). 

(2) Penetapan besamya nilai pengganuan biaya investasi 

sebagimana dirnaksud pada ayat (I) disampaikan kepada 

pemohon dan pihak terkait dalam jangka waktu 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak penetapan, 

(3) Penetapan penggantian biaya investasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat 

kedua belah pihak. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (31 diketuai unsur 

direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan 

Hutan lestari, dengan anggota dari direktorat jenderaJ 

yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata 

lingkungan, dan/atau unit kerja terkait yang memiliki 

kompetensi dalam pcnggantian biaya investasi. 
(5) Kajian terhadap penggantian biaya investasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] hari kerja 

setetah diterimanya surat permohonan penetapan 
bc-samya nilai pcnggantian biaya invcstasi. 

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (51 oleh 

ketua tim disampaikan kepada Direktur Jenderal. 

(7) Segala biaya yang umbul akibat pelaksanaan kajian 
penggantian biaya investasi yang dilaksanakan oleh tim 

dibcbankan kepada pemohon dcngan rnengikuti standar 
biaya sesuai dengan keientuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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Pasal 35 
(I) Koridor mcrupakan infrastruktur jalan angkutan bcrupa 

jalan truk atau lori yang dibuat dan/atau dipergunakan 
terutama untuk mengangkut Hasit Hutan Kayu atau 
HHBK atau hasil produksi Pengolahan Hasil Hutan Kayu 
atau hasil produksi Penggunaan Kawasan Hutan di luar 
areal perizinan atau persetujuannya. 

(2) Jenis persetuiuan koridor antara lain: 
a. perserujuan pembuatan koridor; atau 
b. persetujuan penggunaan koridor. 

(J) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya persetujuan 
penggu naan koridor. 

Bagian Ketujuh 
Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor 

Paragraf I 
Persetujuan Koridor 

lama I [satu] tahun setelah tanggal penetapan nilai 
pe.nggantian biaya investasi. 

(21 Pcnyelesaian pembayaran pengganuan biaya investasi 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ()) yang dibiayai dari 
anggaran pemerintah/badan usaha milik negara 
dilakukan paling larnbat 2 (dua) tahun. 

(JI Bukti pembayaran penggantian biaya investasi 
dilaporkan kepada Menleri melalui direktur jenderal yang 
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata 
lingkungan dan Direktur JenderaJ. 

(4) Dalam ha! pcmbayaran scbagaimana dirnaksud pada 
ayat ( I) tidal< diselesailcan sesuai batas waktu yang 
ditetapkan, Menteri melalui direktur jenderal yang 
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata 
lingkungan, mengenakan Sanksi Administratif sesuai 
dcngan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 
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Pasal 37 

(I) Pennohonan persetujuan pembuatan koridor diajukan 

oleh pemegang perizman berusaha, Hak Pengelolaan, 

dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (I) kepada Kepala Dinas a tau kepala dinas 

yang membidangi urusan pelayanan perizinan terpadu 

satu pinru dan disampaikan juga kepada: 

a. gubemur; 
b. Direktur Jeoderal; 

c. UPT; 

sosial; dan/atau 

d. persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan. 

(2) Persetujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dapat diberikan pada: 

a. Kawasan Hutan Produksi; dan/at.au 
b. areal peoggunaan lain. 

(3) Perserujuan pembuatan koridor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a tidak dapat diberikan pada: 

a Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK); 

b. lokasi tegakan benih, kebun benih, arau koleksi 

beoih; 
c. plot-plot penetitian atau petak ukur permanen; 

d. arcaJ sumber daya gcnctik atau kawasan 
lindung; atau 

e. lokasi tanaman silvikultur intensif, 

perhutanan pengelolaan 

Pasal 36 

(I) Persetujuan pembuatan koridor sebagalmana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan 

kepada pemegang; 

a. PSPH; 

b. Hak Pengelolaan; 

c. persetujuan 

Paragraf 2 

Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor 
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Pasal 38 
(I) Dalam ha! salah satu persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak dipenuhi dalarn 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

d. surat persetuiuan dari Direktur Jenderal apabila 
koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan 

Produksi yang tidak dibcbani PBPH; 
e. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota 

apabila koridor yang akan dibuat rnelalui areal 
penggunaan lain; dan 

f. surat persetujuan dari pihak pernegang hak atas 
tanah apabila koridor yang akan dibuat mclalui 
tanah yang dibebani utet hak. 

(3) Dalam ha! pemegang PBPli tidak memberikan surat 
pemyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat 
pcrmohonan, Dircktur Jcnderal dapat mcrnbcrikan 
perserujuan pembuatan koridor. 

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang 

membidangi urusan planologi kehutanan dan rata 

lingkungan;dan 

e, KPH. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayal (I) harus 

dilcngkapi dcngan persyaratan: 
a rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala 

1:25.000 [satu berbanding dua puluh lima ribu) dan 
disertai dengan data digital dalam format shape 
file (sl>p); 

b. pcta citra pcngindcraan jarak jauh dcngan rcsolusi 
minimal 5 m (lima meter] liputan I (saru] tahun 
terakhir; 

c. surat pemyataan tidak keberatan dari pemegang 
PBPH yang areal kerjanya akan dilalui pembuatan 

koridor; 
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Pasal 40 
(I) Kepala Dinas atau kepala dinas yang membidangi 

urusan pelayanan perizinan terpadu satu pintu alas 
nama gubemur menerbitkan keputusan persetujuan 
pembuatan koridor paling lambat 10 [seputuh] hari kerja 
setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21 dan salinannya 
disampaikan kepada: 

Pasal 39 
(I) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) 

melakukan pemeriksaan rencana rmse koridor yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 
paling lambat 2 (dua) hari kcrja sctclah tcrbitnya surat 
perintah rugas dari Kepala Dinas. 

(2) Tim melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas 
paling Jambat 5 [lima] hari kerja serelah selesai 
pemeriksaan rencana rmse koridor. 

setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas 

menerbitkan surat penolakan kepada pemohon. 

(2) Dalam ha! pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayal (2) dipenuhi, dalam jangka waktu paling 
lambat 10 [seputuh) hari kerja setelah dlterimanya 
pcrmohonan, Kcpala Dlnas membernuk tim untuk 
melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana trase 
koridor yang anggotanya terdiri dari unsur: 
a Dinas Provinsi; 
b, UPT; 

c. unit pclaksana tcknis pada direktorat jcndcral yang 
membidangi urusan planologi kenutanan dan tata 
lingkungan; 

d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan 
e. KPH. 

(3) Biaya yang timbul akibat perneriksaan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (21 dibebankan kepada pemohon 
berdasarkan standar biaya pemerintah. 
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Pasal 41 

Tata Cara Pcrmohonan Persetujuan Pcnggunaan Koridor 
Paragraf 3 

a. gubemur; 
b. Direktur Jenderal; 
c. UPT; 

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang 
membidangi urusan planologi kehutanan dan tata 

lingkungan; 
e, KPH; dan 
r. pemohon yang bersangkutan. 

(2) Dalam ha! Kepala Dinas atas nama gu bernur tidak 
menerbitkan keputusan persetujuan pembuatan koridor 
scbagaimana dimaksud pada ayat (II Dircktur Jcndcrnl 
sesuai dengan kewenangannya menerbilkan keputusan 
persetujuan pembuatan koridor. 

(3) Keputusan persetujuan pembuatan koridor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (II paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat pcmcgang izin; 
b. panjang dan lebar koridor; 
c, ketenruan pembuatan koridor: 

d. berlakunya persetujuan koridor; dan 
e. larupiran peta rencana rrose koridor. 

(4) Dalam hal hasil perneriksaan oleh tim sebagairnana 

dimaksud dalam PasaJ 39 ayar (21 merekomendasi untuk 
tidak diserujut, paling lambat 5 (lima) hari kerja, Kepala 
Dinas mcncrbitkan surat pcnolakan kcpada pcmohon, 
dan salinannya disarupaikan kepada: 
a. gubemur; 
b. Dircktur Jenderal; 
c. UPT; 

d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang 
mcmbidangi urusan planologi kchutanan dan tata 
lingkungan; dan 

e. kepala KPH. 
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Pasal 42 
(I) Perrnohonan penggunaan koridor dapat diajukan oleh 

pemegang PBPH pcrizinM/persetujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) terhadap jalan 
angku tan yang: 
a. telah dibangun atau dipergunakan oleh pemegru,g 

PBPH; 

b. tclah dibangun atau dipergunakan olch pcmcgang 
perseruiuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau 

c. eksisting tetapi tidak ada pemegang izinnya, 
(2) Perrnobonan penggunaan koridor terhadap jalan 

angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a 
dan huruf b dilakukan melalui skema penggunaan 
bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama 
serta melaporkan kepada Kepala Dinas dan salinannya 
disampaikan kepada: 
a. Direktur Jenderal; 
b, UPT; dan 
c. unit pelaksana teknis pada dircktorat jcnderal yang 

membidangi urusan planologi kenutanan dan tata 
lingkungan. 

(I) Persetujuan penggunaan koridor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada: 
a. Hulan Lindung; 
b. Hulan Produksi; dan/atau 
c, areal penggunaan lain. 

(2) Persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat 
diberikan kepada pemegang: 
a. PSPH; 
b, P!3PHH; 

c. pcrsctujuan pcngclolaan pcrhutanan sosial; 
d. persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan; dan/atau 
c. persetujuan Penggunaan Kawasan Hulan yang 

telah mendapat penetapan batas areal kerja. 
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Pasal 44 
(I) Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tidak dipcnuhi, paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya 

dimaksud pada ayat (I) wajib dilengkapi persyaratan: 
a. peta rrose koridor yang al<an dimohon dengan skala 

1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu] dan 
disertai dengan data digital dalam format shape file 
(shp!, serta penjelasan panjang dan lebar koridor; 

b. peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi 

paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun 
terakhir, dan 

c. perizinan bcrusaha/pcrsctujuan yang dimiliki olch 
pemohon. 

sebagaimana koridor penggunaan (2) Pennohonan 

Pasal 43 
(I) Permohonan pcnggunaan koridor tcrhadap jalan 

angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (I) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas dan 
disampailcan juga kepada: 
a gubemur; 
b. Direktur Jcndcral; 
c. UPT; dan 
d. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang 

mcmbidangi urusan planologi kehutanan dan rata 
lingkungan. 

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pacla 

ayat (2) memuai hak dan kewajiban serta ruang lingkup 
pcnggunaan rasilitas bersama, 

(4) Dalam hal tidal< tercapal kesepakatan penggunaan 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] 
hari kerja, Direktur Jenderal menetapkan penggunaan 
jalan bersama. 
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Pasal 46 
(I) Kcpala Dinas a tau Kepala Dinas yang mcmbidangi 

urusan pelayanan perizinan t.erpadu satu pintu atas 
nama gubemur menerbitkan keputusan persetujuan 
penggunaan koridor paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kerja setelah diterimanya hasil penilaian dan 

Pasal 45 
(I) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

melakukan pen.ilaian dan pemeriksaan rencana rmse 
koridor yang hasilnya dituangkan dalam berua acara 
penilaian dan pcmeriksaan paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah terbitnya surat perintah tugas dari Kepala 
Dinas, 

(2) Tim melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada 
Kepata Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
selesai pcnilaian dan pemeriksaan rencana trase koridor. 

b. UPT; 
c. unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal yang 

membidangi urusan planologi kehutanan dan taia 
lingkungan; 

d. dinas lingkungan hidup provinsi; dan 
e. kepala KPH. 

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian dan 
pemeriksaan rcncana tmse koridor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibebankan kcpada pemohon 
berdasarkan standar biaya pemerintah. 

permohonan, Kepala Dinas menerbitkan surat 
penolakan kepada pemohon. 

(2) Dalam ha! pcrsyaratan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2) sudah dipenuhi, paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah diterimanya perrnohonan, Kepala 
Dinas membentuk tim untuk melakukan penilaian dan 
pemeriksaan rcncana tmse koridor yang akan digunakan 
yang anggotanya tcrdiri dari unsur: 
a. Dinas Provinsi; 
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lingkungan; dan 

salinannya dan pcnolakan kepada pcmohon 
disampaikan kepada: 
a. gubemur; 
h. Direktur Jenderal; 
c. UPT; 

d. unit pclaksana teknis pada direktorat jcnderal yang 
membidangi urusan planologi kenutanan dan tata 

a nama dan alamai pemegang persetujuan; 
b. panjang dan lebar koridor; 
c. ket.cntuan hak dan kewajiban pcnggunaan koridor; 
d. berlakunya persetujuan koridor; dan 
e. lampiran persetuiuan berupa peta rencana trase 

koridor. 
(4) Dalam ha! hasil penilaian dan pemeriksaan oleh um 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) 

merekomendasi untuk tidak disetujui, paling larnbai 5 
(lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat 

memuat; 

ayat (I) paling sedikit 
koridor pcnggunaan (3) Kcputusan pcrsetujuan 

sebagaimana dimaksud pada 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2) dan salinannya disampalkan kcpada: 
a. gubcmur; 
b. Direktur Jenderal; 
c, UPT; 

d. unit pelaksana tcknis pada dircktorat jcnderal yang 
membidangi urusan planologi kenutanan dan rata 
lingkungan; 

c. KPH; dan 
t. pemohon yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Kcpala Dinas alas nama gubcmur tidak 
menerbilkan keputusan persetujuan penggunaan 
koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Direktur 
Jenderal sesuai dengan kewenangannya untuk 
menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan 
koridor. 
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Pasal 48 
(I) Pclaksanaan pcmbuatan koridor harus memenuhi 

ketenruan: 
a. diupayakan agar jalan angkutan yang dibuat 

merupakan jarak yang terpendek; 
b, diutamakan pada areal yang tidak berhutan; 
c. tidak melakukan pembakaran; dan 
d. lcbar koridor paling bcsar 40 m (cmpat puluh meter) 

yang tcrdiri dari jalan utama/badan jalan, bahu 
jalan kanan dan kiri, serta t.ebang matahari dari 
tepi bahu jalan kanan dan kiri. 

(2) Pemanfaatan kayu unruk pembuatan koridor diberikan 
dengan ket.entuan: 
a kayu yang diperoleh unruk pembuatan koridor dari 

areal PBPH atau persetujuan Penggunaan Kawasan 

Paragraf 4 

Kelentuan Pernbuatan Koridor dan Pemanfaatan Kayu 

Pasal 47 
(I) Jangka waktu pemberlakuan persetujuan pembuatan 

dan/atau penggunaan koridor paling lama sampai 
dengan jangka waktu izin yang dimiliki berakhir. 

(2) Dalam hat perizinan yang dimiliki sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( II dipcrpanjang, persctujuan 
penggunaan koridor tetap berlaku. 

(3) Dalam haJ terdapal sisa persediaan produksi dalam areal 
kerja dan masa berlaku PBPH telah berakhir, pemegang 
persetujuan tetap dapat menggunakan koridor guna 
mengangkut sisa persediaan produksi dalarn jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya 
PBPH. 

e. KPH. 
(5) Dalam hat koridor diperlukan perbaikarr/pelebaran, 

rcncana pcrbaikan/pclebaran dimasukkan dalam 
persetujuan penggunaan koridor. 
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Pasal 49 
(I) Pemanfaatan Hu tan bertujuan untuk memperoleh 

manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan 
lestari bagi kesejahteraan masyarakat. 

(2) Pernanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: 
a usaha Pemanfaatan Kawasan; 
b. usaha Pernanfaatan Jasa Lingkungan; 

Paragraf I 
Umum 

BAB 111 
PERIZINAN BERU$AHA PEMANFAATAN HUTAN 

Bagian Kcsatu 
Tata cam Pennohonan dan Perpanjangan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hutan 

Hulan yang dilalui koridor dlprioritaskan 
pernanfaatannya kepada pemegang PBPII; 

b. kayu yang dipcroleh dari hasil pembuatan koridor 
sebagaimana dimaksud pada huruf a target volume 
pemanfaatan kayunya sekaligus dalam persetujuan 
koridor; 

c. kayu basil penebangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b dibuatkan LHP khusus oleh pemegang 
PSPH yang arealnya dilalui koridor; 

d. kayu yang diperoleh dari areal Hutan Negara yang 
tidak dibcbani izin/hak dibcrikan kcpada pcmcgang 
persetujuan koridor dengan target volume 
pemanfaatan kayu dimasukkan dalam persetujuan 
pembuatan koridor; atau 

e. kayu yang diperoleh dari areal tanah rnilik 
diserahkan pernanfaataannya kcpada pernilik areal. 

(3) Kayu yang dipcroleh dari pembuatan koridor yang 
berasal dari Hutan Negara dikenakan pungutan PNBP di 
bidang kehutanan sesuai dengan kctcntuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 50 
(I) Areal yang dapal dimohon untuk PBPH pada Hutan 

Lindung atau PBPH pada Hulan Produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) merupakan areal yang 
telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan 
Pemanfaatan Hulan. 

(2) Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi 
gubernur dalam memberikan pertimbangan l.eknis atau 
rekomcndasi pennohonan PBPH. 

c. usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu dan 

IIIIBK; dan 

d. Pemungutan Hasil Hulan Kayu dan HHBK. 

(3) Kegiatan Pernanfaatan Hulan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) dilakukan berdasarkan PBPI I. 

(4) PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcliputi: 
a Pemanfaatan Hulan Lindung; dan 
b. Pemanfaalan Hulan Produksi. 

(5) PBPH pada Hutan Lindung sebagaimana dunaksud pada 
ayat (4) huruf a dilakukan dengan Multiusaha 
Kchutanan mcliputi kcgialan: 
a Pemanfaatan Kawasan; 
b, Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau 
c. Pemungutan HHBK. 

(6) PBPH pada Hu tan Produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha 
Kehutanan melipuu kegiatan: 
a. Pemanfaatan Kawasan; 

b. Pernanfaatan .Jasa Lingkungan; 
c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 
d. Pemanfaatan liHBK; 
c. Pemungutan Hasil Hulan Kayu; dan/aiau 
t. Pemungutan HHBK. 

(7) Standar kcgiatan usaha pada pcnyclcnggaraan PBPH 
berbasis resiko diarur dengan Peraturan Menteri 
tersendiri. 
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Pasal 53 

Pasal 52 

(I) Pennohonan PBPli pada Hulan Lindung atau Hutan 

Produksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat. (4) 

dapat diajukan oleh: 

a. Perscorangan; 
b. Koperasi; 
c. badan usaha milik negara; 
d. badan usaha milik daerah; atau 

e. badan usaha milik swasta, 
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang 

mengajukan PBPli pada Hutan Lindung atau Hutan 

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) 

merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 51 
(1) Proses PBPH yang lidak dikenakan biaya melipuu: 

a. informasi Peta Arahan Pemanfaatan Hu tan: 

b. permohonan pertimbangan teknis untuk Hutan 
Undung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi 
dari gubernur; 

c, verifikasi administrasi dan teknis; dan 

d. pembuatan working area/peta areal kerja, 
(2) Biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon PBPI I, 

meJiputi: 

a. survci lapangan; 
b. pembuatan proposal teknis; dan 
c. penyusunan dokumen lingkungan. 

(3) Dalam hal permohonan PBPH lebih dari 1 (satu) 

pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat 

diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang lebih awal 
diterirna oleh Lernbaga OSS dan dinyatakan lengkap. 
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Pasal 56 
(I) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 huruf b untuk permohonan PBPH pada Hutan 

Lindung terdiri atas: 

a proposal teknis, paling sedikit memuat: 

1. kondisi umum areal biofisik, antara lain potcnsi 
Pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan, Hasil 
Hutan Kayu dan HHBK, serta sosial ekonomi 

P.dsal 55 

( I) Pernyataan komitmen sebagaimana dtmaksud dalam 

Pasal 54 huruf a meliputi: 

a pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat 

geogralis batas areal yang dimohon; 

b. pcnyusunan dokumcn lingkungan; dan 
c. pelunasan IPBPH. 

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan PBPH. 

Pasal 54 

Persyaratan pennohonan PBPH meliputi: 

a. pcmyataan kornitmen; dan 
b. persyaratan teknis. 

Persyaratan Pcnnohonan Pcrizinan Bcrusaha Pcmanfaatan 
Hutan pada Hutan Lindung 

Paragraf2 

(I) P8PH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat {4) dlajukan 
kcpada Menteri mclalui Lembaga OSS dilengkapi 
persyaratan permohonan. 

(2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan 

kepada tembaga OSS sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan 

dokumen asli disampaikan kepada Direkrur Jenderal. 
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dan budaya masyarakat setempat pada areal 

yang dimohon; 

2. kondisi umum perusahaan dan perusahaan 
tidal< masuk dalam kategori pernbatasan PBPH 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 
J. maksud dan tujuan, rencana pernanfaatan, 

organisasi/tata laksana, rencana investasi, 
pembiayaan/msh flow, perlindungan, dan 
pengamanan Hutan. 

b. proposal tcknis scbagaimana dimaksud pada 
huruf a dengan melampirkan: 
I. pemyataan yang dibuat di hadapan notaris, 

yang menyatakan kesediaan untuk membuka 
atau telah memiliki kantor cabang di daerah 
provinsi dan/atau di daerah kabupaten/kota; 

2. pernyaiaan yang dibuat di hadapan notaris, 
yang menyatakan perusahaan tidak masuk 
dalam kategori pernbatasan PBPH scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

J. areal yang dimohon dilampiri peta skala paling 
sedikit: 
a) I :50.000 (satu bcrbanding lima puluh 

ribu] untuk luasan areal yang dimohon di 
atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektare]; 

b) I: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) 
untuk luasan areal yang dimohon 
1.000 Ha [seribu hektare] sampai dengan 
I0.000 Ha (scpuluh ribu hcktare]; atau 

c) I :5.000 (saru berbanding lima ribu] untuk 
luasan areal yang dimohon ku rang dari 
1.000 Ha (seribu hektare), 

dengan mengacu pada peta Rupa Bumi 
Indonesia dan disertai dengan berkas digital 
dalam format shape file (sltpJ; 
dan 
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undangan. 
c. format proposal teknis sebagaimana dimaksud pada 

hurur a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill 

yang merupakan bagian udak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

d. pertimbangan teknis dan gubemur kepada Menteri 
yang berisi infonnasi mengenai tata ruang wilayah 

provinsi atas areal yang dimohon yang berada di 
dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan, dengan 

melampirkan: 
I. peta skala paling sedikit: 

a) I :50.000 (satu bcrbanding lima puluh 
ribu) untuk luasan areal yang dimohon di 
atas 10.000 Ha [sepuluh ribu bektare]; 

b) I: 10.000 [satu berbanding sepuluh ribu] 
untuk luasan areal yang dimohon 
1.000 Ha (seribu hektare] sampai dengan 
10.000 Ha (sepuluh ribu hektare]; atau 

c) I :5.000 (satu berbanding lima ribu) untuk 

luasan areal yang dimohon ku rang dari 

1.000 Ha (seribu hektare), 
dcngan mengacu pada pcta Rupa Bumi 
Indonesia; dan 

2. infonnasi terkait dengan potensi Pemanfaatan 
Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, serta 
keberadaan masyarakat setempat yang berada 
di dalam areal yang dimohon. 

(2) Dalam hal pertimbangan teknis dari gubemur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d tidak 
diterbilkan dalam jangka wakm paling lama 10 (sepuluh) 

peeundang- peraturan kclcntuan 

4. Pakta lntegritas paling sedikit berisi: 

a) pernyataan bahwa dokumen yang 
disampaikan asli dan menjadi tanggung 
jawab pemohon; dan 

b) pernyataan bahwa biaya yang dikeluarkan 

dalam proses perizinan sesuai dengan 
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Pasal 58 
(I) Berdasarkan basil unduhan dan/atau dokumen asli 

permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 Direktur Jenderal dalarn 

Pasal 57 
Berdasarkan persyaratan pennohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 Direktur Jenderal mengunduh 
pennohonan dan persyaratan pennohonan dari sistem 
elektronik yang terintegrasi. 

Paragraf 3 
Penyelesaian Permohonan Perizinan Berusaha Pernanfaatan 

Hutan pada Hutan Lindung 

hari kerja sejak diterima permohonan, Lernbaga OSS 
mernproses permohonan PBPB. 

(3) Dalam hal gubemur tidak menerbukan pertimbangan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernohon 

melampirkan bukti tanda terima permohonan 

pertimbangan teknis sebagai pemcnuhan kelengkapan 
persyaratan, 

(4) DaJam haJ daerah provinsi terdapat dinas yang 
membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu, pertimbangan teknis dari gubernur 
dapat ditcrbilkan olch kcpala dinas yang mcmbidangi 
urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu. 

(5) Dalam hal areal telah diterbitkan perumbangan teknis 
oleh gubemur untuk saru pemohon maka tidak dapat 
diterbitkan pertimbangan teknis untuk pcmohon lain. 

(6) Gubemur dapat menerbitkan perumbangan teknis untuk 

pemohon lain dalam hal pemohon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pembcritahuan 
bahwa permohonannya tidak dapat dijanjutkan sesuai 
dengan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan 
permohonan dan/atau pemenuhan komitmen. 
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Pasal 59 
(I) Berdasarkan hasil verifikasi, pennohonan yang Lelah 

memenuhi persyaratan dan ttlah sesuai dcngan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Direktur 

Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja mcnyampaikan konsep hasil verifikasi dan konsep 

persetujuan komitmen PBPH kepada Sekrctaris Jcndcral. 

pcnnohonan scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Permohonan yang telah rnemenuhi persyaratan dan telah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan­ 
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dalam hal memenuhi: 

a. kelengkapan pernyataan komitmen dan persyaratan 

teknis; dan 
b. telaahan teknis. 

(5) Permohonan yang tidak memcnuhi persyaratan 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b permohonan ditolak. 

persyaratan b. tidak memenuhi kelengkapan 

pennohonan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 

pcrsyara tan kclcngkapan memcnuhi a. telah 

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan 

verlfikasi administrasi dan tcknis, icrhadap pcrnyataan 
komiunen dan persyaratan reknis. 

(2) Pelaksanaan verifikasi adrninistrasi dan teknis terhadap 

persyaratan pennohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (IJ terdiri atas: 
a melakukan identifikasi dan pemilahan data 

kelengkapan persyaratan permohonan; dan 

b. penelaahan areal, peta dan penilaian proposal 

teknis. 
(3) Hasil vcrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

beru pa permohonan: 
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Pasal 60 
(I) Bcrdasarkan hasil veriflkasi, permohonan yang ridak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tigal hari kerja menyampaikan hasil 
verifikasi dan konsep pcnolakan permohonan PBPH 
kepada Sekretaris Jenderal. 

(2) Sekretaris Jenderal dalarn jangka waktu paling Jama 3 
(tiga) hari kerja, melakukan penelaahan hukum terhadap 
hasil verifikasi dan konsep penolakan permohonan PBPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan melaporkan 

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanrunan Modal. 
(5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dual hari kerja 

setelah menerima konsep perseiujuan komitmen PBPH 
yang diterbitkan Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan 
Modal alas narna Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas 

nama Menteri menerbitkan persetuiuan komitmen PBPH. 
(6) Bcrdasarkan pcrsetujuan komitmen PBPH yang 

ditcrbilkan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal 
atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
t.embaga OSS melakukan notiflkasi berupa persetujuan 
komitmen PBPH. 

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja melakukan penclaahan hukum tcrhadap 
konsep persetujuan komitmcn PBPH yang diterbitkan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal alas nama 

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dual hari 
kcrja setelah menerima penelaahan hukum dari 
Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan. 

(4) Sekretaris Jenderal setelah menerima persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 
waktu I (satu) hari kcrja menyrunpaikan konsep 
persctujuan komitmcn PBPH yang diterbitkan Kcpala 
Sadan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Mcnteri 
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Pasal 62 

Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diusulkan 

oleh pemegang persetuiuan komitmen PBPH kepada kepala 

UPT. 

Pasal 61 

Pemegang persetujuan komitmen PBPH wajib menyelesaikan: 

a. penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat 

geografis batas areal terhadap calon areal kerja dalam 

jangka wakru paling lama 20 (dua puluh] hari kerja; 

b. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan 

ketenruan peraturan perundang-undangan; dan 

c. pelunasan IPBPH. 

Paragraf 4 

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan pada Hutan Lindung 

hasil penelaahan hukum kepada Menteri. 

(3) Berdasarkan laporan Sekretaris Jendera.l sebagairnana 

dimaksud pada ayai (21 Mcnteri dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan persetuiuan 
penolakan permohonan P8PJ I. 

(4) Berdasarkan persctujuan pcnolakan permohonan PBPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal 

dalam jangka wakru paling lama 2 (dual hari kerja 

menyampaikan konsep penolakan permohonan PBPH 

kepada Kepala 6adan Koordinasi Penanaman Modal. 

(5) Berdasarkan konsep pcnolakan pcnnohonan PBPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal atas narna Menteri 
mencrbitkan penolakan pennohonan PBPH dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 

(6) Berdasarkan penolakan pennohonan PBPH sebagairnana 
dimaksud pada ayat (51 Lembaga OSS rnelakukan 

notifikasi berupa penolakan permohonan PBPH. 
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Pasal 66 

Pasal 65 
(1) Pemegang persetujuan komitmen PBPH menyampaikan 

laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk 
pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat 
geografis batas areal dan penyusunan dokumen 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal. 

(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja 
mclakukan pengcoekan dan pcnclaahan atas dokumcn 
penyelesaian komitmen. 

komitmen; dan 
b. proses penyelesaian pemenuhan komitmen, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

pernenuhan penyelesaian wak1u a. tenggang 

Pasal 64 
(I) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap 

penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b. 

(2) Vcrfikasi pelaksanaan penyclcsaian pemcnuhan 
komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputi: 

Paragraf 5 
Pcnyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen Perizinan 

Berusaha Pemanfaatan Hutan pada I lutan Lindung 

Pasal 63 
Pcnyusunan dokumen lingkungan hidup sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 61 huruf b dlusulkan oleh pernegang 

persetujuan kornitmen P8PJ I sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(I) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas 
dokumcn pcnyclcsaian komitmcn scbagairnana dimaksud 
dalam PasaJ 65 ayal (2) daJam hal: 
a. pemegang persetujuan komitmen PBPI I telah 

menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b 
sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, 
Dircktur Jcndcral mcnyiapkan peta areal kcrja 
(Working Area/WA) dalam jangka wakru paling lama 
3 (tiga) hari kerja; atau 

b. pemegang persetujuan komitmen POPH tidak 
menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b 
Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja rnenyarnpaikan kepada Sekretaris 
Jenderal konsep pembatalan persetujuan komitmen 
PBPH. 

(2) Berdasarkan basil pengecekan dan penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 Sekretaris Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
melakukan penelaahan hukum terhadap konsep 
pembatalan perserujuan komitmen PBPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II huruf b dan melaporkan hasil 
telaahan kepada Menteri. 

(3) Bcrdasarkan laporan Sckrctaris .Jcndcral scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Menteri dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan persetujuan 
pembatalan persetuiuan komitmen PBPH. 

(4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Sekrctaris Jcndcral dalarn jangka 
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyarnpaikan 
konsep pembatalan persetujuan komitmen POPH kepada 
KepaJa Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

(5) Berdasarkan konsep pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal atas nama Mente.ri rnenerbitkan pembatalan 
persetujuan komitmen PBPH dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) hari kerja. 

2021, No.319 
-61- 

www.peraturan.go.id



Pasal68 
(I) Pemegang persetujuan komitmen PBPH, menyampaikan 

laporan penyelesaian pemenuhan komitmen untuk 
pelunasan IPDPH dan bukti pelunasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 kepada Direktur Jenderal. 

(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pernenuhan komitmen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) hari kerja 
melakukan pengeoekan dan penelaahan atas dokumen 
penyelesaian komitmen. 

(3) Dalam ha! hasil pcngccckan dan pcnclaahan atas 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang 
perserujuan komitmen PBPH tidak menyelesaikan 
pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja mcnyarnpaikan konsep 
pembatalan persetujuan komitmen PBPH kepada 
Sekretaris Jenderal. 

(4) Sekretaris Jenderal dalam jangka wakru paling lama 3 

(tiga) bari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap 
konsep pembatalan persetuiuan komitmen PBPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan 

hasil penelahaan hukum kepada Menteri. 
(5) Berdasarkan laporan Sekretaris .Jenderal scbaga.imana 

dimaksud pada ayat (4) Menteri dalam jangka waktu 

Pasal 67 
Berdasarkan peta areal kerja (Working Are«/ WA) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 ayat {I) huruf a Direktur Jcnderal 
setelah rnendapatkan perserujuan Menteri daJam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, menerbitkan Surat 
Perintah Pembayaran pada pemegang persetujuan komitmen 
PBPH untuk melunasi IPBPH sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Berdasarkan pembatalan persetujuan komitmen PDPH 
scbagalmana dimaksud pada ayai (5) tcrnbaga OSS 

melakukan notifikasi berupa pernbatalan persetujuan 
komitmen PBPII. 
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Pasal 69 
(I) Oerdasarkan basil pengecekan dan penetaanan alas 

dokumen penyelesaian komitrnen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (I) Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) hari kerja 
menyampaikan basil pcngccekan dan pcnclaahan kcpada 
Sekretaris Jenderal berupa konsep persetujuan Sertifikat 
Standar yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian 
PBPH dan peta areal kerja (Working Arec,/WA) apabila 
telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai 
dengan tenggang waktu yang ditentukan. 

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling tama 3 
(tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap 
konsep pcrsetujuan Serlifikat Standar yang diterbitkan 

paling lama 2 {dua) hari kerja memberikan persetujuan 
pembatalan persetujuan komitmen PIJPH. 

(6) Berdasarkan perserujuan pembatalan persetujuan 
komitmen PBPH sebagairnana dimaksud pada ayat (51 
Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) hari kerja rnenyampaikan konsep pembatalan 
pcrsetujuan komitmen PBPH kepada Kepala Badan 
Koordinasi Pcnanaman Modal. 

(7) Berdasarkan konsep pernbatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal atas nama Menteri menerbitkan pembaialan 
persetujuan komnmen PBPH dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) hari kerja. 

(8) Berdasarkru1 pembatalan perserujuan komitmen POPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tembaga OSS 
melakukan notifikasi berupa pembatalan persetujuan 
komitmen PBPH. 

(9) Dalam ha! pcrsetujuan komitmcn PBPH dibatalkan 
sebagaimana dimaksud pada ayai (7) Pelaku Usaha 
dapai mengajukan permohonan ulang, penyetesaian 
komitmen yang telah dipenuhi terap diakui sepanjang 
tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis. 
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Pasal 70 

Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan 

definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (51 PBPH 

bcrlaku cfektif dan pemegang PBPH dapat langsung 

menjalaokan kegiatan usaha, 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas narna 
Menteri sebagaimana dimaksud pad a ayat ( II dan 

melaporkan hasil penelaallan kepada Menceri. 

(J) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dual hari 

kerja setelah menerima la.poran penelaahan hukum dari 

Sekretaris Jenderal, memberikan persetujuan. 
(4) Berdasarkan perserujuan Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (JI Sckrctaris Jcndcral dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dual hari kerja menyarnpaikan 
konsep persetuiuan Serlifikat Standar ientang pemberian 

PBPH dan peta areal kerja ( Worki,ig Area/ WA) yang 

ditcrbilkan Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal 

atas narna Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah 

menerima konsep persetujuan Sertifikat Standar tentang 

pemberian PBPH dan peta areal kerja (Working Area/ WA) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 Kepala Badan 

Koordinasi Pcnanaman Modal atas nama Menteri 
menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar tentang 
pembcrian PBPH dan peta areal kerja (Working 

ArewWA). 

(6) Bcrdasarkan persetujuan Scrlifikal Stander tentang 
pembcrian PBPH dan peta areal kerja (Working Aret1/ WA) 

yang diterbilkan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 

Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada 

ayai (5) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

selaku Kepala Lembaga OSS melaku kan notiflkasi 

bcrupa pemyataan dcfinilif PBPH. 
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Pasal 74 
(I) Penyelesaian pemenuhan persetujuan komitmen PBPH 

pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam 

pemenuhan komitrnen PBPH pada Hutan Produksi. 
Paragrar9 

Penyelesaian Pemenuhan Persetujuan Komitmen Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hulan Produksi 

Hulan Lindung 
61 sampai dengan 
mutandis terhadap 

Pasal 73 
Pemcnuhan komitmen PBPH pada 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
Pasal 63 berlaku secara mut.atis 

Paragrar8 
Pernenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pen1anfaatan 

Hutan pada Hulan Produksi 

Pcnyclesaian Pcnnohonan Pc.rizinan Berusaha Pernanfaatan 
Hulan pada Hulan Lindung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 sarnpai dengan Pasal 60 berlaku secara muratis 
mutandis terhadap penyclesaian pcrmohonan PBPH pada 
Hutan Produksi. 

Pasal 72 

Paragraf 7 
Penyelesaian Penuohonan Perizinan Berusaha Pernanfaatan 

Hutan pada llutan Produksi 

Pasal 71 
Persyaratan pcnnohonan PBPH pada Hulan Lindung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan 
Pasal 56 berlaku secara niutatis 11iutandis terhadap 
persyaratan permohonan PBPH pada Hulan Produksi. 

Paragraf6 

Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hulan pada Hulan Produksi 
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Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 ayat ( I) dan ayat (21 
be.rlaku secara ntutatis mutondis terhadap penyelesaian 
pcmenuhan pcrsctujuan komitmen PBPH pada Hutan 
Produksi. 

(2) Berdasarkan hasil pengeoekan dan penelaahan alas 
dokumen pcnyelesaian komitmcn, Direktur JcnderaJ 
daJam jangka waktu paling lama 3 (tigal hari kerja 
menyampajkan hasil pengeeekan dan penelaahan kepada 
Sekretaris Jenderal berupa konsep: 
a. kepurusan xepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal atas nama Mcntcri tcntang pcmbcrian PBPH 
dan peta areal kerja (Worki,ig Area/WA) apabila 
telah menyelesaikan pernenuhan kornltrnen sesuai 
dcngan tenggang wakiu yang dnentukan: atau 

b. pcmbatalan perserujuan komitmen PBPH apabtla 
tidak mcnyclcsaikan pcmenuhan kornitrnen. 

(3) Sekretaris Jenderal daJam jangka waktu paling lama 3 

(tigaJ hari kerja melakukan penelaahan hukum terhadap 
konsep keputusan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 huruf a atau pernbatalan persetujuan komitmen 
PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan 
melaporkan hasil penelaahan kepada Menteri. 

(4) Mcntcri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 
kerja setelah menerima penelaahan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 rnemberikan persetujuan, 

(SJ Sekretaris Jenderal setclah menerima persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) daJam jangka 
wakru I (satu) hari kerja menyampaikan konsep 
kcputusan Kcpala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal 
atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a atau pembatalan persetujuan komitmen PBPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada 
Kepala Badan Koordinasi Penanarnan Modal. 

(6) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja 
setelah menerima konsep keputusan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri 
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Pasal 75 

(I) PBPH dapat diperpanjang I (satu) kali. 
(2) Permohonan perpanjangan PBPH harus diajukan paling 

lam bat 2 (dua) tahun sebelum berakhimya PBPH. 
(3) Terhadap pcmegang PBPH yang tidak mengajukan 

permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau 

pe.mbatalan perserujuan komitmen PBJ:>J I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 hurur b Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal atas nama Menteri menerbitkan 
keputusan tentang pemberian PBPI I dan peta areal kerja 
(IVorlcing Are«/ WA) atau pcmbatalan pcrsetujuan 
komitmen PBPH. 

(7) Berdasarkan keputusan Kepala Sadan Koon:linasi 
Penanaman Modal atas nama Menteri tentang pemberian 
PBPH dan peta areal kerja ( Working Area/ WA) arau 
pcmbatalan pcrsctujuan komitmcn PBPH scbagaimana 
dimaksud pads ayat (51 Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal selaku Kepala Lembaga OSS 
melakukan notifikasi bcrupa: 
a pernyataan defmitif PBPH; atau 
b. pcmbatalan persctujuan komitrnen PBPH. 

(8) Dalam hal persetujuan komitmen PBPH dibatalkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pelaku 
Usaha dapat mcngajukan pcrmohonan ulang dan 
penyelesaian komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui, 
scpanjang tidak ada peru bahan dalam hasil telaahan 
tcknis. 

(9) Dalam hal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sclaku Kcpala Lcmbaga OSS tclah mcrnbcrikan 
pemyataan definitif scbagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf a PBPH berlaku efektif dan pemegang izin dapat 
langsung menjalankan kegiatan usaha. 

Paragraf 10 
Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
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Pasal 76 
(J) Permohonan pcrpanjangan PBPH pada Hulan Lindung 

dan Hutan Produksi diajukan kepada Menteri. 
(2) Persyaratan permohonan perpanjangan PBPI I pada 

Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 meliputi: 
a. pcmyataan komitmen: 

I. berita acara hasil pembuaian koordinat 
geografis batas areal yang dimohon; dan 

2. pclunasan !PBPH. 
b, NIB; 
c. pertimbangan teknis untuk Hulan Lindung atau 

rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur 
kepada Menteri yang berisi informasi mengenai tata 

ruang wilayah dacrah provinsi atas areal yang 
dimohon yang berada di dalam Peta Arahan 
Pemanfaatan Hutan, dengan melampirkan: 

l. peta skala paling sedikit: 
a) I :50.000 (satu berbanding lima puluh 

ribu] untuk luasan areal yang dimohon di 
atas 10.000 Ha (sepuluh ribu hekiare); 

b) I: I 0.000 (saru berbanding sepuluh ribu] 
untuk luasan areal yang dimohon 
1.000 Ha (seribu hektare) sampai dengan 
10.000 Ha (sepuluh ribu hektare]; atau 

c) I :5.000 (satu berbanding lima ribu] untuk 
tuasan areal yang dimohon kurang dari 
1.000 Ha [seribu hektare), 

Paragraf J J 
Tata cara Pcrmohonan Perpanjangan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan Hulan 

ayat (2) pemberi PBPH menerbitkan keputusan hapusnya 
PSPH. 

(4) Pcrpanjangan PBPH berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dan melekat pada PBPH sebelumnya. 
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e. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala paling 

sedikit: 
I) 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu] 

untuk Iuasan areal yang dimohon di atas 

10.000 Ha [sepuluh ribu bektare]; 
2) I: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu] untuk 

luasan areal yang dimohon 1.000 Ha (seribu 
hektare) sampai dengan 10.000 Ha (sepuluh 
ribu hektare); atau 

3) 1 :5.000 (satu berbanding lima ribu] untuk 
luasan areal yang dimohon kurang rlari 
1.000 Ha (scribu hcktarc), 

beserta berkas digital dalam format shape file (shp); 
f. peta penafsiran citra satelit resolusi paling kecil 

30 m (tiga puluh meter) dengan umur liputan paling 
lama 2 (dua) tahun terakhir; 

g. mempunyai S-PHl, yang masih berlaku dengan nilai 
Baik atau Sedang bagi pemegang PBPH dengan 
kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Produksi; 

h. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir 
perusahaan pemegang PBPH yang telah diaudit olch 
akuntan finance-, 

i. bukti rertulis bahwa perusahaan telah melunasi 
kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan 
yang meliputi PSOH dan/atau DR serta kewajiban 

dengan mengacu pada peta Rupa Bumi 
Indonesia; dan 

2. infonnasi terkait keberadaan masyarakat 

seternpat yang berada di dalam areal yang 
dimohon. 

d. salinan akta pendirian perusahaan bescrta 
perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat 
pemberitahuan pendaflaran perubahan akta 

perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 
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Pasal 77 

( l) Berdasarkan pennohonan dan persyaratan pennohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( ii dan 
ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) hari kerja melakukan verifikasi terhadap 
pemyataan komumen dan persyaratan teknis. 

(2) Pelaksanaan verifikasi terhadap persyaratan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis 
nunruidis terhadap pelaksanaan verifikasi persyaratan 
pcnnohonan perpanjangan kccuali penilaian proposal 
teknis, 

Paragraf 12 
Penyelesaian Permob.onan Perpanjangan Perizinan Berusaha 

Pemanfaatan l+utan 

fmansial lainnya yang diterbilkan oleh instansi yang 

berwenang; dan 

j. persetujuan lingkungan h.idup sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal pertimbangan teknis atau rekornendasl dari 
gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama l O 
(scpuluh) hari kcrja scjak ditcrima pcrrnohonan, 
permohonan perpanjangan dapat diproses Jebih lanjut. 

(4) Dalam hal gubemur tidak menerbitkan perumbangan 

teknis atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pemohon melampirkan bukti tanda terima 

permoh.onan perumbangan teknis atau rekomendasi 
sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan. 

(5) Dalam hal daerah provinsi terdapat dinas penanarnan 
modal dan pclayanan tcrpadu satu pintu, pcrtimbangan 
teknis atau rekomendasi dari gubemur dapat diterbitkan 
oleh kepala dinas yang mernbidangi urusan penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 
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Pasal 80 

(JI Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH 
menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan 

Pasal 78 
(I) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dlmaksud 

dalam Pasal 77 Direktur Jcndcral dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja melaporkan hasil verilikasi 
kepada Menleri. 

(2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (duat hari 
kerja setelah menerima hasil verifikasi dart Direktur 

Jcndcral scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

memberikan persetujuan untuk menerbilkan surat 
persetujuan komitmen perpanjangan PBPrl atau 
penolakan permohonan perpanjangan PBPH. 

(3) Berdasarkan perserujuan Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) Dircktur Jendcral atas nama 
Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 
kerja, menerbirkan: 

a. pcrsetujuan, jika perrnohonan Lelah mernenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 

b. penolakan, jika permohonan udak memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(4) Penyerahan dokumen asli surar persetuiuan atau 
penolakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
dilakukan pada loket Kementerian. 

Pasal 79 

Pemenuhan komitmen terhadap persetujuan komitmen PBPH, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf c 
dan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
pemenuhan komitmen atas persetujuan komitmen 

perpanjangan PBPH. 

(3) Untuk veriflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 

Direktur JenderaJ dapat melakukan verifikasi lapangan. 
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Pasal 82 

(I) Berdasarkan peta areal kerja (Working Arcn/WA) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat ( 1) dan 
setelah mendapatkan persetujuan Ment.eri, dalam jangka 

Pasal 81 
(1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas 

dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayar (21 dalam hal telah 
menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan 
tcnggang waktu yang ditcntukan dan scsuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur 
Jcndcml mcnyiapkan pcta areal kcrja (Worldng Area/WA) 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tigaJ harl kerja, 
(2) Dalam bal pemegang persetujuan komitmen 

perpanjangan PBPH tidak menyelesaikan pemenuhan 
Komitmen atau menyelesaikan komitrnen melebihi 
tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, Direktur Jenderal alas nama Menteri dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dual hari kerja menerbitkan 
surat pembatalan persetujuan komitmen perpanjangan 
PBPH. 

komiuuen kepada Direktur Jenderal berupa dokumen 

asli berita acara hasil pembuatan koordina1 geografis 

batas areal. 
(2) Berdasarkan laporan penyelesalan pemenuhan 

komitmen sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) l)irektur 
Jendcral dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) harl 
melakukan peogecekan dan penelaahan alas dokumen 
penyelesaian komitmen. 

(31 Untuk pengecekan dan penelaahan atas dokumen 
penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) Dircktur Jcndcral dapat mclakukan vcrifika.si 
lapangan. 
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Pasal 84 

(1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penetaahan atas 
dokumen penyelesaian pemenuhan komitmcn 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) Oirektur 

JenderaJ menyiapkan: 

a konsep perpanjangan PBPH dan larnpiran peta areal 
kerjanya apabila telah menyelesaikan seluruh 
pemenuhan komitmen dengan t.enggang waktu 
yang ditentukan dan sesuai dengan keternuan 
peraturan perundang-undangan; atau 

b. pcmbatalan persctujuan komitmcn pcrpanjangan 
PBPH apabila tidak menyelesaikan pemenuhan 

komitmen atau menyelesaikan kornitmen melebihi 
tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau 

tidal< sesuai deogan ketentuan peraruran 

perundang-undangan. 

(I) Pemegang persetujuan komitmen perpanjangan PBPH 

menyampaikan Iaporan penyelesaian pernenuhan 
komitmen untuk pelunasan IPBPH dan bukti pelunasan 

IPBPH kepada Oirektur Jenderal. 

(2) Berdasarkan Japoran penyelesaian pernenuhan 
komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) Direktur 
JenderaJ dalam jangka waktu 2 (duaJ hari kerja 

mclakukan pcngecckan dan pcnclaahan atas dokumcn 
penyelesaian komitmen. 

Pasal 83 

waktu paling lama 3 (liga) hari kerja Oirektur JenderaJ 

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran. 

(21 Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) pernegang persetujuan komitmen 

perpanjangan PBPH melunasi IPBPH dengan tarif sesual 
tutupan lahan kecuali terhadap PBPII dengan kegiatan 
uta.ma Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam 
mcnggunakan tutupan lahan tinggi. 
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Pasal 85 
Areal PBPH pada Hutan Produksi dapat diintegrasikan 

dengan Peogolahan Hasil Hutan Kayu dan Pengolahan Hasil 

Hulan Bukan Kayu. 

Bagian Kedua 

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Terintegrasi dengan 

Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu 

scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada 

loket Kementerian, 

Menteri (6) Penyerahan dokumen asli keputusan 

(21 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan 
pcnclaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur a 

kepada Sekretaris Jenderal, berupa konsep keputusan 
Menteri mengenai perpanjangan P8PI I dan larnpiran peta 

areal kerjanya. 

(3) Sekretaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan 

Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan lampiran peta 
areal kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
mclakukan pcnclaahan hukum dan sclanjutnya 

menyampaikan konsep keputusan Menteri mengenai 

perpanjangan PBPH dan lampiran peta areal kerja. 

(4) Menteri setelah menerima penetaahan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) hari kcrja, rnenerbitkan 
keputusan Menteri mengenai perpanjangan PBPH dan 

lampiran peta areal kerja. 
(5) Pernbatalan pcrsetujuan komitmcn perpanjangan PBPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan 

oleh Direktur Jenderal atas nama Ment.eri dalam 

jangka waktu I (satu] hari kerja. 
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Pasal 86 

(I) Untuk meningkatkan efisiensi dan efekt:ifitas 
Pemanfaatan Hutan secara lestari, dilakukan perubahan 
luasan terhadap areal PBPH dengan mengurangi tuasan 
areal kcrja PBPH. 

(2) Pengurangan luasan areal kerja PBPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I I dapat dilakukan dalam ha) 

tcrjadi: 
a rumpang tindih PBPH; 
b. pcrubahan status dan/atau fungsi Kawasan 1-lutan 

yang diakibatkan adanya perubahan tata 

ruang; atau 

c. kebijakan pcmerintah, amara lain proyek strategis 
nasional, pemulihan ekonomi nasional, ketahanan 

pangan (food estate) dan kegiatan lainnya yang 
strategis, serta penataan Kawasan Hu tan pada areal 
PBPH. 

(3) Pcngurangan luasan tcrhadap areal PBPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui: 
a. pennohonan oleh pemegang PBPH; 
b. permohonan oleh gubemur; aiau 

c. penetapan oleh Menteri. 
Pasal 87 

Pcrubahan luasan tcrhadap areal PBPH sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (31 huruf a diajukan kepada 
Menteri dengan dilengkapi persyaratan: 
a NIB; 

b. peta areal yang dimohon dengan skala paling sedikit: 
I. 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk 

luasan areal yang dimohon di aras 10.000 Ha 
(sepuluh ribu hektare]; 

Bagian Ketiga 

Perubahan Luasan, J>embatasan Peri?.inan, dan Penyerahan 
Kcmbali Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hulan 

Paragraf l 

Perubahan Luasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan I I utan 
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Pasal 88 
Perubahan luasan areal PBPJ-1 berdasarkan permohonan oleh 
pemerimah atau gubemur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (3) huruf b diajukan kepada Menteri dengan 
dilengkapi pcrsyaralan: 
a. peta areal yang dimohon dcngan skala paling sedikit: 

1. 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu] untuk 
luasan areal yang dimohon di atas 10.000 Ha 

(sepuluh ribu hektare]; 
2. I: 10.000 (saru berbanding sepulun ribu] untuk 

luasan areal yang dimohon 1.000 Ha [seribu 
hektare) sampai dengan 10.000 Ha [sepuluh ribu 
hektarc); atau 

2. I: 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu] untuk 
luasan areal yang dimohon 1.000 I fa [seribu 

hektare] sampai dcngan 10.000 Ha [sepuluh ribu 

hektare]; atau 
3. I :5.000 (satu berbanding lima ribu] untuk luasan 

areal yang dimohon kurang dari l.000 Ha [seribu 
hektarc), 

beserta sbapefile; 
c. proposal teknis di atas kenas bermeterai yang berisi 

maksud, rujuan, analisis fungsi kawasan, dan alasan 

Lcrjadinya pcrubahan luasan areal PBPH; dan 
d. pernyataan pemegang PBPH dalam bentuk akta notarul 

yang menyatakan: 
I. tidak dalam proses hukum; 
2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal 

yang diubah luasan areal PBPH dan kelebihan 
pembayaran JPBPH; 

3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang 
diperuntukan scbagai daerah pcnyangga yang 
berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau 
Kawasan Hutan konservasi; dan 

4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian Hutan 

dan kepastian usaha. 
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Pasal 90 

Direktur Jenderal setelah menerima pennohonan perubahan 
luasan tcrhadap areal PBPH scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87 dan Pasal 88 dalam jangka waktu paling lama 3 
(tigaJ hari kerja melakukan pengecekan kelengkapan 
persyaratan dan veritikasi teknis, dalam ha!: 
a tidak memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis, 

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat 
penolakan kcpada pemohon; atau 

b, memenuhi persyaratan dan verifikasi teknis. Direktur 
Jenderal menyampaikan konsep keputusan Menteri dan 
peta areal kerja (Working Area/WA) perubahan luasan 
areal PBPH kepada Sekretaris Jenderal. 

Pasal 89 

3. 1:5.000 (satu berbanding lima ribu] untuk Iuasan 
areal yang dimohon kurang dari 1.000 I la [seribu 
hektare], 

beserta shapefile; 
b. proposal teknis di atas kertas berrneterai yang bertsl 

maksud, tujuan, anahsis fungsi kawasan, dan alasan 
terjadinya perubahan Iuasan areal PBPH; dan 

c. persetujuan atau pernyataan tidak keberata.n dari 
pemegang PSPH dalam bentuk akta notariil yang 
menyatakan: 

1. tidak dalam proses hukum; 
2. tidak akan menuntut areal pengganu terhadap areal 

yang dikurangi izinnya dan kelebihan pernbayaran 

IPBPH; 
3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang 

diperuntukan scbagai daerah penyangga yang 
berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau 
Kawasan Hutan konservasi; dan 

4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian Hutan 
dan kepastian berusaha, 
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Pasal 93 
Berdasarkan konsep keputusan Menteri dan peta calon areal 
kerja (Working Area/WA) perubahan tuasan terhadap areal 
PBPH yang disampaikan Direktur Jenderal sebagairnana 
dirnaksud dalam PasaJ 92 Sckretaris .Jcnderal dalarn jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja rnelakukan penelaahan 
hukum dan mcnyampaikan konscp keputusan Mcntcri 

Pasal 92 

Berdasarkan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 91 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja menyiapkan konsep keputusan Menteri dan 

peta areal kerja (Worki11g Area/WA) perubahan luasan 
terhadap areal PBPH dan menyampaikan konsep keputusan 
Menteri dan peta areal kerja (World11g Area/ WA) kepada 
Sekretaris Jcnderal. 

Pasal 91 
Perubahan luasan terhadap areal PBPH berdasarkan 
penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayai (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan 
penelaahan teknis yang melibatkan unsur Eselon I terkait 

lingkup Kementerian dan dapat melibatkan pihak lain yang 
terkait, 

(I) Sekretaris Jenderal seretah menerima konsep keputusan 
Menteri dan konsep peta areal kerja ( Working Area/ WA) 

pcrubahan luasan terhadap areal PBPH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja melaku kan penelaahan 

hukum dan mcnyampaikan konsep keputusan Menteri 
mengenai pcrubahan luasan areal PBPH dengan 
melampirkan peta areal kerja ( Worki11g Arca/ WA) kepada 

Menteri. 
(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, 

Menteri rnenetapkan keputusan Menteri mengenai 

pcrubahan luasan terhadap areal PBPH beserta lampiran 
peta areal kcrjanya. 
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Pasal 96 
(I) Pembatasan PBPH meliputi: 

a pembatasan luasan; 

b. pcmbatasan jumlah PBPH; dan 

c. penataan Jokasi u saha, 
(2) Pembatasan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a, dilakukan dcngan mcmpertirnbangkan aspck: 
a keadilan; 

b. pemerataan; 

c. daya dukung dan daya tampung; 
d. kelestarian Hutan; dan 

e. kepastian usaha. 
(3) Pembatasan jumlah PBPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf b dapat diberikan paling ban yak 2 (dua) 

PBPH untuk setiap Pelaku Usaha. 

Pcmbatasan Pcrizinan Bcrusaha Pcmanfaatan Hutan 
Paragraf2 

Pasal95 

(I) Dalam hal terdapat aset berupa hasil budidaya tanaman 

akibat pengurangan areal, dapat dimanfaatkan oleh 

pcmcgang PBPH. 

(2) Dalam ha! terdapat aser lainnya seperti bangunan, jalan, 

dan aset tidak bergerak lainnya akibat pengurangan 

areal, dapat digunakan oleh pcrnegang PBPH. 

Mcnterl dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
mcncrbitkan kcputusan Mcntcri mcngcnai pcrubahan Iuasan 

terhadap areal PBPH beserta lampiran peta areal kerjanya 

(Working Area/WA). 

Pasal 94 

mengenai perubahan luasan terhadap areal PBPH dengan 

dilampiri peta areal kerja (Working Are!V'WAI kepada Menteri. 
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P.dsal 98 
( l) PBPH dapat diserahkan kembali oleh pemegang PBPH 

kepada Menteri sebelum jangka wakru izin berakhir. 
(2) Penyerahan kembali PBPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dapat dilakukan dalam hal terjadi: 
a. areal tidak dapat (tidak layak] dikclola akibat 

adanya perubahan status dan/atau fungsi Kawasan 
Hutan pada sebagian besar areal; 

b. pemegang PBPH tidak mampu mengelola karena 
faktor finansial; atau 

c. kebijakan pemerintah, antara lain proyek strategis 
nasional. 

(3) Penyerahan kembali PBPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui 
permohonan oleh pemegang PBPH kepada Menteri. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilengkapi antara lain: 
a pemyataan yang dibuat di hadapan notaris yang 

menyalakan antara lain: 

Paragraf 3 
Penyerahan Kembali Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 

Pasal97 
(I) Pernbatasan luasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 96 ayai (l) huruf a pada Hutan Produksi diberikan 
paling luas 50.000 Ha (lima puluh ribu hektare] kecuali 
untuk wilayah Papua, dapat diberikan paling luas 
100.000 Ha (seratus ribu hektare). 

(2) Dalam hal tcrdapat pcngurangan Iuasan areal kcrja hasil 
tata batas akibat adanya perubahan tata ruang maka 
PBPH diberikan sesuai dengan hasil tata batas yang 
mengacu pada peta Kawasan Hutan terakhir. 

(4) Penataan lokasi PBPH sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (I) huruf c dilakukan dengan mempertlrnbangkan 
aspek kondisi biogeofisik dan potensi hasil Hutan. 
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komprehensif. 
(2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilalrukan oleh Direktur Jenderal terhadap 
pcmenuhan seluruh kewajiban yang tercanturn dalarn 
keputusan pembetian PBPH dan ketentuan-ketentuan 
lain yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan 

sebagai pemegang PBPH. 
(3) Dalam ha! pemegang PBPH memiliki kewajiban finansial 

yang belum dipenuhi, pemegang PBJ>H wajib rnelunasi 

kewajiban tersebut, 
(4) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

antara lain PSDH, DR, biaya tata batas bagi pcmcgang 
PBPH yang belum melaksanakan, atau belum selesai 
melaksanakan kewajiban tata batas areal serta 
kewajiban lainnya, 

(5) Dalam ha! kewajiban tata batas areal belum 
dilaksanakan atau belum diselesaikan tetapi pemegang 
PBPH telah menyetorkan biaya iata batas maka biaya 
tata batas yang telah disetor menjadi hak negara dan 
pemegang PBPH dibebaskan dari kewajiban tata batas. 

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan adrninistrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan setelan 
pemohon tidak memiliki kewajiban finansial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terutang, 

secara administrasi pemeriksaan dilalrukan 

Pasal 99 

(I) Sebelum penyerahan kembali PBPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 98 ditcrima, tcrlcbih dahulu 

I. alasan-alasan yangjelas; 
2. kesediaan untuk rnelunasi kewajiban finansial 

kepada Negara antara lain PSDH, DR, biaya 
tata batas, dan kewajiban lalnnya; dan 

3. tidak dalam proses hukum; 
dan 

b. laporan kegiatan PBPH. 
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Pasal 100 
(I) PBPH dapat dipindahtangankan dcngan pcrsclujuan 

Mcntcri. 
(2) Pcmindahtanganan PBPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) dapat terjadi karena: 
a pengalihan PBPH dari pemegang PBPH kepada 

pemegang PBPH lain atau oleh bukan pemegang 
PBPH yang dilakukan melalui jual beli; 

b. pemegang PBPH menggabungkan diri (merge,j 

dengan pemegang PBPM lain atau dengan bukan 
pemegang PBPM; 

c. pemegang PBPH meleburkan diri dengan pernegang 
PBPH Jain atau dcngan bukan pcmegang 
PBPH; atau 

d. pemisahan Usaha Pemanfaatan Hutan, pemegang 
PBPH yang kemudian dialihkan kepada pihak 
pemegang PBPH lain atau dengan bukan pemegang 
PBPH. 

(3) Pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dimohonkan kepada Menteri dengan 
melampirkan dokumen paling sedikit rneliputi: 
a. hasil rapat umum pemegang saham; 
b. pcrubahan akta pcndirian yang dibuat di hadapan 

notaris; dan 
c. penyesuaian dokumen lingkungan. 

(4) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu 
paling lama JO (sepuluh) hari kerja melakukan 

Bagi an Keern pat 
Pcmindahtanganan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hulan 

pemberi PBPH menerbitkan keputusan mengenai 

pencabutan PBPII. 

(7) Pcnyerahan kembali PBPH sebagai akibat kebijakan 
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 
ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan 
setelah seluruh kewajiban pcmbayaran PSDH dan DR 
beserta tunggakannya dibayar lunas. 
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d. pihak pembeli memiliki laporan keuangan yang 
tidak sehat. 

(9) Luasan dan jumlah PBPH yang berasal dari 
pemindahtanganan pemegang PBPH sebagaimana pada 
ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak termasuk 
dalam pembatasan PBPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 96 ayat (I). 

Hutan; atau 

pengecekan dan penelaahan terhadap dokumen 

pennohonan pengalihan PBPH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan hasil pengeoekan dan penelaanan atas 
dokumen permohonan pengalihan PBPH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) Oirektur JenderaJ dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja rnenyarnpaikan 
konscp pcrsctujuan Mcnlcri kcpada Sckrctaris Jcndcral. 

(6) Sckretaris Jenderal serelah menerima konsep 
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dalam jangka waktu 3 (liga) hari kerja 
melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya 
menyampaikan konsep persetuiuan Menteri. 

(7) Mentcri sctelah mcncrima telaahan hukum alas konscp 
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja rnenerbirkan 
persetujuan Menteri tentang pemindahtanganan PBPH 
berupa pengalihan hak PBPH melalui jual beli atau 
penolakan. 

(8) Pcnolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disebabkan antara lain: 
a. jual beli dapat mengakibatkan t.erjadinya monopoli 

atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang 
m.erugikan masyarakat; 

b. pihak pcmbcli scbagai Pclaku Usaha di bidang 
kehutanan memiliki kinerja buruk dalam 
Pengelolaan llutan; 

c. pihak pembeli bukan Pelaku Usaha di bidang 
kehutanan lidak memiliki tenaga teknis Pengelolaan 
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Pasal 101 

(II Penggabungan PBPH, pcleburan PBPH, dan pemisahan 
PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) 

huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan melalui 
pcnnohonan kepada Mcntcri dan saJinannya 
disarnpaikan kepada: 
a. Kepala Sadan Koordinasi Penanarnan Modal; dan 
b. Pcrseorangan, Koperasi, badan usaha milik negara. 

badan usaha milik daerah, dan badan usaha rnilik 
swasta yang akan mclakukan pcnggabungan PBPH, 
peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH. 

(2) Penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan pernisahan 
PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berbentuk 
perseroan terbatas dan dilakukan tanpa rnengadakan 
likuidasi Lcrlebih dahulu. 

(3) Pcrmohonan yang diajukan oleh pemegang PBPH 
berbentuk badan usaha milik negara atau perusahaan 

patungan, dan salinannya disampaikan kepada mcnteri 
yang membidangi urusan keuangan, dan menteri yang 
rnernbidangi urusan badan usaha milik negara. 

(4) Pcnnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilengkapi persyaratan: 
a. usulan rcncana/rancangan pcnggabungan PBPH, 

peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH; 
b. salinan akta pendirian beserta perubahannya yang 

Lelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

c. keput.usan rapat umum pemegang saham 
perusahaan pemegang PBPH; 

d. surat pemyataan dari pernegang PBPH yang dibuat 
di hadapan notaris yang berisi bahwa telah 
dan/atau sanggup melaksanakan kewajiban- 
kewajiban yang belum terpenuhi kepada 
kementerian khususnya yang berkaitan dengan 
finansial; 
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negara; dan 
r. surat pcrnyataan dari: 

l. Perseorangan; 
2. Koperasi; 

3. badan usaha. milik ncgara; 
4. badan usaha milik daerah; dan 
5. badan usaha milik swasta, 
yang akan melakukan penggabungan PBPH, 
peleburan PBPH, dan pemisahan PBPH dibuat di 
hadapan notans yang memuat: 

I. penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan 
pemisahan PBPH tidak aka.n rnerugikan 
perseroa.n terba.ta.s pemegang PBPH, pemega.ng 
saham mlnoritas perseroan rerbatas pemegang 
PBPH, dan karyawan pcrscroan ierbatas 

pcmegang PBPH; 
2. penggabungan PBPH, peleburan PBPH, dan 

pemisahan PBPH tidak akan mengakibatkan 

terjadinya monopoli atau monopsoni dalam 
berbagai ben tu k yang merugikan masyarakat; 

3. penggabunga.n PBPH, peleburan PBPH, da.n 
pemisaha.n PBPII tidak mengurangi hak 

pemegang sa.ha.m minorita.s untuk menjual 

saha.mnya. denga.n harga. yang wajar; 
4. penegasan penerimaan peralihan segala hak 

dan kcwajiban dari pcrscroa.n yang alum 
melakukan Penggabungan PBPH, peleburan 
PBPH, dan pemisahan PBPH; 

5. memiliki visi dan misi terhadap pemanfaatan 
Hutan secara lestari; 

6. da.Iam hal pengangka.tan, pengurus perusa.haan 
harus profesional: dan 

7. sa.nggup menta.ati ketentuan peraturan 
perunda.ng-unda.ngan. 

e. bagj pemegang PBPH yang berbentuk badan usaha 
milik negam atau perusahaan patungan wajib 
mempcroleh persetujuan dari menteri yang 
membidangi urusan bad an usaha milik 
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ayat (4); atau 
b. surat pemberitahuan kepada pemohon urnuk 

melengkapi persyaratan jika tidak memenuhi atau 

tidak dilengkapi salah satu atau seluruh 
persyaraian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 I ayat (4). 

(3) Dalam hal tcnggang waktu paling lama 15 (lima bclas) 

hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemchon tidak 

melengkapi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama 
Menteri menyampaikan surat penolakan permohonan 

penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang 

PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH. 
(4) Dalam hal penggabungan pemegang PBPH, peleburan 

pemegang PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (I) telah 

memenuhi/dilengkapi semua persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 101 ayat (4) Direktur Jenderal 

dalam jangka waktu paling Jama 10 [sepuluh) hari kerja 

mcnyampaikan telaahan kcpada Mcntcri rnclalui 
Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan 

atau penolakan. 

sebagaimana dimaksud dalam 

persyaratan 

Pasal 101 

semua memenuhi/dilengkapi 

Pasal 102 

( I) Berdasarkan permohonan penggabungan pernegang 

PSPH, peleburan pemegang PBPII, dan pemisahan 
pemegang PBPH sebagaimana dimaksud dalaru 
Pasal IOI ayat (1) Menteri mclalui Direktur .Jcndcral 
melakukan telaahan, 

(2) Berdasarkan tetaahan sebagaunana dimaksud pada 

ayat (I) Direktur Jenderal dalam tenggang waktu paling 

lama 15 (lima belas] hari mcnyampaikan: 

a. basil telaahan kepada Menteri melalui Sekretaris 

Jenderal, jika permohonan telah 
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Bagian Kelima 
Perubahan Nama Pemegang Perizinan Berusaha Pernanfaatan 

Hutan 

Pasal 103 

(I) Pemegang PBPH dapat melakukan pemindahan hak atas 
saham baik yang berdampak ataupun tidak berdampak 
terhadap beralihnya pengendalian atas PBPH dan 
pemindahtanganan PBPH. 

(2) Pemegang PBPH wajib mencatat pemindahan hak atas 
saham scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) scsuai 
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan, dan 
memberitahukan kepada Menteri. 

pcnggabungan pcmcgang PBPH, pclcburan pcmcgang 
PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) maka pemohon melakukan tahap 
selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan akta 
penggabungan pemegang PBPH, peleburan pemegang 
PBPH, dan pernisahan pcmcgang PBPH dari Mcntcri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(7) Dalam hat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tclah mcrnberikan 
persetujuan akta penggabungan pemegang PBPH, 
peleburan pemegang PBPH, dan pemisahan pernegang 

PBPH, Menteri memproses perubahan (addendum) PBPH. 

persetujuan (6) Dalam hal Menteri memberikan 

(SJ Menteri setelah menerima ielaahan permohonan 

penggabungan pemegang PBPII, peleburan pemegang 

PBPH, dan pemisahan pemegang PBPH sebagalmana 
dimaksud pada ayat (4) dalam hal: 
a. menyerujui, Direktur Jenderal menyiapkan konsep 

surat persetujuan; atau 
b. menolak, Oirektur Jenderal menyiapkan konsep 

surat penolakan, 
untuk selanjutnya disetujui Menteri. 
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Jeoderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hart 
kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya 
mcnyampaikan konsep pcrsetujuan pcmindahtanganan 
atau perubaban nama kepada Meoteri. 

(7) Men1eri setelah menerima konsep persetujuan 
pemindaht.anganan atau perubahan nama seba.gaimana 
dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) hari kerja menerbitkan persetujuan peru bahan 
nama 

penelaahan 
Sekretaris 

pcrsetujuan Mcntcri tcntang pcmindaht.anganan at.au 
perubahan nama. 

(6) Berdasarkan hasil pengecekan dan 
seba.gaimana dimaksud pada ayat (5) 

persetuJuan Menteri. 
(2) Peruba.han nama PBPII sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( I) dapat terjadi karena: 
a pemindaht.anganan PBPH; atau 
b. penggantian nama pemegang PBPli. 

(3) Perubahan nama PBPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan melalui permohonan kepada Menteri 
dcngan mclarnpirkan hasil rapat umum pcmcgang 
saham dan perubahan akta pendirian yang dibuat di 
hadapan notaris. 

(4) Menteri melalui Direktur JenderaJ setelah menerima 

pennohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud 
pada ayal (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
hari kerja melalrukan pengecekan dan penelaahan. 

(5) Berdasarkan basil pengecekan dan penetaahan atas 

dokumen pcrmohonan pcrubahan nama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyarnpaikan 

hasil pengecekan dan penelaahan ietah memenuhi 
ketentuan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep 

melakukan perubahan 
dan wajib mendapat 

(I) Pemegang PBPH dapai 
(addendum) nama PBPH 

Pasal 104 
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yang membidangi urusan planologi kehutanan dan tata 
lingkungan melakukan telaahan terkait jenis 

penyesua.ian atau perubahan dokumen lingkungan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan dan menyampaikan hasilnya kepada Direktu r 

Jcndcral dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kcrja. 

(5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling Jama 3 
(tiga) nan kerja sejak diterima basil telaah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (41 menyampaikan arahan kepada 

pemegang PBPH. 

(6) Pemegang PBPH melakukan penyesuaian/perubahan 

dokumen lingkungan sesua.i dengan arahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (51 dan menyampaikan hasilnya 

kepada direktur jenderal yang mernbidangi urusan 

planologi kchutanan dan tata lingkungan sesuai dengan 

kctcntuan pcrundang-undangan. 

Direktur Jenderal 

(3) direktur jenderal sebaga.imana dimaksud pada ayat 

kcpada Pcmcgang PBPH dan dircktur jcndcral yang 

rnembidangi urusan planologi kehutanan dan tata 
lingkungan. 

(4) Berdasarkan basil telaahan 

Pasal 105 
(I) PBPH dapal mclakukan penyesuaian peru bah an usaha 

kcgiatan pcmanfaatan Hutan melalui Multiusaha 
Kchutanan. 

(2) Penyesua.ian perubahan usana kegiatan pemanfaatan 

Hutan melalui Multiusaha Kehutanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan permohonan 

perubahan RKUPH kepada Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 

(tigaJ hari sejak diterima permohonan perubahan 
RKUPII, menyampaikan hasil telaahan permohonan 

peru bahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Bagian Keenam 

Penyesuaian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hulan 
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P.dsal 106 
( I) Dalam ha! penyesuaian peruballan usaha kegiatan 

pemanfaatan melalui Multiusaha Kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai 

dengan ayat (8) berdampak pada penambahan jangka 

waktu, Oircktur Jcndcml mcncrbitkan Surat Pcrint.ah 

Pembayaran IPBPH penyesuaian jangka waktu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemegang PBPH setelah menerima Surat Perintah 

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

melunasi dan rnenyarnpaikan bukti pelunasan IPBPH 

kepada Oirektur Jenderal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Direktur Jenderal set.elah menerima bukti pelunasan 

IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam 

jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan 

bukti pelunasan IPBPH. 

(4) Bcrdasarkan basil pengecekan bukti pelunasan IPBPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (31 Direktur Jenderal 

(7) Dalam hal penyesuaian atau perubahan dokumen 

lingkungan telah sesuai dengan ketentuan perundang­ 

undangan, dircktur jendcral yang membidangi urusan 

planologi kehutanan dan tata tingkungan mernberikan 

persetujuan dan menyampaikannya kepada Oirektur 

Jendcral dan pemegang PBPH. 

(8) Berdasarkan persetujuan penyesuaian atau perubahan 

dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) pemegang PBPH menyampaikan perbaikan 

usulan perubahan dokumen RKUPH kepada Direktur 

Jcndcral. 

(9) Dalam hal penyesuaian perubahan usaha kegiatan 

pemanfaatan Hutan melalui Multiusaha Kehutanan tidak 

berdampak pada penambahan jangka waktu, Direktur 

Jenderal memproses permohonan perubanan RKUPH 

scsuai dcngan ketentuan pcraturan perundang­ 
undangan. 

2021, No.319 -90- 

www.peraturan.go.id



dalam jangka waktu paling lama 3 (tigal hari kerja 

menyampaikan konsep keputusan Men1eri rnengenat 
pcrubahan PBPH kepada Sekrctaris Jenderal. 

(5) Sekrctaris Jenderal setelah menerima konsep keputusan 

Menteri mengenai perubahan PBPI I sebagalmana 

dimaksud pada ayat (41 dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan 

selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Menteri 

mengenai perubahan (addenduml PBPH kepada Menteri. 

(6) Menteri setelah menerima penelaahan hukum 

scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dalarn jangka 
wakru paling lama 3 (liga) hari kerja rnenerbitkan 

keputusan Menteri mengenai perubahan (addendum) 
PBPH. 

(7) Penyerahan salinan dokumen asli keputusan Menteri 

scbagaimana dimaksud pad a ayat (6) dilaku kan pada 

loket Kementerian, 
(8) Berdasarkan keputusan Menteri mengenai perubahan 

PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pcmegang 
PBPH mengajukan perbaikan usulan perubahan RKUPH 

kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 107 

Dalam hal terjadi perubahan luasan PBPH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 94 terjadi 

permindahtanganan PBPH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 100 ayat (7) dan Pasal 102 ayat (7) terjadi perubahan 

nama PBPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (7) 

serta terjadi penyesuaian PBPH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal I 05 ayat (91 dan Pasal I 06 ayat (6) pemegang 

PBPH mclakukan pcmuktahiran data. 

2021, No.319 
-91- 

www.peraturan.go.id



Pasal 109 
(1) Perencanaan usaha pemanfaaian Hutan Lindung 

meliputi: 

Paragraf 2 

Perencanaan Usaha Pemanfaaian Hutan Lindung 

lingkungan; 

f. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara 
alami dan/atau hasil rehabilitasi; dan 

g. memungut HHBK sesuai jumlah, berat, atau volume 

yang diizinkan. 

unsur-unsur 

Pasal 108 

(I) Pemanfaalan Hutan pada Hutan Lindung dilakukan 

dcngan Multiusaha Kchutanan tcrdiri atas: 
a. Pemanfaatan Kawasan; 

b, Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau 

c. Pemungutan HHBK. 

(2) Pemanfaatan Hutan pada Hulan l..indung sebagaimana 

dimaksud pada ayal (II dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan 

fungsi utamanya; 

b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap 
biofisik dan sosial ekonomi; 

c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat 
berat; 

d. tidak membangun sarana dan prasarana yang 

mcngubah bcntang alam; 
e. tidak merusak keseimbangan 

BABIV 
USAHA PEMANFAATAN HUTAN 

Bagian Kesatu 

Usaha Pemanfaatan I I utan J.indung 

Paragraf 1 
Umum 
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Pasal I 10 

(I) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi 
Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) 

diarahkan untuk rncndapatkan data dan informasi: 
a penutupan lahan; 
b. jenis tanah, kelerengan lapangan, atau topografi: 
c. iklim; 
d. hidrologi, bentang alam, dan gejala alam: 
e. jenis, polensi, dan sebaran daya tarik obyek wisata 

aJam; 
f. jenis, potensi, dan sebaran flora; 
g. jenis, populasi, dan habitat fauna; dan 
h. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

(2) Tahapan kegiatan survei poten si atau identilikasi potensi 
Hutan meliputi: 
a penyusunan rencana survei potensi atau identifikasi 

potensi Hutan; 

a inventarisasi Hutan; 
b. penataan areal kerja; dan 
c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH 

dan Rl<"TPH. 
(2) tnventartsast Hutan di Hutan Lindung sebagalmana 

dimaksud dalam Pasal 109 ayai (I) hurufa dilaksanakan 
dengan melakukan survei potensi atau identifikasi 
potensi Hutan oleh tenaga profesional bidang kehutanan 

sesuai kompetensinya, 

(3) Hasil survei potensi atau identifikasi potensi l+utan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mcnjadi dasar 
penaiaan areal kerja dan penyusunan Rk.lJPH. 

(4) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensi 

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan metode sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengctahuan dan tcknologi. 

(5) Biaya yang umbul akibat pelaksanaan survei poteusi 
atau identilikasi potensi Hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dibebankan kepada pcmegang PBPH. 
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Pasal 111 

(1) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Lindung wajib 

menyusun dokumen Rh.'VPH unruk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun dengan memperhatikan RPHJ P KPH, 

paling lambat I (satu) tahun setelah PBPH diberikan. 

(2) Dokumen RK1JPH sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

paling sedikil memuat: 

b. pelaksanaan survei poteusi atau idemifikasi potensl 

Hu tan; 

c. pengumpulan data survei potensi atau identifikasi 

potensi Hutan; 
d. pengolahan data survei potensl atau identiflkasl 

potensi llutan; dan 
e. pembuatan laporan survei potcnsi atau identifikasi 

potcnsi Hutan bcrupa data spasial dan data 

numcrik. 
(3) Rencana kegiatan survei pctensi aiau identifikasi potensi 

Hutan disampaikan kepada Memeri atau pejabat yang 

diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penilaian 

dan persetujuan RKUPH, dan salinan disampaikan 

kepada gubemur. 

(4) Pemegang PBPH yang telah melaksanakan kegiatan 

survei potensi atau identifikasi potensi Hutan wajib 

menyerahkan laporan hasil survei potensi atau 

idcntifikasi potcnsi Hulan dan pakta int.cgritas dari 
tenaga profesional di bidang kehutanan atas kebcnaran 
hasil survei potensi atau identiflkasi potensi Huian 
kepada Menteri, dan salinan disampaikan kepada 

gubemur. 
(5) Pelaksanaan survei potensi atau identifikasi potensl 

Hutan diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum masa berlaku RKUPH berakhir. 

(6) Data dan Jnfonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dan ayat (2) menjadi dasar penataan areal kerja kegiatan 

usaha PBPH pada Hutan Llndung. 

(7) Rcncana areal kcrja PBPH disajikan dalam bcntuk pcta, 

dilengkapi keterangan fungsi seuap areal. 
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sarana prasarana; 
r. rcncana investasi; 
g. pembiayaan dan pendapatan; 
h. organisasi dan kclcnagakcrjaan; 
i. pengelolaan lingkungan; 
j. kelola sosial; 
k. perlindungan dan pengamanan; 
I. penelitian dan pengembangan; dan 
m. pcralatan dan lampiran peta skala 1:50.000 (satu 

berl>anding lima puluh ribu], 
(3) Proses pengajuan usulan RKUPH dan/atau perubahan 

RKUPH serta persctujuannya dilakukan melalui sistcm 
informasi. 

(4) Dalam hal sisrern informasi belum tersedia, usulan 
Rl<.'UPH dan/atau perubahan RKUPH serta 
perserujuannya dilakukan secara manual. 

(5) Usulan Rl<.'UPH disusun bcrdasarkan: 
a. peta areal kerja atau oatas koordinat geografis 

sesuai keputusan pernberian PBPII; 
b. peta Kawasan Hutan atau peta penunjukkan 

Kawasan Hutan dan perairan provinsi atau peta 
Tata Ouna Hutan Kesepakatan (TOHK) bagi provinsi 
yang bclum ada pcta pcnunjukan Kawasan Hutan, 
dan perairan provinsi atau peta Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); 

c. peta hasil penafsiran citra satelit skala I :50.000 
(satu berbanding lima puluh ribu) tiputan terbaru 
paling lama 2 (dua) tahun terakhir; dan 

d, basil inventarisasi Hutan. 

a. pendahuluan; 
b. data urnum perusahaan dan kondtst potensl areal 

pemanfaatan Hutan; 
c. rencana kerja pemanfaatan Hutan mellputl rencana 

pengusahaan; 
d. reneana kcrja seuap tahun; 
e, rencana tata letak (siJe pla11J dan desain arsitektur 
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Pasal I 12 
(I) Mentcri setclah mencrima pcrrnohonan usulan RKUPH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (6) 

melakukan penilaian dan/atau memberi arahan 

perbaikan usulan RKUPH paling lama 10 (sepuluh] hari 

kerja sejak diterimanya usulan RKUPH. 

(2) Dalam haJ hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) tidal< diperlukan arahan perbaikan, Menteri 

menyerujui RKUPH paling lama 10 [sepuluh] hari kerja 

sejak diterimanya usulan RK:UPli. 
(3) Dalam ha) terdapat arahan perbaikan usulan RKUPH 

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) pcrncgang PBPH 

melakukan perbaikan usulan RKUPH dan 
menyampaikan hasilnya kepada Menteri dalam jangka 

waktu paling lama 10 (sepuluh] hari kerja sejak surat 
arahan perbaikan usulan RKUPH duerima. 

(4) Dalam hal pemegang izin tidal< menyampaikan perbaikan 

usutan RKUPII sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dalarn jangka waktu 10 (sepuluh] hari kerja, pemegang 

PBPH dinyatakan tidak mengusulkan RKUPH. 

(6) Usulan Rl<.-UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diajukan kepada Menteri dan salinan disarnpaikan 

kepada gubemur. 

(7) Usulan RJ,.-UPH disusun oleh tenaga profesionaJ di bldang 
kehutanan sesuai dengan kompetensinya, dan 

ditandatangani atau diselujui oleh direktur utama atau 

ketua Koperasi pernegang PBPH. 
(8) Kcbcnaran data atau informasi usulan RKUPH dan pcta 

merupakan tanggung jawab direktur utama atau ketua 
Koperasi pemegang PBPH yang dinyatakan daJam pakta 

integritas. 

(9) Biaya yang limbul akibat penyusunan RKUPH, 

dibebankan kepada pemegang PBPH. 

(IO) Usulan RKUPH berikutnya diajukan paling lambat 6 

(enam) bulan sebelum berakhirnya rnasa berlaku 

RKUPII. 
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Pasal 114 

(I) Perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) dapat dipertimbangkan 
apabila teriadi: 
a. peru bahan luas areal kerja; 
b. penambahan atau perubahan jenis kegiatan 

[multiusahal: 
c. pcrubahan tcrhadap kondisi fisik surnbcr daya 

Hutan yang disebabkan oleh Iaktor manusia 
maupun faktor alam serta penggunaan kawasan 
oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. perubahan jangka waktu PBPH; rlan 
e. perubahan lain terkait dengan perubahan 

kebijakan. 
(2) Usulan perubahan RKUPH diajukan oleh pemegang 

PBPH kepada Menteri. 
(3) Menteri menilai dan menyetujui usulan perubahan 

RKUPH sebagaimana dimaksurl pada ayat (21 paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan 

Pasal 113 

(I) Penilaian dan persetujuan usulan RKUPH sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (21 dan ayat (5) 
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. 

(2) Segala biaya yang thnbul sebagai akibat dari proses 
penilaian dan persetujuan RKUPH dibebankan kepada 
anggaran Pemerintah. 

(5) Berdasarkan perbaikan usutan RKUPH sebagaimana 
dimaksud pada ~·al (31 Men1eri menyetujui perbaikan 

usulan RKUPH paling lama 5 [ltma) hari kerja sejak 
diterirnanya perbaikan usulan RKUPH. 

(61 Persetujuan usulan RKUPI I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 dan ayat (5) dan salinannya disampaikan kepada 

gubemur. 
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Pasal I 15 
(I) Setiap pemegang PBPH pada Hutan Lindung wajib 

mcnyusun Rencana Kcrja Tahunan Pernanfaatan Hutan 
(Rl<.'TPH) berdasarkan RK°\JPH yang telah disetujul. 

(2) RJ,,'"J'PH disusun oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan sesuai dengan kompetensinya dan 
ditandatangani atau diserujui direktur utarna atau ketua 
Kopcrasi sclaku pcmcgang PBPH sccara mandiri/ self 
approwll. 

(3) RKf PII yang telah disahkan disampaikan kepada Menteri 
dan salinannya disampaikan kepada gubernur. 

(4) Rl<'TPH disusun berdasarkan: 
a. RKUPH yang telah disetujui; dan 
b. rckapitulasi hasil survci potcnsi atau idcntifikasi 

potensi Hutan untuk Pemanfaatan Kawasan, 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pemungutan 
HHBK. yang ditandatangani oleh tenaga profesional 
di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya. 

(5) Kcbc.naran data atau informasi RKTPH dan peta 
meru pakan tanggung jaw ab ienaga profesional di bidang 
kehutanan sesuai dengan kompetensinya, dan direktur 

sebagaimana tercanturn dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini, 

RK°\JPH, penilaian (7) Pedoman penyusunan dan 

perubahan Rl<.°\JPH, dan salinannya dlsampaikan 

gubemur. 

(4) Menteri dapat mendelegasikan penilaian dan persetujuan 
perubahan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Direktur Jenderal. 

(5) Pcrubahan RKUPH tidak mengubah jangka waktu 
RK°\JPH sebelumnya dan dituangkan dalam beruuk 
perubahan RKUJ>H. 

(6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses 
penilaian dan persetujuan perubahan RKUPH 
dibcbankan kcpada pcrncrintah. 
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sarana prasarana wisata alam; dan/atau 
e. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Perubahan RKTPli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disusun oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 
sesuai dengan kompetenstnya, serta ditandatangani oleh 
direktur utarna atau ketua Kopcrasi pernegang PBPH 
dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

c. pcrubahan jenis Pernanfaatan 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

d. perubahan tata letak dan/atau desain arsitektur 

Pasal 116 
(1) R1'.'TPH berlaku mulai tanggal I Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember tahun berjalan. 
(2) Dalam hal diperlukan perubahan RKTPH maka 

pcrubahan dilakukan secara mandiri/ self approval 
disampaikan kepada Menteri, dan salinannya 
disampaikan kepada gubemur. 

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipertirnbangkan apabila terdapat: 
a. pcrubahan R1'.'UPH; 
b. perubahan kelompok jenis dan target volume 

pemungutan lillBK; 

f. peralatan; dan 
g. pemasaran. 

utama atau ketua Koperasi pemegang PBPH yang 
dinyatakan dalam pakta integritas. 

(6) Riff PH memuat rcncana: 
a. kegiatan sesuai jenis usaha (Pemanfaatan Kawasan. 

Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pemungutan 
HHBK); 

b. pengamanan dan perlindungan Hutan: 

c. kelola lingkungan dan kelola sosial; 
d. pembangunan sarana prasarana wisata alam; 
e. trase jalan, rencana tata letak, dan desain 

arsitcktur; 
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Pasal 117 
(1) Pemanfaatan Kawasan sebagairnana dirnaksud dalam 

Pasal 108 ayat (I) huruf a dilakukan antara lain melalui 
kegiatan usaha: 
a. budidaya tanarnan obat; 
b. budidaya tanaman hias; 
c. budidayajamur; 
d. budidaya lcbah; 
e. budidaya hijauan makanan ternak; 
r. budidaya buah-buahan dan biji-bijian; 
g. budidaya tanaman atsiri; 
h. budidaya tanaman nira; 
i. wana mina (si/vojishe,y); 
j. wane ternak (s,"/vopasrum); 
k. tanam wana tani (agroforestry); 
I. wana tani tcrnak (agrosilvopastura); 
m, penangkaran satwa liar; dan/atau 
n. rehabilitasi sarwa. 

(2) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, 
huruf g, dan huruf h mcliputi kcgiatan pcrscmaian, 
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, 
pengolahan, dan pemasaran. 

(3) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) hurur d meliputi kegiatan pembuatan iempat 
sarang lebah, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, 
pcngolahan, dan pcmasaran. 

(4) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf i meliputi pola agroforestry yang 
memadukan usaha tanaman berkayu dan usaha 
perikanan, dengan memanfaatkan sumber daya air yang 
tersedia. 

(5) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf j dilakukan dengan memadukan kegiatan 

Paragraf 3 

Pelaksanaan Usaha 
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Pasal 119 

Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 108 ayat (I) huruf b dilakukan melalui kegiatan: 

Pasal I 18 
Kcgiatan usaha Pcmanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan 

fungsi utamanya; 
b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan 

sosial ekonomi; 
c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat 

berat: dan 
d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

bentang alam. 

usaha tanaman berkayu dan usaha peternakan pada 

Hulan J.indung. 

(6) Pcmanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) huruf k dilakukan melalui kegiatan cpttmansasl 

pernanfaatan lahan dengan pola tanam kombinasl antara 

tanaman Hulan bcrkayu dengan tanaman pcrtanian atau 

perkebunan unruk meningkatkan produktivitas lahan 

dengan tidak mengubah fungsi pokok I-I utan Lindung. 
(7) Pcmanfaatan Kawasan sebagaimana pada ayat ( I) 

huruf I dilakukan melalui kegiatan opttmalisasl 
pcmanfaatan lahan dcngan pola tanam kombinasi antara 
tanaman Hutan berkayu, tanaman pertanian dan ternak 
untuk meningkatkan produktivitas lahan Hutan dengan 
tidak mengubah fungsi pokok Hutan Lindung. 

(8) Kegiatan usaha penangkaran sarwa liar dan rehabilitasi 
satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf m clan 
huruf n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayan 
dan ekosistem, 
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Pasal 120 

( I) Usaha pemantaaian aliran air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal I 19 huruf a bertujuan untuk penyediaan 
jasa aliran air secara komcrsiaJ di dalarn Hu tan Lind u ng, 
termasuk sarana dan prasarana pembangkit listrik 
tenaga mikrohidro dan minihidro. 

(2) Pemanfaatan aliran air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (II merupakan pemanfaatan untuk pemenuhan 
listrik yang sifatnya untuk memperoleh kcuntungan. 

(3) Pemanfaatan aliran air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. pemanfaatan untuk perncnuhan listrik rumah 

tangga; dan 
b. pemanfaatan untuk pemenuhan listrik industri. 

(4) Pemanfaatan aliran air untuk pemenuhan listrik rumah 
tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf a 
mcliputi kcbutuhan listrik untuk kchidupan schari-hari 
masyarakat desa, dusun, nagari, atau dengan sebutan 
lainnya yang berada di luar daerah penyangga. 

(5) Pemanfaatan aliran air untuk pemenuhan listrik industri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi 
kebutuhan hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, 
perkamoran, pembangunan pembangkit listrik ienaga 
mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga minihidro. 

(6) Pemanfaatan aliran air dilakukan dengan 
memperhatikan: 
a. daya dukung sumber daya air; 
b. jumlah dan penyebaran penducluk serta proyeksi 

pertumbuhannya; 

a pemanfaatan aliran air; 
b. pe.manfaatan air; 
c. wisata alam; 
d. perlindungan keanekaragaman hayatl: 
e. pemulihan lingkungan; atau 
r. penycrapan dan/atau penyimpanan karbon. 
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Pasal 122 
(I) Usaha pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 119 huruf b mcliputi kcgiatan usaha antara lain: 
a. air minum dalam kemasan; 
b. perusahaan air minum; atau 

c. menunjang kegiatan industri pertanian, perikanan, 
kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan industri 
lainnya. 

(2) Sarana dan prasarana yang dapal dibangun dalam 
pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a water intake; 
b. jaringan perpipaan; 
c. bak pcnampungan; dan 
d. meter air. 

Pasal 121 
(II Sarana dan prasarana pembangkil listrik tenaga 

mikrohidro dan/atau minihidro sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 120 ayat (II meliputi: 
a. water inlake; 
b. saluran pcmbawa; 

c. bak penampungan; 
d. pipa pesat; dan 
c. rumah pembangkit. 

(2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) didasarkan pada rencana u saha 
pcmanfaatan aliran air dengan memperhatikan dampak 
ekologis terhadap kawasan, aspek teknis, dan kondlsl 
geografis. 

d. pemantaatan air yang sudah ada; dan 
e. objek dan daya tarik wisata alam. 

c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya 
air; 
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Pasal 124 
Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 19 
huruf c berupa pcnyediaan sarana prasarana dan jasa wisata 
aJam terdiri atas: 
a. penyediaan sarana wisata tirta; 
b. penyediaan sarana akomodasi; 

c. penyediaan sarana transportasi, 
d. penyediaan sarana wisata petualangan: 
e. penyediaan sarana budaya dan/atau religi; 

f. penyediaan sarana wisata pendidikan 

g. penyediaan jasa informasi pariwisata; 

h. penyediaan jasa pramuwisata; 
i. penyediaan jasa transportasi; 
j. pcnycdiaan jasa pcrjalanan wisata; 

menggunakan material lokal di luar Hutan konservasi 

atau disesuaikan dcngan kondisi sckitar; 
h. sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibangun tidak 

berwama menco1ok; dan 
i. merehabilitasi areal bekas gali urug. 

diusahakan konstruksi material aiau g. bahan 

Pe.mbangunan sarana dan prasarana pernanfaatan aliran air 
dan pemanfaatan air dengan ketentuan: 

a. tidak mengubah karakteristik bentang alam dan 

menghilangkan fungsi pokok Kawasan Hutan secara 
permanen; 

b. tidal< menutup atau menghilangkan jalur lintas 

tradisional masyarakai; 
c. pembangunan aiau kegiatan lainnya yang terkail tidak 

memotongjalur tintas sarwa liar; 

d. mcnghindari pcncbangan pohon; 

e, penempatan bangunan harus aman dari ancaman tanah 
longsor; 

r. konstruksi bangunan harus aman dari banjir air sungai, 
gaya guling, gaya gesek, rembesan, gempa, dan gaya 

angkat air; 

Pasal 123 
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Pasal 125 
(1) Penyediaan sarana wlsata tirta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 124 huruf a dapat berupa pemandian, arung 
jeram dan kendaraan air. boat, penyelaman, snorkling, 
jct ski. surfing, pcrahu layar, kano, dan/atau akuariurn. 

(21 Pcnyediaan sarana akomodasi sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 124 hurufb dapat berupa penginapan, burnt 
perkemahan, dan/atau rumah mobil/oorovan. 

(3) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 124 hurur c dapat berupa kereia listrik, 
kereta kabel/ sk-yline, perahu bermesln, dan/atau kereta 
kuda. 

(4) Penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 huruf d dapar berupa 
outbo11d, jembatan antar tajuk pohon/oonopy tmil, kabel 
luncur/flyi119 fox, halon udara, paralayang, dan/atau 
jalan lint.as/jungle track. 

(51 Pcnyediaan sarana budaya dan/atau religi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 huruf e dapat berupa 
pcnyediaan sarana budaya tradisional dan/atau wisata 
rohani atau religi. 

(6) Penyediaan sarana wisata pendidikan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 124 huruf r dapat berupa sarana 
aktivitas pembelajaran untuk memahami berbagai 
aktivitas dan kehidupan flora dan fauna, koleksi dan 
penangkaran flora dan sarwa liar, proses perencanaan 
dan pengelolaan Hulan, pengelolaan agroforestry 
dan/atau berbagai aktivitas pengelolaan Hutan lainnya 
yang secara keseluruhan dapat menjadi desunasi 
kunjungan wisata alam. 

(7) Penyediaan jasa informasi pariwisaia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 huruf g dapat berupa usaha 
penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil 
penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan 
dalarn benruk cetak dan/atau elektronik. 

k. penyediaan jasa cinderamata; dan/atau 

I. penyediaan jasa makanan dan minuman. 
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(I} Usaha wisata alam dilakukan sesuai hasil inventarisast 

Hu tan. 
(2} Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

tapak sarana dan prasarana usaha wisata alarn pada 
Hulan Lindung paling banyak 10% (sepulub persenl dari 
luas areal kerja perizinan pada blok pemanfaatan Hutan 

Pasal 126 

( II J Penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 124 huruf k merupakan usaha jasa 
penyediaan cinderamat.a atau souvenir untuk keperluan 
wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa 
kios atau kedai usaha. 

(12) Penyediaan jasa makanan dan minuman scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 124 huruf I merupakan usaha 
jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung 
dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau 
minuman. 

(8} Penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 124 huruf h dapat berupa usaha yang 
menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga 
pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan blro 
perjalanan wisata, 

(9} Penyediaan jasa transportasi sebagaimana dirnaksud 
daiam Pasal 124 huruf i dapat bcrupa usaha pcnycdiaan 
kuda, porter, perahu tidak bermesin, sepeda, dan/atau 
kendaraan darat bennesin paling besar 3000 cc (tiga 
ribu cubic oe.uime1e,j khusus uruuk daerah dengan 
kelerengan 300.-o (uga puluh persen], 

(10} Penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana 
dimaksud daiam Pasal 124 huruf j dapat berupa usaha 
penyediaan jasa perencanaan perjalanan wlsata 
dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan 
pariwisata, rermasuk jasa pelayanan yang menggunakan 

sarana yang dibangun berdasarkan kcrja sama amara 
pengelola dan pihak kctiga. 
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Pasal 129 
( I) Kegiatan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal I 19 huruf e dilakukan melalui 
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem 
Hutan termasuk penanaman, pengayaan, pelepasliaran 
flora dan fauna untuk unsur hayati (flora dan fauna), 
serta unsur non hayati [tanah, iklim, dan topografi) pada 
suatu kawasan kepada jenis yang asli seningga tercapai 
keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 

(2) Kcgiatan pemulihan lingkungan bertujuan untuk 
meningkatkan produkuvitas, biodiversitas, dan 
memperbaiki struktur tegakan Hutan sena melindungi 

Pasal 128 

Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I 19 huruf d dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
konservasi sumbcr daya a1am hayati dan ckosistcm. 

dilaksanakan pada kelerengan O - JO% (nol hingga tiga 
puluh persen). 

akomodasi saran a penyediaan 

Pasal 127 

(I) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk penyediaan 
sarana wisata tirta dan penyediaan sarana akomodasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a dan 

huruf b dibangun semi permanen dan bentuknya 

disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat. 
(21 Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas 

penyediaan sarana wisata tlrta antara lain permandian 

alam, tcmpat pcrtcmuan atau pusat inforrnasi, gudang 
penyimpanan alat untuk kegiatan wisata urta, tempat 
sandar, atau ternpat berlabuh alat transportasi wisata 
tirta. 

(J) Pembangunan 

Lindung. 

2021, No.319 
-107- 

www.peraturan.go.id



a rot.an; 

b. madu; 
c. getah; 
d. buah; 
e. biji; 

Pasal 131 

(I) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 108 ayat (1) huruf c dilakukan dengan maksud 
unruk mengambil hasil Hutan berupa HHBK. 

(2) Pernungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

berupa: 

Pasal 130 

(I) Usaha penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf r 
dilakukan melalui pemulihan dan konservasi Hutan 
unruk meningkatkan produktivitas biomassa Hutan, 

scrta dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim 
melalui Pengelolaan Hutan. 

(2) Kegiatan penyerapan karbon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) meliputi: 
a penanaman dan pemeliharaan; dan 
b. peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap 

tegakan. 
(3) Kegiatan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (II mcliputi pcrneliharaan, pcrlindungan, dan 
pengamanan tegakan dan areal. 

berdasarkan potensi dan tingkat degradasi dengan 

tahapan: 

a. pembuatan persemaian atau pemblbitan: 

b, penanaman atau pengayaan: 

c. pemeliharaan: 
d. pemulihan habitat flora dan/atau fauna; 
e. perlindungan dan pengrunanan; dan 
r. penelitian dan pengembangan. 

prioritas ditentukan ekosistem Hutan dengan 
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Pasal 132 
(I) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi 

masyarakat setempat dan/atau usaha mikro, kecil, dan 
menengah dapat dilal<sanal<an dalam bentuk: 
a. pcnycrtaan saham; dan/atau 
b. kerja sama usaha pada segmen kegiatan usaha 

Pemanfaatan liasil Hu tan. 
(2) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

huruf a dilaksanakan dengan tahapan: 
a. pelaksanaan rapat umum pemegang saham 

pemegang PBPH yang dituangkan dalam akta 
notaris; 

b. pelaksanaan kesepakatan kerja sama dalam bentuk 
penyertaan saham amara pemegang PBPH dengan 
Koperasi; dan 

c. perubahan susunan pemegang saham dan besarnya 
saham setiap pemegang saham dalam bentuk akta 

Paragraf 4 
Kerja Sama dan Kemitraan PBPH 

r. jamur; 
g. daun; 
h. bunga; 
i. sarang burung waler; dan/atau 
j. IIIIBK lainnya. 

(3) Pcmungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilalrukan dengan ketentuan: 
a. hanya memungut HHBK yang sudah tersedia secara 

alami dan/atau hasil rehabilitasi; 
b, tidak merusak lingkungan; 
c. tidak mcngurangi, mengubah, atau mcnghHangkan 

rungsi utamanya; dan 
d. memungut HHBK sesuai jumlah, berat atau volume 

yang diizinkan. 
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Pasal 135 

(4) Pelaksanaan kemitraan kehutanan oleh pemegang PBPH 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan 

sosial. 

Pasal 134 
(I) Pcmegang PBPH dalam melaksanakan kegiatan usaha 

Pemanfaatan Hutan wajib melakukan kemitraan dengan 
masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan. 

(2) Pcmcgang PBPH mclakukan kcrnitraan kchut.anan 
berdasarkan hasil identi.fikasi dan pemetaan konflik, 

(3) Pedoman identifikasi dan pemetaan konflik di areal kerja 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

(2) Pcmegang PBPH yang telah mclakukan kerja sarna 
dengan Koperasi melaporkan pelaksanaan kerja sarna 
kepada Direktur Jenderal. 

Pasal 133 
(I) Badan usana milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik swasta sclaku pcrncgang PBPH wajib 
melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat 
seternpat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 
ditcrimanya PBPH. 

notaris dan disahkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pcnctapan segmen kcgiatan usaha Pemanfaatan Hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dtsepakatl bersarna 

antara pemegang PBPH dengan Koperasi yang 
bersangkutan dan dituangkan dalam perjanjian kcrja 

sama 
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Pasal 137 
(I) Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi 

dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola 
Hutan lestari dan mening)<atkan fungsi utamanya, 

(2) Prinsip Hutan lestari terdiri dari kelestarian produksi, 
kelestanan ekologi, dan kelesianan sosial. 

(3) Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dcngan 
Multiusaha Kehutanan melalui kegiaian: 
a. Pemanfaatan Kawasan; 
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

Bagian Kedua 
Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 

Paragraf I 

Umum 

Pasal 136 
(I) Pemegang PBPH wajib menyampaikan laporan kegiatan 

usahanya secara periodik seuap bulan kepada Menteri 
dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal, Kcpala Dinas, kcpala 
KPH, dan kepala UPf. 

(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan secara online jika sistem terdapai kendala, 
laporan kegiatan dapat dilakukan secara o.ffline. 

Paragraf 5 
Pelaporan 

(I) Pemegang PBPH dapat bekerja sama dengan badan 

usaha lainnya dalam rangka menunjang ketahanan 

pangan lfood estate) dan energi. 
(2) Kerja sama untuk menunjang kelahanan pangan Vood 

estate! dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
diutamakan pada areal tidak produktif yang dituangkan 
dalam Rl<-UPH. 
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Pasal 140 

Pemungutan Hasil Hutan Kayu, dan/atau 

Pemungutan HIIBK; dan 

b. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala khusus 
untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang 

tumbuh alami (Hutan alam]. 
(2) lnvemarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang 

kehutanan mencakup identifikasi potensi kayu, HHBK, 

dan jasa lingkungan. 

(3) Biaya yang nmbut akibat pelaksanaan inventarisasi 

Hutan dibebankan kepada pemegang PBPH. 

Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu 

tanaman, Pcmanfaatan HHBK, 

Lingkungan, 

budidaya 

Pasal 139 
(I) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 138 huruf a meliputi: 

a. survei potensi atau identifikasi potensi Hutan untuk 
usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa 

b. penataan areal kerja; dan 

c. penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPH dan 

RKTPH. 

Pasal 138 
Perencanaan usaha pernanfaatan Hu tan Produksi melipuu: 

a. invcntarisasi hutan; 

Paragraf 2 

Perencanaan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 

c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 

d. Pernanfaatan 111 IBK; 
c. Pemungutan Hasil Hulan Kayu; dan/atau 

r. Pemungutan HHBK. 
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Pasal 141 

(I) Hasil inventarisasi Hutan dilakukan idcntifikasi dan 
analisa didasarkan atas kriteria: 
a. kriteria kesatu untuk Kawasan Hutan: 

I. yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis 
tanah, dan intensitas curah hujan dengan 
skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 
175 (scrams tujuh puluh umal; 

2. dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh 
persen) dan/atau dengan kelercngan lebih dari 

(I) lnventarisasi Hulan Menyeluruh Berkala sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 139 a_ya1 (11 huruf b dilakukan 
dcngan metode bcrbasis: 
a. terestris: 
b, citra resolusi sangat tinggi; atau 
c. gabungan terestris dan citra satclit, 

(2) Rencana kegiatan lnventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala disampaikan kepada Menleri atau pejabat yang 
diserahi tugas dan ianggung jawab di bidang penilaian 
dan perserujuan RKUPH dan gubernur. 

(3) Pcrncgang PBPH yang tclah mclaksanakan kcgiatan 
lnventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala harus 
menyerahkan laporan hasil luventarisasl I lutan 
Menyeluruh Berkala dan pakta integritas dari tenaga 
profesional di bidang kehutanan atas kebenaran hasil 
Inventarisasi Hulan Mcnye)uruh Berkala kcpada Menteri 

atau pejabat yang diserahi tugas dan ianggung jawab 
di bidang penilaian dan persetuiuan RKUPH dan 
gubernur. 

(4) Pelaksanaan lnventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 
diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelurn masa 

berlaku RJ.-UPH berakhir. 
(5) Pedoman pelaksanaan tnventarisast Hutan Menyeluruh 

Bcrkala scbagaimana tcrcantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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2. 200 m (dua rarus meter] dari iept mata air dan 
kiri kanan sungai di daerah rawa; 

3. 100 m (serarus meter] dari kiri kanan tepi 
sungai; 

4. 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi 

anak sungai; atau 
5. 2 (dua) kali kedalarnan jurang dari tepi jurang. 

d. kriteria keernpat untuk scmparlan pantai dengan 
radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga 
puluh] kali selisih pasang tertinggi dan pasang 
terendah dari tepi pamai atau daratan sepanjang 
tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m 
(seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke 
arah darat; 

e. kriteria kelima untuk kawasan penyangga (buffer 
zonej Hulan Lindung dan/atau Hu tan konservasi; 

f. kriteria keenam untuk kawasan pelcstarian plasma 
nutfah dan kawasan perlindungan satwa liar; 

g. kriteria ketujuh untuk kawasan cagar budaya 
dan/atau ilmu pengetahuan; dan 

15°0 (lima belas persen] untuk jenis tanah yang 

sangai peka terhadap erosi antara lain rcgosol, 
litosol, organosol, dan ren~·na; dan/atau 

3. dengan ketinggian sama dengan atau lebih 
besar dari 2.000 m (dua ribu meter) dari 
pennukaan laut. 

b. kriteria kedua untuk Kawasan Hulan bergambut 
berupa areal puncak kubah garnbut atau ketebalan 
gambut 3 m (uga meter] aiau lebih yang ierdapat di 
hulu sungai atau rawa. 

c. kritcria kctiga untuk scmpadan sungai, mata air, 
waduk, danau, dan jurang dengan radius atau jarak 
sampai dengan: 
I. 500 m (lima ratus meter] dari tepi waduk atau 

danau; 
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Pasal 142 
(I) lnformasi basil identifikasi dan analisa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 I menjadi dasar untuk 

penataan areal kerja PBPH yang melipuu: 
a. areal budidaya atau produksi; dan 

b. kawasan lindung. 

(2) Areal budidaya atau produksi dan/atau kawasan lindung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasu k 

didalamnya untuk pembangunan dan/atau 

pengembangan sarana dan prasarana, serta Multiusaha 

Kchutanan yang dituangkan dalam RKUPH. 

(3) Dalam pelaksanaan pernbangunan dan/atau 

pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2): 

h. kriteria kedelapan untuk kawasan rawan terhaclap 

bencana alam. 
(2) Hasil idcntilikasi dan analisis areal kerja PBPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat {I) untuk 

mendapatkan informasi mengenai: 

a. areal yang akan dikelola sebagai kawasan lindung; 

b. areal yang akan dikelola sebagai areal budidaya 

atau produksi; 
c, areal bekas lebangan yang masih berhutan dan 

tidak dapat dihindari untuk diusahakan untuk 

usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu budidaya 

tanaman (Hutan tanaman); 

d. areal tidak bcrhutan atau tidak produktif yang 

dapat diusahakan; 

e. areal Hulan alam yang memiliki karakteristik 

sumber daya Hutan yang dapat diusahakan dengan 

multisistern silvikultur; 
f. perubahan fungsi Kawasan Hulan; 

g. kondisi sosial; dan/ atau 
h. informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan 

areal kcrja antara Jain potensi HHBK dan jasa 
lingkungan. 
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Pasal 145 
(I) Areal budidaya atau produksi sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 144 ayat (2) huruf a diarahkan pada 
bentangan areal kerja berdasarkan identiflkasi areal 
kerja. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 144 ayat (2) huruf b diarahkan pada areal puncak 
kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, 
sempadan sungai, sekitar waduk atau danau, sekitar 
mata air, sek:itar pantai hutan payau/ ma,1grove, dan 
habitat sarwa dilindungi. 

(3) Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan 
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 

Pasal 144 
(I) Rencana penataan areal kerja PBPH disajikan dalam 

bentuk peta dengan dilengkapi keterangan fungsi setiap 
areal. 

(2) Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja PBPH 
berdasarkan fungsi areal meliputi: 
a. areal budidaya/produksi dcngan warna kuning; dan 
b. kawasan lindung dengan warna merah. 

(3) Peta penataan areal kerja PSPH dilengkapi tabel luas dan 
persentase areal budidaya atau produksi dan kawasan 
lindung. 

Pasal 143 
Penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
huruf b dimal<sudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksl 
dcngan mcmpcrhatikan kcscimbangan lingkungan dan sosial, 

a. pemegang PBPH dapat memanfaalkan material 
be.rupa batuan, pasir, tanah gambut, serta air yang 
ada dalarn areal kerja PBPH untuk penggunaan 
sendiri dan tidal< untuk kepentingan komerstal; dan 

b, pembangunan sarana dan prasarana di dalam areal 
PBPH tidal< dipcrlukan izin mendirikan bangunan. 
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Pasal 146 
(II Dalam ha! areal PBPH yang melakukan kegiatan usana 

Pemanfaatan llasil Hutan Kayu clan HI IBK budidaya 

tanaman sagu berada pada ekosistern gambut, pemegang 
PBPH wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan 
ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan. 

(21 Pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

harus melakukan penataan areal ekoslstem gambut di 

areal kerjanya yang duuangkan dalam RKUPH 

berdasarkan pada: 

a, rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistern 

gambui; atau 

b. peta fungsi ekosistem gambut skala I :50.000 (satu 

berbanding lima puluh ribu], 
(31 Dalam ha! peta fungsi ekosistem gambut skala I :50.000 

(satu berbanding lima puluh ribu] sebagaimana 

dimaksud pada ayai (21 huruf b belum ditetapkan, 

menggunakan peta fungsi ekosistern gambut skala 

1:250.000 (satu bcrbanding dua ratus lima puluh ribu] 
dan/atau peta fungsi ekosistem gambut terkoreksi. 

(4) Dalarn ha! basil penataan areal ekosistem garnbut di 

areal kerja PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berada pada kawasan ekosistem gambut clengan fungsi 

linclung wajib dialokasikan sebagai kawasan lindung clan 

yang berada pada fungsi budidaya ekosisiem gambut 

dapat dialokasikan sebagai areal budidaya, 
(SJ Kawasan ekosistem gambut dengan Iungsi lindung dapat 

ayat (21 diperuntukan bagi pembangunan Pelak Ukur 

Pennanen, tempat penimbunan atau pengumpulan ka.yu 
atau HHBK, basecamp, jalan uiama, jalan cabang, jalan 
inspeksi, sarans pengendalian kebakaran Hutan, 

embung, kanal, sekat bakar, sekat bakar berupa kanal, 

persemaian, sarans prasarana wisata alam, sarana 
penelitian dan pengembangan, dan sarana pendiclikan 

clan pelatihan. 
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I. rencana pengusahaan; 
2. rencana kerja setiap tahun; 
3. rencana investasi; 
4. sarana dan prasarana; 
5. organisasi dan ketenagakerjaan; 
6. pengelolaan lingkungan; 
7. kelola sosial, 
8. perlindungan dan pengamanan; 
9. penelitan dan pengembangan; 
10. peralatan; dan 
11. lampiran peta. 

Pasal 148 

(1) Setiap pemegang PBPH wajib menyusun dokumen 

RKUPII untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan 
rnempcrhatikan RPHJP KPH, paling lambat I [satu] 
tahun setetah PBPH diberikan. 

(2) Dokumen RKUPH mencakup seluruh kegiatan usaha 

pemanfaatan pada areal kerja PBPH paling sedikit 
memuat: 

a. data umum pcrusahaan dan kondisi potcnsi areal 
pemanraatan Hutan; dan 

b. rencana kerja pernanfaatan Hu tan meliputi: 

Pasal 147 

Hasil invcntarisasi hutan scbagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 139 dan Pasal 140 dan Penataan areal ke1ja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 144, 

Pasal 145, dan Pasal 146 menjadi dasar penyusunan RKUPH. 

dimanfaatkan secara terbatas dengan tidak melampaui 
kriteria baku kerusakan ekosistem garnbui untuk 
kegiatan: 

a. penelitian; 
b, ilmu pengetahuan; 
c. pendidikan; 
d. pernanfaatan HHBK; dan 
e. jasa lingkunga.n. 
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Pasal 149 

(3) Usulan Rl<.-UPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
diajukan paling lambat I (satu) tahun setelah keputusan 
PBPH ditcrima. 

(4) Usulan RKUPH jangka waktu 10 (seputun] tahun 

berikutnya diajukan paling lambat I (satu) tahun 
sebclum bcrakhimya masa berlaku RKUPH berjalan. 

(5) Usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) diajukan kepada Menleri. 

(6) Biaya yang limbul akibat penyusunan RKUPH, 
dibebankan kepada pemegang PBPH. 

(7) Usulan Rl\'UPH disusun bcrdasarkan: 
a. peta areal kerja atau batas koordinat geografis 

sesuai keputusan pernberian PBPII; 
b. peta Kawasan Hulan atau peta penunjukan 

Kawasan Hutan dan perairan provinsi; 
c, peta hasil penafsiran citra satelit skala I :50.000 

(satu berbanding Iima puluh ribu] liputan terbaru 
paling lama 2 (dua) tahun terakhir; 

d. hasil inventansasi Hutan berupa hasil survei atau 
identifikasi potensi, atau hasil lnventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala khusus bagi usaha 
pemanfaatan Hutan kayu yang tumbuh alami; dan 

e. peta fuogsi ekosistem gambut atau mengguoakan 
data faktual lapangan setelah dilakukan verifikasi 
olch Direktur Jcndcral yang discrahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang pengendalian 
pencemaran dan kerusakan lingkungan dan/atau 
um teknis yang ditunjuk oleh Menteri, bagi PBPH 
yang terdapat lahan ckosistcm gambut. 

(8) Usulan RKUPH disusun oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan dan ditandatangani atau disetujui oleh 
pimpinan pemegang PBPH. 

(9) Kebenaran data atau informasi usulan RKUPH dan peta 
merupakan ianggung jawab pimpinan pemegang PBPH 
yang dinyatakan dalam pakta integritas. 
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(I) Menteri menilai dan/atau memberi arahan perbaikan 

usulan RKUPH paling lambat 10 (sepuluh) hari kcrja 
sejak diterimanya usulan RKUPH. 

(2) Dalam ha! hasil penilaian sebagaimana dlrnaksud pada 
ayat (I) tidal< diperlukan arahan perbaikan, Menteri 
menyerujui RKUPH paling lambat 10 (sepuluh) hari ke1ja 
sejak diterimanya usu Ian RKUPH. 

(3) Dalam ha! terdapat arahan perbaikan usu Ian l~KUPI I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pemegang izin 

melakukan perbaikan usu Ian RKUPH dan 
menyampaikan hasilnya kepada Menteri paling lambat 
10 (sepuluh) hari kcrja sejak surat arahan pcrbaikan 

usulan RKUPH tersebut ditcrima. 
(4) Oalam hal pemegang PBPH tidak menyampaikan 

perbaikan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dalam jangka waktu 10 [sepuluh) hari kerja, 

pemegang PBPII dinyatakan tidak rnengusulkan RKUPI I. 

(5) Berdasarkan perbaikan usulan Rh'UPH sebagalmana 
dimaksud pada ayat (3) Menteri menyetujui perbaikan 
usulan RKUPH paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 
dnerimanya perbaikan usulan RKUPH. 

(6) Persetujuan usulan RKUPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (5) dan salinannya disarnpaikan kcpada 
gubemur. 

(7) Penilaian dan persetujuan usulan RKUPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Direktur 
Jenderal. 

(8) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses 
penilaian dan persetujuan RKUPH dibebankan kepada 
pemerintah. 

(9) Proses usulan dan persetujuan Rh'UPH dan/atau 
perubahan RklJPH melalui sistem informasi. 

(10) Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau belum 
berjalan optimal, pengajuan usulan RKUPH, dan/atau 
perubahan Rl<lJPH serta persetujuannya dilakukan 
offtine atau manual. 

(11) Penyusunan, pcnilaian, dan persetujuan RKUPH sena 
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Pasal 150 
(I) Perubahan RKUPH dapat dipertimbangkan apabtla 

terjadi: 
a. perubahan iuas areal kerja; 
b, perubahanjangka waktu PBPII; 
c. pcnambahan atau pcrubahan jcnis kcgiatan usaha 

(multiusaha) dengan dilengkapi penyesuaian atau 

peru bahan dokumen lingkungan; 
d. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya 

Hulan yang disebabkan oleh faktor manusia 

maupun faktor alarn scrta pcnggunaan kawasan 
oleh sektor lain sesuai dengan keteruuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. pcrubahan siklus tebang dan/atau limit diameter 
tebang khusus bagi PBPH dengan kegiatan 

Pcmanfaatan Hasil Hulan Kayu yang tumbuh alami 
(butan alam); 

f. perubahan jenis tanaman dan daur, khusus bagi 
PBPH dengan kegiatan Pernanfaatan Hasil Hutan 
Kayu budidaya ianaman (hutan tanaman); 

g. perubahan dalam rangka perlindungan dan 
pengclolaan ckosistcm gambut; 

b. perubahan sistem dan teknik silvikulrur; 

i. perubahan terkait dengan perubahan kebijakan 

pemerintah; dan/ atau 

j. perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Usulan perubahan RKUPH diajukan oleh pernegang 
PBPH kepada Menteri. 

(J) Menteri menilai dan menyetujui usulan perubahan 
Rk'UPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 10 (sepuluh) bari kerja sejak diterunanya usulan 
perubahan RKUPH dan salinannya disarnpaikan 

gubemur. 

format RKUPH sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian lidak terpisah kan 
dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 151 
(1) Setiap pemegang PBPH pada llutan Produksi wajib 

menyusun RKTPH. 
(2) RKfPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan: 
a RKUPH yang telah disetujui; 
b. rekapitulasi Laporan Hasil Cn,ising khusus bagi 

usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tumbuh 
alami (Hutan alaml yang ditandatangani tenaga 
profesional bidang kehutanan; 

(4) Menteri mendelegasikan penilaian dan persetujuan 
perubahan RKUPII sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kcpada Dircktur Jcndcral. 
(5) Dalam ha! diperlukan perubahan urutan terhadap blok 

tebangan atau pernanenan atau produksi dalam RKUPII 
yang telah disctujui maka tidak dipcrlukan pcrubahan 
RK-UPH, perusahaan diharuskan melaporkan perubahan 
rersebut kepada Menteri sebelum rnelakukan 
persetujuan Rh."TPH. 

(6) Perubahan RKUPH tidak mengubah periode jangka 
waktu RKUPH scbclumnya dan dituangkan dalam 
benruk perubahan RKUPH. 

(7) Pemegang PBPH yang telah memperoleh persetujuan 
RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
ekosistem gambut menyampaikan laporan pelaksanaan 
pcngclolaan ekosistem gambut kcpada Menteri dan 
kepada Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang pengendalian dan 
pencemaran kerusakan lingkungan. 

(8) Pemulihan ekosistem gambut oleh pemegang PBPH 
dilakukan atas dasar perubahan RKUPH dengan 
menyusun rencana pemulihan ekosistem gambut, 

(9) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses 
pcnilaian dan pcrsctujuan rcvisi RKUPH dibcbankan 
kepada pemerintah, 
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Pasal 152 

(I) Proses pengajuan dan persetujuan R1'.'TPH dan/atau 
perubahan RJ,.'TPH untuk seluruh pemegang PBPH 

(satu berbanding lima puluh ribu) berumur paling 
lama 2 (dua) tahun terakhir khusus untuk usaha 
Pemanfaalan Hasil Hutan Kayu. 

(3) RJ,.'TPH disusun oleh tenaga profesional bidang 
kehutanan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir 
masa bcrlakunya RKTPH. 

(4) RJ(fPH paling sedikit memuat rencana: 
a. kegiatan sesuai jenis usaha (pemanfaatan kayu, 

HHBK, jasa lingkungan dan/atau pemanfaatan 
kawasan]: 

b. pcngamanan dan perlindungan Hutan; 
c. tenaga profesional bidang kehutanan; 
d. kelola lingkungan dan keiola sosiat: 
c. Tempat Pcngumpulan Kayu (TPn), Ternpat 

Pcnimbunan Kayu (TPK), tempat pengumpulan 
HHBK, sarana prasarana wisata alam, trase jalan; 

r. peralatan; dan 
g. pemasaran. 

(5) Pcmcgang PBPH wajib mclaporkan dan rncnyarnpaikan 
dokumen RJ,.'TPH sebagaimana dimaksud pada ayar (I) 
kepada Menteri. 

(6) Kebenaran data/informasi usulan RKTPH dan Peta 
merupakan tanggung jawab pimpinan pemegang PBPH 
yang dinyatakan dalam pakta integritas. 

(7) Pcdoman penyusunan, pcnilaian, dan pcrsctujuan 
RJ(f PH serta format RJ,.'TPH sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Vlll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

yang 
bidang 

c. potensl rekapitulasi hasil survei atau identiflkasi 

IIIIBK dan/atau jasa lingkungan 

ditandatangani ienaga profesional 

kehutanan; dan 

d. peta hasil penafsiran dari citra satelit skala I :50.000 
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jawabkan. 
(3) Perubahan Rh.'TPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 

disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan serta 
ditandatangani oleh pimpinan pernegang PBPH, 
dilengkapi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. 

(4) Pcmegang PBPH melaporkan perubahan RKTPH secara 
mandiri (self <lpproval) kepada Menteri. 

(5) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat 
dircalisasikan sesuai Rh.'TPH atau pcrubahan RKTPH 
tahun berjalan, rencana kegiatan yang tidak 
terealisasikan tersebut dapat diusulkan kembali dan 
ditambahkan pada Rh.'TPH I (saiu) tahun berikutnya 

kayu a tau kayu atau kelompok jenis 
HHBK; dan/atau 

c. perubahan lain yang dapat dipertanggung 

Pasal 153 
(I) Dalam hal diperlukan perubahan RKTPli maka 

dilakukan secara mandiri (self-opproval). 
(2) Pcrubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 

ayat ( 11 dipertimbangkan jika terdapat: 
a. pcrubahan Rh.'UPH; 
b, perubahan target volume kayu atau HHBK, jenis 

dilakukan secara mandiri (se/f-approvol) mulai RKTPH 
Tahun 2022. 

(2) Pcrsctujuan Rh.'TPH secara mandiri (self-opproual) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan setelah 
melunasi kewajiban PN8P. 

(3) Jangka waktu RKTPH bcrlaku mulai tanggal I Januarl 
sampai dengan tanggal 31 Desember. 

(4) Proses persetujuan RKTPH dan/atau perubahan RKTPH 
secara mandiri (self-<•pproool) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (21 dilakukan melalul slstern 
informasi. 

(5) Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau belum 
berjalan optimal, RK'TPI I dan/atau perubahan RKTPII 
dilakukan secara oj]1ine atau manual. 
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lapangan/lingkungan. 
keadaan 

PasaJ 154 
(I) Khusus untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

yang tumbuh alami, penyusunan RKTPH didasarkan 
atas hasil lnventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan. 

(2) lnvcntarisasi Tcgakan Scbclum Pcncbangan scbagairnana 

dimaksud pada ayat (11 meliputi kegiatan: 
a. inventarisasi Hulan dengan intensitas 100% 

(seratus persen] berupa pengukuran, pengamatan 
dan pencatatan terhadap: 
1. pohon yang direncanakan akan ditebang; 
2. pohon induk; 
3. pohoninti;dan 
4. pohon yang dilindungi. 

b. pencatatan posisi koordinat pohon; dan 
c, pengumpulan informasi tentang 

(7) Khusus untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang 
tumbuh alami (Hutan aJam), jika target l.ebangan telah 
ditetapkan, sisa rencana kegiatan (ourry overj lidak boleh 
melebihi target tebangan yang telah ditetapkan. 

(8) Bagi pcmcgang PBPH dcngan kcgiatan Pcmanfaatan 
Hasil Hutan Kayu rumbuh aJami (Hulan aJam) yang 
sudah melaksanakan penebangan berdampak rendah 
atau Reduced lmpad Logging atau Reduced Impact 
Loggi11g-Corl>on dapat mengajukan permohonan 
pcningkatan efisiensi penebangan khu susnya faktor 
eksploitasi sena pemanfaatan limbah kepada Menteri. 

(91 Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan 

scbagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan hasil 

kajian atau rekomendasi Direktur JenderaJ. 

(oorry overj. 
(6) Rencana kegiatan (carry ove,j sebagaimana dirnaksud 

pada ayal (SJ tidak mcngumngi target RK'l'PH tahun 
berikutnya yang diajukan pemegang PBPH yang 
bersangkutan dan tercantum dalam satu RKTPI I. 
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Pasal !SS 
(1) PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan 

Multiusaha Kehutanan terdiri atas: 
a Pemanfaatan Kawasan; 

Paragraf 3 
Pelaksanaan Usaha 

dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh tenaga 

profesional bidang kehutanan yang duetapkan oleh 
pimpinan pemegang PBPH dengan keputusan. 

(8) Tcrhadap pohon yang akan ditcbang dilakukan 
pemasangan label Quick Response (QR) oode. 

(9) Pedornan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
pada PBPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 
yang merupakan bagian tidak ierpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Penebangan (7) Inventarisasi Tegakan Sebelum 

(3) lnventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (11 dilaksanakan oleh pemegang 
PBPH yang mcnerapkan Sistem Silvikultur Non Tebang 
Habis Permudaan Buatan (non THPBI. 

(4) tnventartsast Tegakan Sebelum Penebangan dilakukan 
olch ienaga tcknia/tcnaga profesional di bidang 
kehutanan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil 
Cruising dan pembuatan peta pohon untuk panduan 
operator dalam pembukaan wilayah Hu tan. 

(S) Laporan Hasil en,ising sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) bcrdasarkan hasil pcngolahan data pohon dari 
pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan pada petak kerja tebangan yang memuat 
nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas 
cabang, dan taksiran volume kayu. 

(6) Kegiatan lnventarisasi Tcgakan Scbclum Pcnebangan 
oleh pemegang PBPH harus dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum penebangan 
sebagai dasar penyusunan RKTPH. 
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pangan. 
(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan 

Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 tidak 
bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan 
pemanfaatan lainnya, dengan tidak menimbu lkan 
dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi. 

Pasal 156 
(I) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada Hutan 

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 

ayat (I) hurufa: 
a budidaya tanaman ooat; 

b. budidaya tanarnan hias; 
c. budidaya jamur; 
d, budidaya lebah; 
e. penangkara.n sarwa liar; 
r. budidaya sarang burung walet; 
g. rehabilitasi sarwa: 

h. budidaya hijauan makanan ternak; 
L budidaya buah-buahan dan biji·bijian; 
j. budidaya tanaman atsiri: 
k, budidaya tanarnan nira; 
I. budidaya serat; 
m. wana mina (siloojisllery); 
n. wana tcmak (siluopastura); 
o. tanam wana tani (agro/oresr,y); 

p. wana tani temak (agrosiluopastura); 

q. budidaya tanaman penghasil biomassa atau 
l)ioenergy; dan/atau 

r. budidaya tanaman pangan daJam rangka ketahanan 

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan: 
c. Pernanfaatan llasil llutan Kayu; 
d. Pemanfaatan H HBK; 
e, Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau 
r. Pemungutan IIIIBK. 

(2) Kegiatan Multiusaha Kchutanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dituangkan dalam RKUPH. 
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Pasal 157 

(I) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa l,ingkungan pada 

Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam 

PasaJ 155 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a. pemanfaatan jasa aliran air; 
b. pemanfaatan air; 
c. wisata alam; 
d. pcrlindungan keanckaragarnan hayati; 
e. pemulihan lingkungan; dan/atau 

f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 

(2) Kegiatan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat 

limitatif dan dapat diberikan kcgiatan pemanfaatan 
lainnya, dengan tidak merusak keseimbangan unsur 

lingkungan. 

(3) Pernanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata 
alam pada Hutan Lindung sebagalmana dimaksud dalarn 

Pasal I 20 sampai dengan Pasal 126 berlaku secara 

mutatis mutandis tcrhadap pcmanfaatan jasa aliran air, 
pemanfaatan air, dan wisata alam pada Hu tail Produksi, 

(4) Kegiatan wisata alam sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dapat dilakukan kegiatan untuk: 

a wisata berburu; 

b. wisata minat khusus; dan/atau 
c. penyediaan sarans tempai perisuranatan (res! areci). 

(5) Kegiatan wisata berburu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf a dapat berupa pcnyediaan satwa buru, 

penyewaan seniata buru, kendaraan off-rood untuk 

berburu, areal medan berburu, layanan tour, dan 

aktivitas perburuan. 

(3) Kegiatan usaha penangkaran satwa liar dan rehabilitasi 

sarwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan 

huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang konservasl sumber daya 

alam hayati dan ekosistem. 
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pernanfaatan tumbuhan dan sarwa liar dilakukan sesuai 

dcngan kctcntuan peraturan pcrundang-undangan di 
bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistem. 

(9) Kegiatan pcmulihan Iingkungan bertujuan untuk 

meningkatkan produktjvitas, biodiversitas dan 

memperbaiki struktur tegakan Hutan serta melindungi 

ckosistem Huian dengan prioruas ditentukan 

berdasarkan pctensi dan tingkat degradasi dengan 

tahapan: 
a. pembuatan persemaian/pembibitan; 

b. penanaman/pengayaan; 

c. pemeliharaan; 
d. pemulihan habitat flora dan/atau fauna; 

e. perlindungan dan pengamanan; dan 

r. penelitian dan pengcmbangan. 

(JO) Kegiatan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pemeliharaan. 

perlindungan, dan pemulihan ekosistem Hutan termasuk 

penanaman, pengayaan, peniarangan, penangkaran 

satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk 
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta 

unsur non hayati [tanah, iklim, dan lopografi) pada 

hay a ti 
d dan 

(6) Kegiatan wisata minat khusus sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (41 huruf b dapat berupa pembuatan sarana 

olah raga di alam terbuka, tapangan golf, tapangan 

atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara, 

(7) Kegiatan penyediaan sarana ternpat pcristirahatan (rest 
areal sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf c dapat 

berupa penyediaan ternpat peristirahatan sernentara di 
sekitar jalan darat atau alur lalu lirnas pcrairan sungai, 
yang dilengkapi dengan fasilitas untuk parkir kendaraan, 

toilet. taman bcnnain, toko atau kios makanan, 
minuman, cinderamata, dan tempat penginapan, 

(8) Kegiatan perlindungan keanekaragaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
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Pasal 158 
(I) Kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) hurufc 

untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan 
memperhaukan keseimbangan lingkungan dan sosial 

unruk tetap menjaga kelestarian Hutan. 

(2) Pcmanfaatan Hasil Hulan Kayu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) meliputi: 

a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami 

(Hutan alam]; dan 

b, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanarnan 
(Hu Ian tanaman). 

(3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang rumbuh alarm 

(Hutan alam) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi: 

a. penebangan atau pemanenan; 

b. pengayaan; 

c. pembibitan; 

suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai 

keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 

(11) Kegiatan penycrapan dan/atau penyimpanan karbon 

Hulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f 

dilakukan melalui pemulihan dan konservast I tutan 

untuk meningkatkan prcduktivitas biomassa Hutan 

sekaligus upaya mitigasi dampak peru bahan iklim 

melalui pengelolaan Hulan. 

( 12) Kegiatan penyerapan karbon sebagairnana dimaksud 

pada ayat (11) meliputi: 
a. pcnanaman dan pcmcliharaan pada areal tidak 

produktif; 

b, pengayaan pada areal bekas tebangan; dan 

c. peningkaian produkuvitas melalui peningkatan riap. 
(13) Kegiatan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (11) meliputi: 

a. perluasan areal perlindungan dan konservasi; dan 

b. perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal. 
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(bioene,yy! sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dilakukWl pada Hutan Produksi yang tidak produktif 

yang ditetapkan dalam RKUPH. 

Pasal 160 

HHBK untuk kegiatan 

bahan bakar nabau 
(2) Kegiatan usaha pcmanfaatan 

pengembangan bahan baku 

Pasal 159 

(I) Kegiatan usaha Pernanfaatan HHBK pada Hutan 

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 

ayat (1) huruf d terdiri atas: 
a rotan, sagu, nipah, aren, bambu; 

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu; 

c. komoditas pcngcmbangan bahan baku bahan bakar 
nabau (bioenergiJj; dan/ atau 

d. komoditas pengembangan tanaman pangan, 

yang meliputi kegiatan pengayaan atau penanaman, 
pcmeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan/atau 

pemasaran. 

a pcnyiapan lahan; 

b. pembibitan; 
c. pcnanaman; 
d. pemeliharaan; 

e. pengamanan; 

r. pemanenan; 
g. pcngolahan; dan 

h. pcmasa.ran. 

h. pernasaran. 
(4) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya tanaman 

(Hutan tanaman) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi: 

d. penanaman: 
c. pe.meJiharaan; 
r. pcngamanan; 

g. pcngolahan; dan 
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Pasal 161 
(I) Khusus usaha Pemanfaatan Hasil Huian Kayu dapat 

dilakukan dengan I (satu] atau lebil1 Sistem Silvikultur 
sesuai dengan karakteristik sumber daya Hutan dan 
lingkungannya. 

(2) Sistern Silvikultur dipilih dan diterapkan dalam 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berdasarkan: 

(4) Kegiatan Pemungutan HHBK sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) terhadap tumbuban liar dan/atau satwa 
liar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK dilaksanakan 
melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 

(6) Pemungutan HHBK tumbuh alami dan hasil rehabilitasi 
yang bcrada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan 
ditctapkan gubernur. 

a. rotan; 
b. madu; 
c. getan; 
d. buah atau biji; 
e. daun; 
f. gaharu; 
g. kulit kayu; 
h. tanarnan obat; 
i, umbi-umbian; dan/atau 
j. HHBK Iainnya, 

(I) Kegiatan usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat ( 1) huruf e 
dilakukan uniuk: 
a. memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umurn 

kelompok masyarakat setempat; dan 
b. memenuhi keburuhan individu. 

(2) Kegiatan Pemungulan HHBK sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 155 ayat (II huruf f hanya bolch dilakukan 
oleh masyarakat di sekuar Hutan. 

(3) Kegiatan Pcmungutan HHBK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berupa: 
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Pasal 162 
(I) Penerapan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud 

dalam PasaJ 161 ayat (41 dalam pelaksanaannya dapat 
menggunakan teknik Silvikultur lntensif. 

(2) Rencana pelaksanaan sistern dan teknik Silvikultur 
Intensif dicantumkan dalam RKUPH. 

(3) Pelaksanaan prinsip teknik Silvikultur lntensif meliputi: 
a. penggunaan bibit unggul; 
b, rnanipulasi lingkungan; dan 
c, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. 

(4) Kegiatan teknik Silvikultur Intensif meliputie 
a. Perencanaan Tapak Silvikulrur Intensif (PTS); 
b. pengadaan bibit/pembibitan; 
c. penyiapan Iahan dan pembuaian lubang tanam; 
d. penanaman; 
e. pemeliharaan; 

a. umur tegakan; dan 
b. sistem pemanenan llutan. 

(3) Sistcm Silvikultur dalam Pcmanfaatan Hasil Hu tan Kayu: 
a. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan 

(THPB); 
b. Sistcm Silvikultur Tebang Habis Pcrmudaan Alam 

(THPA); 
c. Sistern Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia 

(TPTI); 
d. Sistem Silvikultur Tebang Jalur Tanam Indonesia 

(TJTI); 
e. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur 

(TPTJ); dan 

r. Sistcm Silvikultur Tebang Rum pang (TR). 
(4) Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (II 

dituangkan dalam RKUPH yang disctujui. 
(5) Pedoman Sistem Silvikultur sebagaimana tercaruum 

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

tcrpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 163 
(I) Jenis tanaman berkayu dalam areal PBPH pada usaha 

pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya (hutan 

tanaman) meliputi penanaman: 

a tanaman sejenis; dan/atau 
b. tanaman berbagai jenis. 

(2) Penanaman tanaman sejenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) hurufa berupa penanaman lanaman hutan 

berkayu yang hanya tcrdiri atas satu jcnis (species) 

beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi 

tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan 
kelayakan finansial. 

(3) Penanaman tanaman berbagai jenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) buruf b berupa penanaman 

tanaman hutan berkayu yang terdiri dari dua jenis 

(species) atau lebih dan/atau dikombinasikan dengan 

tanaman budidaya tahunan yang berkayu, atau 

tanaman jenis lainnya. 

(4) Tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu 

jcnis scbagaimana dimaksud pada ayat (21 dan yang 

dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan 

yang berkayu atau tanaman jenis lainnya sebagairnana 

dimaksud pada ayat (31 dapat berupa tanaman berkayu 

penghasil kayu, ianaman HHBK, tanarnan penghasil 
biocnergi, atau tanaman penghasil pangan. 

(5) Jenis tanaman nutan berkayu dan bukan kayu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 
sebagaimana tercanrum dalam Lampiran Xll yang 

merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan 

r. pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman 

berbasis ekosistem; dan 

g. pemanenan akhir daur 1anan10.11 SiMkultur lntensif. 

(5) Target luas areal Silvikultur lntensif dalam RKUPH 

disesuaikan dengan kondisi tapak pada areal kerja, 

(6) Pedoman Silvikultur lntensif pada PBPII sebagairnana 
rercantum daJam Lampiran XI yang meru pakan bagian 
tidak terpisahkan dari Pcraturan Mcntcri ini. 
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Pasal 165 
(I) Pemegang PBPH menerapkan teknik pernanenan 

berdampak rcndah atau Reduced Impacr Logging dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu yang tumbuh alami (huian alam). 

(2) Penerapan Reduced Impact Loggi119 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 melalui: 
a perencanaan pemanenan; 
b. pelaksanaan pemanenan; dan 

Pasal 164 
(I) Pola tanam dapat dilakukan dengan agroforestry dan 

penerapannya didominasi dengan jenis tanaman 
bcrkayu. 

(2) Penerapan agroforestnJ sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) dilakukan dcngan pola bcrblok dan/atau pctak 
dan/atau jalur berselang-seling. 

(3) Tanaman yang dapal diusahakan dalam areal PBPH 
diarahkan untuk penyediaan bahan baku industri, wajib 
lerintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Hulan 
dan/atau melakukan kerja sama penyediaan bahan 
baku sesuai dengan ketentuan peratu ran peru ndang­ 
undangan. 

(4) PBPHH dapat diberikan kepada pemegang PBPH di 
dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(5) Sistern Silvikultur, keragaman jenis, pola pengelolaan 
dan pola tanam, pengcmbangan riset dan teknologi, 
penyediaan benih unggul, kelola sosial dan kelola 
lingkungan bcrlaku pada wilayah kcrja Pcrurn Pcrhutani 
atau xesaruan Pengelolaan Hutan dalam melakukan 
pembangunan Hu tan tanaman sesuai kelas 
perusahaannya. 

(6) Pedoman Agroforestry pada PBPH sebagaimana 
tercanrum dalam Larnpiran XIII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Menteri ini. 
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Pasal 167 
(I) Pelaksanaan kelola sosial dan lingkungan merupakan 

kewajiban pemegang PBPH. 
(2) Dalam melaksanakan kelola sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (II pcmegang PBPH wajib: 
a melakukan identifikasi don pemetaan areal klaim 

dan kondisi sosial masyarakat; 
b. menyusun rencana pencegahan dan 

penanganan/penyelesaian konflik; 
c. melaksanakan kegiatan kelola sosiaJ sesuai rencana; 
d. melakukan monitoring, evaluasl, dan pelaporan atas 

kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan 
e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara 

periodik. 
(3) Dalam melaksanakan kelola lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat [I] pemegang PBPH wajib: 
a menyusun rencana kelola lingkungan yang meliputi 

kegiatan pcngelolaan lingkungan dan kegiatan 
pemantauan lingkungan; 

b. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan 

Paragraf 4 

Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan 

Pasal 166 
Kegiatan pcmanenan HHBK berupa bambu, sagu, rotan, 
gaharu, dan getah yang berasal dari alarn atau hasil tanaman 
rehabilitasi rnengikuti pedoman sebagairnana tercanturn 
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian Lidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

c. pases pemanenan. 

(3) Pedoman penerapan Reduced Impact J..oggi11g pada PBPI I 
sebagaimana tercamum dalam Lampiran XIV yang 
merupakan bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan 
t-1enteri ini. 
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segmen kegiatan masyarakat setempat dalam 

b. pelaksanakan kescpakatan kerja sama dalarn 
bentuk penyertaan saham amara pemegang PBPH 
dengan Koperasi; dan 

c. perubaban susunan pemegang sabam dan besarnya 
saham setiap pemegang saham dalam bentuk akta 
notaris dan disabkan sesuai dengan kerentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(4) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi 

notaris; 

Pasal 168 
(I) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik swasta selaku pemegang PBPH wajib 
melakukan kerja sama deogan Koperasi masyarakat 

setempat paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 
diterimanya PBPH. 

(2) Kerja sama antara pemegang PBPH dengan Koperasi 
masyarakal setempat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: 
a. penyertaan saham; 
b. kcrja sama usaha pada scgmen kcgiatan usaha 

pemanfaatan basil hutan; dan/atau 
c. kerja sama mitra usaha (ojJ-take,J dengan Koperasi 

pemegang persetujuan peogelolaan perhutanan 
sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat. 

(3) Kerja sarna dengan Koperasi dalam bentuk penyertaan 

sabam sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a 
dilaksanakan dengan tahapan: 
a. pelaksanaan rapat umum pemegang saham 

pemegang PBPH yang dituangkan dalam akta 

Paragraf5 
Kerja Sama dan Kernitraan 

pada kawasan lindung dan pada areal 

bud idaya; dan 

c. menyusuo laporan realisasi kelola lingkungan 
secara periodik. 
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Pasal 170 

Pasal 169 
(I) Pemcgang PBPH dalam rnclaksanakan kcgiatan usaha 

Pemanfaatan Hutan wajib rnelakukan kemitraan dengan 
masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan. 

(2) Pemegang PBPH melakukan ldentifikasi dan pemetaan 
konflik di areal kcrjanya dcngan mcngacu pada pedornan 
idcntifikasi dan pernetaan konllik yang ditctapkan 
Menteri. 

(3) Pemegang PBPH melakukan kemitraan kehutanan 
berdasarkan basil idenliflkasi dan pemetaan konfiik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pelaksanaan kemitraan kehutanan oleh pemegang PBPH 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan 
sosial. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melipuli 
kegiatan pcnyiapan lahan, pcngadaan bcnih dan bibit, 
penanarnan, perneliharaan, pemancnan hasil Hutan 
pengangkutan dan/atau Pengolahan Hasil I I utan. 

(5) Penetapan segmen kegiatan disepakati bersama antara 
pemegang PBPH dengan Koperasi yang bersangkutan 
dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. 

(6) Kerja sama anrara pemegang PBPI I dengan xoperast 
masyarakat seternpat dalam bentuk mitra usaha 
(off-take,j atau pemegang persetujuan pengetolaan 
perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mclalrnkan 
kegiatan: 
a. pendampingan teknis; 
b. pembelian basil panen atau produksi; dan/atau 
c. membantu pemasaran. 

(7) Pernegang PBPH yang telah mclakukan kcrja sama 
dengan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri. 
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(4) Dalam ha! penyusunan naskah kerja sama sebagaimana 

Pasal 171 
(1) Pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas 

usaha perkcbunan sawit setelah menyelesaikan seluruh 

kewajibannya membayar Sanksi Administratif yang 

bcrada di areal kerja pemegang PBPH, wajib rnelakukan 
kerja sama pengelolaan dengan pemegang PBPH. 

(2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dimohonkan oleh pcrnegang pcrsetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri untuk 

difasilitasi. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) pemegang PBPH dan pemegang persetujuan 

Pcnggunaan Kawasan Hutan mcnyusun naskah kcrja 
sama dengan materi kerja sama yang memuat: 

a. para pihak; 

b. ruang lingkup; 

c, hak dan kewajiban; 

d. jangka waktu; 

e. jangka bcnah; 

f. pembagian manfaat kedua belah pihak; dan 

g. penyelesaian perselisihan. 

Paragraf6 
Jangka Benah 

(I) Pemegang PBPH dapat bekerja sama dengan badan 

usaha lainnya antara lain dalam rangka menunjang 

ketahanan pangan (food estate! dan energi. 
(2) Kerja sama untuk menunjang ketahanan pangan dan 

energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutarnakan 

pada areal tidal< produktif yang dituangkan dalam 

RK-UPH. 
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Pasal 173 
(I) Pemegang PBPH wajib menyampaikan: 

a laporan kinerja periodik; dan 

b. laporan keuangan. 

(2) Penyampaian laporan kinerja periodik dan laporan 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melalui 

sistern informasi. 

Paragraf7 
Pelaporan 

P.JsaJ 172 
(I) Jangka bcnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 

ayat (3) huruf e dilakukan dengan mengubah ianaman 
kelapa sawn menjadi tanaman kehutanan selama l 
(satu) daur atau paling lama 25 (dua puluh lima) tahun 

sejak penanaman, 
(2) Strategi jangka bcnah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilaksanakan dengan: 

a. penanaman tanaman pokok kehutanan dilakukan 

dengan menerapkan silvikultur yang disesuaikan 

dengan kondisi biofisik dan ekologi; 

b. pengkayaan tanarnan kehutanan dilakukan sesuat 
kesepakatan kerja sama; 

c. tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa 
sawit; dan 

d. menanam tanaman pokok kehutanan dan/atau 
Mvllipu,pose Tree Species paling sedikit JOO 
(seratus) batang per hektare pengganti tanaman 

kelapa sawit. 

dimaksud pada ayat (21 tidak dapat dlsepakati oleh 

kedua belah pihak maka Menteri memfasllltast atau 
menentukan keria sama antara pemegang PBPH dan 
pemegang persetujuan Penggunaan xawasan Hulan. 

(S) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (41 

dituangkan dalam RKUPH PBPI I. 
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Pasal 175 
(I) Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehuranan 

dilaksana.kan bcrdasarkan Pcrsctujuan Pcmanfaatan 
Kayu Kegiatan Non Kehutanan dengan melakukan 

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 

Paragraf I 
Pennohonan dan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan 

Non Kehutanan 

Pasal 174 

(I) Tanaman yang dihasilkan dari PBPH Pernanfaatan Hasil 
Hutan Kayu merupakan aset pemegang PBPH dan dapal 
dijadikan agunan sepanjang PBPHnya masih berlaku. 

(2) Dengan berakhimya PBPH maka tanaman yang telah 
ditanam harus segera ditcbang bagi tanaman yang telah 
memenuhi masa tebang sesuai daur, paling lambat I 
(saru) tahun sejak tanggal berakhimya PBPH, dan bila 
tida.k ditebang menjadi milik negara, 

Paragraf 8 
Asct Tanaman 

(3) Laporan kinerja periodik dibuat oleh pemegang PBPH 
bcrdasarkan data rcalisasi dan rcncana kcgiatan dart 

Rl\'TPH serta perkembangan pemenuhan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan dilaporkan seuap bulan. 

(4) Data realisasi dan rencana kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berupa data kegiatan fisik usaha 
pemanfaatan basil Hutan, 

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sesuai standar akuntansi keuangan dan 
disampaikan pada semester satu tahun berikutnya. 

(6) Pedoman pelaporan kinerja periodik dan pelaporan 
keuangan sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XVI 
yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Mcntc.ri ini. 
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Pasal 176 
(1) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 

diberikan paling lama untuk jangka waktu I (satu) tahun 

dan dapat dipcrpanjang I [satu] kali. 

lnventarisasi tegakan kayu (TimlJer Cruising) pohon 
tumbuh alami yang dircncanakan akan ducbang. 

(2) Timber cn.cisi11g sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan oleh GANISPH atau tenaga profesional 
di bidang kehutanan. 

(3) Areal yang dapat dimohon untuk persetujuan 
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, antara lain: 
a areal penggunaan lain yang ielah dibebani perizinan 

non kehutanan; 
b, areal Penggunaan Kawasan Hutan yang telah 

dibebani persetuiuan Penggunaan Kawasan 
Hutan; atau 

c, llutan Produksi yang telah dlkonversi melalui 
pelepasan Kawasan Hutan. 

(4) Pcmohon yang dapal mcngajukan Persetujuan 
Pcmanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. pcrorangan; 
b. Koperasi; 
c. bad an u saha milik negara; 

d. badan usaha milik daerah; 
e. badan usaha milik swasta; atau 
t. instansi pernerintah. 

(SJ Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 
pada areal penggunaan lain yang telab dibebani 
perizinan non kehutanan dan Hutan Produksi yang telah 
dikonversi melalui pelepasan Kawasan Hulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 
huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas. 

(6) persetuiuan Penggunaan Kawasan Hulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b atau Hak Guna Usaha 

melekat dan berlaku sebagai Persetujuan Pemanfaatan 
Kayu Kegiatan Non Kehutanan. 
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Pasal 177 

(I) Pernegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan wajib menyampaikan laporan bulanan atas 
realisasi produksi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan kepada Kepala Dinas dan kepala UPT. 

(2) Pemegang perserujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan wajib membayar uang muka PSDH dan DR 

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen] dari 
Rekapitulasi Laporan Hasil Cn,ising sebelum rnemulai 

kegiatan. 

(3) Kcpala Dinas dan kepala UPT wajib membuat dan 

menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada 

Menteri atas realisasi produksi Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan. 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan 

Mcntcri ini. 

persetujuan 
Kehutanan Non Kegiatan Kayu Pemanfaatan 

pengganuan peralatan, luas areal kerja, dan potensi 
kayu harus dilaporkan kepada Kepala Dinas. 

(5) Pedoman tata cara penilaian dan 

Non Pcmanfaatan Kayu Kcgiatan Persctujuan 
Kehutanan. 

(4) Jumlah alat, penambahan, pengurangan, atau 

(2) Dalam hal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan telah berakhir, tetapi di dalam areal masih 

terdapat kayu hasil penebangan maka Persetujuan 
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dapat 

diperpanjang masa berlakunya sampai selesalnya 
pengangkutan kayu untuk jangka waktu paling lama 6 
(enam) bu Ian dan tidak ada kegiatan penebangan. 

(3) Perserujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 

melekat dan berlaku sebagai izin memasukkan dan 

menggunakan peralatan ke dalam dan di dalam areal 
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J>asal 179 
(I) Pengolahan Hasil Hutan terdiri atas: 

a. Pengolahan Hasil Hutan Kayu; dan 

b. Pengolahan HHBK. 

(2) Pengolahan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf a dilakukan melalui kegiatan 

pengotahan: 

a. Kayu Bulat menjadi produk kayu gergajian dan 

ragam produk turunannya, dengan ragam produk 

antara lain kayu gergajian, kayu balken, paler kayu, 

BABV 

PEN001..AHAN HA$11. HUTAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 178 
(I) Perserujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 

berakhir karena: 

a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir: 

b. putusan pcngadilan; 

c. dicabut oleh pemberi persetujuan sebagai 
sanksi; atau 

d. diserahkan kembali kepada pernberi pesetujuan 
sebelum jangka waktu persetujuan berakhir. 

(2) Dengan berakhirnya persetujuan Pernanfaatan Kayu 

Kegiatan Non Kehutanan sebagaimana dimaksud pada 

ayai (I) tidak menghilangkan kewajiban pemegang 

persctujuan untuk: 

a. melunasi pembayaran PSDH dan DR; dan 

b. melaksanakan sernua kewajiban yang ditetapkan 
dalam persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiaian Non 

Kehutanan. 

Paragraf 2 

llapusnya Persetujuan Pernanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan 
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mo11ldfr1g, dan ragam produk turunan kayu 
gergajian lainnya kecuali mebel dan kerajinan; 

b. Kayu Bulat dan/atau kayu bahan baku serpih 
menjadi produk serpih kayu (wood chips] dengan 

ragam produk amara lain serpih kayu, particle 
board, fiberboard, medium density fiberboard (MDI'), 

dan ragam produk turunan serpih kayu lainnya 
kecuali pulp dan kertas; 

c. Kayu Bulat menjadi produk panel kayu dan ragam 
produk turunannya, dengan ragam produk antara 

lain veneer, kayu la pis/ plywood, Laminated Veneer 
Lumber (LVLJ, rermasuk decorative plywood, kayu 
laminasi, barecore, blackboard, dan / atau jenis 
ragam produk panel kayu lainnya; dan/atau 

d. Kayu Bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau 
biomassa kayu rnenjadi produk bioenergi dengan 
ragam produk antara lain pellet kayu (wood peller), 

arang kayu, biofuet, biogas, danj'atau ragam produk 
bioenergi lainnya, termasuk produk-produk turunan 
pengolahan bioenergi seperu cuka kayu dan/atau 
kimia dasar organik yang berasal dari kayu. 

(3) Pcngolahan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

buruf b meliputi kegiatan: 
a. pengolahan dan pengawetan rotan, bambu, dan 

sejenisnya dengan ragam produk berupa olahan 
rotan, olahan bambu, dan turunannya; 

b. pengolahan pati, tepung, lernak dan sejenisnya 
dengan ragam produk berupa pati, tepung, lemak 
nabati, lemak hewani, dan turunannya; 

c. pengolahan gctah, resin, dan scjcnisnya dcngan 
ragam produk berupa crumb rubber, latex, 
gondorukem, terpentin, hasil olahan resin, dan hasil 
olahan getah lainnya; 

d. pengolahan biji-bijian dengan ragrun produk berupa 
kopi, kakao, dan hasil olahan biji-bijian lainnya; 
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e. pengolahan madu dengan ragam produk berupa 

madu, propolis, lilin madu, poten, dan 1urunan 
olahan madu lainnya; 

r. pengolahan nira dengan ragam produk berupa 
bioetanol, gula cetak, gula semut, dan produk 
turunan lainnya; 

g. pengolahan minyak atsiri dengan ragarn produk 
berupa minyak atsiri hasil olahan daun, kulit kayu, 
akar, batang dan bagian tanaman lainnya, serta 
produk turunannya; dan/atau 

h. pcngolahan HHBK Jainnya dcngan ragam produk 
berupa basil olahan HHBK setengah jadi dan/atau 
produk jadi selain tersebut sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf g. 

(4) Ragam produk mebel, pulp dan kertas dikecualikan dari 
ragam produk Pcngolahan Hasil Hutan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, 

dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur 
kayu yang terkandung di dalarnnya sudah tidak dominan 
dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang 
perindustrian. 

(5) Ragam produk kerajinan dikecualikan dari ragam produk 

Pcngolahan Hasil Hutan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a karena kerajinan termasuk kategori 

usaha rnikro, kecil, dan menengah menjadi kewenangan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, 
dan menengah. 

(6) Setiap usaha Pcngolahan Hasil Hutan wajib mcmiliki 
PBPHH. 

(7) PBPHH dapat dilakukan pada I (satu) lokasi atau lebih 
untuk PBPHH skala usaha besar, dan PBPHH skala 
usaha menengah kecuali untuk PBPHH skala usaha 
kecil, dcngan ketentuan setiap lokasi telah memiliki 
persetujuan lingkungan. 
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(8) Umuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang 
terimegrasi dengan industri pulp dan kertas, ierhadap 

simpul kegiatan Pengolahan Hasil Hulan yang mengolah 
Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih 
kayu (wood chips), diterbitkan POKPIIH. 

(9) Pengolahan Hasil Hulan Kayu dan Pengolahan HHBK 
dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) 
PS PHH. 

(JO) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan 
secara terintegrasi dalam [satu) PBPH, Hak 
Pengclolaan, atau pcrsctujuan pcngclolaan pcrhutanan 
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Perizinan 
Berusaha yang digunakan PBPII atau Hak Pengelolaan 
atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang 
bersangkutan tanpa PBPHH. 

(11) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. telah memenuhi kelayakan teknis; dan 
b. terletak pada Iokasi yang telah disetujui oleh 

Men1eri melalui Direktur Jenderal. 
( 12) Kegiatan Pengolahan Hasil Hu tan yang terintegrasi 

dinyalakan Lelah memenuhi kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a apabila 
pemegang PBPH/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial: 
a mempunyai jaminan pasokan bahan baku yang 

berkelanjutan; 
b. telah memiliki rencana operasional Pengolahan 

Hasil Hutan yang disusun dalam bentuk proposal 
tcknis; 

c. Lelah memiliki Rk'UPH yang mengakomodir kegiatan 
pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan; dan 

d. Lelah memiliki persetujuan lingkungan dan 
dokumen lingkungan hidup yang mencakup 
kegiatan Pengolahan Hasil Hulan dan/atau telah 
menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan 
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Pasal 180 
(I) Jenis dan kegiatan PDPHH diklasiflkasikan berdasarkan 

skala usaha: 
a. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil terdiri 

dari kegiatan: 

Bagian Kedua 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hulan 

Paragraf 1 
Klasiflkasi Perizinan Bcrusaha Pcngolahan Hasil Hutan 

mempertimbangkan aspek legaluas, teknis, dan 
kelestarian sumber daya Hutan. 

(16) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas 
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dan/atau ragam 
produknya diatur scsuai dcngan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

dengan POKPHH penyesuaian/perubahan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) alas 
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan. 

(13) Dalam ha! kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan 
secara terintegrasi dalam I (satu] PDPH, Hak Pengelolaan 
atau persetujuan pengelolaan perhutanan sostal 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I 0) kegiatan hanya 
dapat dilakukan oleh pemcgang PBPH/pemcgang Hak 
Pengclolaan/pemcgang pcrsctujuan pengclolaan 
perhutanan sosial yang bcrsangkutan. 

(14) Kegiatan Pengolahan Hasil Hulan yang dilakukan secara 
terintegrasi dengan kegiatan Pemanfaatan Hulan dalam 
PBPH, Hak Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan 
perhutanan sosial yang memenuhi kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) maka diterbitkan 
PO KPH H sebagai dasar operasional kegiatan Pengolahan 
Hasil llutan di lapangan. 

(15) Dalam hal terjadi perubahan data pokok, informasi, 
dan/atau pcningkatan kapasitas produksi/perluasan 
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan maka dilakukan 
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I. Pengolahan Hasil Hulan Kayu dengan 
Kapasitas lzin Produksi kurang dari 2.000 m> 
(dua ribu meter kubik) per tahun; dan/al.au 

2. Pengolahan IIIIBK Kapasitas lzin Produksi 
kurang dari J.000 (seribu] ton/tahun yang 
mempekerjakan paling banyak 10 [sepuluh] 
orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi 
kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tidak 
termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha. 

b. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha menengah 
terdiri dari kegiatan: 
I. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Izin Produksi 2.000 m> (dua ribu 
meter kubik) sampai dengan kurang dari 
6.000 ml (enam ribu meter kubik] per tahun; 

2. Pengolahan HHBK Kapasitas lztn Produksi 
1.000 (seribuJ ton per rahun sampai dengan 
kurang dari 3.000 (tiga ribuJ ton per tahun 
yang mempekerjakan paling sedikit 10 
(sepuluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai 
investasi paling sedikit 5 (lima) miliar rupiah 
dan paling banyak JO (sepuluhJ miliar rupiah 
tidak termasuk tanah dan bangunan iempat 
usaha; atau 

3. Pcngolahan Hasil Hutan Kayu dcngan 
Kapasitas Izin Produksi 2.000 m> (dua ribu 
meter kubik] sampai dengan kurang dari 
6.000 ml (enam ribu meter ku bik) per tahun 

yang terpadu dengan Pengolahan Hasil Hutan 
Bukan Kayu Kapasitas lzin Produksi kurang 
dari 1.000 (seribuJ ton per tahun yang 
mempekerjaka.n paling ba.nyak 10 [sepuluh] 
orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi 
kurang dari 5 (lima) miliar rupiah tida.k 
tenuasuk tanah dan bangunan tempat usaha.. 

c. Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar, yang 
terdiri dari: 
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I. Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas lzin 
Produksi 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per 
tahun atau Iebih; 

2. Pengolahan HHBK xapasttas lzln Produksi 
3.000 (tiga ribu) ton per tahun atau lebih yang 
mcmpckcrjakan paling sedikil 20 (dua puluh) 
orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi 
lebih dari 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempai 
usaha; atau 

3. Pcngolahan Hasil Hulan Kayu Kapasitas lzin 
Produksi 6.000 m• (enam ribu meter kubik) per 
tahun atau lebih yang terpadu dengan 
pengolahan bukan kayu Kapasitas lzin 
Produksi 1.000 [seribu] sarnpai dengan kurang 
dari 3.000 (tiga ribu) Ion per tahun yang 
mempekerjakan paling sedikit 10 [sepuluh] 
orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi 

paling sedikit 5 (lima) rniliar rupiah dan paling 
banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(2) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
diberikan kepada: 
a. Pcrscorangan; 
b. Koperasi; 
c. badan usaha milik desa; 
d. badan usaha milik swasta; 
e. badan usaha milik daerah; atau 
f. badan u saha milik negara, 

(3) PBPHH berupa Usaha Pengolahan Hasil Hulan skala 
usaha kecil hanya diberikan kepada: 
a. Perseorangan; 

b. Koperasi; atau 
c. badan usana milik desa, 

(4) PBPHH sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dapat 
dipindahtangankan atau dilakukan pemindahan hak 
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Pasal 181 
(I) PBPHH dan/atau perubahannya diterbitkan oleh Menteri 

meliputi: 

a. kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan skala 

usaha besar; dan 

b. dalam hal PBPHH status Penanaman Modal Asing, 

diberikan hanya untuk usaha Pengolahan Hasil 

Hu tan skala usaha besar. 

(2) PBPHH dan/atau perubahannya diterbitkan olch 

gubemur, untuk kegiatan usaha Pcngolahan Hasil Hulan 

skala usaha kecil dan skala usaha menengah. 

(3) Dalam bal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi 
dengan kegiatan industri pulp dan kertas, Perizinan 

Berusaha kegiacan usaha industri pulp dan kertas 

diterbitkan oleh kernenterian yang menyelenggarakan 

urusan pemerincahan di bidang perindustrian. 

(4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang merupakan 

simpul dari kegiacan usaha industri pulp dan kertas 

Paragraf 2 
Kewenangan Penerbitan Perizinan Derusaha Pengolahan Hasil 

Hu tan 

atas saham dan wajib dilaporkan kepada pernberi PDPHH 

unruk dilakukan penyesuaian. 

(5) seuap perubahan data pokok dalam PDPHH termasuk 

perluasan usaha Pengolahan Hasil Hutan, wajib 

dilakukan penyesuaian melalui rnekanisme adde11dum 
PBPHH. 

(6) Kapasitas lzin Produksi dalam PBPHH diberikan dengan 

memperhatikan ketersediaan bahan baku legal dan/atau 

lestari, 

(7) Ketenruan mengenai klasifikasi kegiatan Pengolahan 

Hasil Hulan scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) juga 

berlalru untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hulan yang 

terintegrasi dengan PBPII, Hak Pengelolaan, atau 

persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 
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Pasal 183 
(I) Persyaratan permohonan PBPHH berupa: 

a. pernyataan kornitmen; dan 

b. persyaratan teknis. 

Paragraf2 
Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan 

Hasil Hutan 

Pasal 182 

(I) Permobonan PBPHH diajukan olcb: 
a Pelaku Usaha Perseorangan; atau 
b. Pelaku Usaha non Perseorangan. 

(2) Pela.Im Usaha non Perseorangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf b terdiri aias: 

a Koperasi: 

b. badan usaha milik desa; 

c. badan usaha milik daerah; 

d. badan usaha milik negara; atau 
e. badan usaha milik swasta, 

Bagian Ketiga 

Tata cara Permohonan dan Penerbitan Perizinan Berusaha 

Pengolahan Hasil Hutan 

Paragraf I 
Pelaku Usaha Pengolahan Masi! Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengolah 

Kayu Bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih 

kayu (wood chips) diterbitkan POKPHH oleh Direktur 

Jenderal alas nama Menteri. 

(S) Dalarn hal kegiatan Pengolahan J Jasil Hutan dilakukan 

secara terintegrasi dalam I [satu] PBPrl, I lak 

Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan 
sosial, POKPHH ditcrbilkan olch Dircktur Jcndcral atas 
nama Mcnteri. 
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b. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPI,): aiau 

c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ($PPL), 

scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang­ 
undangan. 

(3) Dokumen Lingkungan llidup sebagairnana dimaksud 

pada ayat (2) berupa: 

a SPPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha kecil; 

b. Dokumen UKL-UPL untuk pcrsyaratan PBPHH skala 

usaha menengah; atau 

c, Dokumen AMDAL untuk persyaratan PBPHH skata 

usaha besar. 

(4) Dalam ha! kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha 

besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak 

merusak bentang alam dan/atau tidak berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup, dokumen 

pcrsetujuan pcngclolaan lingkungan hidup dapat 

menggunakan dokumen UKL-UPL sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(SJ Dalam bal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan skala usaha 

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak 

penting terhadap lingkungan hidup, dokumen 

persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berupa 

dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Persyaratan teknis sebagarmana dimaksud pada ayat ( I) 

huruf b rnerupakan pcrsyaratan khusus berupa 

dokumen proposal teknis kegiatan usaha Pengolahan 

Hasil Hulan yang memuat paling sedikit: 

pengelolaan lingkungan 

lingkungan hidup: 

a Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 

berupa persetuiuan 

hidup berikut dokumen 

adrninistrasi persyaratan 

(2) Pemyataan komiunen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf a merupakan persyararan umum berupa 

pcmyataan Pclaku Usaha untuk memenuhi/melengkapi 
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a. tatar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan usaha 

Pengolahan llasil Hutan; 

b. rcncana pemcnuhan pasokan bahan baku; 

c. rcncana operasional Pengolahan Hasil Hutan 

berikut penggunaan Mesin Utama Produksi; 

d. rcncana produksi olahan basil Hutan; dan 

e, rcncana pemasaran hasil Hutan olahan. 

(7) Proposal ieknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilampiri dengan dokumen terkait: 

a. akta pendirian atau kartu tanda penduduk untuk 

Pcrseorangan; 
b. NIB; 
c, NPWP; 

d. jaminan pasokan bahan balm (dokumen kerja sama 

pasokan bahan baku atau pemyataan kesanggupan 

pemcnuhan bahan baku dari pemasok); 

e. bukti kepemilikan Mesin Utama Produksi 

Pengolahan Hasil Hutan atau pernyataan 

kesanggupan pemcnuhan rencana pcngadaan Mesin 

Utama Produksi; 

f. bukti kepemilikan atau penguasaan atas prasarana 

bangunan pabrik, tempat penampungan bahan 

baku dan gudang Kayu Olahan, berupa dokumen 

kcpcmilikan atau pcnguasaan at.as bangunan 
pabrik, gudang Kayu Olahan, dan tempat atau 

lahan penampungan bahan baku; dan 

g, bukti kepemilikan tenaga kerja teknis profesional 

bersertifikat di bidang Pengolahan Hasil Hutan dan 

peredaran hasil Hutan, berupa dokumen t.enaga 

kerja profesional bersertifikat atau pernyataan 

komltmen pemenuhan tenaga teknis profesional 

bersertifikat. 
(8) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) juga berlaku untuk pennohonan POKPHH yang 

terintegrasi dengan kegiatan industri pulp dan kertas, 
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Pasal 184 

(I) Pemohon PBPHH melakukan pendaftaran sebagai Pelaku 
Usaha rnelalui sis tern elcktronik yang terimegrasi/ online 
single submission (OSS) untuk mcndapatkan NIB scsuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Permohonan PBPHH diajukan kepada gubernur melalui 

Sistem OSS untuk: 
a. skala usaha kecil, dilengkapi dengan SPl'l, ianpa 

persyaratan teknis; dan 
b, skala usaha menengah, dilengkapi dengan 

pernyataan komitmen dan persyaratan teknis. 
(3) PBPHH untuk Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil, 

dinyatakan berlaku efektif operasional setelah mernenuhi 
kelcngkapan dokumen: 
a NIB; 
b. Sl'Pl,; dan 
c. surat pernyataan yang berisi jcnis Pengolahan Hasil 

Hutan, Mesin Utama Produksi, dan kapasuas 
produksi, 

yang disampaikan kepada Dinas yang membidangi 
kehutanan 

(4) Permohonan PBPHH untuk skata usaha besar diajukan 
kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya melalui 

Sistcm OSS dilengkapi dengan pemyataan komitrnen dan 
pcrsyaratan tcknis. 

(5) Pemohon PBPHH skala usaha menengah dan skala 
usaha besar wajib memcnuhi scluruh pcrsyaratan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 
paling lama 4 (empat) bulan sejak permohonan 
disampaikan melalui sistem oss. 

(6) Dalam hal pemohon PBPHH tidal< menyelesaikan 
persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya menerbitkan penolakan perrnohonan 

Paragraf 3 

Tata Cara Pennohonan Perizinen Berusaha Pengolahan Hasil 
Hu tan 
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Pasal 186 
(I) Berdasarkan permohonan PBPH H skala usaha menengah 

atau skala usaha besar, Menteri atau gubernur sesuat 
dengan kewenangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 
kerja memerintahkan kepada pemohon PBPHH untuk 
melaksanakan pcmenuhan pcrnyataan komitrnen dan 
persyaratan teknis. 

(2) Pemenuhan pernyataan komitmen dan persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11 paling 
lambat 4 (empar] bulan kalender sejak PBPHH dengan 
komitmen ditcrbitkan. 

Paragraf 4 

Pemyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis 

Pasal 185 

(I) Pemohon PBPHH setelah memperoleh NIB dan 
menyampaikan permohonan PBPI 111 melalui sistern OSS. 
dapat mclakukan kcgiatan persiapan usaha Pcngolahan 
Hasil Hutan sampai dengan terbitnya PBPHH defmitif. 

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hanya dilakukan untuk Pengolahan Hasil Hutan yang 
berlokasi di luar Kawasan Hutan dengan menggunakan 
bahan baku scluruhnya bcrsumbcr dari hasil budidaya 
Hutan Hak/Hutan rakyat untuk kegiatan: 
a. pengurusan dokumen terkait dengan persyaratan 

permohonan PBPHH; 
b. tahap pra konstruksi atau penyiapan lahan; 
c. pcngadaan Mesin Utama Produksi dan/at.au mesin 

pendukungnya; 
d. tahap konstruksi dan/atau pembangunan pabrik: 

dan 
c. pemasangan Mcsin Utama Produksi berikui 

Instalasinya. 

P8PHH. 
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pcrnyataan pcrncnuhan a penyelesaian 

komitmen; dan 

Pasal 188 
(I) Pemohon PBPHH yang telah rnenyelesaikan pernenuhan 

pernyataan komitmen dan persyaratan teknis, wajib 

menyampaikan laporan penyelesalan pemenuhan 

pemyataan komitmen dan persyaratan teknis kepada 

Menteri atau gubcmur sesuai dengan kewenangannya, 

melalui Lembaga 0$$. 

(2) Laporan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) dilampiri dokumen: 

Paragraf6 
Tata Cara Penyampaian Pernenuhan Pernyataan Komitmen 

dan Persyaratan Teknis 

Pasal 187 

(I) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya 

mclakukan pengawasan tcrhadap pcmohon PBPHH atas 
pcJaksanaan penyelesaian perncnuhan pernyataan 
komiunen dan persyaratan tekn is. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

melipuu: 
a. tcnggang waktu penyelesaian pernyataan kornitrnen 

dan persyaratan teknis; dan 

b, proses penyelesaian pemyataan komitmen dan 
persyaratan teknis sesuai dengan keteruuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Pengawasan Pcnyelesaian Pemenuhan Pernyataan Komitmen 

dan Persyaratan Teknis 

(3) Pclaksanaan pemenuhan pernyataan komitmen dan 

pcrsyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

sesuai dcngan ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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(6) Direktur Jenderal atau gubernur scsuai dengan 

kewenangannya, dalam verifikasi dokumen penyetesaran 

komitmcn dan dokumcn persyaratan teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat (41, dan ayat (5) dapat 

standar d. pcnilaian kcscsuaian pcmenuhan 

operasional Pengolahan Hasil Hucan. 

penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan 

pernyataan kornitmen dan dokumen persyaratan 

teknis: dan 

b. pejabat yang ditunjuk oleh gubernur melakukan 

verifikasi dan pcnctaahan atas dokumcn 

pcnyclcsaian pcmcnuhan pernyataan komitrnen dan 
dokumen persyaratan teknis. 

(4) Verifikasi dan penelaahan atas dokumen penyelesaian 

pemenuhan pernyataan komitmen dan dokumen 

persyaratan tcknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a rneliputi: 

a. pemeriksaan/penelaahan pemenuhan pernyataan 

komitmen; 
b, kelengkapan dokumen persyaratan teknis; 

c. legalitas dokumen; dan 

d. penilaian substansi persyaratan teknis (proposal 

teknis). 

(5) Vcriflkasi dan pcnclaahan atas dokumcn pcnyclcsaian 

komiunen dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 

a. pemeriksaan/penelaahan pemenuhan komitmen; 

b. kelengkapan dokumen persyaratan; 

c. Iegalitas dokumen; dan 

penyelesaian pemenuhan 
sebagaimana dimaksud pada 

Berdasarkan laporan 
pernyataan komiunen 

ayat (2): 

a Dircktur Jendcral melakukan verilikasi dan 

(3) 

b. persyaratan teknis, 

mclalui sistem elcktronik tcrintcgrasi dan/atau mclalui 

surat secara manual 
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a tau 
b. Pejabat yang dirunjuk oleh gubernur menerbitkan 

dan menyampaikan kepada gubemur: 
I. pertimbangan teknis persetujuan penerbitan 

Sertiflkat Standar Operasional Pengolahan 
Hasil Hutan; atau 

2. konsep surat penolakan pcrmohonan PBPHH, 
dalam hal pemohon PBPHH tidak 
menyelesaikan seluruh pemenuhan pernyataan 
komitmen dan persyaratan teknis sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Berdasarkan pertimbangan teknis perseiuiuan 
penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud 

pcrsyaratan teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau 

2. konsep surat penolakan permohonan PBPllli, 
dalam hal pemohon PBPHH tidak 
menyelesaikan seluruh pemenuhan pernyataan 
komitmen dan persyaratan teknis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

komitmen dan pernyataan pemenuhan 
seluruh PBPHH telah menyelesaikan 

penyelesaian komitmen dan dokumen persyaratan teknis 
Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 188: 
a. Dircktur .Jcndcral mcnyampaikan laporan hasil 

tetaah kepada Menteri, disertai dengan: 
I. konsep kepurusan PBPMH apabila pemohon 

atas dokumen 
Pasal 189 

penelaahan has ii (I) Berdasarkan 

Paragraf 7 
Tata Cara Notinkasi pada Sistem Online Single Sulmiission 

melakukan verifikasi lapangan. 
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d. Kapasitas lzin Produksi; 
e. daftar mesin utama produksi; 
r. bahan baku; dan 
g. hak, kcwajiban, dan larangan. 

(7) Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal/Lembaga 
OSS atau Menteri setelah menerbitkan keputusan PBPHH 

pada ayat (I) huruf b gubemur menerbitkan: 

a. SertHikat Srandar Operasional Pengolahan I lasil 
Hutan, dalam hal pemohon PBPHH telah memenuhi 
seluruh pernyataan komitrnen dan persyaratan 
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 

b. surat penolakan permohonan PBPHH, dalam hal 
pemohon PBPHH tidak memenuhi seluruh 
pemyataan komiimen dan persyaratan teknis sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

(3) Pertimbangan tcknis pcrsctujuan pcncrbitan Scrtifikat 
Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
NIB dan Sertifikat Standar PBPHH. 

(4) Menteri setelah menerima konsep keputusan POPHH 
atau konsep surat penolakan pcnnohonan PBPHH 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a 
menyampaikan konsep keputusan PBPHH atau surar 
pcnolakan pennohonan PBPH H kc pad a Kepala Sadan 
Koordinasi Penanaman Modal /Lembaga OSS. 

(5) Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal/Lembaga 
oss setelah menerima konsep keputusan PBPHH atau 
surat penolakan permohonan POPHH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mcncrbitkan kcputusan PBPHH 
atau surat penolakan permohonan PBPHH. 

(6) Sertifikat Standar atau Keputusan PBPHI I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) berisi: 
a penanggungjawab perusahaan; 
b. alamat pabrik dan titik koordinat geografis; 
c. jenis Pengolahan Hasil Hutan dan ragam produk; 
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Pasal 190 

(I) DaJam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi 
dalam PBPH, Hak Pcngelolaan atau pcrsetujuan 
pengelolaan perhutanan sosial, yang telah menerapkan 
pengelolaan Hutan secara lestari dibuktikan dengan 
S-PHL dan/atau S-Legalitas, dapai mengoperasikan 
mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis 
pengolahan dan ragam produk yang diizinkan. 

(2) Kapasitas produksi mesin portable pengolah kayu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan satu 

Umum 

Bagjan Keernpat 

Mcsin Portable Pcngolahan Kayu 
Paragraf I 

atau surat penolakan permohonan PBPHH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) mernberikan Notifikasi melalui 
sistem clcktronik yang terimegrasi: 
a. pernyataan erektir operasional PBPHH; atau 

b, penolakan permohonan PBPI 111. 

(8) Bcrdasarl<an Notifikasi sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (7) Pemegang PBPHH dapat mengunduh keputusan 

PSPHH atau Sertifikat Standar Operasional Pengolahan 
Hasil Hutan melalui Sistem OSS. 

(9) Berdasarkan keputusan PBPHH atau Sertifikal Standar 
Opcrasional Pcngolahan Hasll scbagaimana dlmaksud 
pada ayat (81 Pemegang PBPHH dapat menjalankan 
kegiatan usaha Pengolahan llasll Hutan, 

(JO) Dalam hal pennohonan PBPHH ditolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 huruf b dan ayat (71 huruf b 

pemohon PBPHH dapat mcngajukan pcrmohonan ulang 
melalui sistem OSS, dan terhadap penyelesaian 

pemenuhan pemyataan komitmen dan persyaratan 

teknis yang tclah dilaksanakan tetap dlakui. 
( 11) Pelaksanaan pelayanan penzinan berusaha skala usaha 

kecil dan skala usaha menengah dltetapkan gubemur. 
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kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kapasitas lzin 

Produksi kegiatan Pengolahan llasil ltutan terintegrasl 

dalam PBPH, Hak Pengclolaan, atau persetujuan 
pengelolaan perhutanan sosial. 

(3) Pengoperasian mesin portable pengolahan kayu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapar menambah 

produksi paling banyak 30% [tiga puluh persen] dari 
Kapasitas lzin Produksi yang telah ditetapkan di dalam 
POKPHH. 

(4) Pengoperasian mesin portable pengolah kayu 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya digunakan 
untuk mengolah kayu Limbah Pemanenan dan/atau 
Kayu Bulat kecil hasil tebangan tahunan (RKT) dan 
Pembukaan Wilayah Hutan, mengolah kayu tanaman 
hasil budidaya, hasil penjarangan tanaman budidaya 
a tau hasil pcnyiapan lahan scsuai Si stern Silvikuhu r 
yang diterapkan. 

(5) Dalam hal jenis Pengolahan Hasil Hutan untuk ragam 
produk serpih kayu (wood chips) dan/atau ragam produk 
bioenergi, penggunaan mesin portable pengolah kayu 
dapat digunakan untuk mengolah limbah penyiapan 
Jahan. 

(6) Pelaksanaan pengolahan kayu Limbah Pemanenan 
dan/atau Kayu Bulat kccil hasil Pcmbukaan Wilayah 
Hutan dan pengolahan kayu tanaman hasil budidaya 
serta limbah penyiapan lahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah pemenuhan 
kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Jenis mcsin portable pcngolah kayu sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) tidak termasuk chain 

saw/gergaji rantai. 
(8) Dalam ha! S-PHL dan/atau s-Legatuas dicabut/habis 

masa berlaku/dibekukan, pengoperasian mesin portable 

pcngolahan kayu dibekukan oleh direktur yang 
membidangi pengolahan dan pemasaran hasil Hutan 
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(3) Persetujuan peogoperasian mesin portable sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( t) diberikan oleh Direktur Jenderal 
atas nama 11.1enteri, untuk: 

a pemegang PBPH; 
b, pemegang Hak Pengelolaan; atau 
c. pemcgang persctujuan pcngclolaan pcrhutanan 

sosial. 
(4) Persetujuan pengoperasian mesin portable sebagaimana 

dimaksud pada ayai (I) diberikan untuk jangka waktu 
paling lama I (satu) tahun berdasarkan Rh'T usaha 
pemanfatan Hu tan, RKT /RTT Hak Pengelolaan atau Rh'T 
pengelolaan perhutanan sosial tahun berjalan. 

Pasal 191 
(I) Pengoperasian mesin portable diberikan berdasarkan 

persetujuan. 
(2) Persetujuan pengoperasian mesin portable sebagaimana 

dimaksud pada ayat {I) dibcrikan mclalu i pcrmohonan 
dilengkapi: 
a. keputusan PBPli, Hak Pengelolaan atau keputusan 

persetujuan pengelolaan perhutanan sostal; 
b. S-PHJ, dan/atau S-1,egalitas; 
c. Rcncana Kerja Usaha {RKU)/Rencana Pengaturan 

Kelestarian Hutan (RPKH) dan/atau Rencana Ke,ja 
Tahunan (RKTJ atau Rencana Teknik Tahunan (RTTJ 
pemanfatan Hutan atau pcngclolaan pcrhutanan 
sosial, unruk tahun berjalan; 

d. POKPlili; dan 
e, surat pernyataan yang berisi daftar mesin portable 

pengolah kayu, kapasitas dan status kepemilikan 
mcsin. 

Paragraf2 

Persetujuan Pengoperasian Mesin Portable 

sampai dengan mendapatkan/berlakunya kembali S-PHI, 

dan/a1au S·Legalilas. 
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pcngalihan kcpcmilikan PBPHH atau POKPHH; 

c. penggabungan perusahaan pernegang PBPHH atau 

POKPHH; 

d. pindah lokasi pabrik atau lokasi kegiatan 

Pengolahan Hasil Hutan; 
e. penambahan gudang Kayu Olahan di tuar lokasi 

Pengolahan Hasil Hutan; 

f. penurunan Kapasitas lzin Produksi PBPHH atau 

POK PHH; 

g. Perubahan Kornposisi Ragam Produk dan/atau 

Perubahan Pcnggunaan Mesin Utama Produksi; 
h. perubahan penanggung jawab, perubahan 

pemegang saham, pcrubahan status penanarnan 
modal, dan/atau NPWP; 

i. perubahan sumber bahan bairn; dan/atau 

j. perubahan nomenklatur perizinan, data, dan 
informasi terkait PBPHH atau POKPHH lainnya. 

(3) Perluasan PBPHH atau POKPHH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. penambahan jenis Pengolahan Hasil Hutan; 

perusahaan 

dan/atau 

perubahan/penggantian narna 

pemegang PBPHH atau POKPHH 

b. 

dilaksanakan apabila terjadi: 

a. perluasan PBPHH atau POKPHH; 

Pasal 192 
(I) Setiap perubahan data pokok dalam PBPHH atau 

POKPHH, "rajib dilakukan penyesuaian melalui 

mekanisme perubahan iaddendum} PBPHH atau 
POKPHH. 

(2) Perubahan (addendum) PBPHH a tau POKPHH 

Bagian Kelima 

Perubahan dan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan 

Hasil Hutan 

Paragraf I 

Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan I tasil llutan 
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Pasal 193 
(I) Permohonan Perluasan PBPHH diajukan kcpada Mcntcri 

atau guhemur sesuai dengan kewenangannya dilengkapi 

dengan: 

a. proposal teknis Perluasan PBPHH; 

b. salinan kepurusan PBPHH; 

Paragraf2 
Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 

b. peningkatan Kapasitas lzin Produksi Iebih 30% (tiga 

puluh persem dari Kapasitas lzin Produksi yang 

diiz.inkan; dan/atau 
c. penambahan ragam produk yang mengakibatkan 

penambahan kebutuhan bahan baku. 

(4) Pemegang PBPIIII atau POKPHH yang merencanakan 

melakukan perubahan sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau 
huruf c wajib mengajukan permohonan perubahan 

(culdendum) PBPHH atau POKPHH kepada Menteri, 

Direktur Jenderal, atau gubernur sesuai dengan 

kewenangannya. 

(5) Penurunan kapasitas PBPHH atau POKPHH 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat 

diajukan oleh pemcgang PBPHH atau POKPHH atau 

ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal, atau 

gubemur sesuai dengan kewenangannya. 
(6) Pemegang PBPHH atau POKPHH yang rnelakukan 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, 

huruf h, huruf i, dan/atau huruf j wajib mengajukan 

permohonan persetujuan/penyesuaian perubahan 

(addendum) data pokok PBPHH atau POKPHH kepada 

Direktur Jenderal atau gubemur sesuai dengan 

kewenangannya. 

(7) Perubahan (addendum) PBPHH sebagairnana dirnaksud 

pada ayai (2) pemegang PBPHH harus memperbaharui 

data dan informasi pada sistern elektronik yang 

terintegrasi. 
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Pasal 194 
(I) Pennohonan Perluasan PBPHH dan kelengkapan 

persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 
ayat (1) dan ayat (21 diteruskan kepada Direktur 
Jenderal. 

(2) Dircktur Jcnderal sctelah menerima berkas permohonan 
perluasan PBPHH dan kelengkapan persyaratannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaku kan 
penelaahan administrasi dan reknis, 

c. persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berikut 
dokumen lingkungan hidup atau perubahan 
dokumcn lingkungan hidup; dan 

d. S-Legalitas bagi PBPHH yang melakukan kegiatan 
Pengolahan llasil llutan Kayu. 

(2) Persyaratan Pcrluasan PBPHH sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) juga berlaku untuk persyaratan perluasan 
kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang rerintegrasi 
dengan kegiatan industri pulp dan kertas, 

(3) Permohonan perluasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 
yang tcrintcgrasi dcngan PBPH, Hak Pcngclolaan, atau 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, disampaikan 
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan 
perubahan rcncana operasional kegiatan Pengolahan 
Hasil Hutan. 

(4) Dircktur Jenderal mclakukan penclaahan kelayakan 
teknis terhadap permohonan perluasan kegiatan 
Pengolahan Hasil Hutan yang terintegrasi dengan PBPH. 
Hak Pengclolaan, atau persctujuan pcngelolaan 
perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan hasil penelaahan kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal 
atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan 
pcrluasan opcrasional kcgiatan Pcngolahan Hasil Hutan 
atau penolakan. 
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Pasal 196 

Paragraf 3 
Perubahan atau Penggantian Nama, Pemindahtanganan, 
Penggabungan, Pindah Lokasi, dan Penambahan Gudang 

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 

Pasal 195 
(I) Tata cam permohonan, penilaian, dan pemberian 

pcrsetujuan Perluasan PBPHH scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku rnutatis mutaTUlis 

terhadap pennohonan, penilaia.n, dan pernberian 
persetujuan perluasan operasional kegiaian Pengolahan 
Hasil Hutan. 

(2) Tata cara pcnnohonan, pcnilaian dan pcmbcrian 
persetujuan perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku mutatis mutandis 
terhadap pennohonan, penilaian dan pemberian 
persetujuan perluasan PBPHH yang menjadi kewenangan 
gubemur. 

(3) Berdasarkan basil Lelaah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil lelaahan 

Lcknis kepada Mentcri melalui Sekretaris Jenderal. 

(4) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) Sekretaris Jenderal: 

a mclakukan tclaah hukum dan mcnyiapkan konsep 
keputusan mengenai persetujuan perluasan PBPHH 
apabila permohonan telah memenuhi seluruh 
persyaratan; atau 

b, menyiapkan konsep surat penolakan apabila tldak 
mcmcnuhi persyaratan. 

(5) Berdasarkan konsep keputusan dan konsep surat 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri 
menerbilkan persetujuan perluasan PBPHH atau surat 
penolakan. 
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Pasal 197 
(I) Penurunan Kapasnas lzin Produksi PBPHH dilakukan 

melalui permohonan atau penet.apan dari pernberi 

Paragraf 4 

Penurunan Kapasitas Produksi Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hulan 

c. penggabungan; 
d. pindah lokasi pabrik; dan/atau 
e. penambahan gudang Kayu Olahan. 

perusahaan narna a. perubahan/penggantian 
pemegang PBPHH; 

b. pengalihan kepemilikan PBPHH; 

(I) Perubahan (addendum) PBPHH yang diakibatkan oleh 
perubaharr/penggantian nama perusahaan pemegang 
PBPHH, pcngalihan kepcmilikan PBPHH, penggabungan, 
pindah Iokasi pabrik, dan/atau penambahan gudang 
Kayu Olahan dilakukan melalui rnekanisme perubahan 
(addendum) PBPHH. 

(2) Persyaratan perubahan (addendum) PBPHH sebagaimana 
dimaksud pada ayai (II berupa dokumen: 
a salinan PBPHH; 
b, akta pendirian perusahaan berikut perubahannya; 

c. pcrsctujuan lingkungan hidup bcrikut dokumcn 
lingkungan h.idup; 

d. akta jual beli atau akta hibah, untuk perubahan 
(addendum) PBPHH yang disebabkan oleh 
pengalihan kepemilikan PBPHH; dan/atau 

c. akta pcnggabungan, untuk pcrubahan (addendum) 
PBPHH yang disebabkan oleh penggabungan. 

(3) Tata cara permohonan, penilaian, dan pemberian 
pcrsctujuan Perluasan PBPHH scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara muJatis 

mutmidis terhadap permohonan, penilaian dan 
pemberian/penerbitan addendum PBPHH atau POKPHH 
yang disebabkan oleh: 
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P8PHH atau pemberi POKPHH sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Pcrmohonan Pcnurunan Kapasitas lzin Produksi PBPHH 
diajukan oleh pemegang PBPHH kepada Menteri atau 
gubemur sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi: 
a surat pernyataan bermeterai pemegang PBPHH yang 

berisikan alasan penurunan kapasitas izin: dan 
b. salinan keputusan PBPHH. 

(3) Pcrmohonan penurunan Kapasitas lzin Produksi pada 
PO KPH H disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan 
mclampirkan pcrubahan rcncana opcrusional kcgiatan 
Pengolahan Hasil Hutan, 

(4) Berdasarkan permohonan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) Direktur Jenderal melakukan penelaahan 
kelayakan teknis atas perubahan rencana operasional 
kcgiatan Pcngolahan Hasil Hutan. 

(5) Berdasarkan hasil penelaahan kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) Direktur Jenderal 
atas nama Menleri mcmberikan persctujuan atau 
penolakan. 

(6) Tata cara permohonan, penilaian, dan pernberian 
Persetujuan Perluasan PBPHH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara muiatis 
mutandis tcrhadap pcrmohonan, penilaian, dan 
penerbitan/penetapan penurunan Kapasitas lzin 
Produksi PBPIIII atau POKPHH. 

(7) Berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, 
Memeri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya 
dapat menetapkan penurunan Kapasitas lzin Produksi 
PBPHH. 

(8) Dalam hal penurunan Kapasitas Izin Produksi 
mengakibatkan perubahan skala usaha Pengolahan Hasil 
Hutan dari skala usaha besar menjadi skala usaha 
menengah atau skala usaha kecil maka Menteri atau 
Direktur Jenderal atas nama Menteri, rnenerbitkan 
keputusan penurunan Kapasitas Izin Produksi. 
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Pasal 199 
(I) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH, dapat 

melakukan Perubahan Komposisi Ragam Produk setelah 
memperoleh persetujuan. 

(2) Perubahan Komposisi Ragam Produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan sepanjang tidak 
mcnambah kebutuhan bahan balm dan total Kapasitas 
Jzin Produksi. 

(3) Pennohonan persetujuan Peru bah an Komposisi Ragarn 
Produk sebagaJmana dimaksud pada ayat ( I) 
disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur, 
dcngan dilcngkapi: 
a. salinan kepurusan PBPHH; dan 
b. surat pemyataan pemegang PBPH H yang 

menyatakan bahwa Perubahan Kompcsisi Ragam 
Produk yang dilakukan tidak menambah kebutuhan 
bahan baku dan Kapasitas lzin Produksi, 

(4) Dalam haJ pennohonan persetujuan Perubahan 
Kompcsisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diserujui, Direktur Jenderal atas narna Menteri 
atau gubemur sesuai dengan kewenangannya 
menerbitkan surat persetujuan Perubahan Komposisi 
Ragam Produk yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan keputusan PBPHH atau POKPHH. 

Paragraf 5 
Pcrubahan Komposisi Ragam Produk 

Pasal 198 
Tata cara permohonan, pcnilaJan dan pcmberian Penurunan 
Kapasitas lzin Produksi PBPHH yang menjadi kewenangan 
gubemur ditetapkan gubernur. 

(9) Berdasarkan keputusan penurunan Kapasitas lzin 
Produksi sebagaJmana dimaksud pada ayar (8), gubemur 
mencrbitkan PBPHH pengganu, 
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Pasal 200 
(I) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHli dapat 

melakukan Perubahan Penggunaan Mesin Utama 

Produksi, setelah memperoleh persetujuan. 
(2) Mcsin Utama Produksi sebagairnana dimaksud pada 

ayat (11 berupa mesin produksi yang berpengaruh 

langsung terhadap kapasitas produksi. 

(3) Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan 

sepanjang tidak menambah kebutuhan bahan baku dan 

total Kapasitas lz:in Produksi. 

(4) Permohonan Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin 

Utama Produksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur, 
dengan dilengkapi: 

a salinan keputusan PBPHH atau persetujuan 
POKPHH; 

b. surat pemyataan pcmcgang PBPHH at:au pemegang 

POKPHH yang menyatakan bahwa Perubahan 

Penggunaan Mesin Utama Produksi yang dilakukan 

tidak menambah kebutuhan bahan baku dan 

Kapasitas lz:in Produksi; 

c. daftar perubahan Mesin Utama Produksi berikut 

spcsifikasinya; 

Paragraf6 

Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi 

(5) Dalam hal penuohonan persetujuan Perubahan 

Komposisi Ragam Produk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidal< disetujui/ditolak, Direktur Jenderal atas 

nama Menteri atau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya menerbltkan surat penolakan yang 

berisi penjelasan tidak dapat melakukan Pcrubahan 

Komposisi Ragan, Produk. 
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Pasal 201 
(1) Perubahan data dan informasi PBPHH atau POKPHH 

berupa perubahan: 
a Penanggung .Jawab aiau Direksi; 
b. Pemegang Saham atau Status Penanaman Modal; 
c, NPWP; 

d. sumber dan penggunaan bahan baku; 
e. Perubahan Pengembangan Usaha dan/atau 

Kegiatan; dan/atau 
f. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH. 

Paragraf 7 

Pcrubahan data dan informasi Pcrizinan Bcrusaha 
Pengolahan Hasil Hutan 

d. berita acara pembongkaran atau berita acara 

kerusakan permanen mesin yang diganti, untuk 
pcnggantian Mesin Utama Produksi; danyaiau 

e, Surat pernyataan perubahan nilai investasi, untuk 
penambahan, atau penggantian Mesin Utama 
Produksi mengakibalkan terjadi perubahan nilai 
investasi. 

(5) Berdasarkan pennohonan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) Direktur Jenderal melakukan penelaahan teknis, 

(6) natam hal hasil telaah teknis permohonan sebagalmana 
dimaksud pada ayat (5) dapat disctujui, Dircktur 
Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai 
dengan kewenangannya menerbitkan surat persetujuan 
Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
kcputusan PBPHH atau persetujuan POKPHH. 

(7) Dalam hal berdasarkan basil telaah teknis pennohonan 
tidak dapat disetujui atau ditolak, Direktur Jenderal atas 
nama Menteri atau gubemur scsuai dengan 
kewenangannya, menerbitkan surat penolakan. 
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Pasal 203 
(I) Pcmegang Persetuiuan Perluasan PBPHH atau POKPHH 

wajib merealisasikan perluasan Pengolahan Hasil Hutan 

Pasal 202 
(I) Pcmegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib 

merealisasikan pembangunan pabrik dan operasional 
Pcngolahan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH diterbitkan. 

(2) Realisasi kemajuan pembangunan pabrik dan 
operasional Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan 
kepada Menteri atau gubemur sesuai dengan 
kewcnangannya .. 

Bagian Keenam 
Realisasi Pembangunan Pcrizinan Berusaha Pengolahan Hasil 

Hutan atau Perluasannya 

wajib melapor kepada Memeri atau gubernur dilengkapi 

dengan dokumen perubahan data/informasi. 

(2) Bcrdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 

gubemur sesual dengan kewenangannya, rnenerbitkan 

Surat Ketcrangan Pcrubahan Data dan lnformasi PBPHH 
atau POKPHH yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
lerpisahkan dengan keputusan PBPHJ·J atau persetujuan 
POKPHH. 

(3) Pcrubahan surnber dan penggunaan bahan baku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d berupa 
perubahan sumber bahan baku dari Hutan alarn menjadi 
non Hulan alam atau sebaliknya. 

(4) Dalam ha! terjadi perubahan data dan informasi yang 
disebabkan Pcrubahan Komposisi Ragan, Produk, 
penggunaan Mesin Utama Produksi, maupun perubahan 
data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
pemegang PBPHH harus memperbaharui data dan 
informasi pada sistem elektronik yang terintegrasi. 
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Pasal 204 

(I) Untuk usaha atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 
yang dilakukan oleh pemegang lzin usaha industri 
lanjutan baik yang terpadu rnaupun yang berdiri scndiri, 
dilakukan penyesuaian legalitas/ perizinan menjadi 
PBPHH melalui mekanisme Pendaftaran Ulang PBPHH 
atau Pendaftaran Ulang POKPHH. 

(2) Pendaftaran Ulang PBPHH atau POKPHH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan mclalui pennohonan 
oleb Pelaku Usaha 

(3) Pennohonan Pendaftaran Ulang PBPHH atau POKPHII 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada 
Meoteri atau gubernur sesuai kewenangannya dilengkapi 
dengan: 
a salinan keputusan legalitas/perizinan; dan 
b. perserujuan pengelotaan lingkungan hidup berikut 

Dokumen Lingkungan Hidup scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(4) Pennohonan diajukan kepada Menteri atau gubernur 
sesuai kewenangannya, 

(5) Berdasarkan pennohonan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) Direktur .Jenderal atau gubemur sesuai dcngan 
kewenangannya melakukan veriftkasi dan penelaahan 

Bagian Ketujuh 
Pcndaftaran Ulang Pcrizinan Berusaha Pcngolahan Hasil 

Hu tan 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
keputusan pemberian persetuiuan Perluasan PDPHH 
atau POKPHH diterbitkan. 

(2) Realisasi kemajuan pembangunan Perluasan PDPHH 
atau POKPHH dalam PBPH, llak Pengelolaan atau 
persetujuan pengelolaan perhu lanan sostal sebagairnana 
dimaksud pada ayat (I) ditaporkan setiap 3 (tiga) bu Ian 
kcpada "-1cnlcri atau gubcrnur scsuai dcngan 
kewenangannya, 
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Pasal 205 
(I) Masa bcrlaku PBPHH aiau POKPHH dinyatakan berakhir 

dalam hat: 
a. dikembalikan oleh pemegang PBPI 111 kepada 

pemberi iztn sesuai kewenangannya; 

b. dibatalkan oleh pemberi izin apabila dalam kurun 
waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH diterbitkan tidak 
mcrcalisasikan pcmbangunan pabrik dan/atau 
tidak melakukan kegiatan Pengolahan Hasil 
Hutan; atau 

c. dicabut oleh pemberi izin sebagai aklbat dari 
pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran 
terhadap kctcntuan peraturan perundang-undangan 
dan/atau apabila dalam kurun waktu paling sedikit 
3 (tiga) tahun berturut-turut tidak beroperasi 
dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan 
prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hu tan. 

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c 
merupakan sarana mama kegiatan Pengolahan Hasil 
Hutan berupa Mesin Utama Produksi. 

(3) Prasarana scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf c 
merupakan prasarana mama kegiatan Pengolaban Hasil 
Hutan berupa bangunan pabrik. 

Bagian Dclapan 
Masa Bcrlaku Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hu tan 

administrasi dan teknis, 
(6) Dalam hal diperlukan, Direkrur Jenderal atau gubemur, 

dapat melakukan verifikasi lapangan. 
(7) Tata cara permohonan, penilaian, da.n pembertan 

Persetujua.n Perluasan PBPIIH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 dan Pasal 194 berlaku secara mutatis 
muta,,&s terhadap permohonan, penilaian, da.n 
penerbitan Keputusan Perserujuan Daftar Ulang PBPHH 
atau POKPHH. 
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Pasal 207 
(t) Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib 

menggunakan bahan baku dari surnber yang sah 
dan/atau lcstari, 

(2) Sumber bahan balm yang sah dan/atau lestari 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) untuk Pengolahan 
Hasil Hutan Kayu dapat berasal dari: 
a PBPH pada Hucan Produksi; 
b. perhutanan sosial; 
c. Hak Pengelolaan; 
d. Hulan Hak; 
e. perkebunan; 
f. impor; dan 
g. sumbcr sah lainnya. 

(3) Sumber bahan baku yang sah dan/atau lcstari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengolahan 
HHBK dapat berasal dari: 
a PBPH pada Hucan Produksi; 

Bagian Kesembilan 
Sumber Bahan Baku, Rencana Kerja Operasional Pengolahan 

Hasil Hutan dan Angka Rendemen 
Paragraf I 

Sumber Bahan Baku 

Pasal 206 
(I) POKPIIII yang teriruegrasi dengan Pl'll'J I, I lak 

Pcngelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan 
sosial, berlaku selama jangka waktu PBPH, Hak 
Pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan 

sosial bcrlaku. 
(2) Dalam hal PBPH telah berakhir atau dicabut maka 

POKPl·II J yang terintegrasi dengan PBPH bata.l demi 
hukum, dan Direktur Jenderal atas nama Menteri 
mencabut POKPHH. 
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Pasal 208 

(I) Setiap Pemegang PBPHH skala usaha menengah dan 
skala usaha besar wajib menyusun RKOPHH setiap 

Paragraf 2 
Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan 

(4) Kegiatan Pengolahan Hasil Hulan selain menggunakan 
bahan baku bcrupa Kayu Bulat scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat menggunakan bahan baku setengah 
jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal 
dari sumber yang san, 

(5) Pemegang PBPHH, untuk memenuhi kebutuhan bahan 
bal<unya dapat mengembangkan Hulan Hak atau 
melal<sanal<an kerja sama dengan pemegang Hu tan Hak. 

(6) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan 
secara terintegrasi dalam I (satu) PBPI I, I lak Pengelolaan 
atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, bahan 
baku yang digunakan bersurnber dari hasil produksi 
kegiatan pemanfaatan Hulan atau kegiatan pengelolaan 
perhutanan sosial yang bersangkutan. 

(7) Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan 
baku, dapat mengolah bahan baku basil produksi dari 
PBPH atau Hak Pengelolaan atau persetujuan 
pengelolaan perbutanan sosial lain di sekitarnya. 

(8) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
merupakan bahan baku yang legal dan tetah dilakukan 
PUHH serta pcmcnuhan kewajiban PSDH dan/atau DR 
scsuai dengan kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

b. PBPH pada Hutan Lindung; 
c. perhutanan sosial; 
d. Hal< Pengelolaan. 
e. Hulan Hal<; 
r. perkebunan; dan 
g. sumber sah lainnya 
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Pasal 209 

a. rencana produksi; 
b. rencana kebutuhan bahan baku; 

c. rencana pemenuhan bahan baku; 

d. rencana penggunaan bahan baku; 
e. rencana pemanfaatan produk hasil olahan; dan 

f. data pokok pemegang PBPHH. 

(4) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a didasarkan atas Kapasitas lzin Produksi dan 
ragam produ k. 

(5) Rencana kebutuhan bahan baku sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) huruf b didasarkan pada rcncana produksi 
dan angka rendemen Pengolahan Hasil Hutan. 

(6) Rencana pemenuhan bahan baku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c harus berasal dari 

sumber yang sah dan dilengkapi dengan dokumen 
pendukung yang dipersyaratkan. 

(7) Rcncana penggunaan bahan baku sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d sesuai dengan 
ketersediaan bahan baku pada rencana pemenuhan 
bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayai (6). 

(8) Rencana pemanfaatan produk hasil olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada rencana 
produksi dan/atau persediaan akhir produksi per 
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, 

(9) Data pokok PBPHH sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 

huruf f sesuai kondisi terakhir pada bulan Desernber 
tahun sebclumnya. 

(10) Kewajiban menyusun RKOPHH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) berlaku untuk Pemegang POKPHH. 

tanun mclalui Sistem lnformasi Rencana Pemenuhan 

Bahan Baku Pengolahan Hasil Hulan. 

(2) Sctiap Pemegang PBPHH skala usaha kecil wajib 

menyusun RKOPHH setiap tahun melalui Sistem 

lnformasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan 

llasil llutan atau manual. 

(3) RKOPHH sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] memuat 

antara lain: 
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(I) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam 
penyusunan RKOPH H wajib dipcnuhi olch pcmcgang 
PBPHH alau pemegang POKPHH. 

(2) Penyusunan RKOPIIII dilengkapi: 
a. kontrak pengadaan bahan baku antara pernegang 

PBBHH dengan pemilik/kuasa sumber bahan baku; 
b, salinan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau 

Laporan Mulasi Kayu Bulal Kccil (LMKBK) bulan 
Desernber tahun sebelurnnya apabila menggunakan 
bahan baku hasil tebangan tahun sebelumnya; dan 

c. salinan SK RKTPH/pemanfaalan kayu kegiatan non 
kehutanan atau dokumen rencana penebangan 
tahun bcrjalan apabila menggunakan bahan baku 

dari tebangan tahun berjalan. 
(3) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan 

baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya telah 

ditetapkan menggunakan Nota Angkutan, tidak perlu 
dilarnpiri kontrak pasokan bahan baku dan cukup 
mencantumkan nama kabupaien dan/atau nama 
pemilik Hutan Hak dan provinsi asal sumber bahan 

baku. 

(4) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan 

baku dari Hutan Hak yang pengangkutannya ditetapkan 

menggunakan SKSHH, dilengkapi dengan rencana 

penebangan dan mencantumkan pemegang akses 
SIPUHH dan provinsi asal sumber bahan baku. 

(5) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan 

baku bcrasal dari perusahaan pcrkebunan dilcngkapi 

dengan kontrak pemenuhan bahan baku dan 
mencantumkan nama perusahaan perkebunan dan 

provinsi asal sumber bah an baku. 

(6) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan 

baku bemsal dari impor dilengkapi dengan dokumen 
perseruiuan impor mencantumkan na.ma eksportir dan 

negara asal sumber bahan baku. 
(7) Penyusunan RKOPHH yang menggunakan sumber bahan 

baku berasal dari sumber sah lainnya dilengkapi dengan 

dokumen kepernilikan hasil Hutan atau kepernilikan 
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Pasal 211 

(1) Pemegang PBPHli atau pemegang POKPHH wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realtsasi 

kinerja melalui Sistem Jnformasi Rencana Pemenuhan 

Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan meliputi: 

a. realisasi pcmcnuhan bahan baku; 

Pasal 210 
(1) RKOPHH disampaikan secara elektronik kepada peiabat 

yang berwenang melalui Sistem lnformasi Rencana 

Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan l Iasil I Iutan paling 
larnbat telah diterima tanggal 31 .Januari tahun berjalan. 

(2) Pejabat yang bcrwcnang scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( I): 
a. gubemur atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha 

Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil dan skala 
usaha menengah; aiau 

b, Menteri atau pejabat yang ditunjuk uruuk usaha 
Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar. 

(3) Dalam hal Sistem lnformasi Rencana Pemenuhan Bahan 

Baku Pengolahan Hasil Hutan mengalami gangguan 

operasional, penyampaian RKOPHH dilakukan secara 
manual kcpada pcjabat yang bcrwcnang scbagaimana 

dimaksud pada ayat (21. 
(4) Dalam hal Sistern lnformasi Rencana Pemenuhan Bahan 

Baku Pengolahan Hasil Hutan sudah tidak mengalami 

gangguan aiau telah berfungsi kembali maka RKOPHH 

yang telah disampaikan secara manual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (31 dilakukan penyampaian datanya 

secara elektronik oleh pemegang PBPH H atau pemegang 

POKPHH. 

(SJ Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian 

datanya sccara clcktronik olch pcmcgang PBPHH atau 

pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

maka pemegang PBPHH dinyatakan tidal< menyusun dan 

menyampaikan RKOPHH. 

penampungan hasil Hu tan yang sah, 
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b. Direktur Jenderal alas nama Menteri, untuk usaha 
Pcngolahan Hasil Hutan skala usaha bcsar. 

(3) Dalam hal Sistem lnfonnasi Rencana Pemenuhan Bahan 
Baku Pengolahan Hasil Hutan mengalami gangguan 
operasional, pcnyampaian laporan realisasi kinerja 
dilakukan secara manual kepada pejabat yru1g 
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam hal Sistem lnfonnasi Rencana Pemenuhan Bahan 
Baku Pengolahan Hasil Hulan sudah tidak mengalami 
gangguan atau telah berfungsi kembali maka laporan 
realisasi kinerja yang telah disampaikan secara manual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dilakukan 
pcnyampaian datanya secara clcktronik olch pcmcgang 
PBPHH atau pemegang POKPHH. 

(5) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian 
datanya secara elektronik oleh pcmegang PBPHH atau 
pemegang POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (41 

maka pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan 
realisasi kinerja. 

(6) Untuk penyampaian RKOPHH secara clektronik dan 
laporan realisasi kinerja pemegang PBPHH atau 
pemegang POKPHH harus memiliki hak akses Sistem 
Infonnasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan 

b. realisasi penggunaan bahan balm; 

c. realisasi pcrolchan produk Pcngolahan Hasil Hutan; 

d. realisasi pemanfaatan produk hasil Pengolahan 

Hasil Hutan; dan 

c. realisasi pcrolehan dan pcmanfaatan Iimbah 

Pengolahan Hasil Hutan. 

(2) Laporan bulanan rcalisasi kincrja scbagairnana 
dimaksud pada ayat (11 disampaikan secara elektronik 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
kc pad a: 
a. gubernur, untuk usaha Pengolahan Hasil Hutan 

skala usaha kecil dan skala usaha menengah; atau 
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PasaJ 212 
(I) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib 

melakukan perubahan RKOPHH apabila ierdapar 

(101 Berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (91 huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri 

menerbitkan hak akses Sistern lnformasi Renca.na 

Pemenuhan Bahan Balru Pengolahan Hasil Huta.n 

kepada pemegang PBPHH. 

(I IJ Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (91 dan 

ayat (10) disarnpaikan kepada pemegang PBPHH atau 

pcmegang POKPHH mclalui alamat surat clektronik, 

Hasil Hutan. 

(7) llak akses Sistem lnfcrmasi Rencana J>emenuhan Bahan 

Baku Pengolahan Hasil Hutan sebagahnana dlmaksud 

pada ayat (6) rnerupakan akses bagi pemegang PBPI 111 

atau pcmegang POKPHH untuk dapat 
mcngoperaslonalkan Si stem tnformasi Rcncana 

Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hulan yang 

dipcroleh melalui permohonan. 

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 
disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama 

Menteri atau gubemur sesuai dengan kewenanganya 

dilengkapi dokumen PBPH H atau POKPI I H dan alamat 

surat elektronik (email). 

(9) Berdasarkan permohonan hak akses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (81: 

a Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan 

hak akses Sistem Jnfonnasi Rencana Pemenuban 
Bahan Baku Pengolahan Hasil Hulan kepada 

pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 

berdasarkan basil verifikasi alas perrnohonan dari 

pemegang PBPHH Skala besar atau POKPHH; da.n 

b. gubemur melakukan verifikasi permohonan untuk 

PBPHH skala usaha kecil dan skala usaha 

menengah dan menyarnpaikan daftar usutan kepada 

Direktur Jendcral atas nama Menteri. 
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ketidaksesuaian rencana kegiatan operasional dengan 

realisasi kinerja. 
(2) Pcrubahan RKOPHH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan: 
a. perubahan rencana pemenuhan bahan baku 

dan/atau volume bahan baku menu rut sumber atau 
asal usul bahan baku; 

b. peru bahan rencana penggu naan bahan baku dan 
produksi sesuai Kapasitas lzin Produksi; 

c. perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan 
bahan bairn scrta produksi akibat pcrubahan 
Kapasitas Izin Produksi; 

d. penambahan rencana pemenuhan dan penggunaan 
bahan baku serta produksi dengan toleransi sampai 
dcngan 30% (tiga puluh pcrscn) dari Kapasilas Izin 
Produksi; 

e. perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan 
bahan baku karena ada penggunaan lain bahan 
baku selain untuk proses produksi; dan/atau 

f. perubahan rencana pemenuhan untuk cadangan 
bahan baku tahun berikutnya. 

(3) Bahan baku yang digunakan dalam perubahan rencana 
pemenuhan bahan baku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f 
harus bcrasal dari sumbcr yang sah dan dilengkapi 
dengan dokumcn pcndukung yang dipersyaratkan. 

(4) Pcrubahan rencana pcmenuhan bahan baku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan 
dengan ketenruan pemenuhan bahan baku yang 
direncanakan maksimal sebesar 30% (uga puluh persen] 
dari Kapasitas Izin Produksi dan didasarkan alas angka 
rendemen Pengolahan Hasil Hutan yang telah 
ditetapkan. 

(5) Perubahan rencana pemenuhan dan penggunaan bahan 
baku scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dilakukan olch pcmegang PBPHH atau pcmegang 
POKPHH dengan dilengkapi surat permohonan kepada 
Direktur Jenderal atas nama Menteri dilampiri kronologis 
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Pasal 213 

(I) Angka rendemen Kayu Olahan dan turunannya 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(2) Penetapan angka rendemen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) didasarkan pada hasil survei berkala dan hasil 
kajian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan 
melibatkan tenaga ahli dari lcmbaga penclitian yang 
membidangi pengolahan hasil hutan, 

(3) Anglea rendemen Kayu Olahan dan turunannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) menjadi pedoman 
bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH dalam 

Paragraf 3 

Angka Rcndemen 

penggunaan lain bahan baku didasarkan alas laporan 

realisasi penggunaan bahan baku yang sudah 

disampaikan. 
(7) Peru bahan rcncana pcmcnuhan cadangan bahan baku 

tabun berikutnya sebagaimana dlmaksud pada ayar (2) 

hurur r dilakukan oleh pemegang PBPHH dengan 
dilampiri surat pembcritahuan kebutuhan cadangan 
persediaan bahan bairn awal tahun. 

(8) Penyampaian RKOPHH atau perubahan RKOPHH atau 
laporan bulanan realisasi kinerja secara elektronik 
dibuktikan dengan tanda terima penyampaian yang 
diterbilkan secara elektronik dan diakses melalui sistem 
rencana pemenuhan bahan baku Pengolahan Hasil 
Hu tan. 

(9) RKOPHH atau perubahan RKOPHH atau laporan 
bulanan realisasi kinerja dijadikan dasar pcngcndalian 
dan pengawasan PBPHH atau POKPHH sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

bahan baku 
(2) huruf e 

(6) Perubahan rencana pemenuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

dan perhitungan prediksi produksi sampai dengan akhir 
tahun. 
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P.dsal 214 
( I) Permohonan persetujuan perubahan angka rendemen 

disampaikan kepada Direktur Jenderal atas nama 
Menteri atau gubemur sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 wajib 
dilcngkapi: 
a. surat pennohonan yang ditandatangani oleh 

Direktur atau penanggung jawab pemegang PBPH Ii 
atau pemegang P01'1'HH; 

b, Kapasitas Jzin Produksi per tahun; 
c. daftar mesin produksi [jenis rnesin, spesifikasi 

teknis, tahun pembuatan, kapasitas produksi/jam, 
frekuensi slujt/hari, wakru hari kerja efektif/bulan); 

d. tahapan proses mulai dari pernanfaatan bahan baku 
sampai mcnjadi produk akhir; 

e. jenis dan ukuran rata-rata yang menjadi sumber 
bahan baku; 

f. jenis dan ukuran produk akhir; 

Paragraf 4 

Tata Cara Pcrmohonan Persetujuan Peru bah an Angka 
Rendemen 

menyusun RKOPHH setiap tahun. 

(4) Dalam hal RKOPHH disusun tidak mencantumkan angka 

rcndemen sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan 

ayat (2) pemegang P8PHH atau pemegang POKPHH 

dianggap tidak menyusun dan menyampaikan RKOPIIH 

dan dapat dikcnakan Sanksi Administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) DaJam ha) pencapaian angka rendemen Kayu Olahan di 

atas/di bawah angka rcndemen Kayu Olahan 
berdasarkan sumber bahan baku yang dltetapkan, 
pcrncgang PBPHH atau pcmcgang POKPHH dapat 
mengajukan pennohonan persetuiuan perubahan angka 
rendemen. 
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Pasal 216 
(I) Berdasarka.n Risala.h Penelaahan dan/atau berna acara 

verifikasi la.pangan seba.ga.ima.na. dimaksud dalam 
Pasal 215 ayat (21 da.n ayat (41 tim menyusun 
rekomendasi perseruiuan atau penola.ka.n peruba.ha.n 
a.ngka rendemen, da.n disampaikan kepa.da Direktur 

Pasal 215 
( I J Dalam rangka proses penyelesaian persetujuan angka 

rendemen, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 
gubemur sesuai dengan kewenangannya, menugaskan 

rim yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga penelitian 
yang membidangi Pengolahan Hasil Hu tan. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 rnclaksanakan 
penelaahan administrasi melalui SJ-RPBBPHH dan 
dokumen pendukung lainnya paling lama 3 (uga] hart 

kerja dan dituangkan dalam risalah penelaahan. 
(31 Dalam melal<Ukan penelaahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 tim dapat melakukan verifikasi tapangan 

dan pengambila.n sampel untuk penghitunga.n a.ngka 
rendernen sesua.i dengan ketentuan peraturan 
perundang-unda.nga.n. 

(4) Hasil verifikasi lapangan sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (3) dituangkan dalam bcrita acara. 

Paragraf 5 
Tata cara Penelaahan dan Verilikasi Lapangan 

g. data pemenuhan Kayu Bulat, pernanfaatan Kayu 
Bulat, serta produksi hasil llul.an rnenurut ragarn 

produk selama 3 (uga] tahun terakhir; dan 
h. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangan i 

Oirektur atau penanggung jawab pemegang PBPH 11 

atau pemegang POKPHH bahwa bahan baku berasal 
dari sumber yang san. 
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(21 Untuk kredibilitas Penjaminan Legaluas Hasil Hutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

SVLK. 

(31 Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan Huta.n Iestari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
pad a pemegang PBPH, a tau pemegang Hak Pengelolaan. 

(41 Pelaksa.naan verifikasl legalitas hasil Hulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (11 huruf b dilakukan pada 
pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pernegang 

persetujuan Pema.nfaatan Kayu Kegiatan Non 
Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan 
hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan 
Bcrusaha untuk kegiatan usaha industri, atau cksportir. 

(5) Penerbitan deklarasi basil Hutan secara mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 

oleh: 

Pasal 217 

(JJ Penjaminan Legalitas Hasil Hutan rneliputi: 

a. penilaian kincrja pengelolaan Hulan Iestari; 
b. verifikasi Iegalitas hasil Hu tan; dan 
c. deklarasi hasil Hutan secara rnandiri. 

BABVI 

PENJAMINAN LEOALITAS HASIL HUTAN 

Bagian Kesaiu 
Un1u111 

Jenderal atas nama Menteri atau gubemur sesuai 
dengan kewenangannya. 

(21 Bcrdasarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan 

perubahan angka rendemen sebagairnana dirnaksud 

pada ayal ( II Dircktur Jenderal alas nama Menteri atau 
gubernur sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan 
surat kcpada pcmcgang PBPHH pcmcgang POKPHH yang 
berisi persetuiuan atau penolakan permononan 
peru bah an angka rendemen. 
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(4) Pelaksanaan penilaian kinerja pengelotaan Hutan testari 
dan verifikasi legaluas Hasil Hulan sebagaimana 

Pasal 219 

(I) l,PVI dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan 
Hutan lestari dan verifikasi Iegalitas hasil Hutan 
menggunakan standar dan pedoman. 

(2) Dalam hal Audiiee terirnegrasi maka penilaian kinerja 
pengelolaan Hutan lestari atau verifikasi legalitas hasil 
Hutan menggunakan standar dan pedoman yang scsuai 
dengan ruang lingkup Auditee. 

(3) Hasil penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari atau 
verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayar (2) berupa S-PHI, atau S-LegaJitas. 

PasaJ 218 
(1) Penilaian kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi 

legalitas hasil Hulan scbagaimana dimaksud clalam 
PasaJ 217 ayar (1) huruf a dan hurur b dilakukan oleh 
1,PVI terakredhasi yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Penerbitan deklarasi scbagaimana dirnaksud dalarn 
PasaJ 217 ayat (I) huruf c diterbilkan secara mandiri 
oleh pemilik/penampung/pengolah hasil Hulan atau 
importir. 

Bagian Kedua 
Penilaian, Verifikasi, dan Deklarasi 

Paragraf l 
Lembaga, Standar, dan Pedoman 

a. pemilik Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasaJ 
dari llutan llak; 

b. penampung atau pcngolah Hasil Hutan Kayu 
budidaya yang berasaJ dari Hak Pengelolaan; 

c, pemilik atau pengolah IHIBK di luar Perizinan 
Bcrusaha; atau 

d. imponir. 
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Pasal 222 
(1) Masa berlaku S-Legalitas bagi pemegang persetujuan 

Pasal 221 
(1) Masa berlaku S-PHL bagi pernegang PBPH dan pernegang 

Hak Pengelolaan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak 
diterbitkan, 

(2) Dalam hal pemegang PBPH dan pernegang Hak 
Pengelolaan yang belum rnerniliki S-PHL scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) harus merniliki S-Legalitas. 

(3) S-Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 
untuk I (satu) periode selama 3 (tiga) tahun. 

Pasal 220 
(1) llasil penilaian kinerja pengetolaan Hutan lestari 

scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 219 ayat ( 1) 
mcrupakan dasar pcncrbitan S·PHL. 

(2) Hasil verifikasi legalitas hasil Hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) rncrupakan dasar 
penerbitan S-Legalitas. 

Paragraf 2 
Penerbitan Sertifikat dan Penilikan 

dimaksud pada ayat (11 dapat berupa audit jarak jauh 
(remote audi~. 

(5) Audit jarnk jauh (remote audi~ scbagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh LPVI dengan 

persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki pengalaman audit lapangan; 
b. memiliki prosedur audit Jarak jauh berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan Kernenterian; 
c, melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan 

prinsip lcredibilitas $VLK; dan 
d. membuat pakta inlcgritas. 

(6) Pencrbitan deklarasi olch pcmilik/pcnampungypcngolah 
hasil Hutan atau importir berdasarkan standar dan 

pcdoman. 
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Pasal 223 
(I) Pemegang S-PHL dan S-Legalitas dalam periode masa 

berlaku sertilikal dilakukan Penilikan. 
(2) Kegiatan Penilikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilakukan oleh LPVI yang melakukan penilaian 
kinerja pengelolaan Hutan lestari dan verifikasi legalitas 
Hasil Hutan. 

(3) Periode masa Penilikan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (II paling cepat: 
a 24 (dua putuh empat) bulan sekali, terhadap 

pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan 
yang mcmiliki S-PHL dcngan prcdikat baik; 

b. 18 (delapan belas) bulan sekali, terhadap pemegang 
PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki 
S· PH L dengan predikat sedang; 

c. 12 (dua belas) bulan sekali, terhadap pemegang 
PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki 
s-tegamas; 

d. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap 
pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan 
sosial; 

e. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap pemegang 
PBPHH dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan 
usaha lndustri yang bahan bakunya menggunakan 

pengelolaan perhutanan sosial, pemilik kayu yang 
tumbuh alami dari Hutan Hak, tempat penarnpungan 
hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan usaha lndustri, atau eksportir 
berlaku selama 6 (enam) tahun. 

(2) Masa berlaku S·l,egalitas bagi pemilik kayu budidaya 
Hulan Hak atau HHBK di luar Perizinan Berusaha masa 
bcrlaku S-Lcgalitas sclarna 9 [scmbilan] tahun. 

(3) Dalam ha! veriftkasi legalitas terhadap pemegang 
Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 
Kehutanan, masa berlaku S·Legalitas setama I [satu] 
tahun. 
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Pasal 225 

Pasal 224 
(1) Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Supplier's 

Declarotion of Cc1ifonnity/SD0C) sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 217 ayat (5) dilakukan melalui penerbitan 
pemyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pernasok 

berdasarkan bukti pcrncnuhan atas persyaratan. 
(2) Dalam hal kayu basil budidaya dan HHBK termasuk 

dalam dafiar Convention on International Trade in 

Endangered Species, tidak dapat diterbitkan deklarasi 
hasil Hutan secara mandiri. 

Paragraf 3 
Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri 

g. 12 (dua belas) bu Ian sekali terhadap TPT-KB; 
h. 24 (dua puluh empat] bulan sekali terhadap 

Pengumpul terdaftar untuk produk HHBK; 
i. 12 (dua bclas) bulan sckali tcrhadap pcmilik kayu 

yang tumbuh alami dari Hutan Hal<; 
j. 36 (tiga puluh enam) bulan sekali terhadap pemilik 

kayu hasil budidaya Hutan Hak; 
k. 6 (enam] bulan sekali terhadap pemegang 

persetujuan Pemanfaatan Kayu Kcgiatan Non 
Kehutanan; aiau 

I. 12 (dua belas) bulan sekali terhadap eksporur. 
(4) Hasil Pcnilikan sebagai kepastian keberlanjutan S-PHL 

atau S-Legalitas. 

kayu yang tumbuh alami dari Hulan Hal< atau kayu 

budidaya yang termasuk dalam daftar Conve11Jio11 on 
huernational Trade in Endonge,red Species; 

r. 24 (dua puluh empat) bulan sekali, terhadap 
pemegang PBPIIH yang seluruh bahan bakunya 
menggunakan kayu budidaya atau imper; 
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Pasal 228 
(I) Akrcditasi LPVI dilakukan olch KAN. 
(2) Berdasarkan akreditasi dari KAN, pemohon mengajukan 

penetapan kepada Menteri sebagai l,PVI melalui SILK. 

Paragraf 5 
Akreditasi dan Penetapan 

Lembaga Penilai dan Verifikasl lndependen 

Pasal 227 

Deklarasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 
ayat (5) rnenjadi syarat penerbitan perserujuan impor sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 226 
(I) Setiap produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi 

prinsip legalitas. 
(2) Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan melalui uji kelayakan berdasarkan 
pennohonan. 

(3) Pcrmohonan uji kelayakan impor scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan melalui Sl l.K pada laman 

http:! I silkmenlhk.go.id. 
(4) Cakupan produk kehutanan yang dilakukan uji 

kclayakan diatur oleh mcnteri yang mcnyclcnggarakan 
urusan pemerintahan di bi dang perdagangan. 

(5) Hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi dasar penerbitan deklarasi impor. 

Paragraf 4 
Dcklarasi lmpor Produk Kchutanan 

(I) Pcnerima basil hutan yang disertai deklarasi hasil Hutan 

secara mandiri harus rnemastikan legalitas hasil llutan 
yang diterima, 

(2) Pcnerima hasil hutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) harus memfasilitasi penulik atau pengotah hasil 
hutan yang termasuk daJam katcgori usaha mikro, kccil, 
dan/atau menengah dalam perolehan S-Legalitas. 
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Pasal 230 
(I) LPVT menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja 

Pengclolaan Hutan Jcstari dan vcrifikasi lcgalitas Hasil 
Hu tan kepada Kememerian dan Audilee. 

(2) J.PVJ mempublikasikan resume dan S-PliL/$-1.egalitas di 
Jaman LPVI bersangkutan dan melalui SILK pada laman 
hTip/ I silk.metllhk.go.id. 

(3) Auditee dapat mengajukan keberatan atas keputusan 
basil audit kcpada LPVI. 

(4) Pemerintah, Pemantau Independen, dan/arau Auditee 
dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja 
LPVI. 

Par.igraf6 
Keberatan dan Keluhan 

Pasal 229 
LPVI dilarang menerbitkan S-PHL atau S-Legalitas yang tidak 
scsuai dcngan standar dan pedoman scbagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 219 ayai (I). 

(3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud 

pada ayal (!) dan pengajuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri 
menetapkan LPVI. 

(4) Berdasarkan peneiapan J.PVI sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (3) Direktur .Jenderal atas nama Mentcri 
menetapkan LPVI sebagai Lembaga Penerbit. 

(5) Direktur Jenderal melakukan kegiatan monitoring dan 
cvaluasi terhadap kegiatan dan/atau kinerja LPVI. 

(6) LPVI wajib menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja 
Pengclolaan Hutan lcstari dan vcrifikasi lcgalitas Hasil 
Hutan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (Liga] bulan, 
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Pasal 233 
(I) Pcncrbitan Dokumcn V-Lcgal atau Liscnsi FLEGT 

dilakukan oteh Lembaga Penerbit terhadap eksportir 
yang telah memili.ki S-PHL atau s-Legantas. 

(2) Dalam hal Lembaga Penerbil belum ditetapkan 
dan/atau ditetapkan kembali sebagai Penerbil 
Dokumcn V-Lcgal/Liscnsi FL,EOT rnaka layanan 
penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEOT untuk 
eksportir yang menjadi Audi1ee dapat dialihkan kepada 
Lembaga Penerbit lain yang telah dltetapkan, 

(3) Dalam hal Lembaga Penerbit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) telah ditetapkan dan/atau ditetapkan 
kembali sebagai Pcnerbit Dokumen V-Legal/Lisensi 
FLEGT, penerbitan Dokumen V-1.,egal/l..isensi FLEGT 
dapat dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dengan 

Pasal 232 
(I) Ekspor produk industri basil Hulan wajib menggunakan 

dokumcn Pcnjaminan Legaluas Hasil Hulan. 
(2) Dokumen Penjaminan Legalitas Hasi! Hutan berupa 

Hasil Hutan Kayu dan turunannya menggunakan 
Dokumen V-1.,cgal atau Lisensi FLEGT. 

(3) Dokumen Penjaminan tegaluas Hasil Hulan berupa 
HHBK sesuai dengan standar dan pedoman. 

(4) Tcrhadap kayu dan produk kayu hasil lelang barang 
bukti temuan atau barang bukti sitaan tidak dapat 
dibubuhkan Tanda SVL,K dan tidak dapat diterbitkan 
Dokumen V-1.,cgal atau Lisensi FLEGT. 

Pasal 23 I 
Au<litee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan 
Tanda SVL,K pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, 
dan/atau produk basil Hutan. 

Paragraf 7 
Tanda Sistem Vcrifikasi Legalitas dan Kelcstarian dan 

Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan 
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Pasal 235 
(I) Pengendahan dan pelayanan SVLK melalui SILK pada 

laman htlp:/ / silk.menlhk.go.id. 

Bagian Ketiga 
Sistcm lnformasi Pcnjaminan Lcgalitas Hasil Hutan 

Paragraf l 
Pengendalian dan Pelayanan 

Sistcm lnformasi Legalitas dan Kelestarian 

Pasal 234 
Standar dan pedoman pelaksanaan: 
a. penilaian kinerja; 
b. verifikasi legahtas; 
c. penerbitan deklarasi hasil hutan: 
d. uji kclayakan; 
e. penerbitan Dokumen V-Legal; 
r. dokumen bukti legalitas IIHBK untuk ekspor: 
g, LPVI (penetapan LPVI, penetapan penerbit, syarat 

auditor, pengenaan sanksi); 
h. pemberian Tanda $VLK; dan 
i. pemantauan indcpcnden, penyelcsaian keluhan, dan 

banding, 
ditetapkan oleh Oirektur Jenderal atas nama Menteri. 

dimonitcr oleh unit pengelola infonnasi rnelalui laman 
llltp:/ I silk.menlhk.go. id. 

(4) Eksportir produk HHBK dapat menerbitkan dokumen 
bukti legalitas umuk kebutuhan ekspor sesuai dengan 
standar dan pedoman. 

(5) Lcmbaga Pcncrbit scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
wajib memberikan layanan dan menyampaikan laporan 
penerbitan Dokumen v-Legal/Lisensl J>L£G1' kepada 
Direktur Jcndcral seuap bulan. 

(6) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dikenakan biaya pcnerbitan sesuai standar biaya 
kegiaian. 

2021, No.319 
-195- 

www.peraturan.go.id



Pasal 237 
Pciayanan SILK bagi pemegang hak akses sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 236 ayat (I) huruf b diberikan kepada: 
a instansi pemerint.ah; 
b. KAN; 
c. LPVI; 

Pasal 236 
(I) Pclayanan SILK scbagaimana dinlaksud dalam Pasal 235 

ayat (3) dlbcrikan kepada: 
a. publik; dan 
b. pemegang hak akses. 

(2) Pclayanan SILK kepada publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) hurufa, paling sedikit mencakup: 
a. infonnasi umum dan berita terkait data dan 

infonnasi $VLK; 
b, kebijakan dan produk hukum terkait SVI,K; 
c. daftar dan profil LPVI; 
d. pengumuman rencana pelaksanaan, penerbitan, 

penolakan, penangguhan, perubahan, pcngalihan, 
pembekuan, dan pencabutan sertifikat: dan 

e. rekapitulasi penerbitan Dokumen V-Legal atau 

Lisensi FLEGT. 
(3) Pclayanan SILK kepada pemcgang hak akses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, seiain 
cakupan Pelayanan SILK sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2), cakupan pelayanan lain diatur sesuai dengan 
stander dan pedoman. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selidaknya rneliputi 

data dan informasi LPVI, peniiaian kinerja, verifikasi 
Iegalitas, penerbuan Dokumen V-1...egal atau Lisensi 
FLEGT, dan uji kelayakan. 

peiayanan dan 

(2) Pcngendali operasional SILK dilakukan oieh unit 

pengelola infonnasi tcrkail SVI...K. 

(3) Ruang lingkup pengcndalian 
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Pasal 240 
(I) Pemberitahuan perserujuan hak akses paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Iernbar 

Pasal 239 
Hak akses dipcroleh melalui pengisian lembar registrasi serta 
pernyataan dari pemohon yang disediakan melalui SILK. 

Paragraf 2 
Persetujuan, Penolakan atau Pencabutan Hak Akses 

Pasal 238 
(I) Dalam ha! sistem elektronik tidak berfungsi karena 

keadaan kahar (force majeure), dan/atau tidak 
berfungsinya sarana dan prasarana pendukung SILK 

selama lebih dari 4 (empat) jam, penyampaian data 
pcncrbitan Dokumcn V-Legal atau Lisensi FlEGT oleh 
Jcmbaga pencrbit atau pelayanan pcnerbitan Dokumen 
V-Legal atau Liscnsi FlECT dilaksanakan secara 
manual. 

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
a. bcncana alam bcrupa banjir, gcmpa burni, Iongsor, 

dan bencana lainnya yang terjadi secara 
alami; dan/atau 

b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian 
peralatan. 

(3) Penerbitan Dokumcn V-Lcgal/Liscnsi FlEGT yang 
dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) harus di notifikasikan atau disampaikan ke 
dalam SILK apabila sistem sudah normal. 

d. pemegang S-PHL dan S-Legalitas; 

c. importir; 
r. otoritas kompetcn negara tujuan ckspor; atau 
g. Pemantau lndependen. 
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Pasal 243 

(I) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan SILK 
dibebankan pada anggaran Kementerian atau sumber 
dana lain yang sah dan tidak mcngikat. 

(2) Lembaga penerbit membayar PNBP atas jasa fasilitas 
pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi 
FLEGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Paragraf 3 
Pembiayaan 

Pasal 242 

Hak akses tcrhadap layanan SILK berakhir jika: 
a. ha!< al<ses telah dicabut; 
b. pemegang hak akses mengajukan permohonan 

pengakhiran hak akses; atau 
c. pemegang hak akses tidak menggunakan hak aksesnya 

berturut-turut selama 6 (enam) bulan. 

Pasal 241 

Pemegang hak akses harus memenuhi keteniuan 
sebagairnana tercanturn dalam dokumen persetujuan hak 
akses, 

registrast dan pernyataan dari pennohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 239. 

(2) Pembcritahuan penolakan hak akses paling larnbat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya registrasi 
dan pemyataan yang disertai aiasan penolakan. 

(3) Pcrsetujuan hak akses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dicabut dalam ha! ditemukannya pelanggaran 

alas ketentuan dalam pernyalaan persetujuan hak 
akses. 
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Pasal 247 
Perlindungan terhadap Pemantau lndependen sebagaimana 

Pasal 246 
Oa!am melaksanakan pemantauan, Pemantau lndependen 
berkcwajiban untuk: 
a menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan 

lembaga jaringan pemantau, dalam hal Pemantau 
Independen memasuki Iokasi tertentu dalam kaitannya 
dengan rugas pernantauan; dan 

b, membuat surat pemyataan yang mernuat kerahasiaan 
untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan 
catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan. 

pemantauan; dan 
c. mendapatkan akses memasuki Iokasi pemantauan. 

melakukan dalam 

Dalam mclaksanakan pemantauan, Pemantau lndcpendcn 
berhak: 
a. memperoleh data dan informasi atas proses sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 244 ayat (2) dari para pihak yang 
terlibat langsung; 

b. mendapatkan perlind u ngan 

Pasal 245 

Pasal 244 
(I) Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh 

Pemantau lndependen. 
(2) Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik di 

bidang $VLK sebagai bentuk menjaga akuntabititas. 

kredibilitas, dan intcgritas. 
Paragraf 2 

Hak dan Kewajiban Pemantau lndependen 

Paragraf I 

Pernantau lndependen 

Bagian Keem pat 

Pemantauan 
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Pasal 251 

(I) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, 
dan/atau menengah tujuan dalam negeri dalam upaya 

peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya 

fasilitasi SVLK dan pengadaan barang. 

(2) Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, 
dan/atau menengah tujuan ekspor diantaranya fasilitasi 

SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi 
FLEGT. 

(3) Oalam hal ketersediaan anggaran Kementerian, fasilitasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 

diprioritaskan secara berurutan untuk usaha mikro, 

kccil, dan menengah. 

Bagian Keenam 

Fasilitasi serta Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan 

Pasal 250 
Kemcnterian dapat melakukan kerja sarna internasional 
unruk memperkuat SVLK. 

Pasal 249 

Kementerian dapat melakukan upaya peningkatan pemasaran 

tujuan daJam negeri dan tujuan ekspor, 

Bagian Kclima 

Pemasaran dan Kerja Sama lnternasional 

Kementerian dapal memfasilitasi Pernantau Jndependen untuk 
mendapatkan dana dalam rangka mendukung kegiatan 
pemantauan SVLK. 

Pasal 248 

Paragraf 3 
Pendanaan 

dimaksud dalam Pasal 245 dilaksanakan sesuai standar dan 

pedoman. 
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Pasal 254 
PUHH kayu dilakukan terhadap: 
a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam 

dan llutan tanaman pada Hutan Produksi; 

Paragraf2 
Objek Penatausahaan Hasil Hutan Kayu 

Pasal 253 
(I) Setiap hasil Hulan yang berasal dari kegiatan 

pemanfaatan Hutan Negara wajib dilakukan PUHH. 
(2) PUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuu 

pencatatan dan pelaporan: 
a rencana produksi; 
b, realisasi produksi, meliputi pemanenan/ 

penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan; 
c. pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan 
d. pengolahan dan pemasaran hasil Hutan. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan pada sctiap scgmcn PUHH melalui SlPUHH. 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 

Bagian Kesatu 
Penatausahaan Hasil Hulan Kayu 

Paragraf I 
Umum 

Pasal 252 
Kementerian dapat memberikan bantuan keterampilan teknis 
untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk usaha 
mikro, kecil, dan/alau menengah, l,PVI, Pernantau 
lndependen, serta pihak terkait lainnya. 
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Pasal 256 
(I) Seluruh Kayu Bulat hasil penebangan dilakukan 

Paragraf 4 

Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu 

Pasal 255 
(I) Pemegang PBPH/pemegang persetuiuan pengetotaan 

pcrhutanan sosial/pcmcgang pcrsctujuan 
pemerintah/perizinan lainnya dan pemegang hak atas 
tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami 
melakukan pencatatan rencana produksi tahunan. 

(2) Pencatatan rencana produksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan alas hasil inventarisasi 
pohon/Timber Cruising yang direncanakan akan 
ditebang. 

(3) Timber cruising dan idcntifikasi potcnsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh GANISPH 
atau tenaga profesionaJ di bidang kehutanan. 

(4) Pelaksanaan Timber Cruising dan identifikasi potensi 
pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan 
sosial yang bclum mcmiliki GANISPH dapat difasilitasi 
dengan penugasan GANISPH, sarjana kehutanan pada 
Dinas, KPH, UPT atau pendamping perhutanan sosial. 

(5) Pelaksanaan Timber Cruising dan identifikasi potensi 
pada pemegang hak atas tanah yang belum memiliki 
GANISPH dapat difasilitasi dengan penugasan GANISPH, 
atau sarjana kchutanan pada Dinas Provinsi, KPH, atau 
UPf. 

Paragraf 3 
Pencatatan Rencana Produksi Hasil Hulan Kayu 

b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pernanfaatan 

pada areal yang telah dibebani hak alas lanah; dan 

c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih 
pada tern pat Pengolahan Hasil Hutan Kayu. 
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Pasal 258 
(I) LHP-Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan 

ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 
(2) Dalam hal setelah rencana penebangan berakhir masih 

terdapat kayu hasil penebangan yang belum dibuat LHP· 
Kayu nya, dilakukan stock opname oleh Dinas Provinsi 
dan/atau UPT sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu dan 

Pasal 257 
(I) I.HP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas 

seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah 
tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan. 

(2) LHP·Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di 
Tempat Penimbunan Kayu ff PK) Hutan oleh pembuat 
LHP-Kayu. 

(3) Pembuat LHP-Kayu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan GANISPH pengujian Kayu Bulat sesuai 
kompetensinya. 

(4) Dalam ha! LHP-Kayu berasal dari 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten/kota, LHP-Kayu dibuat untuk 
masing-rnasing kabupaten/kota. 

Pengukuran dan Pengujian oleh 01\NISPH pengujian 

Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar 

pcmbuatan LHP-Kayu. 

(2) Kayu Bulat yang telah dllakukan Pengukuran dan 

Pengujian batang per batang sebagaimana dlmaksud 

pada ayat ( I) dilakukan penandaan pada bontos 

dan/atau badan kayu menggunakan label ID quick: 
response code. 

(3) Dalam ha! pcngukuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilal<ukan menggunakan metode stapel meter, 
hasil pcngukuran dikonvcrsi kc dalarn satuan meter 
kubik (m3). 

(4) Angka konversi hasil pengukuran stapel meter 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) duerapkan Direktur 
Jenderal. 
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Pasal 259 
(I) Sctiap pcngangkutan Hasil Hutan Kayu dilcngkapi 

bersama dokumen angkutan berupa: 

a. SKSHIIK; 

b. Nota Angkutan; atau 
c. nota perusahaan. 

(2) Dokumen angkutan scbagaimana dimaksucl pada 

ayat (I) huruf a hanya berlaku untuk 1 (sam] kali 

pengangkutan dengan I (satu] tujuan, 

(3) SKSHHK sebagaimana climaksud pada ayat (I) huruf a 

digunakan untuk menyertai pengangkutan: 
a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, 

dan tempai Pengolahan Hasil Hutan; atau 
b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan 

scrpih, dari dan/atau kc tcmpat Pcngolahan Hasil 

Hu tan. 
(4) Nota Angkutan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

huruf b digunakan untuk pengangkutan: 

a arang kayu dan/atau kayu daur ulang: 

b. kayu hasil kegiatan pernungutan untuk kepentingan 

sendiri atau fasilitas umum dari lokasi pcncbangan; 

c. kayu impor dari pelabuhan ke rempat pengolahan 

kaYu; 
d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi 

penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau 

dari pelabuhan bongkar kc tujuan akhir; dan/atau 

e. taniutan kayu basil lelang. 

(5) Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana 

Paragraf 5 
Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu 

pengenaan PNBP. 

(3) LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

mengikuti tahun rencana penebangan yang 

bersangkutan. 
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Pasal 260 
(I) SKSHHK scbagaimana dimaksud dalam Pasal 259 

ayat (1) hurufa, diterbitkan untuk: 

a. Hasil Hulan Kayu Bulat yang tclah dibayar lunas 

PNBP; dan/atau 

b. Hasil Hutan Kayu Olahan bcrupa kayu gergajian, 
veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku 

Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemega.ng 

PBPHH. 

(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (ll 

diterbit.kan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan 

karyawan pernegang Perizinan Berusaha/1'P1'­ 

KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi OANISPH 

sesuai kompetensinya. 
(3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 

ayat ( II huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang 

dimaksud pada ayat (41 huruf a terlebih dahulu 

dilakukan verffikasi oleh instansl kehutanan seternpat. 
(6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaunana dimaksud 

pada ayat (11 huruf a dan huruf b berlaku sebagal surat 

keterangan sah hasil llutan. 

(7) Nola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J 

hurur c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di 

luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (31 
huruf b. 

(8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a 

dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas 
pelayanan dokumen angkutan hasil Hulan. 

(9) Format blanko SKSHHK scbagaimana tcrcantum dalarn 
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(IOI Format blanko SKSHH Kayu Olahan scbagairnana 
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, 

(11) Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 262 
(!) SKSHHK yang Lelah habis masa berlakunya dalam 

perjalanan wajib dilengkapi dengan surat keterangan 
bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda 

kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai 

penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan 

pengangkutan. 

(2) Dalam ha! terjadi perubahan alat angkut dalam 

pengangkutan Kayu Olahan langsung dart lokasi 

pengolahan, pemegang Perizinan Berusaha/ persetujuan 
pemerintah/perizinan lainnya dapal menetapkan lokasi 

penampungan Kayu Olahan di luar areal lokasi 

pengolahannya setelah mendapat persetujuan dart 
Kepala Dinas. 

(2) Tempat penampungan Kayu Olahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) hanya dipcrgunakan untuk 

menampung Kayu Olahan dari lokasi pengolahan yang 

bersangkutan, dan PUHH menjadi bagian tak 
terpisahkan dari pemegang PBPHH. 

(3) Pengangkutan Kayu Olahan dari lokasi pengolahan ke 

tempat penampungan Kayu Olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dilengkapi bersama-sarna 
SKSHHK. 

(4) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat penarnpungan 

Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 

dilengkapi bersama-sama SKSHHK atas nama pemegang 

PBPHH yang bersangkutan. 

dilakukan memungkinkan tidak hal (I) Dalam 

Pasal 261 

(5) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 259 ayat (I) huruf c diterbitkan oleh pengirim. 

Perizinan Berusaba/TPl'-KB/J>erizinan lainnya. 
(4) Masa berlaku SKSHHK dan Nola Angkutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (31 ditetapkan dengan 

mempertimbangkan jarak dan waktu ternpuh normal. 
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Pasal 264 
(II SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat 

dengan tujuan pcnggunaan akhir seperti perajin, industri 
pengolahan rumah tangga dan pengguna akhir selain 
pemegang PBPHH/TPT-KB, diterima oleh penerima 
dengan membubuhkan Stempel 'TEL.AH DIGUNAKAN" 
pada halaman muka SKSHHK dan dicatat. 

(21 Salinan SKSHHK yang telah diterima sebagairnana 
dimaksud pada ayat (II disampaikan kepada UPT untuk 
dilakukan pencatatan Iebih lanjut. 

(31 SKSHHK yang mcnycrtai pcngangkutan Kayu Olahan 
dengan tuiuan selain pemegang PBPHH diterima dan 

Pasal 263 

(II SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu 
Bulat/Kayu Olahan diterima oleh GANISPH sesuai 
kompetensinya dcngan mcmbubuhkan Stempel 'TEL.AH 
DIGUNAKAN' pada halaman muka SKSHHK. 

(2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan Kayu Olahan 
dengan tujuan selain pemegang PBPH H dnerima oleh 
penerima dengan membubuhkan stempel 'TELAH 
DIGUNAKAN' pada halaman muka SKSHHK. 

(31 Kayu Bulat/Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I I dilakukan pemeriksaan flsik sesuai dengan 
ketemuan peraturan perundang-undangan oleh 
OANISPH sesuai kompetensinya, 

{4) GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mcrupakan OANISPH yang ditugaskan scbagai pcncrirna 
kayu. 

Paragraf6 
Pencrimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan 

perjalanan, SKSHHK wajib dilengkapi dengan surat 

keterangan bermetersl cukup yang dibuat oleh nakhoda 
kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai 
penyebab yang mengakibatkan terjadinya peru bah an alat 
angkut. 

2021, No.319 
-207- 

www.peraturan.go.id



Pasal 266 
(I) TPT-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas atas pennohonan 

perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang 
usaha perkayuan disertai dengan usutan calon lokasi 
penampungan kayu. 

(2) Penetapan TPT-Kl3 sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 
dilakukan paling lama 14 (empal belas] hari kerja sejak 
pennohonan dnerima, 

(J) Penetapan TPT -KB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan 

Pasal 265 
(I) Tcmpat Penimbunan Kayu (TPK] Hutan ditctapkan olch 

pimpinan PBPH/perizinan lainnya dan dicantumkan 
dalam dokumen perencanaan. 

(2) TPK Amara yang berada di dalarn Kawasan Hutan 
ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku 5 
(lima) tahun dan mempertimbangkan masa berlaku 
PBPH. 

(J) Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 

(empai belas) hari kerja sejak pennohonan diterima. 
(4) TPK Antara yang berada di luar Kawasan Hutan 

ditetapkan oleh pimpinan PBPH/perizinan Jainnya. 

Paragraf 7 
Tempat Penimbunan Kayu Hutan, Tempat Penimbunan Kayu 

Antara, dan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat 

(4) Pengangkutan Hasil llutan Kayu yang transit dan 

bongkar di pelabu han yang mengalami pcru bah an 
tujuan sebagian atau selurunnya, GANISPH penerima 
kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSliliK dan 
menerbilkan SKSHHK baru. 

dicatat oleh penerima. 
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Pasal 268 
(I) Penatausahaan HHBK dari Hutan Negara dilakukan 

terhadap: 
a. HIIBK dari kegiatan pernanfaatan Hutan dan 

Bagian Kedua 
Penatausahaan Hasil Hulan Bukan Kayu 

Paragraf I 
Umum 

Pasal 267 

(I) PUHH kayu yang berasal dari pemegang Hak Pengelolaan 
dilaksanakan secara online melalui sistern informasl yang 

dibangun dan dikembangkan oleh pemegang Hak 
Pengelolaan. 

(2) Sislcm informasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
yang berkenaan dengan rencana pemanenan, penerbitan 
l.HP-Kayu, pembayaran PNBP, dan penerbitan SKSI II IK 
terintegrasi dengan SlPUHH dan SlPNBP. 

(3) Kayu hilang, rusak, dan digunakan sendiri oleh 
pemegang PBPH dan perizinan lainnya dicatat pada 
SIPUHH. 

(4) Pengolahan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, ,xmeer 
dan serpih pada pemegang PBPJ,111 menjadi olahan 
lanjutan yang berada dalam I (satu) lokasi dan 
merupakan satu kesatuan proses produksi dicatat 
sebagai penggunaan sendiri pada SIPUHH. 

(5) Kewenangan penetapan TPT-KB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) mencakup kewenangan melaku kan 
evaluasi dan pengendalian TPT-KB. 

(6) Penetapan TPT-KB dapat dibatalkan Kepala Dinas 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 

(4) TPT-KB tidak diperkenankan mengolah kayu. 
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Pasal 270 
(I) Produksi HHBK dilakukan Pengukuran dan Pengujian, 

dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pernbuatan 
LHP-Bukan Kayu. 

(2) Pcngukuran dan Pcngujian scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilaksanakan oleh GANISPH sesuai 

Pa.ragraf 3 
Pencatatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 

Pasal 269 
(I) Pencatatan rencana produksi dilakukan oleh pemegang 

Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan 
pemerintah/persetujuan pengelolaan perbutanan 
sosial/perizinan Iainnya, 

(2) Pencatatan rencana produksi untuk pernegang 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapal difasilitasi/dilakukan oleh 
pengumpul terdaftar. 

Paragraf2 
Pencatatan Rencana Produksi Hasil Hulan Bukan Kayu 

penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan; 
c. pengangkutan atau peredaran HHBK; dan 
d. pengolahan dan pemasaran HHBK. 

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui SIPUHH. 

pemanenan/ melipuli produksi, b. rcalisasi 

pemungutan basil Hutan berupa basil Hutan hayali 

selain kayu, baik nabatl maupun hewani, beserta 
produk turunan dan budidaya; dan 

b. HHBK berupa produk fisik selain kayu dari kegiatan 
Pemanfaatan Kawasan dan jasa lingkungan. 

(2) Penatausahaan IIHBK sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) meliputi: 
a. rencana produksi; 
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Pasal 272 
(1) Dalarn ha! HHBK masih tercampur dengan unsur lain 

berupa kandungan air atau kotoran lainnya, LHP-Bukan 
Kayu dibuat dengan memperhitungkan faktor koreksi 
volume/berat. 

(2) Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 
diarur sesuai dengan ketentuan peraruran perundang­ 
undangan. 

Pasal 271 
(I) Pengukuran dan Pengujian, dan pembuatan t,HP-Bukan 

Kayu pada pemegang Pcrizinan Berusaha/pengumpul 
terdaftar yang belum memiliki OANlSPH sesuai 
kompetensinya dapat dilakukan oleh GANISPli sesuai 
kompetensinya dari pemcgang Perizinan 
Berusaha/pengumpul terdaflar lain atau GANISPH 
scsuai kompctcnsinya pada UPr atau Dinas Provinsi. 

(2) Dalam hal kompetensi OANISPH belum diarur, 
Pengukuran dan Pengujian, dan pernbuatan LHP-Bukan 
Kayu dapat dilakukan oleh GANISPH dengan kompetensi 
lainnya, 

(3) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh 

HHBK yang tclah tcrcatal pada buku ukur bulan yang 

bersangkutan. 
(4) LHP-Bukan Kayu dibuat oleh CANISPH sesuai 

kompetensinya yang ditugaskan sebagai pembuat l,HP­ 
Bukan Kayu. 

(5) Untuk pcmc:gang pcrsctujuan pcngclolaan pcrhutanan 
sosial, pembuatan LHP-Bukall Kayu dapat dilakukan di 
pengumpul terdaftar. 

(6) Pencatatan LHP-Bukan Kayu dari Hutan konservasi 
dilakukan oleh pengumpul terdaftar. 

kornpetensinya, 
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Pasal 273 
(I) Setiap pengangkutan HHBK dilengkapi bersama-sama 

SKSHHBK. 

(2) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (II 

digunakan untuk rnenyertai pengangkutan 1111 BK dari 

pemegang Perizinan Berusaha/pcngumpul terdaftar. 
(3) Dalam bal pengumpul terdaftar melakukan fasititasi 

terhadap pemegang perserujuan pengelolaan perhutanan 
sosial, pengangkutan HHBK dari lokasi persetujuan ke 

pengumpul terdaftar dilengkapi bersama-sama Daftar 

Hasil Hu tan. 
(4) Pengangkutan taniutan basil lelang HHBK dilengkapi 

bcrsama-sama Nota Angkutan. 

(SJ Pengangkutan HHBK di luar ket.entuan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (31, dan ayat (4) dilengkapi 

bersama-sama dengan nota perusahaan, 
(6) SKSHHBK, Daftar Hasil Hutan, Nota Angkutan, dan nota 

perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (5) hanya berlaku untuk I (satu) 

kali pengangkutan dengan l (satul tujuan. 

(7) Format blanko SKSHHBK, Nota Angkutan, dan Daftar 

Hasil Hutan sebagaimana tercamum dalam Lampiran 

XX, Lampiran XXI, dan Lampiran XXII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Paragraf 4 

Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(3) Dalam hal faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) belum diatur, pemegang Perizinan 

Berusaha/pengumpul terdaftar dapat rnengajukan 
permohonan penggunaan faktor koreksi sesuai hasil 

penclitian/kajian/pcngamatan lapangan. 

(4) LHP-Bukan Kayu sebagai dasar pembayaran PNBP 

sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng 

undangan. 

2021, No.319 -212- 

www.peraturan.go.id



Pasal 276 
(I) Pengangkutan rotan dari Iokasi penerbitan SKSHHBK ke 

pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke 
tujuan akhir dilcngkapi bcrsama-sarna Daftar Hasil 
Hutan dan dilampiri salinan SKSHHBK yang 
bersangkutan. 

Pasal 275 
(I) SKSHIIBK yang telah habis masa berlakunya dalam 

perjalanan, wajib dilengkapi dengan surat keterangan 
bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda 
kapal/pengcmudi, yang berisi pcnjclasan mcngenai 
penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan 
pengangkutan. 

(2) Dalam ha! terjadi perubahan alat angkut dalam 
perjalanan, SKSHHBK wajib dilengkapi dengan surat 
keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda 
kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai 
penycbab yang mengakibatkan terjadinya peru bahan 
alat angkut. 

Pasal 274 

(I) SKSHHBK hanya dapal diterbitkan untuk HHBK ym1g 

PNBP-nya lelah dibayar lunas sesuai dengan ketemuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1J 
ditcrbitkan oleh Pcnerbit SKSHHBK yang merupakan 
karyawan pemegang Perizinan Berusal,a/pengumpul 
terdaflar dengan kualiflkasi GANISPH sesuat 
kompetenslnya, 

(3) SKSHHBK yang melengkapi pengangkuian rotan hanya 
dapat diterbitkan dcngan tujuan pengumpul terdaftar 
atau pemcgang PBPH H yang terdaftar di SI PUH H. 

(4) Masa berlaku SKSHHBK dan Nola Angkutan ditetapkan 
oleh penerbit dengan memperumbangkan jarak dan 
waktu tempuh normal. 
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Pasal 277 
(I) SKSHHBK yang mcnycrtai atau bersama-sarna 

pengangkutan HHBK diterima oleh penerima di tempat 
tujuan pengangkutan dengan membubuhkan Stempel 
"TEI.AH DIOUNAKAN" pada halaman rnuka SKSHHBK. 

(2) HHBK yang diterima sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan pemeriksaan Iisik oleh OANISPH 
sesuai kompetensinya, 

(3) Dalam ha! kompetensi OANlSPH belum diatur, 
penerimaan SKSHHBK dan pemeriksaan fisik dapat 

Paragraf 5 
Pcnerimaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Tujuan 

Pengangku Ian 

OANISPH sesuai kornpetensinya. 
(6) OANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (51 

merupakan OANISPH yang ditugaskan sebagai penerima 
HHBK. 

perundang-undangan oleh peraturan ketentuan 

(2) Pengangkutan rotan antar putau yang transit rli 
pelabuhan laut dan dibongkar menjadi beberapa alat 
angkut, masing-masing alat ang.kut ditcrbitkan 
SKSHHBK baru olch penerblt SKSHMBK pada 
pengumpul terdaftar di pelabuhan. 

(3) Pengangkutan rotan antar pulau yang transit di 
pcJabuhan umum dan bcrganti alat angkut namun fisik 
rotan tetap terkumpul dalam satu alat angkut maka 
SKSHHBK dilengkapi dengan beriia acara perubahan 
alat angkut yang ditandatanganl bersarna antara 
nahkoda/pengemudi pengangkutan pertama dan 
nahkoda/pengemudi pengangkuian lanjutan. 

(4) SKSMHBK yang menyertai pengangkutan rotan diterlma 
oleh OANISPH sesuai kornpeteusinya dengan 
membubuhkan stempel "TEI.AH DIOUNAKAN" pada 
halaman muka SKSHHBK. 

(5) Rotan yang diterlma sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan 
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Pasal 278 

(I) Pengumpul terdaftar melakukan kegiatan pengurnpulan 
HHBK yang berasal dari pemegang Perizinan 
Berusaha/Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah/ 
perizinan lainnya, 

(2) Perusahaan atau Perseorangan dapat mengajukan 
pennohonan kepada Kepala Dinas sebagai pengumpul 
terdaftar dengan persyaratan: 
a. tidak mengolah HHBK; atau 
b. memiliki GANISPH sesuai kompetensinya, 

(3) Kcpala Dinas mcnctapkan perusahaan atau 
Perscorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai pengumpul terdaftar dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belast hari kerja sejak pennohonan 
diterima, 

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
setama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

(5) Kewenangan penetapan pengumpul terdaftar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup 
kewenangan melakukan evaluasi dan pengendalian. 

(6) Kepala Dinas dapat mernbatalkan penetapan pcngumpul 
terdaftar berdasarkan hasil evaluasi sebagairnana 
dimaksud pada ayat (51. 

(7J Ketentuan pengumpul terdaftar HHBK dari Hulan 
konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang konservasi. 

Paragraf6 
Pengumpul Terdaf\ar llasil llutan Bukan Kayu 

dilakukan oleh GANISPH dengan kompetensi lainnya, 
(4) Salinan SKSHHBK yang tclah ditcrima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (II disampaikan kepada kepala UPT. 

(5) HHBK berupa rotan yang telah dilakukan proses 
penerimaan di tujuan pengangkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11 dilakukan pencatatan melalui 
SIPUHH. 
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Pasal 281 
(!) Pengangkutan basil Hutan basil lelang berupa kayu dan 

bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai 
bersama-sama Surat Angkutan Lelang yang diterbilkan 
oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas 

Bagian Kccrnpat 

Pengangkutan Hasil Hutan Lelang, Ekspor, dan Impor 

Pasal 280 

(1) Dalam hal terjadi gangguan pada SIPUHH yang berakibat 
terhentinya proses penerbitan SKSIIIIK/SKSHHBK, 
dapat diterbitkan SKSMHK/SKSHHBK pengganti. 

(2) SKSHHK/SKSHHBK pcngganti sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (I) dapat diterbilkan apabila gangguan pada 
SIPUHH belum teratasi dalam jangka waktu 6 (enam) 
jam terhitung sejak laporan gangguan diterima 
administrator melalui email helpdesk. 

(3) Dalam ha! gangguan telah teratasi dan SIPUHH dapat 
dipergunakan kernbali, pemegang Perizinan 
Berusaha/Hak Pengelolaan/pemegang PBPHH/'l'PT· 
KB/persetujuan pemerintah/pengumpul terdaftar 
menerbit.kan SKSHHK/SKSHHBK sesuai 
SKSHHK/SKSHHBK pengganti yang retah diterbitkan. 

Bagian Ketiga 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Pengganli dan 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hulan Bukan Kayu Pengganti 

Pasal 279 
Pengumpul terdaftar dapat melakukan fasilitasi pemegang 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam pencatatan 
rencana produksi, pembuatan buku ukur, pernbuatan LI IP· 
Buk:an Kayu, pembayaran PNBP, dan penerbitan SKSIIMBK 
atas MMBK yang menjadi kcwajiban pemegang persetujuan 
pcngclolaan pcrhutanan sosial. 
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Pasal 282 
(I) Pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/ 

persetujuan pengelolaann perhutanan sosial wajib 
melakukan penatausahaan terhadap: 
a. hasil kegiatan Pernanfaatan Kawasan; dan/atau 
b. hasil kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari 

kegiatan: 
I. pemanfaatan air; 
2. pemanfaatan aliran air; 
3. wisata alam: 
4. perlindungan keanekaragaman hayati; 
5. pemulihan lingkungan; dan 
6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 

(2) Penatausahaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atas hasil Hutan yang berwujud fisik HHBK 
meliputi: 

Umum 

Bagian Kclima 
Penarausahean Hasil Pemanfaatan Kawasan dan Jasa 

Lingkungan 

Paragraf I 

Provinsi. 

(2) Pengangkutan lanjutan hasil llutan hasil lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disertal bersarna­ 

sama Nola Angkutan dengan dilampiri salinan Surat 
Angkutan Letang. 

(3) Dalam pclaksanaan ckspor hasil Hutan olahan, 

pengangkutan mcnuju pclabuhan dilengkapi bersama­ 
sama SKSHH atau nota perusahaan. 

(4) Pengangkutan kayu impor dart pelabuhan ke lokasi 
pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan 

pemegang PBPHH yang bersangkutan dengan dilampiri 
salinan dokumen impor. 

(5) Format blanko Surat Angkutan Lelang sebagaimana 
tercantum dalam tampiran XXIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 284 
(I) Hasil Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 283 ayat (2) huruf a dilakukan 
pengukuran/penghitungan, dan dicatat ke dalam buku 
ukur scbagai dasar pcmbuatan LHP-Bukan Kayu/LHP· 

Paragraf 3 
Pencatatan Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa 

Lingkungan 

Pasal 283 
(I) Pemegang Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/ 

perserujuan pemerintah melakukan pencatatan rencana 
produksi. 

(2) Pencatatan rencana produksi sebagaimana dirnaksud 
pada pada ayat (I) antara lain: 
a. jenis, satuan, dan volume HHBK per tahun untuk 

kegiatan Pemanfaatan Kawasan; atau 
b. jenis, satuan, dan volume jasa per tahun untuk 

kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 

Paragraf 2 

Pencatatan Rencana Produksi Pemanfaatan Kawasan dan 
Jasa Lingkungan 

pengukuran, pengujian. 
pernanenan, meliputi 

pengukuran, pengujian; 
b. pcngangkutan atau Peredaran Hasil Hulan Bukan 

Kayu; dan 
c. pengolahan dan pemasaran HIIBK. 

(3) Penatausahaan hasil kegiatan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I) alas hasil hutan berupa jasa lingkungan 
mcliputi: 
a. rencana produksi; dan 
b. realisasi produksi, 

pemanenan, rneliputl 
a. rencana produksi; 
b. realisasi produksi, 
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Pasal285 

( 1) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hu tan 

Hak dilakukan olch pemilik Hutan Hak yang 

bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan. 

Bagian Keenam 

Pengangkutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak 

Paragraf 1 

Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan. 

(2) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) 

huruf b merupakan hasil dart kegiatan untuk 

memanfaatkan air, aliran air, wisata alam, pertindungan 

keanekarng.aman hayati, penyelarnatan, perlindungan 
lingkungan, pcnycrapan, dan/atau pcnyimpanan karbon. 

(3) Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan 
pengukuran/penghitungan dan dicatat ke dalam LHP­ 

Jasa Lingkungan. 

(4) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dibuat paling lambat setlap akhir bulan atas seluruh 

IIIIBK yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang 

bersangkutan. 
(5) LHP-Jasa Llngkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dibuat pada setiap akhir bulan atas seluruh jasa 

yang dihasilkan pada bu Ian yang bersangkutan. 
(6) Pengukuran dan Pengujian, dan pembuatan LHP-Bukan 

Kayu dilakukan oleh OANISPH sesuai dengan 

kompetensinya yang ditugaskan sebagai pembuat LHP­ 

Bukan Kayu. 

(7) Pengukuran/penghitungan dan pembuatan LHP-Jasa 

Lingkungan dilakukan oleh OANISPH sesuai 

kompetensinya yang dirugaskan sebagai pembuat LHP­ 

Jasa Lingkungan. 

(8) LHP-Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat {J) 
scrta LHP-Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pcrnbayaran 

PNBP. 
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Pasal287 

ayat (!) berlaku untuk kayu budidaya yang termasuk 

dalam daftar Appendix Convention on ln!emalional Trade 

in Endangered Species. 

pad a dimaksud (4) Penggunaan SAKR sebagaimana 

Pasal 286 
(I) Pengangkutan Kl\)'U Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari 

lokasi pemungutan dan pcngangkutan lanjutan dari TPT­ 
KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat 

kctcrangan asal usul hasil Hutan Hak. 
(2) Penggunaan SAKR sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari I Iutan 

Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi pcnebangan 

berupa sertipikat atau bukti penguasaan lain sesual 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 

kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata 
ruang/pertanahan negara. 

(3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tcmpat kcgiatan 

Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal 

dari kayu budidaya dari Hutan I Iak dilengkapi bersama­ 

sama nota pcrusahaan. 

Paragraf 2 
Pengangkutan 

(2) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan 

llak sebagalmana dimaksud pada ayar (1) dilakukan 

penetapan jenis, pcngukuran volume/berat, dan 

penghitungan jumlah oleh pemilik Hu tan Hak. 

(3) Kl\)'U Bulat hasil budidaya yang berasal dari I Iutan Hak 

dapat langsung diolah mcnjadi Kayu Olahan rakyat di 

tempat penebangan. 
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Pasal 288 
(I) SAKR ditcrbitkan olch pcmilik kayu budidaya dari Hulan 

Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hulan. 

(2) SAKR yang rnenyertai pcngangkutan lanjutan kayu 

budidaya yang berasal dari Hutan Hak diterbitkan oleh 

GANISPH Pengujian Kayu Bulat Rimba pada TPT-KB dan 

Pemegang PBPHH dengan mencantumkan nomor SAKR 
sebelumnya dan berlaku sebagai deklarasi hasil Hulan. 

(3) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2S6 ayat (3) diterbitkan oleh pengirim. 
(4) Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal 

dari Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilakukan oleh pcmilik Hulan Hak. 

(SJ Pengadaan blanko SAKR kayu budidaya yang berasal 

dari Hutan Hak dapat dilakukan dengan salinan dan 

(I) SAKR digunakan untuk menyertai: 

a. pcngangkutan kayu budidaya yang berasal dari 

Hu tan Hak di provinsi Pulau .Jawa dan Bali; dan 

b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari 

Hulan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali 

untuk kayu hasil budidaya Jenis JatJ, manoni, 
nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, 
durian, cempedak, dadap, duku, jarnbu, jengkol, 
kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, 

nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, 

trcmbcsi, waru, karct, jabon, scngon, dan pctai. 
(2) Kepala Dinas di tuar pulau Jawa dan Bali dapat 

menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hu tan 

Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 

yang ditetapkan dengan kepurusan. 
(3) Kcputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 

didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu 

budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang 

bersangku tan. 

(4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada kepala UPT setempat, 
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Pasal 290 
(I) Penerimaan kayu budidaya yang berasal dari Hulan Hak 

di TPT-KB/pemegang PBPlili dilakukan oleh 0AN1$Pli 
pengujian Kayu Bulat rimba dengan membubuhkan 
Stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada SAKR. 

(2) TPT·KB/pemegang PBPHH sebagaimana rlimaksud pada 
ayat (I) menyampaikan data penerimaan kayu budidaya 
yang berasal dari Hutan Hak kepada Kepala Dinas dan 
kepala UPT. 

(3) Penetapan TPT ·KB atas permohonan perusahaan atau 
perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 berlaku mutatis 
mulandis terhadap penetapan TPT-KB kayu budidaya 
yang berasal dari Hutan Hak. 

Pasal 289 
(I) SAKR kayu budidaya yang bcrasal dari Hulan Hak 

dibuat dalam rangkap 2 (duaJ dengan peruntukan: 
a. lembar ke· I: menyertai bersama-sama 

pengangkutan: dan 
b. lembar ke-2: umuk arsip pemilik Hutan Hak atau 

pcngirim. 
(2) Masa berlaku SAKR ditetapkan oleh penerbit dengan 

mempcrtimbangkan jarak dan waktu ternpuh normal. 
(3) Dalam hal terdapat harnbatan dalarn pengangkutan di 

perjalanan dan masa berlaku SAKR tel ah berakhir, 
dibuat surat kererangan oleh pengemudi atau nakhoda 
di aias kertas bermeterai cukup. 

pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan. 

(6) Format blanko SAKR dari llulan llak sebagaimana 

tcrcantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan 
bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(7) TPT -KB/pemegang PBPHII sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menyampaikan data pengangkutan lanjutan 
kayu budidaya yang berasal dari Hulan Hak kepada 
KepaJa Dinas dan kepala UPT setempat. 
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Pasal 292 
(1) Semua hasil Hulan yang berasal dari Hulan Negara, 

dilakukan Pengukuran dan Pengujian meliputi 
volumc/bcrat, pcnghitungan jurnlah, dan pcnctapan 
jenis oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebagai 
dasar pengenaan PNBP atas Pemanfaatan Hutan. 

(2) Semua hasil Hutan yang berasal dari Hulan Hak, 
dilakukan penetapan jenis, pengukuran volurue/berat, 
dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat 
keterangan asal usu! hasil Huian Hak. 

(3) Penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan 
penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh pemilik hasil Hu tan. 

(4) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang tumbuh alami 
scbclum terbitnya hak alas tanah pada Hutan Hak, 
Pengukuran dan Pengujian dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( J t. 

Bagian Ketujuh 
Pengukuran dan Pengujian 

Paragraf J 

Umum 

Pasal 291 
(I) Masyarakat pemilik Hutan Hak berhak mendapat 

pcndampingan dari pcnyuluh kchutanan. 
(2) Dinas Provinsi dan/atau UPI' dapat memberikan 

pembekalan kepada penyuluh kehutanan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (It. 

Paragraf 3 
Peningkatan Kapasitas Pemilik Hutan Hak 

(4) Dalam hal telah ditetapkan TPJ'-KB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) TPT-KB dirnaksud berlaku 
sebagai TPJ'-KB kayu budidaya yang berasal dari Hulan 
Hal<. 
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Pasal 296 
(I) Profesi OANlSPH meliputi bidang: 

a perencanaan Hulan; 
b. Pemanfaatan Hasil Hutan; 
c. Pcnggunaan Kawasan Hutan; 
d. pembinaan Hutan; dan 
e. Pengolahan llasil Hutan. 

(2) Profesi GANISPH memiliki kompetensi sesuai Standar 
Kcmpetensi Kerja Nasional Indonesia 

(3) Dalam hal kompetensi GANISPH belum tersedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Menteri 
menetapkan profesi tenaga teknis sesuai dengan 
kompetensi yang diperlukan. 

Paragraf 2 

Profesi 0ANJ$PH 

Pasal295 
(I) Pengukuran dan Pengujian Hasil Hulan dilakukan 

berdasarkan metode sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia. 

(2) Dalam hal terdapat hasil Hutan yang belum ditentukan 
metode Pengukuran dan Pengujian dalam Standar 
Nasional Indonesia, Mentcri mcnctapkan rnctode 
Pengukuran dan Pengujian. 

Pasal 294 
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku 
scsuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 293 
Semua hasil Hulan yang berasal dari kegiatan pengelolaan 
perhutanan sosial, dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh 
OANISPH atau pendamping perhulanan sosial dan sesual 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 297 

(JJ Pembentukan GANISPH dilakukan melalui uji 
kompctcnsi profcsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruodang-undangan. 

(2) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( IJ dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 
yang tetah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional 
Scrtiflkasi Profcsi (BNSP) dan dircgistrasi olch 
Kementerian, 

(3) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi. 

(4) Peserta uji kompetensi profesi dinyatakan kompeten 
sebagai profesi GANJSPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 

(5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berlaku selama S (lima) tahun dan dapat diperbaharui 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(6) Lembaga Sertifikasi Profesi wajib melaporkan penerbitan 
sertifikat profesi 0ANl$Pli melalui SIGANISBUT. 

Paragraf 3 
Pembentukan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan 

(41 GANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (21 clan 
ayat (31 wajib mendaftarkan diri melalui SIGANISI JUf. 

(SJ GANISPH yang telah mendafiarkan diri sebagalmana 

dimaksud pada ayat (41 wajib mengikuti uji kompetensl 

paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini 
diundangkan. 

(61 Dalam hal GANISPH tidak memenuhi ketentuan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (SJ nomor register 
GANISPH yang bersangkuran dibatalkan atau udak 

berlaku 
(7) Kctcntuan mcngcnai profesi dan kornpctcnsi OANISPH 

diatur deogan Peraturan Menteri. 
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Pasal298 

(I) Uji kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 297 ayat (II diikuti oleh calon peserta yang 
memenuhi pcrsyaratan: 
a. memiliki latar belakang pendidikan di bidang 

kehutanan; 
b. telah lulus pcndidikan dan pclatihan berbasis 

kompetensi OANISPH; atau 
c. memiliki pengalaman melaksanakan tugas OANISPH 

secara terus-menerus pada suatu 
organisasi/perusahaan J>aling sedikit 3 (tiga) tahun. 

(2) Pendidikan dan pclatihan bcrbasis kompclcnsi OANISPH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b 

dilaksanakan oleh lernbaga pendidikan dan pelatihan 
yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 
huruf c dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan 
unit kerja/instansi. 

(4) Biaya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dibebankan kepada: 
a Perseorangan; 
b. perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya; 
c. anggaran pemerintah; atau 
d. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat, 

(7) Dalam hal skema sertifikasi profesi OANISPH belum 

tersedla, OANISPH dapa1 diperoleh melalui pendidikan 

dan pelatihan berbasis kompetensi, 
(8) Biaya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensl 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di be ban kan 
kepada: 
a Perseorangan; 
b. perusahaan yang rnengikursertakan karyawannya; 
c. anggaran Pemerintah; aiau 
d. sumber anggaran lain yang sah dan tldak 

mcngikat, 
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Pasal 300 

{I) Penugasan GANISPH dituangkan dalam rencana 
penugasan oleh pengguna. 

(21 Rencana penugasan sebagaimana dimaksud pa.da 

ayat {II dapal diproscs sctclah GANISPH yang akan 
dirugaskan menyampaikan kesedlaanj'kesanggupan. 

(3) Rencana penugasan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat {II dan ayat (21 paling sedikit memuai data: 

a nama pengguna; 

b. nama GANISPH; 

c. nomor register; 
d. rugas yang diberikan; 

e. Iokasi penugasan; dan 

r. jangka waktu penugasan. 
(41 Dalam ha! GANISPH yang masuk dalam rencana 

penugasan scbagaimana dimaksud pada ayat {I) dan 

ayat (2) sedang bekerja pada pengguna Iain, wajib 

mendapatkan persetujuan dari pengguna asal. 

Paragraf 4 
Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan 

Pasal 299 
(II Dalam hal kompetensi profesi GANISPH belum tersedia 

dalam Standar Kompetensl Kerja Nasional Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (31 
pcningkatan kapasuas GANISPH dapat dipcroleh melalui 

pembekalan teknis oleh UPT. 
(2) Berdasarkan pembekalan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (II kepala UPT menerbitkan surat keterangan 
telah mengikuti pembekalan paling lama 7 (tujuh) harl 

kcrja sctclah pclaksanaan pcmbckalan bcrakhir. 
(31 Biaya pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau sumber Iain yang sah dan lidak 

mengikat. 
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Pasal 301 

Kewajiban OANISPH meliputi: 

Paragraf S 

Kewajiban Tenaga Teknis Pengelolaan Hulan 

(SJ Berdasarkan rencana penugasan sebagaimana dimaksud 

pada ayal (I) dan aya1 (21, kepala UPT dalam jangka 

waktu paling lama 10 [seputub] hari kerja meneiapkan: 

a. keputusan persetujuan penugasan dalam hal 

rencana penugasan disetujui; atau 
b. surat penolakan penugasan dalam ha! rencana 

penugasan ditolak/tidak disetujui. 
(6) Surat keputusan persetujuan penugasan atau surat 

penolakan penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (SJ diunggah ke $10ANI$HUT. 

(7) Dalam ha! rcncana pcnugasan scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (SJ belum mendapat tanggapan oleh kepala 

UPT, rencana penugasan dianggap disetujui. 

(8) Berdasarkan surat keputusan perseiujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (51 huruf a, dan ayat (71 diterbitkan 

kartu penugasan GANIS PH dan dapal digu nakan sebagai 

dasar penempatan OANISPH oleh pengguna. 

(9) OANISPH sebagaimana dimaksud pada ayat (51 huruf a. 

dan ayat (7) dapat ditugaskan paling banyak pada 3 (tiga) 

pengguna 

(10) Pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) dalam penempatannya wajib memperhatikan: 
a. tidal< menimbulkan konflik kepentingan; 

b. bcban kcrja; dan 

c. reatang pengendalian Iokasi penugasan. 

(I I) Dalam ha! pengguna tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepala UPT 

menolak permohonan penugasan. 

(12) Seluruh proses dan tahapan penugasan dilakukan 

melalui SIGANISHUT. 
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kinerja OANISPH penilaian keterangan (I) Surat 

Pasal 303 

(6) Biaya pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana 

lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal302 

(I) UPT melakukan pengendalian penugasan GANISPH 

melalui monitoring dan evaruasi pelaporan elektronik 
SIGANISHUT dan/alau kegiatan lain dalam pelaksanaan 
tugas GANISPH. 

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayal (I) UPT rnelaksanakan penilaian 
kinerja GANISPH paling sedikit I (saru] kali dalam I 

(satu) tahun. 

(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja. 

(4) Surat kclcrangan pcnilaian kincrja GANISPH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

kepada pengguna dan GANISPH yang bersangkutan. 

(5) Kepala UPT membuat rekapitulasi basil pcnilaian kinerja 
GANISPH dan dilaporkan kepada direktur yang 

membidangi iuran dan peredaran Hasil Hulan. 

Paragraf6 

Pcngcndalian Pcnugasan Tenaga Tcknis Pcngclolaan Hulan 

a mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan profesi dan penugasannya; 
b. melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh 

tanggungjawab; 

c, melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan 

penugasannya;dan 

d. membuat dan menyampaikan laporan yang menguraikan 

secara jelas lentang pelaksanaan pekerjaan. 
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BAB Vlll 

Pasal 304 
(I) Pembatalan penugasan dilakukan oleh kepala UPT dalam 

ha!: 
a. OANISPH atau pengguna mengajukan permohonan 

pcmbatalan pcnugasan discrtai dcngan pcnjclasan 
dan alasan pembatalan; atau 

b. OANISPH mendapatkan kriteria tidak layak. 
(2) Atas pembatalan penugasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (II kepala UPT menyampaikan informasi 

kepada Lembaga Sertilikasi Profesi sebagai bahan 
evaluasi. 

(3) OANISPH yang dibatalkan penugasannya karena 
mendapatkan kriteria tidal< layak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b data yang bersangkutan secara 
otomatis akan dihapus dari SIOANISHUT. 

Paragraf7 
Pembatalan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan I I utan 

a. layak; atau 
b. tidal< layak. 

(2) Kriteria layak scbagaimana dimaksud pada aya\ (I) 
huruf a diberikan kepada GANISPH yang melaksanakan 
rugas sesuai deogan keteruuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Kriteria tidak layak scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf b diberikan kepada OANISPH dalam hal: 
a. mclakukan dan/alau lcrlibat tindak pidana di 

bidang lingkuogan hidup dan kehutanan; dan/atau 
b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan telah 
mendapat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga] kali. 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (4 I memuat 
kriteria: 
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perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam 

Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin 

usaha di bidang pcrkcbunan yang tidak mcmiliki 

perizinan di bidang kehutanan akibat tidak 

usaha i. denda administratif terhadap kegiatan 

Pasal 306 

Jenis PNBP atas pemanfaatan Hutan meliputi: 

a. IPBPH; 

b. PSDH; 

c. DR; 

d. dana basil usaba penjualan tegakan yang berasal dari 

Hutan tanaman hasil rehabilitasi; 
c. Dcnda Pclanggaran Eksploitasi Hulan (DPEH); 
r. penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil 

hutan; 
g. penerimaan dari pelayanan dokumen Penjaminan 

Legaluas Hasil Hulan; 

h. Ganti Rugi fegakan; dan 

Bagian Kedua 

Pengcnaan Penerirnaan Negara Bukan Pajak 

Paragraf I 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pasal 305 
(I) seuap pemanfaatan sumber daya Hulan Negara wajib 

dikenakan PNBP. 

(2) Pihak yang menggunakan, memperoleh manlaat. 
dan/atau memiliki kaitan dengan kewajiban PNBP 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib 

Bayar yang berkewajiban membayar PNBP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK 

PEMANl'MfAN IIUTAN 

Bagian Kesatu 

Umum 
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Pasal 308 
(II PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf b 

dikenakan t.erhadap: 

a. Hasil Hut.an Kayu dan/atau HHBK dari: 
I. Hulan Negara yang berasal dari PBPH, Hak 

Pengelolaan, dan persetujuan pengelolaan 

perh u tanan sosial; 
2. Kawasan Hutan yang diperuntukan bagi 

pembangunan sektor non kehutanan; 

3. areal penggunaan lain yang belum dibebani 

hak atas tanah; 

4. hasil tanaman rchabilitasi atau tumbuh alarni 

sebelum diterbitkan hak atas tanah; 

Paragraf 3 
Provisi Sumber Daya Hutan 

Pasal 307 
(II IPBPH scbagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf a 

dikcnakan terhadap pemegang PBPH. 

(21 IPBPH dibayarkan I (satu) kali pada saat PBPH 

diterbitkan. 

(31 Pemegang PBPH membayar IPBPH berdasarkan Surat 

Perintah Pembayaran (SPPI yang dlterbitkan oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

(41 Besamya IPBPH dihitung berdasarkan: 

IPBPH • JW x L x T 

JW = jangka waktu PBPH. 
L = luas areal yang dibcrikan. 
T = tarif yang ditetapkan. 

Paragraf2 
Juran Periz.inan Berusaha Pernanfaatan Hutan 

menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang 

kehutanan. 
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5. Hulan Negara aias kegiatan usaha perkebunan 

yang telah terbangun di Kawasan llutan yang 
tidak memiliki perizinan di bidang 
kehutanan; atau 

6. hasil lelang temuan/sitaan/rampasan. 
b. hasil usaha Pemanfaatan Kawasan; dan 
c. hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari 

kegiatan: 
I. pemanfaatan air; 
2. pernanfaatan aliran air; 
3. wisata alarn; 
4. perlindungan keanekaragaman hayau: 
5. pemulihan lingkungan; dan/atau 
6. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 

(2) Pengenaan PSDH tidak berlaku bagi: 
a. hasil Hulan yang bcrasal dari Hulan Adat yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan 
tidak diperdagangkan; 

b. Hasil Hutan Kayu dengan volume sampai dcngan 
5 m' (lima meter kubik) atau HHBK dengan volume 
kurang dari 0, I [saru per sepuluh) ton yang 
langsung dipakai sendiri oleh penduduk seiempat 
dan tidak diperdagangkan; 

c. Hasil Hutan Kayu budidaya yang bcrasal dari Hut.an 
Hak; atau 

d. Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK yang 
dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam 
dengan persetujuan Menteri. 

(3) PSDH atas: 
a. Hasil Hutan Kayu dikenakan berdasarkan LHP-Kayu 

dengan perhitungan: 
PSDH = Volume (LHP) x Tarif; 

b. HHBK dikenakan berdasarkan LHP-Bukan Kayu 
dengan perhitungan: 
PSDH = Volume (LHP- Bukan Kayu) x Tarif; 

c. basil u saha pemanfaatan kawasan dikenakan 
berdasarkan LHP-Pemanfaatan Kawasan seuap 
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Pasal 309 

Paragraf 4 

Dana Reboisasi 

bulan dengan perhitungan: 

PSDH • nominal (LIIP·Pemanfaalan Kawasanjx Tarif 

LHP-Pemanfaatan Kawasan memuat penghasilan 

kotor setlap bulan; 

d. hasil usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa 
pcmanfaatan air, pemanfaatan aliran air, dikenakan 

berdasarkan LHP-Jasa Ungkungan setiap bulan, 
dengan perhilungan: 

PSDH = Volume (LHP- Jasa Lingkungan] x Tarif 

LHP-Jasa Lingkungan untuk: 

1. pcmanfaatan air mcmuat jurnlah volume dalarn 
meter kubik (m•J yang dimanfaatkan; atau 

2. pemanfaalan aliran air memuat jumlah Kilo 

wall hnur (Kwh) yang dihasilkan; 
e. hasil Pernanfaatan Jasa Ungkungan berupa wisata 

alarn, perlindungan keanekaragarnan hayati, atau 
pemulihan lingkungan dikenakan berdasarkan LHP­ 

Jasa Lingkungan setiap bulan dengan perhitungan: 

PSDH = nominal (LHP-Jasa Lingkungan) x Tarif 

LHP-Jasa Lingkungan untuk: 

1. wisata alam; 
2. perlindungan keanekaragaman hayati; atau 
3. pernulihan lingkungan, 

mcmuat pcnghasilan kotor (brurto) sctiap bulan; 

a tau 

f. hasil Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa 

penyerapan darr/atau penyimpanan karbon 

dikenakan berdasarkan nilai transaksi: 

PSDH • nilai transaksi x tarif 

Ketcrangan: 

nilai transaksi = jumlah nominal yang dibayarkan. 
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Pasal 310 
(I) Dana hasil usaha penjualan tegakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 306 huruf d dikenakan terhadap 
Hasil Hutan Kayu dari Hutan tanaman basil rebabilitasi. 

Paragraf 5 
Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan 

berdasarkan: 

DR • Volume (L,HPI x Tarif. 

persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; 
d. budidaya yang berasal dari Hu tan Hak; dan 
c. yang dipcruntukan bagi bantuan tcrhadap korban 

bencana alam dengan persetujuan Menteri. 
(3) DR dikenakan berdasarkan t,HP dan dihitung 

pembangunan sektor non kehutanan; 
d. kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun 

di Kawasan Hutan yang tidak merniliki perizlnan 
di bidang kchutanan; atau 

e. hasil lelang temuan/sitaan/rampasan; 
(2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 

berlaku bagi Hasil Hulan Kayu: 

a. berasal dari budidaya tanaman; 
b. bcrasal dari Hutan adat yang dirnanfaatkan olch 

masyarakat hukum adat dan udak diperdagangkan; 
c, volumenya sampai dengan 20 m' (dua puluh meter 

kubik) dan langsung dipakai scndiri oleh pcnduduk 
setempat atau masyarakat sekitar Hutan serta tidak 
diperdagangkan melalui mekanisme pernberian 

bagi diperuntukan yang Negara c. Hulan 

(I) DR sebagairoana diroaksud dalam Pasal 306 huruf c 

dikenakan ierhadap Hasil Hutan Kayu dari: 
a. tumbuh alami dari Hulan Negara yang berasal dari 

PBPH, Hak Pengelolaan, dan persetuiuan 
pengelolaan perhutanan sosiat; 

b. tumbuh alami sebelum ditcrbilkan hak alas tanah; 
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(2) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dikenakan berdasarkan 
keputusan pengenaan denda administratlf yang 
ditcrbitkan Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai 
dengan kewenangannya, paling sedikit rnernuat informasi: 
a. jenis sanksi; 
b. volume; dan 
c. besaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan. 

(3) Dalam ha! kewajiban pokok PSDH dan/atau DR belum 
dibayar, keputusan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 
a besaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan; dan 
b. kewajiban pokok PSDH dan/atau DR belum dibayar. 

(4) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hulan dihitung 
berdasarkan: 
Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan • Volume x Tarif. 

Pasal 311 
(I) Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 306 hurur e dikenakan terhadap 
pelanggaran eksploitasi Hutan di dalam areal PBPH, 
persetujuan pemerintah, atau perizinan lainnya. 

Paragraf6 
Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 

(2) Dana basil usaha penjualan tegakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I I dikenakan kepada pihak yang 
memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dari Hulan tanaman 
hasfl rehabilitasi. 

(3) Dana hasil usaha penjualan tegakan dikenakan 
berdasarkan basil cmising yang dituangkan ke dalam 
Rekapitulasi Laporan Hasil Cmising dan dihitung 
berdasarkan: 
Dana basil usaha penjualan tegakan 
• Volume (RLHC) x Tarif. 
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Pasal 313 
(I) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen 

Penjaminan Legalitas Hasil Hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 306 huruf g dikenakan terhadap setiap 
penerbitan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hulan. 

(2) Pungutan pencrimaan dari pclayanan dokumcn 
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dikenakan kepada 
pcngguna layanan melalui Lembaga Penerbit dokumen 
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan yang memanfaatkan 
fasilitas pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil 
Hu tan. 

(3) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen 
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dihitung berdasarkan: 
Penerimaan pelayanan dokumen Penjaminan Legalitas 

Pasal 312 

(I) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan 
basil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 
huruf r dikenakan terhadap seuap penerbuan dokumen 
angkutan hasil llutan. 

(2) Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan 
hasil hutan dikenakan kepada PBPH, persetujuan 
pemerintah, PBPHH dan perizinan lainnya yang 
rncnggunakan dokumcn angkutan hasil Hulan. 

(3) Pungutan pcnerimaan dari pclayanan dokumen angkut.an 
hasil hutan dikecualikan atas penerbitan dokumen 
angkutan basil Hutan yang dilakukan dari kegiatan 
pcngelolaan perhutanan sosial. 

(4) Pungutan pcnerimaan dari pclayanan dokumen angkutan 

hasil hutan dihitung berdasarkan: 
penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil 
hutan = Jumlah Dokumen x Tarif. 

Paragraf 8 
Penerimaan Pelayanan Dokumen Penjaminan Legalitas Hasil 

Hu tan 

Paragraf 7 

Pencrimaan Pelayanan Dokumen Angkutan Hasil Hutan 
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Pasal 315 

(I) Denda administratif dikenakan terhadap kegiatan usaha 
perkebunan kelapa sawit yang terbangun di dalam 
Kawasan Hulan yang memilikl izin lokasi dan/atau izin 
usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki 
perizinan di bidang kehutanan akibat tidal< 
menyelesaikan persyaratan perizinan di bidang 
kehutanan. 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Paragraf 10 
Denda Administrauf terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit yang Terbangun di dalam Kawasan Hu tan yang 
Memiliki lzin Lokasi dan/atau lzin Usaha di bidang 

Pcrkebunan yang Tidal< Memiliki Perizinan di bidang 
Kehutanan Akibat Tidal< Menyelesaikan Persyaratan Pertzinan 

di bldang Keh u tanan 

Pasal 314 

(1) Ganti Rugi Tegakan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
306 buruf h dikcnakan tcrhadap tlndak pidana 
eksploitasi Hutan bcrdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memili.ki kekuatan hukum tetap (inkrochl). 

(2) Oanti rugi tegakan dikenakan kepada pelaku tindak 
pidana eksploitasi Hutan. 

(3) Bcrdasar.kan puiusan pcngadilan yang ielah memiliki 
kekuatan hukum tetap (ittkracil~ sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11 Direktur Jenderal atau gubernur sesuai 
dengan kewenangannya menerbitkan Surat Perintah 
Pcmbayaran. 

(4) Oanti Rugl Tcgakan dihitung bcrdasarkan: 
Oanti rugi tegakan = Volume x Tarif. 

Pru-agraf9 
Oanti Rugi Tegakan 

Hasil Hu tan • Jumlah Dokumen x Tarif. 
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Pasal 316 
(I) Pembayaran PNBP berupa: 

a. IPBPH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah 
Pembayaran (SPP); 

b. PSDH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak LHP dibuat; 

c. DR paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak LHP d.ibuat; 

d. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan paling lama 
dilunasi 30 (tiga puluh] hari kalendcr sejak 
Rekapitulasi Laporan Hasil Crnisir1g dibuat: 

e. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan paling lama 
dilunasi 30 (tiga puluh] hari kalender sejak 
keputusan Kepala Dinas atas nama gubernur atau 
Dircktur JcndcraJ atas nama Mcntcri tcnt:ang Dcnda 
Pelanggaran Eksploitasi Hutan ditetapkan; 

f. Oanti Rugi Tegakan paling lama dilunasi 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak surat perintah 
pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 
atas nama gubernur atau Direktur Jenderal atas 
nama Mcntcri bcrdasarkan putusan pengadilan; 

g. penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil 
hutan dan penerimaan pelayanan dokumen 
Penjaminan Legaluas Hasil Hulan dipungut pada 
setiap penerbitan dokumen dan dapat dibayarkan di 
muka; atau 

Bagian Kctiga 
Pembayaran dan Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak 

dihitung berdasarkan: 

Denda adrninistratif • Volume x Tarif. 

(3) Dcnda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

ditetapkan Oirektur Jenderal atas nama Menteri. 
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h. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 315, wajib dilunasi paling lama 6 (enam) 
bulan sejak ditetapkan olch Direktur Jenderal. 

(2) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dengan menerbilkan kode billing rnelalui 

SIPNBP. 
(J) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran terhadap 

jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf b, 
huruf c, hurur d, dan huruf e dikenakan denda 2% (dua 
persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang sesuai 
dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(4) Kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diperoleh dengan cara: 
a Wajib Bayar rnelakukan perekaman data melalui 

SIPNBP; atau 
b. ditcrbilkan oleh Direktur .Jenderal melalui SIPNBP. 

(5) Bagi pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan diwajibkan 
untuk merekam data harga penjualan hasil Hutan sesuai 
dengan invoice/kontrak/dokumen pcnjualan sah lainnya 
melalui SIPNBP paling lama setiap 2 {dua) bu Ian. 

(6) Penyampaian harga penjualan hasil Hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan 
penetapan harga patokan. 

(7) Pembayaran PNBP Pcmanfaatan Hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dapat diberikan keringanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(8) Terhadap pemohon PBPH yang tidak melunasi kewajiban 
IPBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dcngan batas waktu yang ditetapkan, dibcrikan 
reguran tertulis dalam bentuk surat peringatan sebanyak 
3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 
masing-masing surat peringatan selama I (satu) bulan. 

(9) Dalam hal pemohon PBPH tidak melunasi IPBPH sampai 
dengan jatuh tempo surat peringatan Ill [ketiga], 
Direktur Jenderal membatalkan surat perintah 
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Pasal 318 
(I) Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR 

paling sedikit sebesar 25% (dua putuh lima persen) 
dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan, pcmohon Pcrsctujuan Pcmanfaatan 
Kayu Kegiatan Non Kehutanan dan pemegang hak guna 
usaha. 

(2) Penghitungan uang muka sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) didasarkan pad a hasil Timber Cruisi11g dengan 

intensitas 100% (seratus persen] tanpa dikalikan dengan 
falctor eksploitasi dan faktor pcngaman yang dituangkan 
ke dalam Rekapirulasi Laporan Hasil Cruisir>g. 

(3) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada: 
a operator SIPUHH pada UPT bagi pemegang 

persctujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan 
pemegang hak guna usaha unruk direkam ke 
SIPUHH; atau 

Bagjan Keernpat 

Pembayaran Uang Muka Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Paragraf 1 

Pembayaran Uang Muka 

Pasal 317 

Pelunasan PNBP yang ierutang dinyatakan sah apabila: 
a. dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui bank/pos 

pcrscpsi scsuai dcngan kctcntuan pcruturan pcrundang­ 
undangan; dan 

b. memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN). 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

huruf a. 
(10) Dalam hal surat perintah pembayaran sebagalmana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatalkan, Direktur 

Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan 

PBPH. 
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Pasal 319 

(I) Pcmbayaran uang muka bcrupa PSDH dan/atau DR 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayai (1) dapat 

diperhitungkan scbagai pembayaran PSDH dan/atau DR 

setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75% (tujuh 

puluh tuna perscn). 
(2) J>erhitungan sebagai pembayaran PSOH dan/atau DR 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dari 

rekomendasi Kepala Dinas. 

(3) Rckomcndasi Kcpala Dinas scbagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diterbitkan paling lama: 

a. 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan 

secara lengkap diterima apabila tidak dilakukan 

penelitian Iapangan; atau 

b, 30 (tiga puluh] hari kerja sejak dokumen 

persyaratan secara lcngkap ditcrima apabila 

dilakukan penelitian tapangan. 

(4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagairnana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk 

dilakukan venfikasi dan penetapan melalui SIPNBP. 

(5) Dalam hal rekornendasi Kepala Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) belum disampaikan kepada 

Direktur Jenderal telah melewati batas waktu, Wajib 

Paragraf 2 
J>enetapan Vang Mu ka 

b. operator SIPNBP pada Dinas Provinsi bagl 

perserujuan Pernanfaatan Kayu Kegiatan Non 
Kchutanan untuk direkam ke SIPNBP. 

(4) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruisi,19 yang telah direkam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan 

dihitung kewajiban uang mukanya oleh operator SIPNBP 

pada Dinas Provinsi dan diterbitkan kode billi,1g-nya. 
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(7) Dalam hal pemegang persetuiuan Pemanfaatan Kayu 
Kcgiatan Non Kchutanan rncngajukan pcrmohonan 
pengembalian atas pembayaran uang muka namun 
realisasi LHP lebih kecil dari rencana tebang, Dinas 
Provinsi bersama UPT melakukan pemeriksaan 
lapangan. 

(8) Hasil perneriksaan lapangan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (71 dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan lapangan dan dilaporkan kepada Direktur 
Jenderal dilarnpiri data shape file. 

(9) Direktur Jenderal setelah menerima laporan Hasil 
pemeriksaan lapangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (8) selanjulJlya melakukan analisis dengan 
menggunakan citra satelit. 

(10) Hasil analisis scbagaimana dimaksud pada ayat (9) 
menjadi dasar penetapan besarnya pengembalian 
kelebihan pembayaran uang muka. 

(11) Dalam hal realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh 
puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
pembayaran PSDH dan/atau DR di muka sebesar 25% 
(dua puluh lima person), diperhitungkan sebagai 
pembayaran di muka. 

(12) Realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima 
persenj sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) 

didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Dinas. 

Bayar dapat menyampaikan pennohonan rekomendasi 

kepada Direktur Jenderal. 

(6) Dalam hal jangka waktu persetujuan Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan sudah berakhir dan masih 
terdapat kelebihan pembayaran PSl)H dan/atau OR, 
Wajib Bayar dapat mengajukan pengcmbalian kclcbihan 
pembayaran PSDH dan/atau OR sesuai dengan 
kerenruan peraturan perundang-undangan. 

2021, No.319 
-243- 

www.peraturan.go.id



(2) Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK hasil lclang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hasil 
llutan Kayu dan/atau HHBK yang dilelang karena 
tcmuan, snaan, atau rampasan. 

(3) Pengenaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu 
dan/atau HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dihitung berdasarkan: 
a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah 

satuan/volume Hasil Hutan Kayu Bulat dan/atau 
HHBK; 

b. tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali 
volume untuk kayu gergajian dan bahan baku 
serpih; 

c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan 3 (tiga) kali 
volume untuk kayu olahan selain gergajian dan 
bahan baku serpih; 

d. Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dan huruf c dihirung menggunakan tarif sortimen 
Kayu Bulat besar; atau 

e. Kayu Olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dan huruf c dihitung menggunakan tarif sortimen 
Kayu Bulat besar. 

(4) Risalah lelang atau dokumen lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II direkam ke dalam SIPNBP oleh 
operator SJPNBP pada Dinas Provinsi. 

(SJ Operator SJPNBP pada Dinas Provinsi menerbitkan kode 
bi1/ing atas kewajiban PSDH dan DR hasil Hutan hasil 

Pasal 320 
(I) llasil Hutan Kayu dan/atau IIIIBK hasil lelang 

didasarkan atas risalah lelang at.au dokumcn lain sesuai 
dengan kerenruan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Kelima 

Hasil llutan Proses Letang 
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Pasal 321 

(I) Hasil Hulan yang tidak dilakukan LHP dan secara fisik 

sulit diidentifikasi (rusak/hilang/lertimbun) dilakukan 

terhadap: 
a. Hasil Hutan Kayu; dan 

b. HHBK. 

(2) Perhitungan volume Hasil Hulan Kayu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf a didasarkan pada volume 

RKT /rencana tebang dikurangi volume kayu yang telah 

dilakukan LHP. 

(3) Dalam hal RKT /rencana l.cbang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 tidal< tersedia, perhitungan volume 

didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu 

daerah seternpat dan/atau basil analisis telaahan citra 
sateln dikalikan Iuas bukaan lahan tanpa dikalikan 

faktor eksploirasi dan faktor pengaman. 

(4) Hasil perhitungan volume kayu sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (2) dan ayat (31 dituangkan datam berita acara 

pcmcriksaan dan mcnjadi dasar pcnerbitan kcputusan 

pengenaan Sanksi Administratif berupa de.nda 

administratif. 

(SJ Pengenaan tarif PSDH dan/atau DR alas Hasil Hutan 

Kayu yang tidal< dilakukan LHP sebagaima.na dimaksud 

pada ayat (!) huruf a dihitung berdasarkan volume 

dikaJika.n tarif jenis kayu sesuai data Riff /rencana 

tebang. 

(6) Pengenaan tarif PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan 

Kayu yang tidak dilakukan LHP sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I) huruf a dihitung berdasarkan volume 

dikalikan tarif jenis kayu dominan daerah seternpat 

dengan menggunakan sorumen kayu bulat besar. 

(7) Perhitungan volume hasil Hutan bukan kayu 

Bagian Keenam 

Hasil Hulan Yang Tidal< Dilakukan Laporan Hasil Produksi 

lelang. 
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PasaJ 322 
(I) Tata cara perhitungan volume Hasil Hutan Kayu dan 

HHBK untuk pcnctapan bcsaran kcwajiban PSDH 
dan/atau DR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 321 
berlaku muta1is mutandis terhadap perhitungan volume 
Hasil Hutan Kayu dan HHBK untuk kegiatan usaha 
perkebunan yang telah terbangun di Kawasan Hutan 
yang tidak merniliki perizinan di birlang kehutanan. 

(2) Berdasarkan basil perhitungan kewajiban PSDH 
dan/atau DR untuk kegiatan usaha perkebunan yang 
Lelah tcrbangun di Kawasan Hutan yang tidak memiliki 
perizinan di bidang kehutanan, Direktur Jenderal 
menerbilkan surat perintah pelunasan tagihan J>SDH 
dan/atau DR. 

(3) Kewajiban PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibcrikan kcringanan bcrupa 
pengangsuran. 

(4) Keringanan berupa pengangsuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(5) Batas waktu pelunasan kewajiban PSDH dan DR 
scbagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) 
tahun scjak berlakunya Undang-Undang Nomor II 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

(6) DaJam ha! pelunasan kewajiban PSDH dan DR tidak 
dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (5) dikenakan Sanksi 
Administratif berupa denda adminisratif. 

scbagaimana dimaksud pada ayai (11 huruf b didasarkan 
pada pencaratan produksi/penjuaJan atau pencatatan 
lainnya yang dimiliki Wajib Bayar. 
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Pasal 323 
(I) Pengembalian PNBP dapat diajukan oleh Wajib Bayar. 
(2) Pengembalian PNBP sebagairnana dimaksud pada 

ayat (I) dalam hal terdapat: 
a. kesalahan pembayaran PNBP; 
b. kcsalahan pcmungutan PNBP olch direktorat 

jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan restart 
dan/atau Oinas Provinsi; 

c. peneiapan Direktur Jenderal atau Pejabat Kuasa 
Pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP; 

d. putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap; 

e. hasil pemeriksaan PNBP Instansi pemeriksa; 
r. pelayanan yang tidak dapat dipcnuhi oleh direktorat 

jenderal yang membidangi pengelolaan hutan lestari 
dan/atau Oinas Provinsi secara sepihak; dan/atau 

g. ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Batas waktu permohonan pengembalian atas 

pcngcmbalian pcmbayaran PNBP scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) hurur a, hurur b, huruf c, huruf J, dan 
huruf g tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
terjadinya kclebihan pcmbayaran PNBP. 

(4) Batas waktu permohonan pengembalian atas 
pengembalian pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 huruf d, dan huruf e tidak melebihi jangka 
waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap atau diterbilkannya laporan hasil pemeriksaan 
PNBP. 

Bagian Ketujuh 
Pengembalian PNBP 

Paragraf I 

Ruang Lingkup Pengembalian 
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Pasal 324 

(I) Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian 

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena 
kesalahan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 323 ayat (21 huruf a harus dilengkapi 
dcngan dokumcn pcndukung paling scdikit: 
a. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana 

administrasi lain yang dipersamakan dengan bukti 
bayar; dan 

b. perhitungan kelebihan pembayaran PNBP dan 
dokumen pendukungnya. 

(3) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena 
kesalahan pemungutan PNBP oleh direktorat jenderal 
yang mcmbidangi urusan Pcngclotaan Hutan lestari 
dan/atau Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 323 ayat (21 huruf b harus dilengkapi dengan 
dokumen pendukung paling sedikit: 
a. bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana 

administrasi Jain yang dipcrsamakan dcngan bukti 
bayar; dan 

b. perhitungan kelebihan pernbayaran PNBP dan 
dokumcn pcndukungnya 

(4) Pennohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena 
penetapan direktorat jenderal yang membidangi 
Pengelolaan Hutan Jestari dan/atau Dinas Provinsi atas 
pengajuan keberatan PNBP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 323 ayat (2) huruf c harus ditengkapi 
dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa surar 
penetapan atas keberatan. 

(5) Permohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum retap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 

Paragraf 2 

Pengajuan Permohonan Pengembalian PNBJ> 
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diajukan melalui pcmindahbukuan, harus dilengkapi 
dengan dokumen pendukung tambahan. 

Pasal 325 

permohonan pengembalian PNBP 
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) 

(I) Dalam hal 

sebagaimana 

(6) Pennohonan pcngembalian pembayaran PNBP yang 
diajukan karena hasil Pemeriksaan PNBP lnstansl 
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 

ayat (2) huruf e harus dilengkapi dengan dokumen 
pendukung paling sedikit Surat Ketetapan PNBP lebih 

bayar. 
(7) Pennohonan pcngembalian PNBP yang diajukan karena 

pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh direktorat 

jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan 
lestari dan/atau Dinas Provinsi secara sepihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf f 

harus dilengkapi dengan dokumen pendukung paling 
sedikit: 
a. bukti setor atau sarana administrasi lain yang 

dipersamakan dengan bukti setor; dan 

b. pernyataan bahwa Wajib Bayar tidak tcrlayani. 
(8) Pennohonan pengembalian PNBP yang diajukan karena 

kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf g harus 

dilcngkapi dcngan dokumcn pcndukung paling scdikit: 
a bukti penerimaan negara, bukti setor, atau sarana 

adminislrasi lain yang dipersamakan dcngan bukti 
setor; dan 

b. peraturan pcrundang-undangan yang mcnycbabkan 
terjadinya kelebihan pembayaran PNBP. 

ayat (2) huruf d harus dilengkaJ>i dengan dokumen 

pendukung paling sedikil berupa salinan putusan 
pcngadilan. 
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Pasal 326 

Paragraf 3 
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran di Muka 

(2) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) untuk kondisi rertentu yang disebabkan 
pengakltiran kegiatan usaha berupa: 

a. surat keterangan pencabutan Perizinan Berusaha/ 
Hak Pengelolaan/persetujuan pemerintah/ perizinan 
lainnya dari instansi yang bcrwcnang; 

b. surat keterangan tidal< melakukan transaksi 
pembayaran PNBP selama 6 (enam] bulan berturut­ 

turut dari instansi yang berwenang; atau 
c. surat putusan pailit dari pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 
(3) Dokumen pendukung rambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) untuk kondisi tertentu yang disebabkan 
Wajib Bayar tidak mcmiliki kcwajiban PNBP yang sejcnis 
secara berulang berupa surat pernyataan dari Wajib 
Bayar. 

(4) Dokumen pendukung rambahan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (!) untuk kondisi tertentu yang disebabkan 
pengembalian sebagai pembayaran di muka alas jumlah 
PNBP terutang berikutnya melebihi jangka waktu I (satu) 
tahun paling sedikit berupa data historis transaksi 
pembayaran PNBP I (satu) tahun terakhir serta proyeksi 
pembayaran PNBP untuk I (satu) tahun ke depan. 

(5) Dokumen pendukung tambahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) untuk kondisi tertentu yang disebabkan di 
luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar 
bcrupa: 
a. surat pernyataan Wajib Bayar, untuk kondisi di luar 

kemampuan Wajib Bayar; atau 
b. surat pernyataan instansi berwenang, untuk kondisi 

kahar. 
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Pasal 327 

(I) Berdasarkan basil uji ketengkapan dokumen pendukung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dilakukan 

penelitian atas substansi permohonan pengembalian 
PNBP. 

(2) Dalam melaksanakan penetitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dapat dilakukan: 

Paragra14 
Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pembayaran di Muka 

(I) Direktur Jenderal melakukan uji kelengkapan dokumen 

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324. 

(2) Bcrdasarkan basil uji kelengkapan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dttakukan: 

a. proses penelitian pengernballan PNBP, dalam hal 

dokumen pendukung lcngkap, atau 

b. penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen 

pendukung kepada Wajib Bayar, dalam hal 

dokumen pendukung tidak Iengkap. 

(3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen 

pcndukung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

Wajib Bayar harus menyampaikan kelengkapan 
dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 7 
(lujuh) hari kcrja terhitung sejak surat permintaan 

kelengkapan dokumen diterima. 
(4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan 

kelengkapan dokumen dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 diterbitkan surat penolakan. 

(5) Surat penolakan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
tidak menghilangkan hak Wajib Bayar untuk 
mengajukan kembali permohonan sepanjang jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (3) 

dan ayat (4) belum terlampaui. 
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Pasal 328 

Paragrars 
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemindahbukuan 

a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, 

dan infonnasi dalam benluk salinan cetak dan/atau 

digital kepada Wajib Bayar; 

b. mengonflrmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang 

terkait; 
c. mcninjau tempat Wajib Bayar, tcnnasuk tempat lain 

terkait yang diperlukan; 

d. meminta pertimbangan dari aparai pengawasan 
intern pemerintah; dan 

e. meminta tnstansi Perneriksa untuk rnelakukan 

Pemcriksaan PNBP tcrhadap pcrmohonan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP 

dengan nilai tertenru. 
(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (II diterbilkan surat penolakan atau 

persetujuan pengembalian alas ketebihan pernbayaran 
PNBP kepada Wajib Bayar dan salinannya disampaikan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 
(4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali pennohonan 

pengembalian alas kelebihan pembayaran PNBP setelah 
surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diterima dalam hal: 

a. Wajib Bayar mcmiliki bukti baru; dan 

b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 323 ayat (31 dan ayat (4) belum terlampaui. 
(5) Surat persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran 

PNBP scbagaimana dimaksud pada ayat (31 

diperhitungkan sebagai pembayaran di muka alas 

jumiah PNBP terutang berikutnya, 
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Bayar harus rnenyarnpaikan kelengkapan dokumen 
pcndukung paling lambat 7 (tujuh) hari kcrja terhuung 
sejak surat permintaan kelengkapan dokumen 
pendukung diterima. 

(4) Dalam ha! dokumen pendukung dan dokumen 
pendukung tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dinyatakan lcngkap, dilakukan proses pcnclitian 
pengembalian PNBP. 

(5) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan 
kelengkapan dokumen pendukung dan dokumen 
pendukung tambahan dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat penolakan oleh 
Direktur Jenderal. 

(6) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tidak menghilangkan hak Wajib Bayar untuk 
mengajukan kembali permohonan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 323 ayat (3) dan 
ayat (4) belum terlampaui. 

pendukung tambahan 
ayat (2) huruf b Wajib 

pcndukung dan dokumen 
sebagaimana dimaksuct pada 

(I) Dalam hal permohonan pengembalian PNBP diajukan 

sebagai pemindahbukuan, dilakukan uji kelengkapan 

dokumcn pendukung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 324 dan dokumen pendukung tarnbahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325. 

(2) Berdasarkan hasil uji kelcngkapan dokumcn pcndukung 

dan dokumen pendukung tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayai (II dilakukan: 
a proses penelitian pengembalian, dalam hal dokumen 

pendukung lengkap; atau 
b. pcncrbitan surat pcrrnintaan kclcngkapan dokumcn 

pendukung dan dokumen pendukung tambahan 
kepada Wajib Bayar, dalam hal dokumen 
pendukung tidak lengkap. 

(3) Berdasarkan surat permintaan kelengkapan dokumen 
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(4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan 

pengembalian atas kelebihan pernbayaran PNBP setelah 

surat penolakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) 

ditcrima dalam ha!: 

a Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan 

b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 323 ayat (3) dan ayat (4) belum terlampaui. 

Pasal 329 

(I) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 dilakukan 
penelitian atas substansi permohonan pengernbalian 

alas kclcbihan pcmbayaran PNBP. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (ti dilakukan dengan: 

a meminta dan/atau meminjam buku, caiatan, data, 

dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau 

digital kepada Wajib Bayar; 
b. mengkonfirmasi Wajib Bayar dan/atau pihak yang 

terkait; 
c. mcninjau tempat Wajib Bayar, termasuk ternpat lain 

terkait yang diperlukan; 

d. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan 
intern pcmerintah; dan 

e. meminta perneriksaan PNBP dari instansi perneriksa 

untuk pcngcmbalian dcngan nilai tcrtcntu. 
(3) Berdasarkan basil penehuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( t) diterbitkan surat penolakan atau 

persetujuan pengcmbalian PNBP kepada Wajib Bayar 

oleh Direktur Jenderal, setelah mendapat perserujuan 

Menteri. 

Paragraf6 

Penelitian Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pemindahbukuan 

2021, No.319 -254- 

www.peraturan.go.id



Bagian Kedelapan 

Pembayaran Provisi Surnber Daya Hutan dan Dana Rcboisasi 
dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan 

Pasal 331 

Pelaksanaan proses uji kelengkapan dokumen dan penelitian, 

pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, 

Pasal 327, Pasal 328, dan Pasal 329 dilaku kan oleh Direktu r 

Jenderal. 

Pasal330 

(I) Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan 

dan/atau peminjaman berupa buku, catatan, data, dan 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 

ayat (2) huruf a kepada Wajib Bayar untuk kepenungan 
penelitian. 

(2) Wajib Bayar harus mcmcnuhi permintaan dan/atau 

peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling 

lambat 7 (lujuh) hari kerja terhitung sejak surat 

permintaan dan/atau peminjaman diterima. 

(3) Dalam hal Wajib Bayar tidal< memenuhi permintaan 

dalam batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan 
pengembalian PNBP diproses berdasarkan data yang 

diterima, 

(5) Persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berupa: 
a. pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara 

langsung melalui pemindahbukuan; atau 
b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas 

jumlah PNBP Terutang berikutnya, 
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara 

Iangsung melalui pemindahbukuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai 
dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 
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Pasal 333 
(I) Pengendalian PNBP dilakukan oleh Direktur Jenderal. 
(2) Kepala Dinas sebagai mitra pengelola PNBP wajib 

mclakukan pcmantauan tcrhadap Wajib Bayar dalam 
pemenuhan kewajiban PNBP. 

(3) Pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam 3 [tiga] bulan. 

(4) Dalam ha! basil pemantauan terhadap Wajib Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kurang 
bayar PNBP, Kcpala Dinas scgcra mencrbitkan surat 
tagihan kepada Wajib Bayar yang wajib segera dilunasi. 

(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang 
waktu masing-masing 1 (satu) bulan sejak penagihan 
pertama. 

(6) DaJam hal jangka wakru I (satu] bulan terhirung sejak 
tanggal surat tagihan ke-3 (ketiga) sebagaimana 

Bagian Kesembilan 
Pengendalian, Optimalisasl, dan Pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak 
Paragraf 1 

Pengendalian dan Optimallsasi Penerimaan Negara Bukan 
Pajak 

Pasal 332 
(I) Pemegang persetujuan pelepasan Kawasan llutan wajib 

memenuhi komitmen melunasi pcmbayaran PSDH dan 
DR. 

(2) Pemegang persetujuan pelepasan Kawasan I tutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcnyampaikan 
hasil Timber Cruisinq yang dituangkan ke dalarn 
Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising kepada Direktur 
Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mcncrbilkan surat pcrintah pcrnbayaran dan 
menerbilkan kode /JiUi,ig melalui SIPNBP. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin oleh 
Memeri. 

(3) DaJam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan 
PNBP Pemanfaatan Hutan, Menteri menugaskan 
Direktur Jenderal. 

(4) Penatausahaan dan pengelolaan PNBP Pemanfaatan 
Hu tan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a perenc.anaan; 
b. pengenaan; 
c. pembayaran; 
d. penggunaan;dan 

llutan Pernanfaatan (2) tnstansi pengelola PNBP 

Pasal 335 

(I) Penatausahaan dan pengelotaan PNBP bidang 
Pcmanfaatan Hulan dilakukan olch instansi pcngclola 
PNBP Pemanfaatan Hutan. 

Paragraf 2 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pasal 334 

Untuk optimalisasi PNBP, Dircktur .Jenderal atau Kepala 
Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan PNBP. 

dimaksud pada ayat (41 Wajib Bayar belum atau ticlak 
melunasi kewajibannya, KepaJa Dinas menerbi1kan surat 
pcnycrahan tagihan kepada instansi yang berwenang 
mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut. 

(7) Dalam ha) berdasarkan hasil pemantauan terhadap 
Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

terdapat kelebihan bayar PNBP maka kelebihan bayar 
PNBP dapat ditetapkan sebagai pembayaran di muka 
yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembayaran 
kewajiban PNBP sejenis pada periode berikutnya, 

(8) Pcmantauan scbagaimana dimaksud pada ayat {I) untuk 
masing-masing Wajib Bayar dituangkan dalam dokumen 
hasil pernantauan dan diunggah ke SIPNBP. 

2021, No.319 
-257- 

www.peraturan.go.id



Pasal 337 

(I) Hak akses SIGANJSHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP 

diberikan kepada: 

a. administrator; 
b. helpdesk direktorat jenderal yang mernbidangi 

urusan pengetolaan hutan restart; 
c. Kcpala Dinas; 
d. kepala UPT; 
e. pemegang PBPH/liak Pengelolaan; atau 

f. pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal, 

sesuai dengan kewenangannya, 

(I) Hak akses SIGANISHUT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l)juga diberikan kcpada: 

a. pemegang PBPHH; 

b. Lcmbaga Sertifikasi Profesi; atau 

c. GANISPH. 

(2) Hak akses SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
juga diberikan kepada: 

a. pemegang PBPHH; atau 

b. TPT-KB. 

Paragraf2 
Hak Akses 

Pasal 336 

(I) SIOANISHUT, SIPUHH, SIHHBK, dan SIPNBP dimiliki 

oleh Kementerian. 

(2) Pcngclolaan SIGANISHUT, SJPUHH, SIHHBK, dan 

SIPNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

oleh Direktur Jenderal. 

Paragraf J 

Pengelolaan 

Bagian Kesepuluh 

Sistern Informasl 

e. pertanggungiawaban, 
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pada direktorat jenderal yang membidangi urusan 

pengelolaan Hutan lestari; 

b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, 

operator direktorat jenderal yang membidangi 

urusan pengelolaan hutan lestari, operator Dinas 
Provinsi, dan operator UP'f; dan 

c. biaya operasional, pengembangan, dan 

pengamanan sistern. 
(2) Pemegang Perizinan Berusaha/badan usaha milik negara 

SIPUHH, SIHHBK, dan 

menyediakan biaya pengelolaan hutan lestari 

penyelenggaraan SIGANISHUT, 

SIPNBP, berupa: 
a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat 

keras (hnrdwarej dan perangkat lunak (software) 

Pasal 339 

(I) Direktorat Jenderal yang membidangi urusan 

Paragraf 3 
Pembiayaan 

Pasal 338 
(I) Hak akses SIPUHH dan SIHHBK dapai duutup 

sementara dalam hal: 
a. ditemukan adanya indikasi pelanggaran PUHH; 

b. belum terpenuhinya kewajiban pembayaran 

PNBP; dan/atau 

c. adanya pcrmintaan pihak lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(2) Penurupan hak akses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dan pembukaan kembali hak akses dilakukan 

oleh Administrator atas perintah tertulis dari Direktur 

Jcndcral. 

(3) Hak akses SIHHBK dan SIPNBP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) juga diberikan kepada Wajib Bayar lainnya 

yang diharuskan membayar PNBP sesuai dengan 
kerenruan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Setiap tcrjadi perubahan data pada sistern informasi 
yang terinterkoneksiyrerintegrasi dengan sistem 
infonnasi lainnya, pengelola sistern informasi wajib 
mencatat ke dalam sebuah log agar dapat ditelusuri. 

(4) l<,g sebagaimana dimasud pada ayat (31 disimpan 
di sereer utama dan seroer antara. 

(2) Server antara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mcrupakan seroer yang digunakan untuk pcnyimpanan 
dan/atau pertukaran data antar sistem infonnasi yang 
melakukan interkoneksi/integrasi. 

Pasal 340 

(I) Setiap Sistem lnformasi wajib menyimpan salinan data 
ke server antara. 

Paragraf 4 
Penyimpanan Data 

bidang kehutanan/perizinan lainnya menyediakan biaya 

operasional SIGANISHUT, SIPUIIJI, SIJIIIBK, dan 

SIPNBP berupa: 

a. biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan 

perangkal keras (hardware); 

b. biaya pengadaan/ penggunaan Jaringan/koneksi 
internet; dan 

c. biaya peningkatan kapasitas operator pernegang 
Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/perizinan 
lainnya. 

(3) Dircktorat Jcndcral yang mcmbidangi urusan 
pengelolaan nutan lestari dapat mengalokasikan biaya 
untuk peningkatan kapasitas operator pernegang 

Perizinan Berusaha/badan usaha milik negara di bidang 
kehutanan/perizinan lainnya. 
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Pasal 343 

(3) Selain dilakukan olch pcmcrintah, kcgiatan pengcndalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap 

pengelolaan, Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil 

Hutan, dan Penjaminan Legaliias Hasil Hulan dapar 

dilakukan oleh LPVI yang ditetapkan Menteri. 

Pcmanfaatan Hutan, dan Pcngolahan Hasil Hulan. 

(2) Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pemerintah. 

serta pengawasan pengendalian pembinaan, 

Pasal 342 

(I) Untuk tertibnya pelaksanaan Tata Hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan 

Hutan, PUHH, PNBP, Pengolahan Hasil Hutan, dan 

Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan kegiatan 

BAB IX 
PEMBINAAN, PENOENJ)Al,IAN $Eltl'A PEN0AWA$AN 

PEMANFAATAN HUTAN, DAN PENGOL.AHAN HASH, HUTAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 341 

Untuk menjamin keakuratan, kebenaran, dan kesesuaian 

data dapat dilakukan rekonsiliasi an tara: 
a administrator SIPUHH dan SIHHBK dengan pemegang 

Perizinan Berusaha/Hak Pengelolaan/perizinan 

lainnya; atau 
b, administrator SIPNBP dengan Wajib Bayar. 

Paragraf 5 

Rekonsiliasi Data 
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(2) Pemberian pedoman sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) huruf a, ditujukan terhadap pelaksanaan 
Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, dan 
Penjaminan Legalitas Hasil Hulan. 

(3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b ditujukan terhadap pelaksanaan 
Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Basil Hutan, dan 
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan. 

a pedoman; 
b. bimbingan; 

c. pclatihan; 
d. arahan; dan/atau 
e. supervisi. 

Pasal 344 
( I) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 

meliputi pemberian: 

Bagian Kedua 
Pembinaan Pemanfaatan Hutan dan 

Pengolahan Hasil Hutan 

(I) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan di 
bidang Pemanraatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. 

(2) Pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang 

Pemanfaatan llutan dan Pengolahan Hasll llutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) melipu ti: 
a pelaksanaan Tata Hutan; 
b. penyusuna.n rencana pengelolaan Hutan; 
c. Pemanfaatan Hutan; 
d. PUHH; 
c. PNBP; 
r. Pengolahan Hasil Hutan: dan 
g. Penjaminan Legalitas Basil Hutan. 
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Pasal 346 
(I) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 

meliputi kegiatan: 
a monitoring; dan/atau 
b. pcnilaian kinerja. 

(2) Kcgiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) nurur a merupakan kegiaian untuk memperoleh 
data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Pemanfaatan H utan dan 
Pengolahan Hasil Hutan 

Pasal 345 
(I) Pembinaan terhadap pcmegang Perizinan Berusaha dan 

pcmegang legalitas Pemanfaatan Hutan lainnya 
dilakukan oleh: 
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri; aiau 

b. gubemur. 
(2) Hasil pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dalam 
Pemanfatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan serta 
aspek lainnya. 

(4) Pemberian pclatihan scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf c ditujukan terhadap sumber daya 
manusia dan aparatur tcrkail pelaksanaan Pemanfaatan 
Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. 

(5) Pernberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

huruf d mencakup kegiatan Pcmanfaatan H utan dan 

Pengolahan Hasil Hutan. 
(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat {I) huruf e 

ditujukan terhadap pclaksanaan Pemanfaatan Hulan, 
serta Pengolahan Hasil Hutan, dan Penjaminan Legalttas 

Hasil Hutan. 
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Pasal 348 
(I) Kegiatan monitoring dan penilaian kinerja pemegang 

PBPH dilakukan terhadap laporan kinerja yang 
disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik 
kepada Menteri. 

(2) Hasil kegjatan monitoring dan penilaian kinerja 
pemegang PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibuat dalam berua acara yang menjadi dasar tindak 

Pasal 347 

(I) Pcnilaian kinerja sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 346 ayat (3) terhadap pcmegang PBPH, pcmegang 
Hak Pengelolaan, dan pemegang PBPHH dilakukan oleh 
Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. 

(2) Penilaian kincrja scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilaksanakan melalui penilaian kinerja kegiatan usaha 
Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dalam 
mercalisasikan rcncana dan target, sena pemenuhan 
kewajiban yang telah ditetapkan. 

(3) Hasil pcnilaian kincrja scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 
pembinaan kepada pemegang PBPI I dalam Pemanfaatan 
Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. 

pelaksanaan pengelolaan Hulan Lindung dan Hulan 
Produksi, kegiatan Pengolahan llasil llutan, dan 
Pcnjaminan Legalitas Hasil Hutan. 

(3) Kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b merupakan keglatan untuk menilai 
keberhasilan pclaksanaan kcbijakan, pelaksanaan 
pengelolaan Hutan Lindung dan Hulan Produksi, 
kegiatan Pengolahan Hasil Hulan, dan Penjaminan 
Legalitas Hasil Hu tan yang dilakukan secara periodik. 

(4) Pcnilaian kinerja usaha pemanfaatan Hutan 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
oleh LPVI. 
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Pasal 351 
(JI Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil 

Hutan dilakukan atas pelaksanaan: 
a. usaha Pemanfaatan Hutan; 
b. Pcngolahan Hasil Hutan; 
c. PUHH; dan 
d. pembayaran PNBP Pemanfaatan llutan. 

(21 Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan hasil 
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan intensitas peJaksana.an secara: 
a rutin; dan 
b. insidental. 

(31 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
dilakukan terhadap: 
a pemegang PBPH; 
b. pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH; 
c. pemegang Hak Pengelolaan; dan 
d. pemegang legalitas Pemanfaatan l+utan dan 

Bag_ia.n Keernpat 
Pengawasan Pemanfaatan Hulan dan 

Pengolahan Hasil Hutan 

Pasal 350 
Hasil pcnilaian kincrja tcrhadap pcmcgang PBPH 
dikelompokkan menjadi 2 (dual kategori: 
a. baik; atau 
b. buruk. 

Pasal 349 
Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 348 ayat (II serta basil pclaksanaan penilaian kinerja 
yang dilakukan oleh LPVI, dan pengaduan oleh pihak lain 
dan/atau masyarnkat dilakukan evaluasi internal. 

lanjut pembinaan dan pengendalian bagi pemegang 
PSPH. 
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Pasal 353 

(I) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 351 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Audit 
Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari: 
a hasil monitoring; 
b. pengaduan masyaraka.t; dan/atau 
c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I J 
dilaksanakan olch: 
a Direktur Jenderal atas nama Menteri; aiau 
b. Kepala Dinas atas nama gubernur. 

(3) Dircktur Jcndcral atas nama Menteri atau gubemur 
membentuk dan menugaskan tim pelaksana audit 
untuk melakuka.n Audit Kepatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Tim pelaksana audit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) rnelakukan telaahan terkait: 
a indikasi ketidakpatuhan; 
b. sasaran dan obyek audit (Audireej; 
c. wakru pelaksanaan; dan 
d. sumber dana. 

Pasal 352 

(I) Pengawasan rutin sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 351 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit I 

(satu) kali dalam I (satu) tahun. 
(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 351 ayat (2) huruf a dilakukan melalui evaluasi 

internal oleh Dircktur Jenderal atau gu bemur. 
(3) Direktur Jenderal atau gubernur dapa.t mernbentuk dan 

mcnugaskan tim untuk mclakukan cvaluasi internal 
dalam rangka pengawasa.n ruun melalui: 
a. telaahan; dan/atau 
b. pemeriksaan lapangan. 

Pengolahan Hasil Hutan lainnya. 
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Pasal 356 

Pasal 355 
(II Pelaksanaan Audit Kepatuhan diawali dengan pertemuan 

pembukaan (e11ny meeting) dcngan Auditee untuk 
menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan audit. 

(2) Tim pelaksana menyampaikan permintaan data, 
dokumen, dan/atau bukti lain yang relevan. 

(3) Aucli1ee wajib memberikan seluruh 

data/informasi/kelerangan dan dokumen yang diminta 
dalam bentuk asli dan/atau salinan. 

(4) Auditee wajib menunjuk/menetapkru1/menugaskru1 
pendamping sckaligus dibcrikan wewcnang untuk 
menandatangani berita acara basil audit. 

(5) llasil audit dituangkan dalam berita acara hasil audit, 
dan ditandatangam oleh tim pelaksana dan pihak 
Audi1ee dengan terlebib dahulu dilakukan ekspose oleh 
tim pelaksana. 

(6) Dalam hal Auditee tidak berscdia membcrikan scluruh 
data/informasi/keterangan dan dokumen yang diminta 
dan/atau tidak menandatangani berita acara hasil audit, 
tim petaksana membuat berita acara penutup. 

(7) Tim pelaksana melakukan pertemuan penutupan (exit 

meeting) dengan Auditee. 

Pasal 354 
(I) Metode Audit Kepatu han rnelipuri: 

a. pcngumpulan data dan informasi atas adanya 
indikasi ketidakpatuhan; dan 

b, verifikasi lapangan. 
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) huruf a dapat bersurnber dari: 

a. hasil evaluasi melalui SIPUHH; 

b. basil evaluasi pclaksanaan pemenuhan kewajiban 
pcmbayaran PNBP dan/atau SIPNBP; dan/atau 

c. hasil pcnclaahan dan sumbcr lain bcrdasarkan 
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 357 

(I) Dalam ha! pelaksanaan audit dilaksanakaJ1 oleh Dinas 

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) 

huruf b Kcpala Dinas rnembentuk tim dengan 

melibatkan UPT. 
(2) Kepala Dinas menelapkan pengenaan Sanksi 

Administratif berupa denda administratif ierbadap 

pernegang PBPH, pemegang PBPHH, pemegang 

persetujuan pernerintah, dan pemegang legalitas 

Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hulan lainnya 

dalam jangka waktu paling tama 7 (tujuh] hari kerja 

setelah selesainya pelaksanaan evaluasi. 
(3) Metode pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Pasal 355, dan 

Pelaporan dan evaluasi dilakukan: 

a. tirn pelaksana menyarnpaikan L.aporan Hasil Audit 
Kepatuhan kepada Direktur Jenderal melalui direktur 

yang rnernbldangi urusan iuran dan peredaran hasil 

Ji utan; 
b. penyusunan Laporan Hasil Audit Kepaluhan dibuat 

berdasarkan data dan berita acara hasil Audit 

Kepatuhan serta dokumen pendukungnya; 

c. Laporan Hasil Audit Kepatuhan disampaikan kepada 

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 

(cmpat bclas) hari kcrja tcrhitung scjak sclcsainya 

pelaksanaan audit; 

d. Direktur Jenderal melakukan evaluasi alas laporan tim 

pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

bersama-sama dengan pihak-pihak terkait; 

e. Dircktur Jcndcral atas nama Menteri rnenetapkan 
pengenaan Sanksi Administratif berupa denda 

administratif terhadap pemegang PBPH, Pengolahan 

Hasil Hutan, pemegang pcrsetujuan pemerintah, dan 

perizinan lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan 

evaluasi. 
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proporsionat dengan 
ketentuan peraturan 

hasil audit yang besarnya 
tanggungjawabnya sesuai dengan 
perundang-undangan. 

Pasal 358 
Pcnanggung jawab, bidang pelaksana, dan tim pclaksana 
audit diberikan insentif atas pertingkatan PNDP berdasarkan 

Pasal 356 berlaku secara mu1a1is muta11dis terhadap 
metode, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasll audit 
yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas, 
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a bertahap; 

b. bebas; dan/atau 

c. kumulatir. 

Pasal 360 

(I) Penerapan Sanksi Administranf memperhatikan: 

a legalitas kewenangan; 

b. prosedur yang tepat: 

c. kctcpatan pcncrapan sanksi; 
d. kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan 

sanksi; dan 

e. asas kelestarian dan kcberlanjutan. 

(2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui 

mekanisme: 

Untuk menjamin status, kelestarian Hutan, dan kelestarian 
rungsi Hutan, setiap pemegang PBPH dalam ha! melanggar 

ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor q I Tahun 1999 tcntang 

Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta 

Kcrja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenakan Sanksi 

Administratir. 

Pasal 359 

BAB X 
TATA CARA PENGENAAN SANKS! ADMINISTRATIF" 

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGOLAHAN HASH, HUTAN 

Bagian Kesatu 

Umum 
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I. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) 
tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima 

Pasal 362 

(II Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a 
dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: 
a. ridak melaksanakan penanaman paling sedikit 50% 

(lima puluh perscn] dari target per tahun yang Lelah 
ditentukan dengan ketentuan: 
I. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut kurang dari 50% (tuna 
puluh persen] dari target yang diperhitungkan 
mulai 3 [tiga] tahun scjak tcrbitnya PBPH 
berdasarkan Peraruran Menteri ini; atau 

2. rata-rata realisasi penanaman selama 3 (tiga) 
tahun berturut-turut kurang dari 50% (tuna 
puluh persen] dari target untuk PBPH yang 
telah berjaJan sebelurn dit.et:apkan Peraturan 
Menteri ini. 

b. tidal< merealisasikan rencana produksi hasil Hutan 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari target 
yang telah direncanakan, dengan kerentuan: 

Pasal 361 

Jenis Sanksi Adminislratif terhadap PBPH berupa: 
a. teguran tertulis; 
b, denda administratif; 
c. pcmbckuan PBPH ; dan/atau 
d. pencabutan PBPH. 

Paragraf l 

Jenis Sanksi Administratif 

Bagian Kedua 

Tala Cara Pengenaan Sanksi Administral"if Pemegang 

Pcrizinan Berusaha Pcmanfaatan Hulan 
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g. tidak mempekerjakan tenaga profesional di bidang 
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi 
persyaratan sesuai kebutuhan; 

h. tidal< melaksanal<an Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
dcngan Sistcm Silvik:ultur scsuai dcngan kondisi 
Hutan; 

i. tidak melaksanakan pemanenan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Produksi dengan menerapkan teknik 
pembalakan berdampak rendah Reduce Impact 
Logging, 

j. tidak melaksanakan kcmitraan dengan rnasyarakat 
di dalam dan di sekitar Hu tan; 

k. tidak melal<sanakan kerja sama dengan Koperasi 
masyarakat setempat paling lambat 3 (tiga) tahun 
sejak PBPH diterbitkan; dan/atau 

I. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik 
kepada Menteri. 

t.ahunan kerja c. tidak mcnyusun rencana 

berdasarkan RKUPH; 
f. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja 

scjak PBPH diterbitkan; 

puluh persen) dari target yang diperhitungkan 
mulai 3 (tiga) tahun sejak terbilnya PBl>II 
berdasarkan Peraturan Menleri ini; atau 

2. rata-rata realisasi produksi selama 3 (tiga) 
tahun berturut-turut kurang dari 50% (lima 
puluh pcrsen] dari target, untuk PBPH yang 
telah berjalan sebelum dltetapkan Peraturan 
Menteri ini. 

c. tidak metaksanakan pelaporan keuangan kegiaian 
usahanya; 

d, tidak mcnyusun rcncana kcrja usaha Pcrnanfaatan 
Hutan jangka panjang untuk seluruh areal kerja 

dengan memperhatikan RPIIJP yang disusun oleh 
KPH, paling lambat I (satu) tahun seielah PBPH 
diterbitkan; 
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peraturan perundang-undangan; dan/atau 

pengujian 
ketenruan 

c. kegiatan Pemanfaatan HHBK dalam hal: 
I. tidak melakukan pengukuran atau 

hasil Hutan sesuai dengan 

Hulan Kayu budidaya tanarnan; 
3. menebang pohon yang melebihi toleransi target 

sebesar J~'c. (uga pcrsen] dari volume per jenis 
kayu yang ditetapkan dalam Rk.TPH kecuali 
usaha Pemanfaatan Hasil H utan Kayu 
budidaya tanaman; dan/atau 

4. tidal< melaksanakan PUHH dengan benar. 
b. kcgiatan Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu budidaya 

tanaman (Hutan tanaman) dalarn ha!: 
t. tidak melakukan pengukuran atau pengujian 

basil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

2. tidak melaksanakan PUHH dengan benar. 

Pasal 363 
(I) Sanksi Administratif berupa denda adrninlstratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b 
dikenakan kepada PBPH, sebesar: 
a. IO (sepuluh) kali PSDI I; atau 
b. 15 (lima belas] kali PSDH. 

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( I) huruf a dikenakan terhadap: 
a kegiatan Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu tumbuh 

alarni (Hulan alam) dalam hal: 
I. tidak mclakukan pcngukuran alau pcngujian 

Hasil Hutan; 
2. menebang pohon yang melebihi toleransi target 

sebesar 5% (lima persen) dari total target 
volume yang ditentukan dalarn rencana kerja 
tahunan kecuali usaha Pcmanfaatan Hasil 
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berwenang. 
b. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya 

tanaman (Hutan tanaman) dalam ha! menebang 
pohon unruk pembuatan koridor sebelum ada 

yang pejabat persetujuan dari 
berv.'Cnang;dan/atau 

6. meneba.ng pohon yang dilindungi kecuali 
dengan persetujuan dari pejabai yang 

2. tidal< melaksanakan PUHH dengan benar. 

d. kegiatan pemungutan hasil nutan dalam hal: 

I. memancn atau mcmungut hasil Hulan yang 

melebihi daya dukung Hutan yaitu 5% (lima 

persen] dari target volume per jenis hasil llutan 

yang diizinkan; dan/atau 

2. tidak melakukan pengukuran atau pengujian 

hasil 1-lutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

e. kegiatan Pemanfaatan Kawasan dalam hal tidak 
mclaksanakan PUHH dcngan bcnar; dan/atau 

r. kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalarn ha! 
tidak melaksanakan PUliH dengan benar. 

(3) Pengenaan Sanksi Administtatif sebagaimana dimaksud 
padaayat (II hurufb dikenakan terhadap: 
a. kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu turnbuh 

alami (Hutan alam] dalam hal: 
I. meneba.ng pohon sebelum rencana kerja 

tahunan disahkan; 
2. meneba.ng pohon untuk pembuatan koridor 

sebelum ada persetujuan atau tldak sesuai 
dengan persetujuan pembuatan koridor; 

3. meneba.ng pohon di bawah batas diameter yang 
diizinkan; 

4. meneba.ng pohon di luar blok tebangan yang 
diizinkan; 

5. mencba.ng pohon untuk pembuatan jalan 
bagi lintasan angkutan kayu di luar blok 
rencana kerja tahunan kecuali dengan 
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Pasal 365 
Sanksi Administratif berupa pencabutan PBPH sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 361 huruf d dikenakan kepada 
pemegang PBPH dalam hal: 
a. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling 

tambat I (saru] tahun setelah PBPH diterbilkan; 

Pasal 364 

(1) Sanksi Administratif berupa pernbekuan PBPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c 
dikenakan kepada pemegang PBPH dalam hal: 

a. tidak mclaksanakan pcrlindungan Hulan di areal 
kerjanya; 

b, tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran 
Hu tan di areal kerjanya; 

c. tidal< bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran 
Hulan di areal kerjanya; 

d. tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan 
lingkungan di areal kerjanya; dan/atau 

e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif 
berupa teguran tertulis. 

(2) Dalam hal pemegang PBPH pada Hutan Lindung 
melakukan pelanggaran berupa: 

a. menebang pohon pada areal Perizinan Berusaha; 
b. mcnggunakan pcralatan mckanis dan alat bcrat 

pada areal Perizinan Berusaha; dan/atau 
c. membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

bentang alam pada areal Perizinan Berusaha, 
dikenakan Sanksi Administratlf berupa pembekuan 
PBPH. 

persetujuan atau tidak sesuai dengan persetujuan 
pembuatan koridor; dan/aiau 

c. kegiaian Pcmungutan Hasil Hutan Kayu dalam hal 
menebang pohon yang dilindungi kecuali dengan 

persetujuan dari pejabat yang berwenang, 
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Pasal 366 
(I) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a 
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri 
berdasarkan berita acara hasil pcnilaian kinerja 
dan/atau evaluasi, 

(2) Sanksi Administratif sebagairnana dimaksud pada 
ayat ()) dikenakan terhadap pemegang PBPH dalam 
benruk surat peringatan (SP). 

(3) Bcrdasarkan bcrita acara hasil pcnilaian kincrja 
dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (II 
Direktur Jenderal alas nama Menteri menerbitkan surat 

peringatan dan salinannya disampaikan kepada: 
a. dinas kehutanan provinsi; 
b. kepala UPT; dan 
c. kepala KPH. 

(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan sebanyak I (satuJ kali dan pemegang 
PBPH wajib memberikan tanggapan aias pemenuhan 
substansi materi sesuar surat peringatan dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

(SJ Dalam ha! pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan 
atau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan 

Paragraf 2 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif 

b. tidal< membayar PNBP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. meninggalkan areal kcrja; 
d. memindahtangankan PBPH tanpa persetujuan pemberi 

PBPH; 
c. dinyatakan pailit olch pengadilan negeri; 
f. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum 

retap; dan/aiau 
g. tidal< melaksanakan perintah Sanksi Administratif 

pembekuan PBPH. 
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P.JsaJ 367 

(I) Sanksi Administratif berupa pembekuan PBPH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c 
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri 

berdasarkan: 

a. pcnilaian kincrja; 

b. evatuasi internal; dan/atau 

c, evatuasi atas laporan pengaduan masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas 
laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) huruf b dan huruf c Direktur Jenderal 

membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan 

Japangan. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling scdikit 
beranggotakan direktorat lingkup direktorat jenderal 

yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan lestari, 

Dinas Provinsi, UPI', pengawas kehutanan, dan KPH. 
(4) Hasil pemeriksaan Iapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 dituangkan dalam berita acara. 
(SJ Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) Direktur Jenderal alas nama Menteri 

menerbitkan keputusan pengenaan Sanksi Adrninistratif 
berupa pembekuan PBPH dan salinannya disampaikan 
kepada: 

a. Kepala Dinas; 
b. kepala UPf; dan 

c. kepala KPH. 

substansi materi sesuai surat peringatan sebagaimana 

dimaksud pada ayal (4) Oirektur Jenderal atas nama 

Menteri menerbitkan Sanksi Administralif berupa 

pernbekuan PBPH. 

(6) Oalam hal pemegang PBPI I memberikan tanggapan dan 

Lelah mcmcnuhi kewajiban sesuai substansi materi SUJ"Jl 

peringatan, Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 dinyatakan tidak berlaku atau batal demi 

hukum. 

2021, No.319 
-277- 

www.peraturan.go.id



(2) DaJam rnelaksanakan evaluasi internal dan evaluasi atas 

Iaporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (II huruf b dan huruf c Direktur Jenderal 

membentuk tirn untuk melakukan pemeriksaan 

lapangan. 
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit 

beranggotakan direktorat lingkup direkt.orat jenderal 

yang membidangi urusan Pengelolaan Hutan Iesrari, 

Dinas Provinsi, UPT, pengawas kehutanan, dan KPH. 

Pasal 368 

(II Sanksi Adrninistratif berupa pencabutan PBPH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d 

diberikan oleh Menteri berdasarkan: 

a. pcnilaian kincrja; 
b, evaluasi internal; dan/atau 

c. evaluasi atas laporan pengaduan masyarakat, 

(6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (51 diberikan sebanyak I [satu] kaJi dan pemegang 

PBPH wajib mcmberikan tanggapan alas pemenuhan 

substanst materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi 

Administratif berupa pembekuan P8PH dalam jangka 

waktu paling lama I (satul tahun. 

(7) Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan tanggapan 

aiau memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai dengan 

substansi materi sesuai keputusan pengenaan Sanksi 

Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (51 
Dircktur .Jcndcral atas nama Mcntcri mcncrbitkan 
Sanksi Administratif berupa pencabuian PBPH. 

(81 Dalam hal pemegang PBPI I memberikan tanggapan dan 

tclah memcnuhi kewajiban sesuai substansi materi 

kepurusan pengenaan Sanksi Administratif berupa 

pembekuan PBPH maim Sanksi Administratif bcrupa 

pembekuan PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (SI 
dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum. 
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c. memindahta.ngankan persetujuan Pemanfaatan 
Kayu Kegiatan Non Kehutanan tanpa seizin pcrnbcri 
perseruiuan; dan/atau 

d. melakukan tinda.k pidana kehutanan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
retap. 

(2) Sanksi Administratif berupa pcncabutan terhaclap 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d diberikan oleh 
pembcri persetujuan tanpa pcringatan terlebih dahulu. 

Pasal 369 
(I) Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kcgiatan Non Kchutanan 

dapat dicabut apabila pemegang Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan: 
a tidak melaksanakan kegtaran pemanfaatan kayu 

secara nyata di lapangan dalrun jangka waktu 30 
(tiga puluh] hari scjak ditcrbitkannya persetujuan 
Pemanfaatan Kayu Kegiaian Non Kehutanan; 

b. meninggaJkan areal Pemanfa.a.ta.n Kayu Kegia.ta.n 
Non Kehutanan selruna 45 (empai puluh lima] hari 

berturut-turut sebetum perseruiuan Pemanfaatan 
Kayu Kegiatan Non Kehutanan berakhir; 

Paragraf 3 
Sanksi Bagi Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Ka.yu 

Kegiatan Non Kehutanan 

(4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksucl 
pada ayat (21 dltuangkan daJrun berita acara. 

(5) Bcrdasarkan bcrita acara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (41 Direktur JenderaJ mengusulkan pencabutan 
PBPH kepada Menteri dilengkapi konsep keputusan 

pencabutan PBPH. 
(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) Menteri menerbitkan keputusan pencabutan 

PBPH. 
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Pasal 370 

(I) Pcmegang persetuiuan Pernanfaatan Kayu Keglatan Non 

Kehutanan dikenakan sanksi: 

a. pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagatrnana Lelah 

beberapa kali diubah Lerakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 teruang 
Pcncegahan dan Pcmberantasan Perusakan Hutan 

scbagaJmana Lelah diubah dcngan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam 

hal rnelakukan penebangan di luar areal 

persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non 

Kehutanan; 

b. dcnda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH 

dan ditambah melunasi PSDH dan DR dalam ha!: 

I. melakukan penebangan di luar areal yang 

direncanakan untuk dirnanfaatkan, tetapi 
masih di dalam areal Persetujuan Pemanfaatan 

Kayu Kegiatan Non Kehutanan; 

2. melakukan pembukaan lahan dengan Lidak 

melaksanakan secara bertahap sesuai dengan 

rcncana kcrja pcmbukaan lahan tahunan yang 

Lelah ditetapkan dalam persetujuan 
Pcnggunaan xawasan Hutan: 

3. melakukan penebangan sebelum persetujuan 
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan 

diterbitkan; dan/atau 

4. tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang; 

a tau 

c, penghentian sementara kegiatan di lapangan 

apabila tidak melaporkan penambahan, 

pengurangan, atau penggantian peralatan. 

(2) Pcmegang izin sah lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) huruf b angka I antara lain kegiatan usaha 

pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang 
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c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif berupa 
denda administratif dan penghentian sernentara 
kegiatan di lapangan terhadap pemegang PBPH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 dan 
Pasal 370 ayat (I) huruf c berlaku secara mutatis 
mutandis tcrhadap pcngcnaan Sanksi Administratif 
berupa denda administratif dan penghentian 
sementara kegiatan di lapangan terhadap kegiatan 
usaha pertambangan, perkebunan dan/atau 
kegiatan lain yang telah terbangun dalam Kawasan 
Hu tan. 

ditambah melunasi PSDH dan DR dalam ha! 
melakukan penebangan di areal kegiatan usaha 
pertamba.ngan, perkebunan dan/atau kegiatan lain 
yang Lelah terbangun dalam Kawasan Hulan tanpa 

memiliki perserujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan 
Non Kehutanan; atau 

dalam terbangun tel ah yang 
Hu tan; 

b. denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dan 

telah terbangun dalam Kawasan Hulan dikena.kan 

sanksi: 
a. pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaima.na telah 
beberapa kali diubah lerakhir denga.n Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ientang Cipta Kerja, 
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pernberantasan Perusakan Hutan 
sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam 
hal mclakukan pcncbangan di luar kcgiatan usaha 

pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain 
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Pasal 371 
(I) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
dikcnakan Sanksi Administratif bcru pa: 

a. teguran tertulis; 
b, pembekuan; 

c. dcnda administralif; dan/atau 
d. pencabutan PBPHH atau pemegang POKPHH. 

(2) Sanksi Adm:inistratif sebagairnana dimaksud pada 

ayat (I) dikenakan kepada pemegang PBPHH atau 
pemegang POKPHH berdasarkan laporan hasil 

pengcndalian dan pengawasan Pengolahan Hasil Hulan, 

dalam hat ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, 

atau pelanggaran alas kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 

terhadap kewajiban dan/atau larangan sesuai dengan 

ketentuan peraruran perundang-undangan. 
(3) Kctidakscsuaian, penyimpangan, atau pclanggaran atas 

kegiatan Pengolahan Hasil Hu tan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terhadap: 

a komitmen Pelaku Usaha dalam rnerealisasikan 

pembangunan sarana dan prasarana Pengolahan 

Hasil Hulan atau Perluasan Pengolahan Hasil 

Hu tan; 
b. pelaksanaan kegiatan operasional Pengolahan Hasil 

Hulan; dan 

c. pelaksanaan pemenuhan kewajiban serta kepatuhan 

terhadap tarangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Tata cara Pengenaan Sanksi Administrauf 

Pengolahan Hasil Hulan 

Paragraf J 

Umum 

2021, No.319 -282- 

www.peraturan.go.id



Pasal 372 

(I) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (I) huruf a 
merupakan teguran pemerintah terhadap pemegang 
PSPHH atau POKPHH dalam bentuk surat peringatan 
(SP). 

(2) Pcrncgang PBPHH atau POKPHH dikcnakan Sanksi 
Administratif berupa teguran tertulis dalam hal: 
a. tidak merealisasikan pembangunan pabrik 

dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan dalam 
jangka wakru 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya 
PBPHH atau persctujuan Perluasan PBPHH atau 
POKPHH; 

b. tidak menjalankan usahanya sesuai dengan 
legalitas PBPHH atau POKPHH; 

c. tidal< menyusun dan menyampaikan RKOPHH 
setiap tahun; 

d. tidak menyusun dan menyampaikan laporan 
realisasi kinerja secara periodik; 

c. tidak mcmiliki S-PHL/S-Lcgalitas; 
r. melakukan kegiatan produksi melebihi Kapasitas 

lzin Produksi tanpa pernberitahuan kepada pemberi 
PBPHH atau pemberi POKPHH dan/atau addendum 
PBPHH atau pemegang POkl'HH; 

g. melakukan penambahan jenis Pengolahan Hasil 
Hutan, penambahan ragam produk olahan, atau 
melakukan perubahan data pokok PBPHH tanpa 
pemberitahuan kepada pernberi PBPHH a.tau 
pembcri POKPHH dan/atau addendum PBPHH atau 
POKPHH; 

h. tidak melaporkan pemindahtanganan PBPHH atau 
pemindahan hak atas saham tanpa pemberitahuan 
kepada pemberi PBPHH atau pemberi POKPHH 

Paragraf 2 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Teguran 
Tcrtulis 
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(6) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
atau persctujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH tidak 
memberikan tanggapan a tau mem berikan tanggapan 
tetapi tidak sesuai dengan substansi surat peringatan I 
(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur 
Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai 
dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan II 
(dua). 

(7) Dalam bal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
atau perserujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH telah 
memberikan tanggapan sesuai dengan substansi surat 
peringatan I (satu) dan/atau surat peringatan II (duaJ, 
Direktur JenderaJ atas nama Menteri atau gubcmur 
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pembatalan 
surat peringatan. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh 
Dircktur JcndcraJ atas nama Mcntcri atau gubcrnur 
sesuai dengan kewenangannya, 

(5) Pemegang PBPllli atau pemegang POK PHI I arau 
persetujuan Perluasan PBPHH atau POKPHH, wajib 
memberikan tanggapan atas substansi yang tercantum 
dalam surat pcringatan (satu) dan/atau surat 
peringatan II (dual, 

(3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (II dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu teguran 
rertulis masing-masing selama 1 [satu] bulan. 

(4) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 

dan/atau adderldum PBPHH atau pemegang 
POKPIIII; dan/atau 

i. tidak melaksanakan upaya keseimbangan supply­ 
demand dan kelestarian sumber bahan baku. 
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(JO) Dalam ha! materi/substansi tanggapan pemegang 

PBPHH atau pemegang POKPHH atas surat peringatan 11 
(dua) tcrhadap pclanggaran tidak mcrcalisasikan 

pembangunan pabrik dan/atau perluasan kegiatan 

Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a tidak dapat diterima, Direktur Jenderal 

atas nama Menteri atau gubemur sesual dengan 

kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif 
berupa pembatalan PBPHH atau POKPHH atau 

pembatalan persetujuan perluasan PBPHH atau 

POKPHH. 

(8) Dalam hal materi/substansi tanggapan atas surat 

peringaran 11 (dua) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) tidak dapat ditcrima, Direktur Jenderal atas 

nama Menteri atau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya menerbitkan Sanksi Administratif 

berupa pcmbekuan PBPHH atau POKPHH atau 
pembekuan persctujuan Perluasan PBPHH atau 

POKPJ·JJJ. 
(9) Dalam hal pemegang PBPHH aiau pemegang POKPHH 

tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau 

pcrluasan kcgiatan Pcngolahan Hasil H utan dalam 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya PBPHH 

atau POK PHH atau persetujuan Perluasan PBPl-t H atau 
POKPHH, diberikan Sanksi Administratif berupa teguran 
tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 
masing-masing teguran tertulis selama 6 (enam] bu Ian. 
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tahun berjalan; 
2. tidak menyampaikan Iaporan bulanan realisasi 

kinerja; 

3. tidak mclaksanakan PUHH scsuai dcngan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. tidak melaporkan secara berkala kegiatan dan 
basil Pengolahan Hasil Hutannya kepada 
pemberi PBPHH dan instansi yang diberikan 
kewenangan da.lam pembinaan dan 
pengembangan kegiatan Pengolahan Hasil 
Hu tan; 

5. tidak merniliki S-PHL/S-Legalitas; 
6. tidak melaporkan perubahan penanggung 

jawab, perubahan NPWP, perubahan status 
penanaman modal dan/atau Perubahan 
Komposisi Ragam Produk sesuai dengan 

untuk pelayanan a. pembekuan pemberian 
pelanggaran: 
1. tidak menyusun dan menyampaikan RKOPHH 

Pcngolahan Hasil Hutan. 
(2) Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan: 

operasionat 

Pasal 373 

(I) Sanksi Administmtif berupa pembekuan sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 371 ayal (II huruf b dapat 
berupa: 
a. pembekuan pernberian pelayanan; 
b. pcmbckuan scbagian Kapasitas lzin Produksi; 
c. pembekuan sebagian kegiatan operasional 

Pcngolahan llasil Hutan; atau 
d. pembekuan seluruh kegiatan 

Paragraf 3 
Tala Cara Pengenaan Sanksi Adminislratif Berupa 

Pcmbckuan Perizinan Bcrusaha Pcngolahan Hasil Hutan atau 
Pcrsetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hulan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau 

7. melakukan Pcrubahan Komposisi Ragam 

Produk Kayu Olahan dan / atau melaku kan 

perubahan penggunaan Mesin Produksi utama 

tanpa mclalui persetujuan pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. pembekuan sebagian Kapasitas lzin Produksi 

apabila pemegang PBPHH atau POK PHI I tldak 

mclakukan kcgiatan produksi scsuai Kapasitas Jzin 
Produksi dalam jangka waktu 3 [tiga) tahun 
terakhir; 

c. pembekuan sebagian kegiaian operasional 
Pengolahan Hasil Hutan apabila pemegang POPHH 
atau pemcgang POKPHH: 
I. tidak mempekerjakan atau tidak memiliki 

GANISPH Pengujian I lasil Hutan yang 
bersertifikat sesuai kualifikasinya untuk 
kegiatan Pengolahan Hasil Hulan skala usaha 
kedl dan skala usaha menengah; 

2. tidak memiliki GANISPH Pengujian Hasil Hutan 
yang bersertifikat sesuai kuahfikasinya untuk 
Pcngolahan Hasil Hulan skala usaha bcsar; 

3. tidak melakukan PUHH melalui SIPUHH sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

4. tidak mengajukan izin pertuasan, apabila 
melakukan perluasan produksi melebihi 30% 
(tiga puluh persen] dari kapasitas produksi 
yang diizinkan; 

5. memperluas usaha Pengolahan Hasil Hutan 
tanpa izin; 

6. memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil 
Hulan tanpa izin; dan/atau 
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pembekuan sebagian kegiatan operasional 
Pengolahan Hasil Hutan dan tidak memenuhi 

kewajibannya; dan/atau 

2. tcrindikasi mclakukan kcgiatan pidana 
dan/atau dalam proses penyelidikan atau 

penyidikan. 

(3) Sanksi Administratif berupa pembekuan pemberian 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayar (II huruf a 

berupa: 

a. tidal< diberikan persetuiuan toleransi produksi 30% 

(tiga puluh persen] dari kapasitas produksi yang 

diizinkan; 

b, tidal< diberikan hak akses dan/atau pelayanan pada 

SIPUHH dan/atau hak akses penerbitan dokumen 

SKSHH pada SIPUHH; 

c. tidak diberikan petayanan penerbitan atau 

pcrpanjangan S-Lcgalitas dan/atau pcncrbitan 

Dokumen V-Legal atau l..isensi FLEGT melalui 
SILK; atau 

d. tidak diberikan pelayanan terkait PBPHH atau 
POKPHH. 

(4) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pernbekuan 
pemberian pelayanan untuk pemegang PBPHH atau 
pemegang POKPHH sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 

diterbitkan oleh Oirektur Jenderal atas nama Menteri 

atau gubemur sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif berupa 

pembekuan pemberian peJayanan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (31 dilakukan oleh pejabat pernberi 

pelayanan administratif sesuai dengan kewenangannya. 

operaslonal 
a tau 

d. Pembekuan seluruh kegiatan 

Pengolahan Hasil Huw.n apabila: 
l. telah dikenakan Sanksi Administratif beru pa 

7. telah dikenakan Sanksi Administratif beru pa 

reguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak 

memenuhi kewajibannya; 
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sebagaimana dima.ksud pa.da ayat (21 huruf a 
angka 6: 
I. Direktur Jenderal atau gubemur sesuai dengan 

kewenangannya, tidak mernberikan pelayanan 
terkait denga.n perizinan da.n tidak memberika.n 
persetujuan toleransi produkst 30% (tiga puluh 
persen] da.ri ka.pasitas produksi yang diizinkan; 

2. Direktur Jenderal membekukan akses SJPUHH 
da.n a.kses untuk menerbitka.n SKSHH; 

3. direktur/pimpinan LPVI, tidak mernberikan 
pelaya.na.n penerbita.n Dokumen v-Legal atau 
Lisensi FI.EGT melalui SILK; atau 

pelanggaran disebabkan tertulis teguran 

(6) Keputusan Sanksi lldminis1ratif berupa pembekuan 
pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditembuskan kepada gubemur, kepala UPT, dan 
pimpinan LP'VI. 

(7) Berdasarkan keputusan pengenaan Sanksi Admlnlstratlf 

bcrupa pcmbekuan pcmberian petayanan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (51 maka: 
a. dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang 

POKPHH dikenakan Sanksi Administratif berupa 
teguran tertulis disebabkan pelanggaran 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 
2, angka 3, angka 4, dan angka 5 maka: 
I. Direktur Jenderal a.tau gubemur sesuai dengan 

kewenangannya, tidak memberikan pelayanan 
terkait dengan perizinan da.n tida.k memberikan 
pcrsetujuan tolcransi produksi 30% (tiga puluh 
persen) da.ri kapasitas produksi yang diizinkan; 

2. Direktur Jenderal membekuka.n akses SIPUMI~ 
dan akses untuk menerbitkan SKSHH; atau 

3. direktur/pimpinan LPVI, tidak memberikan 
pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal atau 
Lisensi FLEGT melalui SILK; 

b. dala.m ha.I pemegang PBPHH atau pemegang 
POKPHH dikcnakan Sanksi Administratif bcrupa 
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(8) Sanksi Administratif berupa pernbekuan pemberian 
pclayanan untuk pcmegang PBPHH atau pcmcgang 
POKPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikenakan untuk jangka waktu paling lama I (satu) 
tahun sejak diterbukan surat pengenaan sanksi, 

(9) Dalam hal sela.ma jangka. waktu pengenaan sanksl, 
pcmcgang PBPHH atau pcmcgang POKPHH tclah 
memenuhi kewajibannya maka Direktur Jenderal atas 
nama Menteri atau gubernur sesuai dengan 

kewcnangannya mencrbitkan surat pembatalan 
pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan 
pelayanan, dan kepada pcmegang PBPH H a tau pemegang 
POKPHH diberikan pelayanan kembali. 

(10) Dalam hal sa.mpa.i dengan berakhirnya jangka. waktu 
pengena.an Sanksi Administra.tif berupa pembekuan 
pelayanan, pemegang PBPHH aiau pemegang POKPHH 
tidal< memenuhi kewajibannya atau memberikan 
jawaban tetapi jawaban tidak dapat diterirna maka 
kepada pemegang PBPHH aiau pemegang POKPHH 

atau 

c. dalam hal pernegang PBPHH atau pernegang 

POKPIIII dikenakan Sanksi Administratif berupa 
teguran tertulis disebabkan pelanggaran 
sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) huruf a 
angka 7: 
I. Direktur Jenderal membekukan akses SIPUHH 

dan akses untuk menerbitkan SKSHH; 
2. dircktur/pimpinan LPVI, tidak mcmbcrikan 

pela.yanan penerbitan Dokumen V-Legal atau 
Lisensi FLECT melalui SILK; atau 

3. kepala UPT tidak memberikan pelayanan 
pengangkatan dan penetapan CANISPH. 

4. kepala UPT, tidal< memberikan pelayanan 

pengangkatan dan penetapan CAN1$PI I; 
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a. pembekuan sebagian Kapasitas lzin Produksi 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas lzin 

Produksi yang tcrcanturn daJam PBPHH atau 

POK.PHH apabila pemegang PBPHH atau pemegang 

POKPHH tidak melakukan kegiatan produksi dalam 

jangka wakiu 3 (tiga] tahun terakhir; atau 

b. pembekuan sebagian Kapasitas lzin Produksi 

scbcsar 30% (tiga puluh pcrscn] dari Kapasitas lzin 

Produksi yang tercantum dalam PBPHH atau 

POK PH II apabila berdasarkan hasil pengendalian 

dan pengawasan dinyatakan bahwa produktivitas 

Pengolahan Hasil Hutan hanya berproduksi kurang 

dari 50% (lima puluh persen) dari Kapasitas lzin 

Produksi yang diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir. 

(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan 

sebagian Kapasitas Izin Produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I) dilakukan pada Kapasitas lzin Produksi 

dari masing-rnasing jenis Pengolahan Hasil Hutan 
dan/atau ragam produk berdasarkan berita acara 

PasaJ 374 

(I) Sanksl Administratif berupa pembekuan sebagian 

Kapasitas lzin Produksi PBPHH atau POKPI IH 

scbagaimana dimaksud daJam Pasal 373 ayat (II huruf b 

berupa; 

Paragraf 4 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa 

Pembckuan Scbagian Kapasltas lzin Produksl 

dikcnakan Sanksi Administratif berupa Pembekuan 

Sebagian OperasionaJ PBPIIJI atau POKPIIH. 
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Pasal 375 
(I) Berdasarkan laporan hasil pengendalian dan 

pengawasan kegiatan Pengolahan Hasil Hutan PBPHH 
atau POKPHH, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 
gubemur sesuai dengan kewenangannya rnenerbitkan 
Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian 
Kapasitas Izin Produksi. 

(2) Sanksi Administratif scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) dikenakan untuk jangka waktu paling lama I 
(satu) tahun sejak surat pengenaan Sanksi Administratif 
ditcrbitkan tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih 
dahulu. 

(3) Dalam ha! pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
telah memenuhi kewajibannya dan/atau berdasarkan 
laporan realisasi produksi telah mencapai kapasitas 
maksimum yang diizinkan dalarn jangka waktu 
pengenaan sanksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri 
atau gubemur sesuai dengan kewenangannya, 
menerbilkan keputusan pembatalan pengenaan Sanksi 
Administratif berupa pembekuan sebagian xapasuas lzin 
Produksi. 

(4) Dalam ha! pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
tidak memenuhi kewajibanya dan/atau berdasarkan 
Iaporan realisasi produksi, produktivitas Pengolahan 
Hasil Hutan kurang dari 50% (lima puluh persen) dart 
kapasitas produksi yang diizinkan, kepada pemegang 
PBPHH atau pemegang POKPHH dikenakan Sanksi 
Administratif berupa pembekuan sebagian xapasuas lzin 
Produksi kembali sebesar 25% (dua puluh lima persen] 
dari Kapasitas Izin Produksi terakhir yang diizinkan. 

(5) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
telah dikenakan Sanksi Administratif berupa pernbekuan 
sebagian Kapasitas lzin Produksi sebanyak 2 (dual kali, 
pemberi PBPHH atau PO KPH H dapat menetapkan 

pemeriksaan pengendaltan dan pengawasan Pengolahan 

Jlasil llutan. 
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Pasal 376 

Sanksi Administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan 

operasional Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 373 ayat (I) huruf c tcrdiri atas: 

a pembekuan kegiatan usaha penerimaan bahan 

baku/pengangkutan bahan baku dan/at.au kegiatan 

usaha pemasaran/pengangkutan produk olahan 

dikenakan bagi pemegang PBPHH atau pemegang 

POKPHH yang tidak mcmiliki dan/ a tau tidak 

mempekerjakan GANISPH sesuai kompetensinya; 

b, pembekuan kegiatan usaha penerimaan bahan baku, 

operasional Pengolahan Hasil Hu tan, dan 

penganglrutan/pemasaran produk olahan dikenakan 

bagi pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH yang 

memindahkan lokasi usaha Pengolahan Hasil Hutan 

tan.pa izin; atau 
c, pembekuan kegiatan usaha penerimaan/ pengangkutan 

bahan baku dan pengangkutan/ pernasaran produk 

olahan dikenakan bagi pemegang PBPHH atau pemegang 

POKPHH yang telah mendapatkan Sanksi Administratif 

berupa penghentian pemberian pelayanan dan tidal< 

memenuhi kewajibannya. 

Paragraf 5 

Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa 

Pembekuan Sebagian Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil 

Hu tan 

penurunan Kapasitas lzin Produksi PBPHH atau 

POKPI 111 melalui mekanisme addendum P13PI 111 a tau 

POKPHH. 

(6) Dalam ha! penetapan penurunan Kapasitas Izin Produksi 

menyebabkan perubahan skala usaha Pengolahan llasil 

Hutan dari skala usaha besar menjadi skala usaha 

menengah atau skala usaha kecil, Menteri menerbitkan 

keputusan penurunan Kapasitas lzin Produksi. 
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pengawasan kcgiatan Pengolahan Hasil Hulan pada 
PBPHH atau POKPHH scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) Direktur Jenderal atas nama MenLeri atau 
gubernur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan 
Sanksi Administralif berupa pembekuan sebag.ian 
Operasional Pengolahan Hasil Hutan. 

(J) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama I 
(satu) tahun dan diterbitkan setelah diberikan teguran 
tertulis sebanyak 2 (dua) kali. 

(4) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
tidak mcmcnuhi kcwajibannya dalam jangka waktu 
pcngenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (J) Direktur Jenderal atas nama Memeri atau 
gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan 
Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh 
kegiatan operasionat selama jangka wakru paling lama I 
(saru) tahun. 

(5) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 
telah memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 

dan pengendalian hasil 

Pasal 377 

(I) Pcngenaan Sanksi Administratif berupa pernbekuan 
sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil Hulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (I) hurufc 
didasarkan pada hasil pcngendalian dan pengawasan 
terhadap: 
a. pemenuhan kewajiban mempekerjakan darr/atau 

memilild GANISPH scsuai kompetensinya oleh 
pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH; 

b. kegiatan PBPHH aiau POKPHH yang dituangkan 
dalam berua acara pemeriksaan; dan/atau 

c. pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan 
sebagian kegiatan operasional Pengolahan Hasil 
Hutan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri atau gu bernu r sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Berdasarkan laporan 
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Pasal 378 
(I) Pcmcgang PBPHH atau pcmcgang POKPHH dikcnakan 

Sanksi Administratif berupa denda administratif apabila 
tidak memenuhi kewajiban Pelunasan Penerimaan 
Pelayanan Dokumen Angkutan Hasil Hulan (PPDAHH), 
dan penerimaan Pelayanan Ookumen Penjaminan 
Legalitas Hasil Hulan (PPDPLHH) sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang undangan, 

(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 
ayat ( I) huruf c didasarkan pada basil pengendalian yang 
dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan 
kewenangannya, dan hasilnya dituangkan dalam berita 
acara pcmcriksaan. 

(3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa denda 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

Paragraf6 
Sanksi Administratif Berupa Denda Administrauf 

pengenaan Sanksi i\dministratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 
gubemur sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan 

keputusan pembatalan pengenaan Sanksi Admlnistratlf 
berupa pembekuan seluruh operastonal keglatan 

Pengolahan llasil Hutan. 
(6) DaJam hal pernegang PBPHH atau pernegang POKPHH 

telah dikenakan Sanksi Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan tidak memenuhi 
kcwajibannya dalam jangka waktu pcngcnaan Sanksi 
i\dministratif berupa pembekuan seluruh kegiatan 
operasional Pengolahan Hasil Hutan, Merneri atau 

gubemur atau Direktur Jenderal atas nama Menteri 
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan 

pencabutan PBPHH atau POKPHH. 
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dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan clalam 
jangka waktu 3 (liga) tahun sejak PBPHH atau 
POKPHII diterbitkan; 

b. tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka 
waktu paling sedikit 3 (liga) tahun berturut-rurut 
dan/atau sudah tidak memiliki sarana dan 
prasarana kegiatan Pengolahan Hasil Hutan; 

c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 
pcnccmaran dan kcrusakan tcrhadap lingkungan 
hidup yang melampaui batas bairn mutu 
lingkungan; 

d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku 
basil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku 
yang tidak sah (ilegal); 

e. melakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan 
yang tidal< sesuai dengan PBPHH atau POKPHH 
yang diberikan; 

r. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri; 
g. dikenakan sanksi pidana yang telah berkekuatan 

hukum tetap; dan/atau 
h. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif 

berupa teguran tcrtulis dan/atau Sanksi 

pabrik pembangunan merealisasikan a tidal< 

Pasal 379 
(I) Sanksi Adrninistratif berupa pencabutan PBPHli atau 

POKPHH dikenakan apabila: 

diterbilkan oleb Direktur Jenderal atas nama Menteri 

aiau gubcmur sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Tata cara penagihan atas denda administratlf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (J) ruenglkutl 
ketentuan terkait PNBP sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 7 

Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan dan Persetujuan Operasional 

Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 
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Pasal 380 
(I) Dalam ha] pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 

terbukti tidak rnerealisasikan pembangunan pabrik 
dan/atau kcgiatan Pcngolahan Hasil Hutan dalarn jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sejak PBPHH atau POKPHH 
diterbilkan dikenakan Sanksi Administratif berupa 
pencabutan PBPHH atau POKPHH setelah dikenakan 
Sanksi Administratif berupa teguran iertulis sebanyak 2 
(dua) kali. 

(2) Oalam hal berdasarkan hasil pengendalian dan 
pengawasan Pengolahan Hasil Hutan: 
a. pemegang PBPliH atau pemegang POKPHN terbukti 

tidak melakukan kegiatan produksi dalam jangka 

Paragraf 8 
Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa 

Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hulan atau 
Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan 

operasional Pengolahan Hasil Hutan. 
(2) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan 

PBPHH atau P0t.1'HH sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 371 ayat (II hurufd didasarkan pada: 

a. hasil pengendalian dan pengawasan yang dilaku kan 
oleh tim yang dibenruk olch Direktur Jcndcral alas 
nama Mcntcri a tau gu bcmur scsual dcngan 
kewcnangannya dan hasilnya dituangkan dalam 
berita acara pemeriksaan; 

b. basil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap; atau 

c. basil pengendalian dan pengawasan terhaclap 
pengenaan Sanksi Administratif berupa pembekuan 
sebagian kegiatan operasional PBPH H atau 
POKPIIII. 

(3) Pengenaan Sanksi Administratif berupa pencabutan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan olch 
Mentcri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

seluruh pembekuan berupa Administratif 
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waktu paling sedikit 3 (tigal tahun berturut-turut 

dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan 

PBPHH atau POKPHH sereian dikenakan Sanksi 

Administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 
(dua) kali; atau 

b. pemegang PBPHII atau pemegang POKPI 111 terbukti 

tidal< melakukan kegiaian produksi dalam Jangka 

waktu paling sedikit 3 (tigal lahun dan/atau sudah 

tidak mcmiliki sarana dan prasarana kcgiatan 
Pengolahan Hasil Hutan dikenakan Sanksi 

Administratif berupa pencabutan PBPH H atau 

POKPHH tanpa diberikan peringatan tertulis terlcbih 

dahulu. 

(3) Hasil pcngendalian dan pengawasan Pengolahan Hasil 

Hu tan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: 

a. laporan Kepala Dinas, bupati/wali kota, dan/atau 

kcpala UPT; dan/atau 

b, berita acara kegiatan pengawasan PBPHH atau 

POKPHII oleh tim yang dibentuk oleh Direktur 

Jenderal atas nama Menleri atau gubemur sesuai 

dengan kewenangannya. 

(4) DaJam haJ berdasarkan hasil pengendalian dan 

pcngawasan Pcngolahan Hasil Hutan apabila pcmegang 

PBPHH atau pemegang POKPHH terbukti melakukan 

pelanggaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 379 

ayat ( II huruf d Direktur Jenderal atas narna Menteri 

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya 

menerbitkan surat peringatan I (satu). 

(5) Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib 

memberikan tanggapan dan memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan keteruuan dalam surat peringatan I [satu], 

sebelum berakhirnya jangka wakru surat peringatan I 

(satu). 

(6) Dalam ha! selama jangka waktu surat peringatan 

(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang 

PBPHH atau pcmegang POKPHH tidak mcrnbcri 

tanggapan atau memberi tanggapan tetapi tidak dapat 
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Pasal 381 

(I) Dalam hal pemegang PBPllli atau pemegang POKPlii-1 

diduga menadah, menampung, atau mengolah bahan 

baku hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku 

yang tidak sah (ilegal) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 379 ayat (11 huruf d dengan bukti awal yang 

cukup, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 

gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta 
penyidik dan diutamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) meJakukan penyetidikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Berdasarkan basil penyetidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dan apabila ditemukan cukup bukti, 

(7) Dalam hal pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH 

telah memenuhi kewajiban atau memberi tanggapan 

yang diterima dalam jangka waktu surat peringatan I 

(saru) atau surat peringatan II (dual, Direktur Jenderal 

alas nama 1'o1enleri atau gubemur sesuai dengan 
kewenangannya menerbitkan pembatalan surat 
peringatan. 

(8) Dalam hal dalam jangka waktu sumt pcringatan II (dua) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang PBPHH 

atau pemegang POKPlili tidak memberi tanggapan atau 

memberi tanggapan tetapi tidak dapat diterima/lidak 

memenuhi kewajibannya maka: 

a. Mcnteri sesuai dcngan kewenangannya rnenerbitkan 
keputusan ientang pencabutan PBPHH; 

b. gubemur sesuai dengan kewenangannya 

mcnerbitkan kcpulusan tentang pcncabutan 

PBPHH; atau 

c. Direktur Jenderal alas nama Menteri sesuai dengan 

kewenangannya menerbitkan keputusan tentang 

pencabutan POKPHH. 

diterima/tidak memenuhi kewajibannya, diterbitkan 

surat peringatan II (dua). 
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opcrasional Pengolahan Hasil Hut.an PBPHH at.au 
POKPHH kepada Direktur Jenderal atau gubernur 
sesuai dengan kewenangannya; dan 

b. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur 
sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan 
keputusan pembat.alan Sanksi Administratif berupa 
pembekuan seluruh operasional Pengolahan Hasil 
Hutan PBPHH atau POKPHH. 

(7) Dalam hal jangka waktu pengenaan Sanksi Administratif 
berupa pembekuan seluruh operasional Pengolahan 
Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan keputusan 
pembatalan Sanksi Admimstrauf berupa pembekuan 
seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH 

seluruh Administratif berupa pembekuan 

diinformasikan kepada l)irektur Jenderal atau gubernur 
sesuai dcngan kewenangannya. 

(4) Dalam masa penyidikan dan pemberkasan, penyidik 
dapat mengusulkan pembekuan seluruh operasional 
Pengolahan Hasil Hutan PBPHH atau POKPHH kepada 
Direktur Jenderal atau gubernur sesuat dengan 
kcwcnangannya. 

(5) Berdasarkan usulan penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (41 Direktur Jenderal atas nama Menteri atau 
gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan 
Sanksi Administratif berupa pembekuan seluruh 
operasional Pengolahan Hasil Hut.an PBPHJ-1 atau 
POKPHH tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih 
dahulu, dengan jangka waktu paling lama 40 (empat 
puluh) hari kalender, 

(6) Apabila dalam jangka waktu 40 [empat puluh] nan 
kalender, penyidik menyatakan tidak cukup bukti: 
a penyidik mengusulkan pembatalan Sanksi 

pemberkasan 
dan ayat (2) 

(3) Hasil penyelidikan, penyidikan, dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilanjutkan dengan penyidikan dan pemberkasan 
perkara. 
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Pasal 383 

Dalam hal PBPHH atau POKPHH telah dinyatakan pailit oleh 

pengadilan negeri dan/atau telah dikenakan sanksi pidana 

yang telah berkekuatan hukum tctap, Menieri atau gubernur 

sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan 

PBPHH atau POKPHH. 

keputusan pencabutan POKPHH. 

(2) Penerbitan keputusan pencabutan PBPHH atau POKPHH 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikcnakan tanpa 

diberi peringatan terlebih dahulu. 

keputusan kewcnangannya rnenerbitkan 
pencabutan PBPHH; atau 

b. Direktur Jenderal alas nama Menteri menerbitkan 

dengan sesual gubernur a tau a. Menteri 

Pasal 382 

(1) Dalam ha] pemegang PBPIIH atau pemegang POKPHII 

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 379 ayat ( I) huruf d yang 

dibuktikan dengan putusan pengadilan yang t.clah 

berkekuatan hukum tetap: 

atau POKPHH sebagaimana dimaksud ayat (6) belum 

rerblt rnaka Sanksi Administratif berupa pernbekuan 

seluruh operasional Pengolahan Hasil Hulan PBPHH 

atau POKPHH dinyatakan tidak berlaku atau batal demi 

hukum. 

(8) Pembata.lan Sanksi Administratif berupa pembekuan 

seluruh operasional Pengolahan Hasil Hutan PBPHH 

aiau POKPHH sebagaimana dimaksud parla ayat (6) atau 

ayat (7) tidak menghenukan proses penyidikan dan 

pemberkasan oleh penyidik. 
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Pasal 234; a tau 
e. terdapat keridaksesuaian hasil penilaian LPVI dalam 

pelaksanaan $VLK tidak sesuai dengan pedoman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, 
berdasarkan benta acara hasil evaluasi. 

(3) Dalam hal Sanksi Adrninistratif berupa teguran tertulis 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi 
dalarn jangka waktu 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal 
mengenakan Sanksi Administratif berupa pernbekuan 
penetapan LPVJ dan/atau Lembaga Penerbit, 

dalam dimaksud sebagaimana pedoman 

Pasal 384 
(I) Sanksi Administratif terhadap lPVJ dan/atau Lcmbaga 

Penerbit berupa; 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan penetapan LPVJ dan/atau Lembaga 

Penerbit; dan/atau 
c. pcncabutan pcnctapan LPVI dan/atau Lcmbaga 

Penerbit, 
(2) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a diberikan 
oleh Direktur Jenderal dalarn hal: 
a. LPVI tidak melaksanakan pclaporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6); 
b. I.PVI menerbitkan S-PHL atau S-1,egalitas tidak 

sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229; 

c. Lcmbaga Pcncrbil tidak melaksanakan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat. (5); 

d. Lembaga Penerbit menerbitkan Dokumen 

V-Legal/Llsensi FU::GT tidak sesuai standar dan 

Bagian Keem pat 
Sanksi Administratlf Lernbaga Penilai dan 

Vcrifikasilndependen 
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b. RPHJP KPH!,, RPHJP KPHP, RPHJPd KPH!,, dan RPHJPd 
KPHP yang belum disahkan sebelum berlakunya 
Peraturan Mcnteri ini, proses penyelcsaiannya mcngikuti 
ketenruan dalam Peraturan Menteri ini; 

c. pennohonan persetujuan pernbuatan dan/atau 
penggunaan koridor yang masih dalam proses dan 
dituangkan dalam berita acara perneriksaan sebelum 
bcrlak:unya Pcraturan Mcntcri ini, proscsnya tctap 
dilanjutkan dengan disesuaikan dalam Peraturan 
Menteri ini; atau 

d. perhitungan penggantian biaya investasi yang telah 
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 
dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya penggantian 
biaya investasi mengilruti ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 385 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a RPHJP KPH!,, RPHJP KPHP, RPHJPd KPH!,, dan RPHJPd 

KPHP yang telab disabkan sebelum berlakunya 
Peraturan Mcntcri ini, dinyatakan tctap berlaku untuk 
selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini; 

BAB XI 

KETENTUAN PERALl~IAN 

Bagian Kesatu 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

(4) Dalam bal Sanksi Administratif berupa pembekuan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (31 tidak dipenuhi 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal 
atas nama Menteri mengenakan Sanksi Adrninistratif 
berupa pencabutan penetapan 1,PVI da11/atau Lembaga 
Penerbit. 
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mengajukan dengan disesuaikan ini, Menteri 

P.dsal 387 

Pada saat in.i Peraturan Menteri in.i mulai berlaku: 
a. lzin Pemanfaatan Hutan yang diterbitkan oleh 

Menteri/Kepala Sadan Koordinasi Penanaman 
Modal/gubernur/bupati/wali kota sebelum berlakunya 
Pcraturan Mcntcri ini, dinyatakan tctap bcrlaku I 
setaniuinya dipersamakan sebagai PBPH; 

b, lzin Hutan Tanaman lndustri Sementara yang telah terbit 
scbclum bcrlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan 

tetap berlaku dan yang telah memenuhi persyaratan, 
diproses menjadi PBPH; 

c. lzin Hutan Tanaman lndustri Sementara yang telah rerbu 
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum 
memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak berlaku dan 
dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; arau 

d. pemegang naskah perjanjian kerja sarna Pemanfaatan 
Hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan 
KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan 

permohonan baru dan dilengkapi persyaratan: 
b. pcnnohonan perpanjangan dan pcrluasan izin 

Pemanfaatan Hutan yang diterima sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini proses tetap dilanjutkan dan 
ditcrbilkan Periz.inan Bcrusaha sesuai dengan Peraturan 
Menteri ini; atau 

c. pcrmohonan pcmbcrian PBPH dapal diproses sccara 
manual sepanjang Sistem OSS belum operasional. 

pennohonan disesuaikan dengan ketem uan 
Peraturan Menteri ini dengan mengajukan 

proses 
dalam 

Pasal 386 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. permohonan pcmbcrian izin Pemanfaatan Hulan yang 

diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, 

Bagian Kedua 

Perizinan Beru saha 
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Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

Pasal 388 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. permohonan persetujuan RKIJPH dan perubahan RKUPH 

yang scdang dalam proses scbclum bcrlakunya 
Peraturan Menteri ini, pennohonan tetap diproses sesuai 
dengan ketenruan Peraturan Menteri ini; 

b. rencana kerja yang telah disetujui sebelum bertakunya 
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampal 
dcngan bcrakhirnya pcriodc rencana kcrja; 

c. lzin Pcmanfaatan Kayu yang diterbitkan sebelum 
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai 

dengan berakhimya izin dan dipcrsamakan dengan 
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan; 

d. permohonan lzin Pemanfaatan Kayu atau perpanjangan 
Izin Pemanfaatan Kayu yang telah diajukan sebelum 
bertakunya Peraturan Menteri ini, permohonan tetap 

diproscs scsuai dcngan kctcntuan Pcraturan Mcntcri ini; 
e. bagi pemegang PBPH yang berkinerja balk dalam 

mengajukan RKTPH atau perubahan RKTPH periode 
Tahun 2021 dilakukan secara mandiri/ self approval; 

f. bagi pemegang PBPH yang berkinerja sedang dan buruk 
dalam mengajukan RKTPH atau perubahan RKTPH 
pcriodc Tahun 2021 dilakukan secara official; atau 

g. pemegang naskah perjanjian kerja sama jasa lingkungan 

dengan pemegang Hak Pengelolaan yang telah terbit 
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan 

tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 389 

Bagian Ketiga 
Usaha Pernanfaatan Hutan Produksl 

permohonan PBPH atau perserujuan pengelolaan 

pe.rhutanan soslal sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 
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Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tempat 
Pasal 390 

Bagian Keempat 
Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Teknis Pengelolaan 

Hu can 

a pemegang izin yang telah terbit sebelum berlakunya 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 
Pcrlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan alas 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2014 tcntang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Oambut: 
I. terhadap areal puncak kubah gambut sesuai Peta 

Fungsi Ekosistem Gambut Nasional dijadikan 
sebagai kawasan lindung; 

2. Fungsi Lindung Ekosistcm Gambut yang bcrada di 
luar areal puncak kubah gambut dapat dikelola dan 
dialokasikan sebagai areal tanaman budidaya; 

3. dalam ha! telah ierdapat tanaman pada areal 
puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur 
untuk kemudian dilakukan pcmulihan; dan/alau 

4. dalam ha! terdapat areal di luar puncak kubah 
gambut yang berada dalam Fungsi Lindung 
Ekosistem Gambut dapat dirnanfaatkan dengan 
kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut. 

b. pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu 
pada Hutan Tanaman lndustri yang areal kerjanya 
terjadi perubahan peruntukan Kawasan Hulan karena 

pcrubahan rcncana tata ruang wilayah provinsi, 
tanamannya diperlakukan sebagai aset perusahaan dan 
dapat dimanfaatkan oleh pemegang lzin Usaha 
Pcmanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri sampai dengan penetapan addendum areal kerja 
dan/atau penetapan pelepasan kawasan Hulan dengan 
dituangkan kc dalarn rcncana kcrja tahunan. 
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yang sedang dalam proses dan Lelah memenuhi 
persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Ini, 

ini, Menteri sebelum berlakunya Peraturan 
dipersamakan sebagai PBPHH; 

d. permohonan lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan 

c. Pengolahan Hasil Hutan yang legalirasnya berupa Izin 
Usaha lndustri yang dtterbitkan oleh pejabat berwenang 

Pasal 392 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. Izin Usaha lnduslri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyarakan 
tetap sah dan berlaku, selanjutnya dipersarnakan 
sebagai PBPHH; 

b. Izin Usaha lndusUi Primer Hasil Hulan yang berlokasi di 
dalam areal pemegang lzin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu/Izin Usaha Pemanfaaian Hasil Hutan Bukan 
Kayu/Hak Pengelolaan/persetujuan pengelolaan 
pcrhutanan sosial dan ditcrbitkan scbclum bcrlakunya 
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan 
setanjutnya dipersamakan sebagai bagian yang 
terintegrasi dalam PBPH; 

Bagian Kclima 
Pengolahan Hasil Hutan 

Pasal 391 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tenaga Teknis 
Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari atau pengawas Tenaga 
Teknis Pengelolaan Hulan Produksi Lestari yang telah 
ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku 
dipersamakan dengan GANISPH. 

Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang tetah ditetapkan, 
dinyatakan dihapus dan tidak berlaku. 
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diproses dan diterbilkan PBPHH sesuai dengan 

Peraturan Menteri ini; 
c. pcrmohonan lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan 

yang berlokasi di dalam areal lzln usana Pemanfaatan 
llasil Hutan Kayu/lzin usaha Pemanfaatan llasil llutan 
Bukan Kayu atau Hak Pengelolaan yang sedang dalam 
proses dan memenuh.i pcrsyaratan sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, permohonan Jzin Usaha lndustri 
Primer Hasil Hutan tetap diproses sampai dengan 
diterbilkan POKPHH; 

r. pcnnohonan lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan 
yang berlokasi di dalam areal pemegang Hal< 
Pengelolaan/persetujuan pengelolaan perhutanan sostal 
yang tclah diajukan dan memenuhi persyaratan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan Izin 
Usaha lndustri Primer HasiJ Hutan tetap diproses sampai 
dengan diterbilkan POKPHH; 

g. permohonan pernberian PBPHH dapat diproses secara 
manual sepanjang Sistcm OSS belurn operasional; 

h. permohonan perluasan lzin Usaha lndu stri Primer Hasil 
Hutan atau addendum lzin Usaha lndu stri Primer Hasil 
Hutan yang sedang dalam proses dan telah memenuhi 
persyaratan sebetum berlakunya Peraturan Menteri ini, 
pcnnohonan pcrluasan lzin Usaha lndustri Primer Hasil 
Hu tan tetap diproses sampai dengan diterbitkan PBPHH; 

i. semua jenis pengenaan Sanksi Administratif yang masih 
dalam proses pencrbitan Sanksi Administratif sebelum 
berlakunya Peraruran Menteri ini, selanjutnya diproses 
sesuai dengan Peraturan Menteri ini; 

j. tcrhadap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang 
sedang dalam proses pengembalian kepurusan Izin 
Usaha lndustri Primer Hasil Hutan, diproses sesuai 
dengan Peraturan Menteri ini; atau 

k. lndustri Pengolahan Kayu Rakyat atau lzin Usaha 
lndustri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi 
sampai dengan 2.000 mJ (dua ribu meter kubik] per 
tahun atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan Bukan 
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Pasal 395 
Pada saai Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
I. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/KPTS- 

11/2002 tcntang Kriteria dan lndikator Penilaian 
Kelangsungan Usaha Perusahaan Hutan Tanaman 

BAB XII 
KE1'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 394 
Semua jenis pengenaan Sanksi Administratif yang masih dalam 
proses penerbitan Sanksi Administratif sebelum berlakunya 
Peraturan Mcnteri ini, selanjutnya diproses sesuai dengan 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 393 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a sertifikat pengelolaan Hutan Produksi lestari dan 

scrtifikat legalitas kayu yang sudah ditcrbitkan sebelurn 
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap 
berlaku sampai jangka waktunya berakhir; atau 

b. penilaian kincrja pcngelolaan Hutan Produksi lestari dan 
verifikasi legalitas kayu yang dalam proses sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

Bagian Keenam 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan testarl dan Verifikasi 

Lcgalitas Hasil Hutan 

Kayu yang diterbilkan oleh pejabat yang berwenang 

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan 
tetap berlaku, dan untuk selanjuinya pemegang lndustri 
Pengolahan Kayu Rakyat melakukan pendanaran NIB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan mclalui Lembaga OSS sebagai PBPHH skala 

usaha kecil. 
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lndusui Patungan dan Hutan ranaman lndustri Badan 

Usaha Milik Negara; 

2. Keputusan Mcntcri Kchutanan Nomor 4896/KPTS- 

11/2002 tentang Penanganan Perusanaan Hutan 

Tanaman Jndustri Patungan dan llutan Tanaman 

lndustri Badan Usaha Milik Negara; 

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 303/KPTS-11/2003 

rentang Tata Cara Penilaian Kinerja lndustri Primer Hasil 

Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. I 7 /ME:;NHUT- 

11/2004 lcntang Pcrubahan alas Kcputusan Mcntcri 

Kehutanan Nomor 303/KPTS-11/2003 teruang Tata Cara 

Penilaian Kinerja lndustri Primer Hasil Hutan Kayu; 

4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 46/MENHUT- 

11/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta 

pada Pcrusahaan lzin Usaha Pcmanfaatan J-tasil Hutan 
Kayu pada Hutan Tanaman atau Hak Pengusahaan 

Hu tan Tana.man lndustri Patungan; 

5. Peraturan Mcnlcri Kcbutanan Nornor P.09/MENHUT- 

11/2004 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Provisi 

Sumber Daya Hulan Persatuan Hasil Hulan Kayu dan 

Bukan Kayu; 
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 /MENHUT- 

11/2005 tcntang Pcnanaman Modal Asing di Bidang 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman; 

7. Peraturan Mentcri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT- 

11/2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Penggabungan Perusahaan Jzin Usaha Pernanfaatan 
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang Berbentuk 

Perseroan Terbatas; 

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHU1'­ 

ll/2005 tentang Sanksi Pelanggaran dalam Pelaksanaan 

Pengulruran dan Pengujian Hasil Hutan; 

9. Peraturan Menleri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT- 

11/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi JS Digit 

pada Pembayaran Provisi $umber Daya Hutan, Dana 
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Reboisasi, dan luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah tera.khir dengan 

Pcraturan Mentcri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT- 

11/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENI IUT-11/2006 

tentang Tata cara Penulisan Referensl 15 Digit pada 
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hulan, Dana 
Reboisasi, dan luran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor598); 

IO. Peraturan Mcnlcri Kchutanan Nomor P.39/MENHUT- 
11/2008 temang Tata cara Pengenaan Sanksi 
Adminstratif terhadap Pemegang 1,Jn Usaha Pemanfaatan 
Hutan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14); 

11. Pcraturan Menleri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT- 
11/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman lndustri Sernentara [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) scbagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-11/2011 tentang 
Perubahan Kedua aias Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.4/MENHUT-11/2009 tentang Penyelesaian Hak 
Pcngusahaan Hutan Tanaman lnduslri Scmcntara 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor305); 

12. Peraturan Menteri Kchutanan Nomor P.7 /MENHUT- 
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu 
untuk Kebutuhan Lokal (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 21 ); 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11 /MENHUT- 
11/2009 tentang Sistern Silvikultur dalam Areal lzin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hulan 
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-11/2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan 
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Nomor P. l l/MENHUT-11/2009 tentang Sistem Silvikultur 

dalam Areal lzin Usaha Pemanfaatan Hasil llutan Kayu 

pada Hutan Produksi (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1311); 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17 /MENI IUT- 

11/2009 tentang Tata Cara Pcngcnaan Sanksi 
Administratif terhadap Pemegang lzin Usaha lndustri 
Primer Hasil Hutan Kayu (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21 /ME:;NHUT- 
11/2009 tcntang Kritcria dan lndikator Pcnctapan .Jcnis 
Hasil Hutan Bukan Kayu Unggula.n (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/MENHUT- 
11/2009 temang Tata Cara Penyerahan Kembali lzin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebelurn Jangka 
Waktu lzin Berakhir (Be1ita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 61 ); 

17. Peraturan Mcnteri Kchutanan Nornor P. 24/MENHUT- 
11/2009 tentang Pendaftara.n Ulang Izin Usaha lndustri 
Primer Hasil Hutan Kayu (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62); 

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT- 
11/2009 tcntang Tata Cara dan Pcrsyaratan 
Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 111); 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT- 
11/2009 tcntang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi 
Ekspor Produk Kayu Uli.n Olahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127); 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT- 
11/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pernanfaatan 
Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan 
Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1281 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
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Kehutanan Nomor P.8/MENLHK-11/2015 teruang 

Perubahan Kedua atas Peraruran Men1eri Kehu1anan 

Nomor P.36/MENHUT-ll/2009 tcntang Tata Cara 

Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau 

Penyimpanan Karbon pada Hu tan Produksi dan I I utan 

Lindung (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 470); 

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/MENHUT­ 

ll/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat uruuk 

Kegtatan tztn Usaha Pemanfaatan Hutan atau lzin Usaha 

Pcrnanfaatan Kayu (Serita Negara Rcpu blik Indonesia 

Tabun 2009 Nomor 265); 

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT· 

ll/2010 tentang Nonna, Standar, Prosedur dan Kriteria 

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan 

Kesaruan Pengelolaan Hutan Produksi (Serita Negara 

Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 62); 

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/MENHUT· 

ll/2011 tentang Hu tan Tanarnan Hasil Rehabllitasi 

(Belita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 

447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENLHK-ll/2015 

tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.59/MENHUT-11/2011 tcntang Hulan Tanaman 

Hasil Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1002); 

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT­ 

ll/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku 

lndustri Primer Hasil Hutan Kayu (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 270); 

25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT- 

11/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan 

Jasa Llngkungan Wisata Alam di Hutan Lindung (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5431; 

26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT· 

ll/2013 tentang lnfonnasi Verifikasi Legalitas Kayu 

Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu dan 
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Pcnerbitan Dokumen v-Legai (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 454); 

27. Pcraturan Mentcri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT- 

11/2014 tentang tnventansasl Hutan Menyeluruh Berkala 

dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan llasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) 

sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menleri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.II/Mf:;Nl,HK/SETJEN/KUM.1/3/2019 ten tang 

Pcrubahan atas Pcraturan Mcntcri Kchutanan Nomor 

P.30/Mt:NHUT-11/2014 tentang lnventarisasi Hulan 
Menyeluruh Berkala dan Reneana Kerja pada Usaha 
Pcmanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor360); 

28. Pcraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MENHUT- 
11/2014 tentang lnventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 
dan Rcncana Kcrja pada lzin Usaha Pernanfaatan Hasil 
Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 690); 

29. Pcraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/MENHUT- 
11/2014 tentang Pcnerapan Silvikultur dalam Areal lzin 
Usaha Pcmanfaatan Hasil Hutan Kayu Rcstorasi 
Ekosistem pada Hutan Produksi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 131 O); 

30. Pcraturan Mentcri Kchutanan Nomor P.66/MENHUT- 
11/2014 tentang lnventarisasi Hutan Bcrkala dan 
Rencana Kerja pada Izin Usaha Pernanfaatan Hasil Hulan 
Kayu Restorasi Ekosistem (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1327); 

31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/MENHU1'­ 
ll/2014 temang Rencana Kerja Usaha Pernanfaatan 
Pcnyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan 
Produksi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1397); 
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suvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474); 

34. Pcraturan Mcntcri Lingkungan Hidup dan Kchutanan 

Nomor P.20/MENLHK-11/2015 temang Fasilitasi Biaya 

Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 811); 

35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang lzin 

Pemanraatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor I 33); 

36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan 

Nomor P.77 /MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara 

Penanganan Areal yang Terbakar dalam lzin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Huran Produksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86); 

37. Peraturan Mcntcri Lingkungan Hidup dan Kchutanan 

Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 1/2016 teruang 

Pembatasan Luasan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu dalam Hutan Alam arau lzin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu Hulan Tanaman lndustri 

pad.a Hutan Produksi (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/ 

2020 ientang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/ 

SETJEN/PHPL.3/ 1/2016 tcntang Pernbatasan Luasan 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam atau lzin Usaha Pemanfaatan llasil Hutan Kayu 

Pernanfaatan Usaha lzin Pemberian 

32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.74/MENHUT- 

11/2014 rentang Penerapan Teknik Silvikultur dalam 

Usaha Pemanraatan Penycrapan dan/atau Penyimpanan 

Karbon pada Hulan Produksi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1398); 

33. Peraturan Mcntcri Linglrnngan Hidup dan Kchutanan 

Nomor P.14/MENLHK-11/2015 tentang Tata Cara 
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tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang 

Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.48/MENI.HK/SETJEN/KUM. I /8/ 

P.85/MENLHK/SF:'l'JEN/KUM. I/ 11/2016 Nomor 

Hulan Tanaman lndustri pada Hulan Produksi (Derita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1278); 

38. Peraturan Menleri Ling.kungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang 

Pedoman Kegiatan Usaha Pernanfaatan Jasa Lingkungan 

Wisata Alam pada Hulan Produksi (Serita Negara 

Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 369); 

39. Peraturan Menteri Ling.kungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 teruang 

Pcrsetujuan Pcmbuatan dan/alau Penggunaan Koridor 

(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 

Nomor586); 

40. Pcraturan Menleri l.ingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tentang 

Tata Cara Perubahan Luasan Areal lzin Usaha 

Pcmanfaatan Hasil Hulan pada Hutan Produksi (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7671; 

41. Pcraturan Menteri 1.ingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.54 /MENLHK/SET JEN/KUM.l/6/2016 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan 

Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hulan Bukan Kayu pada 

Hutan Negara (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1039); 

42. Pcraturan Mcntcri Ling.kungan Hidup dan Kchutanan 

Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 teruang 

Tata Cara Pcngenaan, Pemungutan, dan Penyetoran 

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi 

Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan 

Juran lzin Usaha Pemanfaatan Hutan (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13121; 

43. Pcraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Sitvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 867); 

45. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.40/MENLliK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang 
Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman 
Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistern Gambut (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 900); 

46. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang 
Kerja Sama Pemanfaatan HuUU1 pada Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1242); 

47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.28/MENLHK/SET JEN/KUM. I /7/2018 tcntang 
Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan 
Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
dalam Hutan Alam, lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hulan 
Kayu Restorasi Ekosistem atau lzin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hulan Tanaman lndustri pada Hutan 
Produksi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor l 120) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.l/4/2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kchutanan Nomor P.28/MENLHK/SE'l'JEN/KUM. 1/ 
7 /2018 tentang Tata cara Pemberian, Perluasan Areal 
Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Pernanfaatan Usaha Rencana Kerja 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. I/ 11/2016 teruang 
Pengangkuta11 Hasil Hu tan Kayu Budidaya yang Berasal 
dari Hutan llak [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1130]; 

44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM. I /6/2017 tentang 
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Hulan Kayu dalam Hutan Alain, lzin Usaha Pernanfaatan 
llasil Hulan Kayu Restorasi Ekosistern atau lzin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu Hulan Tanaman lndustri 
pada Hutan Produksi (Berila Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 448); 

48. Peraturan Mcnlcri Linglrnngan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.l/ 11/2018 
rentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan 
Pcngesahan Rencana Pcngelolaan Hulan Kesatuan 
Pcngelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan 
Hulan Produksi (Serita Negara Rcpublik Indonesia 
Tabun 2018 Nomor 1751): 

49. Pcraturan Menteri l.ingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.l/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang 
lzin Usaha lndustri Primer Hasil Hutan (Beri1a Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33); 

50. Pcraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.33/MENl,HK/SETJE:N/KUM.1/ 6/2019 tentang 
Tata Cara Pcngurusan Piutang Negara dari Penerirnaan 
Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Berila Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 797); 

51. Pcraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 9/2019 tcntang 
Audit Kepa.tuhan terha.dap Pemegang lzin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hulan Kayu, lzin Pemanfaatan Ka.yu, 
Persetujan Pcnggunaan Kawasan Hulan, Hak Guna 
Usaha, dan Izin Sab Lainnya dalam Kegiatan 
Pemanfaatan Hasil Hu tan Kayu, Penatausahaan Hasil 
Hulan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik 
tndonesia Tahun 2019 Nomor 1342); 

52. Peraruran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM. I/ 10/2019 
tentang Pcmbangunan Hulan Tanaman lndustri (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344); 
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tentang Tata Cara Penetapan Peta lndikatif Arahan 
Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang 
tidal< Dibebani Izin umuk \Jsaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1346); 

58. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.70/MENLHK/Sl':TJEN/KUM. I/ 10/2019 
tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Huian Produksi 
L.estari dalam Pengeiolaan dan Pemanfaatan Hulan pada 
Hutan Produksi (Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1588); 

P.69/MENI..HK/SETJEN/KUM.I/ 10/2019 Nomor 

53. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.64/MENLHK/Sl':TJEN/KUM.I/10/2019 

temang Tata cam Pemanfaatan Kayu dan/atau 
Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 
Pemanfaatan Hasil llutan Kayu pada Kegialan \Jsaha 
Pcrkcbunan yang Mcmperolch Keputusa.n Pelepasan 
Kawasan Hutan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1434); 

54. Peraturan Menteri l..ingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KIJM.1/10/2019 
Lcntang Pcnatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Bcrasal 
dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1488); 

55. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.67 /MENI..HK/SETJEN/K\JM.1/ 10/2019 
tcntang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal 
dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berna 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460); 

56. Pcraturan Mcnteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan 
Nomor P.68/MENI..HK/SITJEN/KUM.1/ 10/2019 
tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hulan 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor I 587); 

57. Pcraturan Mcntcri Lingkungan Hidup dan Kchutanan 
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Pasal 396 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diuodangkan. 

59. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.71/MENLHK/Sl':TJEN/KUM.I/10/2019 

temang Pelaporan Kcuangan Pemanfaatan Hutan 

Produksi (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1496); 

60. Peraturan Mcntcri Linglrnngan Hidup dan Kchutanan 
Nomor P.77 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 
rentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada 
Hutan Produksi dan Pemungman Hasil Hutan Bukan 
Kayu pada Hutan Negara [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1625); 

61. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.78/MENLliK/Sl':TJ~:N/KUM.I/10/2019 
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang 
Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1540); dan 

62. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.21/MENLHK/SE:TJEN/KUM. I/ 10/2020 
tentang Penilaian Kinerja Pcngclolaan Hutan Produksi 
Lestan dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang lzin, 
Hak Pengelolaan, Hulan Hak, atau Pemegang Legalitas 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261), 

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 
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WIDODO EKATJAHJANA 

ltd. 

DIREl<."fUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUll.'UM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBUK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal I April 2021 

SIT! NURBAY A 

ltd. 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal I April 2021 

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Serita Negara Republik Indonesia. 
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